
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 54 TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa untuk mengatur belanja Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi dari Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan mengakomodasi
Penambahan Rekening di APBD serta memindahkan kode
rekening yang telah ada ke dalam rekening yang lebih
sesuai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hun-rf a maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan
Akun Standar;

Und-ng-Und-ng  Nomor  1 .1  Tahun  l9 i0  tenLang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repu b l i k  Indone ' .a  Nomor  21280) :

Menimbang

Mengingat

'. a.

b .

2.

1 .

3.  Undang-Undang Nomor  I  Tahun  2OA4 renrang
Pcrbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)j

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung ,Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Rcpu b l ' k  l rdoncs ia  Nomor  44OOJ:

i  T  I n . l A n , ' - T  T n . l a n o  N ^ n . r

P F . i n h a  n  d a n  K F r r ^ n d , n

Pcmerintahan Daerah

33 Tahun 2004 tentang
Antara Pemedntah Pusat Dan
(Lembaran Negara Repqb,U\

BUPATI JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 54 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHUN 2013 
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang bahwa untuk mcngatur bclanja Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi dari Jaminan 
Keschatan Nasional (JKN) dan mengakomodasi 
Penambahan Rekening di APBD serta memindahkan kode 
rekening yang telah ada ke dalam rckcning yang lebih 
sesua1; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a maka perlu rnenetapkan 
Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan 
Akun Standar; 

a. 

Mengingat I. Undang-Undang 
Pem bcn tukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Kabupaten 

ten tang 
Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik 
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. BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATUR.A.N BUPATI JEPARA
NOMOR 94 TAHUN 20 14

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI .JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur bela-nja Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi dari Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan mengakomodasi
Penambahan Rekening di APBD serta memindahkan kode
rekening yang telah ada ke dalam rekening yang lebih
sesuai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan
Akun Standar;

Mengingat

2.

3 .

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang Undang Nomor  l7  Tahr rn  2003 renrang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rep;b l i k  lndon,  s ia  Nomur  2286) :

L  ndang Undang Nornor  I  Ta l  un  2004 l rn tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaar-r Pengeiolaan Dan Tanggung Jawab
Kcuangan Ncgara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Rcpub l rk  lndon,  s ia  Nomor  44oUJ:

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran 
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BUPATI JEPAR A 
PROVJNSJ JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 54 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHUN 2013 
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang bahwa untuk mengatur belanja Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi dari Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) dan mengakomodasi 
Penambahan Rekening di APBD serta memindahkan kode 

rckening yang telah ada ke dalam rekening yang lebih 
sesua1, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan 
Akun Standar; 

a. 

Mengingat 1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Kabupaten 

ten tang 
Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tcngah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
kcuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pcmeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung J awab 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 
Perimbangan Keuangan 
Pemerintahan Daerah 

33 Tahun 2004 tentang 
Antara Pemerintah Pusat Dan 

(Lembaran Negara Republik 
[ ass@ jj«sis5tj} 
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lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

7.

rLcmbaran \cs . " ra  Repub ik  Indones ia  Tahun 201 I

Nomor  82 ,  Tamba,han LFmbaran l \egara  Repub l  k

Indonesia Nomor 5243);

Unclang - Undang Nomor 23 Tahun 2o1zl tentang

Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara RepubLik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

tel;h diub;h dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Repubiik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5589J

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepuUt;t< lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

nepubtit< Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negira Republik lndonesia Tahun 20i4 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan keuangan Daerah;

Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 238 I PMK OS I 20 1 1

tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun

2O06 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaga Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor

iO, f^-Uunttt Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1'1 Tahun 2013 tentang
perubahan Atas Peraturan paerah K@!@;lg.PgA

8.

10 .

9 .

11 .

12.

13.

14 .

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5243); 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/201 J 
tentang Bagan Akun Standar; 

14. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaga Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabpaten Jepara r.: 



Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 10);

15. Peraturan Bupati .lepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 20 13 Nomor 382)

MEMUTUSKAN :

MEnetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATi NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG BAGAN AKUN

STANDAR.

Paserl I

Beberapa ketentuan dalarn Larnpirar-r Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Taltun

2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun

2013 Nomor 382) pada hur-uf B di ubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampirar yang merupakan bagiar tidat terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desenber 2014

Diundangkan di Jepara
pada tanggaL 51 Desenber 2014

SEKRSIAzuS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

PENELITTAN PRODUT I{URUfi

Sekreiaijs | ;r'. I

KEpil.J Sh,:, -Y.-

BERITA

OLIH

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 10); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang 
Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor 382) 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG BAGAN AKUN 

STANDAR. 

Pasal I 
Beberapa 

ketentuan dalam 

Lampiran 

Peraturan 

Bupati Jepara 

Nomor 4 7 Tahun 

2013 tentang Bagan Ak:un Standar (Berita Daerah Ka bu paten Jepara Tahun 

2013 Nomor 382) pada huruf B di ubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap 
orang 

mengetahuinya, 

memerintahkan 

pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 31 Desomber 2014 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 31 Dosember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

PENELITIAN PRODUK HUKUM 
JABATAN • PARAF 

Feser'eh .. e 
grtn ! t--- 
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Kesa ' "- - [.si skzr = w �--,:,:,:.z .. . ·-· ., 

EAGIAN HUKUM ' 
BERITA DAERY KABUPATEN JEPARA TAHUN...2014NOMOR.....344 



LAMPIRAN PERATUMN BUPA"I JEPARA
NOMOR | 54 Tsbun 2014

TANGGAL : 11 Eeseriber 2014

BAGAI{ AXU SIANDAR

B, KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN

Klasilikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi anggaran dan peiaporan berdasarkan organisasi di tingkat

Pemerintah Daerah disusun berdasarkan struktur organisasi Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini juga tidak bersilat permanen dan

akan disesuaikan dengan perubahan susunan SKPD.

Klasilikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Fungsi dan Urusan

Pembagian ini didasarkan pada umsan Wajib dan Urusan Pilihan

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Klasifikasi Anggaran dan Peiaporan berdasarkan ekonomi fenis

oeraniaJ

Klasifikasi berdasarkan ekonomi menekankan kepada jenis

belanja/beban. Jenis belanja menurut Penjelasan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2oo3 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang,

Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain, dan Transler. Sementara

berdasarkan paragraf 35 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP) 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai,

belanja barang, belanja moda1, bunga, subsrdi, hibah. bantuan sosial,

dan belanja tidak terduga.

Dengan demikian klasifikasi belanja dalam Bagan Akun Standar

merupakan struktur akun yang digunakan oleh entitas untuk

melakukan perencanaan/penganggaran, perekaman transaksi, dan

pelaporan keuangan.

2.

3 .

1

Berdasarkan kiasifikasi Bagan Akun Standar tersebut diatas dan

memenuhi amanat Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003, maka disusun Bagan Akun Standar (BAS) dalam kode rekenrng

sebagai berikut:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 54 shun 2014 
TANGAL 31 [esonber 2014 

BAGAN AKUN STANDAR 

B. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN 

1. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Organisasi 

Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi di tingkat 

Pemerintah Daerah disusun berdasarkan struktur organisasi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini juga tidak bersifat permanen dan 

akan disesuaikan dengan perubahan susunan SKPD. 

2. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Berdasarkan Fungsi dan Urusan 

Pembagian ini didasarkan pada urusan Wajib dan Urusan Pilihan 

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

3. Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan berdasarkan ekonomi (jenis 

belanja) 

Klasifikasi berdasarkan ekonomi menekankan kepada jenis 

belanja/beban. Jenis belanja menurut Penjelasan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, 

Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja 

Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain, dan Transfer. Sementara 

berdasarkan paragraf 35 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(PSAP) 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tcntang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa 

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, 

belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 

dan belanja tidak terduga. 

Dengan demikian klasifikasi belanja dalam Bagan Akun Standar 

merupakan struktur akun yang digunakan oleh entitas untuk 

melakukan perencanaan/ penganggaran, perekaman transaksi, dan 

pelaporan keuangan. 

Berdasarkan klasifikasi Bagan Akun Standar tersebut diatas dan 

memenuhi amanat Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003, maka disusun Bagan Akun Standar (BAS) dalam kode rekening 

sebagai berikut: 



0 .2 .1 .
0. 2. 1. 01.
0 .  2 .  1 .  01 .  001
0 .2 .7 .  02 .
o. 2. 7. 02. OO\

0 .3 .
0. 3. 1.
0. 3. 1. 01.
0. 3. 1. 01. 001
o. 3. 1. 01. 002
0, 3. 1. 01. 003
o. 3. 1. 01. 004
0. 3. 1. 02.
0. 3. 1. 02. 001
a. 3. 1. 02. O02
0 .3 .  1 .03 .
0. 3. 1. 03. 001

0 ,3 .2 .
0 .3 .2 .01 .
0. 3. 2. 01. O01
0. 3. 2. 01. 002
0. 3. 2. 01. 003
0. 3. 2. 01. 004
0, 3. 2. 02.
0. 3. 2. 02. 001
a. 3. 2. 02. OA2
0. 3. 2. 03.
0. 3. 2. 03. 001

0. 4.
o. 4. 1.
o .  4 .  1 .  0 t .
0. 4. 1. 01. 001
0. 4. 7. 02.
a. 4. 1. 02. OA7
0 .  4 .2 .
0. 4. 2. 01.
0. 4. 2. 01. 001
o. 4. 2. 02.
0. 4.2. 02. O01

0,
o. 1.
0. 1. 1.
0. 1. 1. 01.
0 .  1 .  1 .01 .

1 .
7 .  l .

1 .  1 ,  1 ,

1 .  1 ,  1 . 0 1 .

1 .  1 .  1 .  0 1 .  0 0 1

1. 1. 1.  02.

PERUBAHAN SAI.
PERUBAHAN SAL
Perubahan SAL
Perubahan SAI

001. Perubahan 5AL

TRANSArcI l.AIN-TAIN
PENGEMBATIAN BELANJA
Peng€mbal ian IJang Persediaan

Pengembal ian Uang Pefsediaan

Pengembal ian Tambahan Uang Persediaar

Pengembal ian Tambahan Uang Persediaan

Transitor is PFK

Penerimaan PFK
Penerimaan PFK Gaj i

Taspen
ASkes
Taperum
PPh Pusat
Penerimaan PFK Non Gaji
PPh Pusat
PPN Pusat
PFK Lainnya
PFK Lainnya

Pengeluaran PFK
Pengeluaran PFK Gaji
Taspen
Askes
Taperum
PPh Pusat
Pengeluaran PFK Non Geji
PPh Pusat
PPN Pusat
PFK Lainnya
PFK Lainnya

MUTASI
MutasiMasuk
Pencairan Dep05ito
Pencairan Deposito
Mutasiantar Rekening
lvlutasi antar Rekening
Mutas iKe lua r
Pencairan Deposito
Pencairan Deposito
Mutasiantar Rekening
Mutasi antar Rekening

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas diKas Daerah
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
r a r c . l i  Ron , l : h : r r  Pahoa l ' r t r r n

o. 
0. 1. 
0. 1. 1. 
o. 1. 1. 01. 

PERUBAHAN SAL 
PERUBAHAN SAL 
Perubahan SAL 
Perubahan SAL 

0.1. 1.01 001. Perubahan SAL 

0.2. 
o. 2. 1. 
o. 2. 1. 01. 
0. 2 1 01. 001 
0. 2. 1. 02. 
o. 2. 1 02. 001 

0. 3. 
0. 3. 1. 
0. 3. 1. 01. 
0. 3.1. 01. 001 
0. 3. 1. 01. 002 
0.3.1. 01. 003 
0. 3. 1. 01. 004 
o. 3. 1. 02. 
0. 3. 1.02. 001 

TRANSAKSI LAIN-LAIN 
PENGEMBALIAN BELANJA 
Pengembalian Uang Persediaan 
Pengembalian Uang Persediaan 
Pengembalian Tambahan Uang Persediaan 
Pengembalian Tambahan Uang Persediaan 

Transitoris prK 
Penerimaan PFK 
Penerimaan PFK Gaji 
Taspen 
Askes 

Taperum 
PPh Pusat 
Penerimaan PFK Non Gaji 
PPh Pusat 

0. 3 1.02 002 PPN Pusat 
0. 3.1.03. PFK Lainnya 
0. 3. 1.03. 001 PFK Lainnya 

0. 3.2. Pengeluaran PFK 
o. 3. 2. 01. Pengeluaran PFK Gaji 
0.3.2. 01. 001 
0. 3.2.01. 002 
0. 3. 2. 01. 003 
0.3.2.01. 004 
0. 3. 2. 02. 
0.3.2 02. 001 

Taspen 
Askes 
Taperum 
pph Pusat 
Pengeluaran PFK Non Gaji 
PPh Pusat 

0. 3. 2. 02. 002 PPN Pusat 
0. 3. 2. 03. pFK Lainnya 
0. 3. 2. 03. 001 PFK Lainnya 

0. 4. 
0. 4. 1. 
0. 4. 1. 01. 

MUTASI 
Mutasi Masuk 
Pencairan Deposito 

0. 4 1. 01. 001 Pencairan Deposito 
0. 4.1.02. Mutasi antar Rekening 
0. 4.1.02. 001 Mutasi antar Rekening 
0. 4. 2. Mutasi Keluar 
0. 4. 2. 01. Pencairan Deposito 
o. 4. 2. 01. 001 Pencairan Deposito 
o. 4. 2. 02. 
0. 4.2.02. 001 

1. 
1. 1. 
1. 1. 1. 
1. 1. 1. 01. 

Mutasi antar Rekening 
Mutasi antar Rekening 

ASET 
ASET LANCAR 
Kas dan Setara Kas 
Kas di Kas Daerah 

1.1.1. 01. 001 Kas di Kas Daerah 
1. 1. 1. 02. Kas di Bendahara Pengeluaran 
1 1 1 0) 001 e eiponelahara ponoolaran 



1, 1. 1. 03. Kas di Bendahara Penetirnaan
1. 1. 1. 03. 001 Kas di Bendahara Penerimaan
1, 1. 1. 04. Kas di BLUD
1. 1. 1. 04. 001 Kas di BLUD RSUD RA Kartini
1. 1. 1. 05. Deposito kurang dari3 Bulan
1. 1. 1. 05. 001 Deposito kurang dari 3 Bulan

1. L. 2. Investasi langka Pendek
1. 1, 2. 01. InvestasiJangka Pendek
1. 1. 2. 01. 001 nvestasi Deposito Jangka Pendek
L. L. 2. AL. A02 nvestasiSurat Perbendaharaan Negara
7. 1.2. 02. Investasi langka Pendek-B[U
1. )..  2. A2. AOI lnvestasi Deposito
1. 1. 2. A2. A02 lnvestasi Lainnya

7. 1.3. Piutang Pendapatan
1. 1. 3, 01. Piutang Pajak
1. 1. 3. 01. 001 Piutang Pajak Hotel
1. 1. 3. 01. 002 Piutang Pajak Restoran
1. 1. 3. 01. 003 Piutang Pajak Hiburan
1. 1. 3. 01. 004 Piutang Pajak Reklame
1. 1. 3. 01. 005 Piutang Pajak Penerangan lalan
1. 1. 3. 01. 006 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. 1. 3. 01. 007 Piutang Pajak Parkir
1. 1. 3. 01. 008 Piutang Pajak Air Tanah
1. 1. 3. 01. 009 Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1. 1. 3. 01. 010 Piutang Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan
1. 1. 3. 01. 011 P;utang Pajak BPHTB
1. 1. 3. 01. 012 Piutang Pajak Lainnya
1. 1. 3. 02. Piutang Retribusi
1. 1. 3. 02. 001 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1. 1. 3.02. 002 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1. 1. 3. 02. 003 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipi l
1. 1. 3. 02. 004 Piutan8 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1 .  1 .  3 .02 .  005  P iu tang  Re t r i bus i  Pe layananPark i rd iTep iJa lanUmum
1. 1. 3. 02. 006 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
7.1.3.02. 407 PiLrtang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1. 1. 3. 02. 008 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1. 1. 3. 02. 009 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1. 1. 3. 02. 010 Piutang RetribusiPelayanan Pendidikan
1. 1. 3. 02. 011 Piutang RetribusiPenyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
L. 1. 3. a2. 01"2 Piutang Retribus; Pengolahan Limbah Cair
1. 1. 3. 02. 013 Piutang Retribusi Pengendalian IMenara Telekomunikasi
1,. 1,. 3. 02. O14 Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1. 1. 3. 02. 015 Piutang RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah
1. 1. 3. 02. 016 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ataLr Pertokoan
1. 1". 3. A2. 017 Piutang RetribusiTempat Pelelangan
1. 1. 3. 02. 018 Piutang RetribusiTerminal
1. 1. 3. 02. 019 Piutang RetribusiTempat Khusus Parkir
L. 1. 3. A2. 02A Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ vi l la
1. 1". 3. A2. 02L Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1. 1. 3. 42. O22 Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1. 1. 3. 02. O23 Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1. 7. 3. 02. 024 Piutang RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga
1. 1. 3. 02. 025 Piutang Retribusi Penyeberangan diAir
L. t .  3. 02. 026 Piutang Retribusi Pengelolaan Llmbah Cair
1. 1. 3. 02. 021 Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1. 1. 3. 02. 028 Piulang Retribusi l j in Mendirikan Bangunan Nff i j=::: : iq?+€i

1. 1. 1. 03. 
1. 1. 1. 03. 001 
1.1. 1. 04. 

Kas di Bendahara Penerimaan 
Kas di Bendahara Penerimaan 
Kas di BLUD 

1. 1. 1.04. 001 Kas di BLUD RSUD RA Kartini 
1. 1. 1. 05. Deposito kurang dari 3 Bulan 
1. 1. 1. 05. 001 Deposito kurang dari 3 Bulan 

1. 1.2. Investasi Jangka Pendek 
1. 1.2. 01. lnvestasi Jangka Pendek 
1. 1. 2. 01. 001 lnvestasi Deposito Jangka Pendek 
1. 1. 2. 01. 002 Investasi Surat Perbendaharaan Negara 
1. 1.2.02. Investasi Jangka Pendek-BLU 
1. 1 2. 02. 001 Investasi Deposito 
1.1 2. 02. 002 Investasi Lainnya 

Piutang Pendapatan 
Piutang Pajak 
Piutang Pajak Hotel 
Piutang Pajak Resto ran 
Piutang Pajak Hiburan 
Piutang Pajak Reklame 
Piutang Pajak Penerangan Jalan 
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Piutang Pajak Parkir 
Piutang Pajak Air Tanah 
Piutang Pajak Sarang Burung Walet 
Piutang Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan 

1. 1.3.01. 011 Piutang Pajak BPHTB 
1. 1.3.01. 012 Piutang Pajak Lainnya 
1. 1. 3.02. Piutang Retribusi 
1. 1. 3.02. 001 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
1. 1.3.02. 002 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 
1. 1. 3.02. 003 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil 
1. 1. 3. 02. 004 Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
1.1 3. 02. 005 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Um um 
1. 1. 3. 02. 006 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 
1. 1. 3. 02. 007 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
1. 1. 3. 02. 008 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan 
Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
Piutang Retribusi Pengolahan Lim bah Cair 
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

1.1.3. 02. 015 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
1. 1. 3. 02. 016 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 
1. 1. 3. 02. 017 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan 
1. 1. 3. 02. 018 Piutang Retribusi Terminal 
1.1.3.02. 019 Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
1. 1. 3. 02. 020 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 
1.1.3.02. 021 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
1. 1. 3. 02. 022 Piutang Retribusi Ru mah Potong Hewan 

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 
Piutang Retribusi Penyeberangan di Air 

Piutang Retribusi Pengelolaan Lim bah Cair 
Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

1. 1.3.02. 028 Piutang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan 

1.1. 3. 
1.1. 3. 01. 
1. 1. 3. 01. 001 
1 1.3. 01. 002 
1 1.3 01. 003 
1 1.3. 01. 004 
1. 1.3 01. 005 
1. 1.3 01. 006 
1. 1. 3. 01. 007 
1 1 3. 01. 008 
1. 1. 3. 01. 009 
1.1 3. 01. 010 

1. 1. 3. 02. 023 
1. 1. 3. 02. 024 
1 1. 3. 02. 025 
1 1. 3. 02. 026 
1. 1. 3. 02. 027 

1 1. 3. 02. 009 
1.1 3. 02. 010 
1 1. 3. 02 011 
1. 1. 3. 02. 012 
1.1.3. 02. 013 
1. 1. 3. 02. 014 



1. 1. 3- 02. 030 Piutang Retribusa ljin Gangguan
1. 1. 3. 02. 031 Piutang Retribusi l j ;n Trayek
7. 1. 3. 02. A32 Piutang Retribusi l j in Usaha Perikanan
1. 1. 3. 02. 033 Piutang Retribusi Perpanjangan IMTA (l i in Memperkerjakan Tenaga Kerja AsinB)

Piutang Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1 .  1 .3 .03 .

1. 1. 3. 04.

1. 1. 3. 03. 001 PiLrtang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng

1. 1. 3. 03. OO2 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah aneka Usaha

1. 1. 3. 03. 003 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK lepara

1. 1. 3. 03. 004 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan ModaL pada PD BPR Jepara Artha

1. 1. 3. 03. OO5 Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum lepara

1. 1. 3. 03. 006 Plutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mil ik Pemerintah/ BLJlvlN

1. 1. 3. 03. 007 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modalpada Perusahaan Patungan/Mil i f  Swasta

1. 1. 3. 03. 008 Piutang BaBian Laba atas Pemberian Pinjaman
Piutang Lain- lain PAD yang Sah

1. 1. 3. 04. 001 Piutang Pelepasan Hak Atas Tanah
1. 1. 3. 04. 002 Piutang Penjualan Per atan/ Perlengkapan Kantor t idak Terpakai

1. 1. 3. 04. 003 Piutang Penjualan Mesin/ Alat alat Berat t idak Terpakai

1. 1. 3. 04. 004 Piutang Penjua an Rumah labatan/ Rumah Dinas
1. 1. 3. 04. 005 Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

1. 1. 3. 04. 006 Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Ernpat
1. 1. 3. 04. 007 Piutang Penjualan Drum Bekas
1. 1. 3. 04. 008 Piutang Peniualan Hasil  Penebangan Pohon
1. 1. 3. 04. 009 Piutang Penjualan Lampu Hias Bekas
1. 1. 3. 04. 010 Piutang Penjualan Bahan_bahan Bekas Ban8unan

1. 1. 3. 04. 011 Piutang PenjuaLan Perlengkapan La u Lintas
1. 1. 3. 04. 012 Plutang Penjualan Obat-obatan dan Hasil  Farmasi

1. 1. 3. 04. 013 Piutang Penjualan Hasil  Pertanian
1. 1. 3. 04. 014 Piutang Peniualan Hasil  Kehutanan
1. 1. 3. 04. 015 Piutang Penjualan Hasil  Perkebunan
1. 1. 3. 04. 016 Piutang Penjualan HasilPeternakan
1. 1. 3. 04. 017 Piutang Penjualan Hasil  Perikanan
1. 1. 3. 04. 018 Piutang Penjua an HasilSitaan
1. 1. 3. 04. 019 PiutangJasa Giro Kas Daerah
1. 1. 3. 04. 020 Piutang lasa Giro Pemegang Kas
1. 1. 3. 04. 021 Piutangjasa Giro Dana Cadangan
1,. 7. 3. 04. 022 Plutang Bunga Deposito
1. 1. 3. 04. 023 Piutang dari Kerugian Uang Daerah
L 1.3. 04. O24 Piutang dari Kerugian Barang Daerah .t
l  l .  1 .  04 .  025  P iu tanS  Komis ida r i  Penempa ta r  Kas  Daerah

7. 7. 3. 04. 426 Piutang Potongan
1. 1. 3. 04. A77 Piutang Keuntungan Selisih NilaiTukar Rumiah
1. 1. 3. 04. 028 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan

1. 1. 3. 04. 029 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan

1. 1. 3. 04. 030 Piutang Denda atas Keterlarnbatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

1. 1. 3. 04. 031 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat

1. 1. 3. 04. 032 Piutang Denda atas Kete.lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang

1. 1. 3. 04. 033 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan BidanB

Perencanaan Pembangunan
1. 7.3. 04. O34 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan

1. 1. 3. 04. 035 Piutang Denda atas Keterlarnbatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Flidup

1. 1. 3. 04. 036 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan

1.. 1. 3. A4. 031 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata

1. 1. 3.  04. 038 Piutang Denda Pajak Hotel

1. 1.  3.  04. 039 Piutang Denda Pajak Restoran

1. 1. 3.  04. 040 PiutanB Denda Pajak Hiburan

1,.  1.  3.  04. O41 Piutang Denda Pajak Reklame

L 7- 3. 04. 042 Piutang Denda Palak Penerangan lalan

1. 1. 3.  04. 043 Piutang Denda Paiak Pengambilan Bahan Gal ian Golongan C KEPALA SKPD IKEPALA 8AG1AN I ESL ]] HK#IL Piutang Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Piutang Retribusi ljin Gangguan 
Piutang Retribusi ljin Trayek 
Piutang Retribusi ljin Usaha Perikanan 
Piutang Retribusi Perpanjangan IMTA (ljin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng 

Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha 

Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara 
Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha 

Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jepara 

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN 
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta 

Piutang Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman 
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Pelepasan Hak Atas Tanah 
Piutang Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai 

Piutang Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat tidak Terpakai 
Piutang Penjualan Ru mah Jabatan/ Ru mah Dinas 
Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 
Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Em pat 
Piutang Penjualan Drum Bekas 
Piutang Penjualan Hasil Penebangan Pohon 
Piutang Penjualan Lampu Hias Bekas 
Piutang Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 
Piutang Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas 
Piutang Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi 
Piutang Penjualan Hasil Pertanian 
Piutang Penjualan Hasil Kehutanan 
Piutang Penjualan Hasil Perkebunan 
Piutang Penjualan Hasil Peternakan 
Piutang Penjualan Hasil Perikanan 
Piutang Penjualan Hasil Sitaan 
Piutang Jasa Giro Kas Daerah 
Piutang Jasa Giro Pemegang Kas 
PiutangJasa Giro Dana Cadangan 
Piutang Bunga Deposito 
Piutang dari Kerugian Uang Daerah 
Piutang dari Kerugian Barang Daerah 
Piutang Komisi dari Penempatan Kas Daerah" 
Piutang Potongan 
Piutang Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rumiah 
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan 

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata 

Piutang Denda Pajak Hotel 
Piutang Denda Pajak Restoran 

Piutang Denda Pajak Hi bu ran 
Piutang Denda Pajak Reklame 
Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan 

1.1. 3. 02. 030 
1. 1. 3. 02. 031 
1.1 3. 02. 032 
1. 1. 3. 02. 033 
1. 1. 3. 03. 
1. 1. 3. 03. 001 
1. 1.3. 03. 002 
1. 1. 3. 03. 003 
1.1 3. 03. 004 
1. 1. 3. 03. 005 
1. 1. 3. 03. 006 
1. 1. 3 03. 007 
1. 1.3.03 008 
1. 1. 3. 04. 
1 1.3. 04. 001 
1 1. 3. 04. 002 
1 1. 3.04. 003 
1 1. 3. 04. 004 
1. 1. 3. 04. 005 
1. 1.3. 04. 006 
1. 1. 3. 04. 007 
1 1. 3. 04. 008 
1. 1. 3. 04. 009 
1 1. 3. 04. 010 
1 1.3 04. 011 
1. 1. 3. 04. 012 
1 1. 3. 04. 013 
1. 1.3. 04. 014 
1. 1 3. 04. 015 
1. 1. 3. 04. 016 
1 1. 3. 04. 017 
1 1. 3. 04. 018 
1. 1 3. 04. 019 
1. 1. 3. 04. 020 
1 1. 3. 04. 021 
1 1.3. 04 022 
1 1. 3. 04. 023 
1. 1. 3. 04. 024 
1 1. 3. 04. 025 
1. 1. 3. 04. 026 
1. 1. 3. 04. 027 
1.1 3. 04. 028 
1. 1. 3.04. 029 
1. 1. 3. 04. 030 
1.1. 3. 04. 031 
1. 1.3. 04. 032 
1. 1. 3. 04. 033 

1. 1.3. 04. 034 
1 1 3. 04. 035 
1. 1 3. 04. 036 
1 1. 3. 04. 037 
1 1. 3. 04. 038 
1. 1. 3. 04. 039 
1. 1 3. 04. 040 
1. 1. 3. 04. 041 
1 1. 3. 04. 042 
1. 1.3. 04. 043 



1. 1. 3. 04. 045 Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah
1. 1. 3. 04. 046 Piutang Denda Pajak Sarang Burung walet
1. 1. 3. 04. A47 Piutang Denda Pajak Lingkungan
1. 1. 3. 04. 048 Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. 1. 3. 04. 049 Piutang Denda Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1. 1. 3. 04. 050 Piutang Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1. 1. 3.04. 051 PiutanB Denda Retribusi lasa lJmum
1. 1. 3. 04. 052 Piutang Denda Retribusi lasa l jsaha
1. 1. 3.04. 053 Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1. 1. 3. 04. 054 Piutang Hasil  EksekusiJaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
1. 1. 3. 04. 055 Piutang Hasil  EksekusiJaminan atas Pembongkaran Reklame
1. 1. 3. 04. 056 Piutang Hasil  EksekLrsiJaminan atas KTP Musiman
1. 1. 3. 04. 057 Piutang dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
1. 1. 3. 04. 058 Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
1. 1. 3. 04. 059 Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1. 1. 3. 04. 060 Piutang dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjaianan Dinas
1. 1. 3. 04. 061 Piutang dari Pengembalian dari Uang Muka
1. 1. 3. 04. 062 Piutang dari Pengembalian Lainnya
1. 1. 3. 04. 063 Piutang dari Fasil i tas Sosial
1. 1. 3. 04. 064 Piutang dari Fasil i tas Umum
1. 1. 3. 04. 065 Piutang dariUang Pendaftaran/ Ujian Masuk
1 .  1 .3 .04 .056  P iu tang  da r i  Uang  Seko lah /  Pend id i kan  dan  Pe la t i han
1 .  1 .3 .04 .067  P iu tang  da r i  Uang  U j i an  Kena ikan  T ingka t /  Ke las
1 .  1 .3 .04 .068  P iu tang  da r iAngsu ran /  C ic i l an  Pen jua lan  Rumah
1. 1. 3. 04. 069 Piutang dari Angsuran/ Cici ian Penjualan Kendaraan
1. 1.3.04.070 Piutang dariAngsuran/ Cici lan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los / Meja
1-. L. 3. 04. All  Piutang Hasil  Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok IVlasyarakat
1. 1. 3. 04. A72 Piutang dari Hasil  Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan

Daerah yang Tidak Dipisahkan
1-. L. 3. 04. A13 Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan / Mil ik Daerah berupa Bangun Guna Serah
1. 1. 3. 04. 474 Piutang BLUD RSU RA Kartini
1. 1. 3. 04. 075 Piutang dari Kornpensasi
1. 1. 3. 05. Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1. 1. 3. 05. 001 Piutang BaglHasil  Pajak
1. 1. 3. 05. 002 Piutang Dana Bagi Hasi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1. 1. 3. 05. 003 Piutang Dana BagiHasi Cukai
1. 1. 3. 05. 004 Piutang Dana Alokasiumum
1. 1. 3. 05. 005 Piutang Dana AlokasiKhusus
1. 1. 3. 06. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - tainnya
1. 1. 3. 06. 001 Piutang Dana BOS
1. 1. 3. 06. 002 Piutang Dana Penyesuaian Infrastrukstur
1 .  1 .  3 .  06 .  003  P iu tangDanaPenyesua ianTun janganPend id i kan
1 .  1 .  3 .  06 .  004  P iu tangDanaPenyesua ianTambahanDAUun tukGuruPNSD
1. 1. 3. 06. 005 Piutang Dana OtonomiKhusus
1. 1. 3. 07. Piutang Transfer Pemerintah Daerah
1 .  1 .  3 .  07 .  001  o i J tanB  Bdg  las r l da '  oa  ak  Kerda 'aa4  Berno to l
1. 1.. 3. 07. A02 Piutang Bagi Hasil  dari Pajak Kendaraan Diatas Air
1. 1. 3. 07. 003 Piutang BagiHasildariBea Balik Narna Kendaraan Bermotor
1. 1. 3. 07. 004 Piutang Bagi Hasil  dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
1. 1. 3. 07. 005 Piutang BagiHasildariPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1. 1. 3. 07. 006 Piutang Bagi Hasil  dari Pajak Pengambilan dan Pernanfaatan Air Bawah Tanah
1,. 1. 3. 07. AOi Piutang Bagi Hasil  dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
1. 1. 3. 07. 008 Piutang Bagi Hasildari Pajak Rokok
1. 1. 3. 07. 009 Piutang Bagi Hasildari Pemberian l j in Dispensasi Kelebihan Muatan
1. 1. 3. 07. 010 Pjutang Bagi Hasil  dariTera dan Tera Ulang
1. 1. 3. 07. 011 Pll tang Bagi Hasil  dariSumbangan Pihak lLl (Kayu)

L. 1. 3. o1. O1"2 Piutang Bagi Hasildari l j in lJsaha Perikanan
1 1 107 o13 pi, iranoDan. Brsi Hasil  Paiak.lariKablDaten Cff i f i f f i t

1. 1. 3. 04. 061 
1. 1. 3. 04. 062 
1. 1. 3. 04. 063 
1. 1. 3. 04. 064 
1. 1. 3. 04. 065 
1. 1.3. 04. 066 
1. 1. 3. 04. 067 
1. 1. 3. 04. 068 
1. 1. 3 04. 069 
1. 1. 3. 04. 070 
1. 1. 3. 04. 071 
1. 1.3 04. 072 

1. 1. 3. 04. 045 
1. 1. 3. 04. 046 
1.1.3 04. 047 
1. 1. 3. 04. 048 
1. 1. 3 04. 049 
1. 1. 3. 04. 050 
1. 1.3. 04. 051 
1. 1. 3. 04. 052 
1. 1. 3. 04. 053 
1. 1. 3. 04. 054 
1. 1.3 04. 055 
1. 1. 3. 04. 056 
1. 1. 3. 04. 057 

Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah 
Piutang Denda Pajak Sa rang Burung Walet 
Piutang Denda Pajak Lingkungan 
Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Piutang Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Piutang Denda Retribusi Jasa Umum 
Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha 
Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu 
Piutang Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 
Piutang Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame 
Piutang Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman 
Piutang dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 

1. 1. 3. 04. 058 Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan 
1. 1.3. 04. 059 Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 
1. 1. 3. 04. 060 Piutang dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 

Piutang dari Pengembalian dari Uang Muka 
Piutang dari Pengembalian Lainnya 
Piutang dari Fasilitas Sosial 
Piutang dari Fasilitas Um urn 
Piutang dari Uang Pendaftaran/ Ujian Masuk 
Piutang dari Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan 
Piutang dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Kelas 
Piutang dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah 
Piutang dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kendaraan 
Piutang dari Angsuran/ Cicilan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los/ Meja 
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dart Kelompok Masyarakat 
Piutang dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan 
Daerah yang Tidak Dipisahkan 

1. 1. 3. 04. 073 Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan / Milik Daerah berupa Bangun Guna Serah 
1. 1. 3. 04. 074 Piutang BLUD RSU RA Kartini 
1.1.3. 04. 075 Piutang dari Kompensasi 
1. 1. 3. 05. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
1. 1. 3. 05. 001 Piutang Bagi Hasil Pajak 
1.1 3. 05. 002 Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 
1.1. 3. 05. 003 Piutang Dana Bagi Hasil Cukai 
1. 1 3. 05. 004 Piutang Dana Alokasi Umum 
1. 1. 3. OS. 005 Piutang Dana Alokasi Khusus 

1 1 3 07 013 Piutano Dana Bai Hasil Paiak dari Kabupaten 

Piutang Bagi Hasil dari Tera dan Tera Ulang 
Piutang Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ill (Kayu) 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 
Piutang Dana BOS 
Piutang Dana Penyesuaian lnfrastrukstur 
Piutang Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan 
Piutang Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD 
Piutang Dana Otonomi Khusus 
Piutang Transfer Pemerintah Daerah 
Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 
Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air 
Piutang Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Piutang Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air 
Piutang Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Piutang Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 
Piutang Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 
Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok 

010 
011 

07. 
07. 

1. 1. 3. 07. 
1. 1.3 07. 001 
1.1.3 07. 002 
1. 1. 3. 07. 003 
1. 1. 3. 07. 004 
1. 1. 3. 07. DOS 
1. 1. 3 07. 006 

1. 1. 3. 06. 002 
1. 1. 3. 06. 003 
1.1 3. 06. 004 
1. 1. 3. 06. DOS 

1. 1. 3 
1. 1. 3. 07. 012 Piutang Bagi Hasil dari ljin Usaha Perikanan 

1. 1. 3.07. 007 
1. 1. 3. 07. 008 
1. 1. 3.07. 009 Piutang Bagi Hasil dari Pemberian ljin Dispensasi Kelebihan Muatan 
1. 1. 3 

1. 1. 3. 06. 
1. 1. 3. 06. 001 



1. 1. 3. 08. Piutang Bantuan Keuangan
1 .  1 .3 .08 .001  P iu tang  Ban luan  Keuangan  da r i  P rov ins i
1. 1. 3. 09. Piutang Hibah
1. 1. 3. 09. 001 Piutang Bantuan Dana Kontinjensi/ Penyeimbang dari Pemerintah
1. 1. 3. 09. 002 Piutang Bantuan Pemberdayaan Masyarakat
1. 1. 3. 09. 003 Piutang Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1. 1. 3. 09. 004 Piutang Sumbangan Pihak Keti8a
1. 1. 3. 09. 005 Piutang Hibah Dari Ke ompok lvlasyarakat/Perorangan
1. 1. 3. 09. 006 Piutang Hibah DariBilateral
1. 1. 3. 09. 007 Piutang Hibah DariMult i lateral
1. 1. 3. 09. 008 Piutang Hibah Dari Donor Lainnya
1. 1. 3. 09. 009 Piutang Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam
1. 1. 3. 010, Piutang pendapatan Lainnya
1. 1. 3. 010 001 Piutang Pendapatan Lainnya

1.7. 4. Piutang Lainnya
1. 1. 4. 01. Bagian lancar Tagihan Jangka Panjang
1. 1. 4. 01. 001 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1. 1. 4. 01. 002 Bagian LancarTuntutan Perbendaharaan
1. 1. 4. 01. 003 Bagian LancarTuntutan Ganti Rugi
L.1. 4. 02. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain
.  l .  4 .  07 .  001  Bdg .d r  Ld rcd r  p i r j and r  kepada  Peru5ahaan  Ne8ara

1. 1. 4. 42. AO2 Eagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
1. 1. 4. 02. 003 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
1 .1 .4 .42 .  OO4 Bag ian  Lanca r  P in jaman  kepada  Pemer in tah  Daerah  La innya
1- 1. 4. 02. 005 Bagian LancarTagihan Penlualan Angsuran
1. 1. 4. 02. 006 Bagian LancarTuntutan Ganti Rugi
1.1. 4. 02. O07 Piutang BLu Pelayanan Kesehatan
1. 1- 4. 02. 008 Piutang BLU Pelayanan Pengelolaan Dana Investasi
1. 1. 4. 02. 009 Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir
1. 1. 4. 02. 010 Piutang BLu Pengelolaan Dana Lainnya
1 .  1 .4 .02 .O11  P iu tangdar i  Keg ia tan  Non  Operas iona l  BLU
1. 1. 4. 02. O12 Piutangdari Kegiatan Non Operasional Lainnya

1, 1. 5. Penyisihan Piutang
1. 1. 5. 01. p€nyisihan Piutang Pendapatan
1. 1. 5. 01. 001 Penyisihan Piutang Pajak
I 1 5 01 002 Peny si l_an D:Ltarg Retribusi
1. 1. 5. 01. 003 Penyisihan Piutang Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. 1. 5. 01. 004 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1. 1. 5. 01. 005 Penyisihan PiutangTransfer Pemerintah Pusat
1. 1. 5. 01. 005 Penyisihan PiutangTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
1. 1. 5. 01. 007 Penyisihan PiutangTransfer Pemerintah Daerah
1. 1. 5. 01. 008 Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
1. 1. 5. 01. 009 Penyisihan PiLrtang Hibah
1. 1. 5. 01. 010 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1. 1, 5, 02. Penyisihan Piutang lainnya
1. 1. 5. 02. 001 Penyisihan Piutang Lainnya

1. 1. 6. Beban Dibayar Dimuka
1. 1. 6, 01 Beban Pegawai Dibayar Dimuka
1 .  1 .6 .01  001  Beban  Pegawa i  D ibaya rD imuka
1. 1. 6. 02. Eeban Barang lasa Dibayar Dimuka
1. 1. 6. 02. 001 Beban Barang lasa Dibayar Dimuka
1. 1. 6, 03. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
t  L  6 .01  001  Bebar  Pe re l i hd -dd r  D ibdya r  D  Tuka

!ixEffisTpTll-n:prir,,€'m-tsNll

Piutang Bantuan Keuangan 
Piutang Bantuan Keuangan dari Provinsi 
Piutang Hibah 
Piutang Bantuan Dana Kontinjensi/ Penyeimbang dari Pemerintah 
Piutang Bantuan Pemberdayaan Masyarakat 
Piutang Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 
Piutang Sumbangan Pihak Ketiga 
Piutang Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 
Piutang Hibah Dari Bilateral 
Piutang Hibah Dari Multilateral 
Piutang Hibah Dari Donor Lainnya 
Piutang Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam 

1. 1. 3. 010. Piutang Pendapatan Lainnya 
1. 1.3. 010001 Piutang Pendapatan Lainnya 

Piutang Lainnya 
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 
Bagian La near Tagihan Penjualan Angsuran 
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 
Bagian La near Tuntutan Ganti Rugi 
Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan 
Piutang BLU Pelayanan Pengelolaan Dana Investasi 
Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir 
Piutang BLU Pengelolaan Dana Lainnya 

1. 1.4.02. 011 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 
1. 1. 4.02. 012 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

1. 1. 3. 08. 
1.1. 3. 08. 001 
1. 1. 3. 09. 
1.1.3. 09. 001 
1. 1.3. 09. 002 
1. 1. 3. 09. 003 
1. 1. 3. 09. 004 
1 1 3. 09. 005 
1 1. 3. 09. 006 
1 1 3. 09. 007 
1. 1 3. 09. 008 
1. 1 3.09. 009 

1. 1. 4. 
1. 1. 4.01. 
1.1. 4.01. 001 
1. 1. 4. 01. 002 
1.1. 4. 01. 003 
1. 1. 4. 02. 
1. 1. 4. 02. 001 
1.1 4. 02. 002 
1. 1. 4.02. 003 
1.1. 4.02. 004 
1. 1. 4. 02. 005 
1 1. 4. 02. 006 
1. 1. 4. 02. 007 
1. 1. 4. 02. 008 
1 1 4. 02. 009 
1 1. 4. 02. 010 

1. 1.5. 
1. 1. 5. 01. 

Penyisihan Piutang 
Penyisihan Piutang Pendapatan 

1. 1.5.01. 001 Penyisihan Piutang Pajak 
1. 1.5.01. 002 Penyisihan Piutang Retribusi 
1. 1. 5. 01. 003 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1.1.5.01. 004 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
1. 1. 5.01. DOS Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
1. 1. 5. 01. 006 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 
1. 1. 5.01. 007 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah 
1. 1. 5. 01. 008 Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan 
1.1.5.01. 009 Penyisihan Piutang Hibah 
1.1.5.01. 010 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 
1.1.5.02. Penyisihan Piutang Lainnya 
1. 1. 5. 02. 001 Penyisihan Piutang Lainnya 

1. 1. 6. Beban Dibayar Dimuka 
1.1.6.01 Beban Pegawai Dibayar Dimuka 
1. 1. 6. 01 001 Beban Pegawai Dibayar Dimuka 
1. 1. 6.02. Beban Barang Jasa Dibayar Dimuka 
1. 1. 6. 02. 001 Beban Ba rang Jasa Dibayar Dimuka 
1.1. 6.03. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka 
1 1. 6. 03. 001 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka 



\  4 .7 .  oa ,
1. 1. 7. 01. 001
1 .  1 .7 .  AL  OO2
1. 1. 7. 01. 003
1 .  1 .7 .  41 .  OO4
1 .  1 .  7 .  01 .  005
1. 1. 7. 01. 005
1. 1. L O1. O0'1
1. 1. 7. 01. 008
1. 1. 7. 01. 009
1. 1. 7. 01. 010
t . 7 .7 .  02 .
7. 1. 7. 02. OAl

L .9 .9 .
1 .9 .9 .01 .
1 .  9 .  9 .  01 .  001
1. 9. 9. 01. 002

t. 2. 1.
1, 2. 1. 01.
1 .2 .  1 .01 .  0A1
1. 2. 1. 0L 002
1. 2. 1. 01. 003
t. 2. 7. 02.
1. 2. 1. 02. AOl
1 .  2 .1 .  03 .
1 .2 .  1 .03 .  001
7. 2, L, 04.
1. 2. 1. 04. 001
1 .  2 .  t . 05 .
1 .  2 .  1 .  05 .  001

7. 2. 2.
L. 2. 2. 07.
1. 2. 2. 01. 001
r. 2. 2. Or. O02
1. 2. 2. 01. 003
7 .  2 .  2 .07 .  AO4
1. 2. 2. 01. 005
1. 2. 2. 41. 006
1. 2. 2. 47. 007
7. 2. 2. 02.
1. 2. Z. 42. OOI

1. 3. 1. 01.
1. 3. 1. 01. 001
t. 3. 1. 02.
1. 3. 1. 02. 001
1 .3 .  1 .03 .
1. 3. 1. 03. 001
1, 3. 1. 04.
1. 3. 1. 04. 001
1. 3. 1. 05.
1. 3. 1. 05. 001

Pelsediaan Pemerintah Daerah
Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listr ik
Persediaan Perangko, materaidan benda pos lainnya
Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Persediaan tanaman / Ternak / kan
Persediaan bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis
Persediaan bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
Persediaan Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur
Persediaan Lainnya
Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga
Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga

Aset untuk Dikonsolida5ikan
R /KSKPD
R /  K  SKPD . . . . . . . . . . . . . . .  (R inc ian  sesua i  dengan  SKPD)
Ds t . . . . . . . . . . .

INVESTASI JANGKA PANJANG
lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen
Pinjaman Jangka Panjang kepade Entitas Lainnya
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Investasi dalam Obligasi
nvestasi daiam Obligasi
Investasi dalam Proyek iembangunan
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Dana Bergulir
Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Model Pemerintah Daerah
Penyertaan Moda pada Bank lateng
Penyertaan Modal pada BPR BKK
Penyertaan Modal pada Bank lepara Artha
Penyertaan Modal pada PDAM
Penyertaan Modal pada PT PRPP
Penyertaan Modal pada Perusda Aneka Usaha
Penyertaan Modal pada KMC Kanini
Investasi Permanen Lainnya
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP
Tenah

Tanah Kantor
Tanah Kantor
Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
Tanah Sarana Kesehatan Rumah Saklt
Tanah Serane Kesehatan Puskesmas

Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
Tanah Sarana Kesehatan Pol ik l in ik

Tanah Sarana Kesehatan Po ik inik
Taneh sarena Pendidikan Taman Kanak-kanak

Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak

....... (Rincian sesuai dengan SKPD) 
Dst. 

Aset untuk Dikonsolidasikan 
R/K SKPD 
R / K SKPD 

1. 1. 7. 01. 003 
1 1. 7. 01. 004 
1 1.7. 01. 005 
1 1 7. 01. 006 
1 1. 7. 01. 007 
1 1.7. 01. 008 
1. 1. 7. 01. 009 
1. 1. 7. 01. 010 
1. 1.7. 02. 
1.1.7 02. 001 

1.9. 9. 
1.9.9 01. 
1 9. 9. 01. 001 
1. 9. 9. 01. 002 

1.1.7.01. Persediaan Pemerintah Daerah 
1.1.7. 01. 001 Persediaan Alat Tulis Kantor 
1. 1. 7. 01. 002 Persediaan Alat Listrik 

Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya 
Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 
Persediaan tanaman / Ternak / lkan 
Persediaan bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 
Persediaa n ba ha n pe rcontoha n/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 
Persediaan Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 
Persediaan Lainnya 
Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga 
Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga 

1.2. 
1. 2.1. 
1. 2.1. 01. 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
Investasi Jangka Panjang Non Permanen 
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 

1.2.1 01. 001 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 
1.2.1.01. 002 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 
1. 2. 1 01. 003 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
1. 2. 1. 02. lnvestasi dalam Obligasi 
1.2.1 02. 001 Investasi dalam Obligasi 
1.2.1.03. Investasi dalam Proyek Pembangunan 
1.2.1 03. 001 lnvestasi dalam Proyek Pembangunan 
1.2. 1. 04. Dana Bergulir 
1. 2. 1. 04. 001 Dana Bergulir 
1. 2. 1. 05. lnvestasi Non Permanen Lainnya 
1.2.1. 05. 001 lnvestasi Non Permanen Lainnya 

1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen 
1. 2. 2. 01. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
1. 2. 2. 01. 001 Penyertaan Modal pada Bank Jateng 
1. 2. 2. 01. 002 Penyertaan Modal pada BPR BKK 
1.2.2.01 003 Penyertaan Modal pada Bank Jepara Artha 
1.2.201. 004 Penyertaan Modal pada PDAM 
1. 2. 2. 01. 005 Penyertaan Modal pada PT PRPP 
1. 2. 2. 01. 006 Penyertaan Modal pada Perusda Aneka Usaha 
1. 2. 2. 01. 007 Penyertaan Modal pada KMC Kartini 
1.2.2. 02. 
12.2.02. 001 

Investasi Permanen Lainnya 
Investasi Permanen Lainnya 

1. 3. 
1.3.1. 
1.3. 1. 01. 

ASETTETAP 
Tanah 
Tanah Kantor 

1. 3. 1. 01. 001 Tanah Kantor 
1. 3.1. 02. Tanah Sarana Kesehatan Ru mah Sakit 
1. 3 1. 02. 001 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sa kit 
1. 3. 1. 03. Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 
1. 3. 1.03. 001 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 
1.3. 1. 04. Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik 
1. 3. 1. 04. 001 Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik 
1. 3.1. 05. Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak 
1. 3.1. 05. 001 Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak 



1. 3. 1. 06. 001 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
1. 3. 1. 07, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
1. 3. 1. 07. 001 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
1. 3. 1. 08. Tanah Sarana Pendidikan Menen8ah Lanjutan dan (ejuruan

1. 3. 1. 08. 001 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
1, 3. 1. 09. Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
1. 3. 1. 09. 001 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
1. 3. 1. 10. Tanah Sarana Pelatihan dan kursus
1. 3. 1. 10. 001 Tanah Sarana Pelatihan dan kursus
1. 3. 1, 11, Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
1- 3. 1. 11. 001 Tanah Sarana Sosial PantiAsuhan
7. 3. l .  12. Tanah Sarana sosial PantiJompo
1. 3. 1. 12. 001 Tanah Sarana Sosial PantiJornpo
1. 3. 1. 13. Tanah Sarana Umum Terminal
1. 3. 1. 13. 001 Tanah Sarana Umum Terminal
1. 3.7.74. Tanah Sarana lJmum Dermaga
1. 3. 1. 14. 001 Tanah Sarana Umum Dermaga
1. 3. 1. 15, Tanah Sarana t mum Lapangan Terbang Perintis
1. 3. 1. 15. 001 Tanah Sarana Umum Lapan8an Terbang Perintis
1. 3. 1. 15, Tanah Satane umum Rumah Potong Hewan
1. 3. 1. 16. 001 Tanah Sarana Umun Rumah Potong Hewan
L,3. 7. 17, Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan lkan
1. 3. 1. 17. 001 Tanah Sarana umum Tempat Pelelangan lkan
1. 3. 1. 18. Tanah Sarana Umum Pasar
1. 3. 1. 18. 001 Tanah Sarana Umum Pasar
1. 3. 1. 19. Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Sampah Akhir
1. 3. 1. 19. 001 Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Sampah Akhir
1. 3.1.20, Tanah Sarana l jmum Taman
1. 3. 1. 20. 001 Tanah Sarana Umum Taman
1, 3. 1. 21. Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
1. 3. 1. 21. 001 Tanah Sarana umum Pusat Hiburan Rakyat
l , 3 ,7 .22 .  Tanah  Sarana  Umum lbadah
1. 3. 1.22. O01 Tanah Sarana Umum badah
L,3.7.23. Tanah Sarana Stadion Olahraga
1. 3. 1. 23. 001 Tanah Sarana Stadion Olahraga
1 .3 .1 .24 .  TanahPerumahan
1. 3. 7. 24. 041 Tanah Perumahan
1. 3. 1. 25. Tanah Pertanian
1. 3. 1. 25. 001 Tanah Pertanian
7 .3 ,  1 ,26 .  Tanah  Perkebunan
1. 3. 1. 26. 001 Tanah Perkebunan
7. 3. L. 27. Tanah Perikanan
7. 3. 1.27. O01 Tanah Perikanan
1. 3.7.28, Tanah Peternakan
1. 3. 1. 28. 001 Tanah Peternakan
1, 3. 1. 29. Tanah Perkampungan
1. 3. 1. 29. 001 Tanah Perkampungan
1. 3. 1. 30. Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku

1. 3. 1. 30. 001 Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan MaterialEahan Baku

1 ,3 ,2 .  Pe ra la tan  dan  Mes in
1. 3. 2, 01. Alat-alat Berat
1. 3. 2. 01. 001 Alat-alat Berat
7. 3. 2, 02, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
7. 3. 2. A2. 00L Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
1. 3. 2. 03, Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
1. 3. 2. 03. 001 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Eermotor
1 1 ,  n4 Al , t - r l r t  Arkuf .n d i  A i r  Bermotor t;-;;i:i-i;;:'T ri;i-_--::=:-, I

1. 3. 1. 06. 001 Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 
1. 3. 1. 07. Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan 
1. 3.1,07. 001 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan 
1. 3. 1. 08. Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan 
1.3. 1.08. 001 Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan 
1. 3. 1. 09. Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 
1. 3.1.09. 001 Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 
1. 3. 1. 10. Tanah Sarana Pelatihan dan kursus 
1. 3.1. 10. 001 Tanah Sarana Pelatihan dan kursus 
1. 3.1.11. Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan 
1 3.1.11. 001 Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan 
1. 3. 1. 12. Tanah Sarana Sosial Panti Jompo 
1. 3. 1. 12. 001 Tanah Sarana Sosial Panti Jom po 
1. 3.1.13. Tanah Sarana \mum Terminal 
1. 3.1. 13. 001 Tanah Sarana Umum Terminal 
1. 3. 1. 14. Tanah Sarana Umum Dermaga 
1.3.1 14. 001 Tanah Sarana Umum Dermaga 
1. 3.1.15. Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis 
1. 3.1. 15. 001 Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis 
1. 3.1. 16. Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan 
1.3.1. 16. 001 Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan 
1.3. 1. 17. Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan kan 
1.3.1. 17. 001 Tanah Sarana Um urn Tern pat Pelelangan lkan 
1. 3. 1. 18. Tanah Sarana Umum Pasar 
1.3.1. 18. 001 Tanah Sarana Um um Pasar 
1.3. 1. 19. Tanah Sarana Umum Tern pat Pembuangan Sampah Akhir 
1.3.1. 19. 001 Tanah Sarana Um um Tempat Pembuangan Sampah Akhir 
1. 3. 1. 20. Tanah Sarana Umum Taman 
1. 3.1. 20. 001 Tanah Sarana Umum Taman 
1. 3. 1. 21. Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat 
1. 3. 1. 21. 001 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat 
1. 3. 1. 22. Tanah Sarana Umum Ibadah 
1. 3. 1. 22. 001 Tanah Sarana Umum Ibadah 
1. 3. 1. 23. Tanah Sarana Stadion Olahraga 
1. 3.1.23. 001 Tanah Sarana Stadion Olahraga 
1. 3. 1. 24. Tanah Perumahan 
1. 3.1. 24. 001 Tanah Perumahan 
1. 3. 1. 25. Tanah Pertanian 
1. 3.1.25. 001 Tanah Pertanian 
1. 3. 1. 26. Tanah Perkebunan 
1 3.1 26. 001 Tanah Perkebunan 
1. 3.1.27. Tanah Perikanan 
1.3. 1. 27. 001 Tanah Perikanan 
1. 3.1. 28. Tanah Peternakan 
1. 3.1. 28. 001 Tanah Peternakan 
1. 3.1. 29. Tanah Perkampungan 
1. 3 1. 29. 001 Tanah Perkampungan 
1. 3. 1. 30. Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku 
1. 3. 1. 30. 001 Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku 

1. 3.2. 
1. 3.2. 01. 

Peralatan dan Mesin 
Alat-alat Berat 

1 3.2.01 001 Alat-alat Berat 
1. 3.2. 02. 

1 3 04 

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 

Alt-lat Akutan di Air Bermotor 

1. 3.2.02. 001 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 
1. 3.2.03. Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 
1. 3.2. 03. 001 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 



1. 3. 2. 05.
1. 3. 2. 05. 001
1. 3. 2. 06.
1. 3. 2. 06. 001
7 .3 .  2 .07 .
1 .  3 .  2 .  07 .  001
1. 3. 2. 08.
1. 3. 2. 08. 001
1 .3 .  2 .  09 .
1. 3. 2. 09. 001
1. 3. 2. 10.
1 .3 .2 .  10 .  001
1 .3 .2 .  11 .
1 .3 .2 .  11 .  001
7. 3. 2. L2.
1 .  3 .  2 .  12 .  001
1. 3. 2, 13.
1 .3 .2 .  13 .  001
7. 3. 2. t4.
1. 3. 2. 14. OOl
7. 3. 2. 15.
1 .  3 .  2 .  15 .  001
1 .3 .2 .76 ,
1 .  3 .  2 .  15 .  001
t .  3 ,2 ,  L7 ,
1. 3. 2. t .  4O1
1. 3, 2. 18.
1. 3. 2. 18. 001
t .  3 .2 .79 .
1. 3. 2. 19. 001
L .3 .2 .20 ,
1. 3. 2. 24. AO1

1 .3 .3 .
1 ,3 ,3 .01 .
1. 3. 3. 01. 001
1 ,3 .3 .02 .
1. 3. 3. 02. 001
1. 3. 3. 03.
1. 3. 3. 03. 001
1. 3. 3. 04.
1. 3. 3. 04. 001
1. 3. 3. 05.
1. 3. 3. 05. 001
1. 3. 3. 06.
1. 3. 3. 06. 001

7 .3 .4 .
1 .  3 .4 .01 .
1 .  3 .  4 .  01 .  001
1 .  3 -  4 .02 .
1 .  3 .  4 .  02 .  001
1 .  3 .4 .03 ,
1 .  3 .  4 .  03 .  001
1- 3. 4. 04.
1. 3. 4. 04. 001
1 .  3 .4 .  05 .
1. 3. 4. 05. 001

Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor
Alat-alat Angkutan Air t idak Bermotor
Alat-alat Angkutan Udara
Alat-alat Angkutan Udara
Alat-alat Bengkel
Alat alat EengkeL
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
Peralatan Kantor
Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor
Komputer
Komputer
Mebelair
Mebelair
Peralatan Dapur
Peralatan Dapur
Penghias Ruangan Rumah Tangga
Penghias Ruangan Rumah Tangga
Alat-alat Studio
Alat aiat Studio
Alat-alat Komunikasi
Aiat-alat Komunikasi
Alat-alat Ukur
Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat taboratorium
A at a at Laboratorium
Alat-alat Persenjataan/Keamanan
A at-a at Persenjataan/Keamanan

Gedung dan Ban8unan
Gedung Kentor
Gedung Kantor
Gedung Rumah Jabatan
Gedung  Rumah  laba tan
Gedung Rumah Dinas
Gedung Rumah Dinas
Gedung Gudang
Gedung  Gudang
Eangunan Monumen
Bangunan  Monumen
Tugu Peringatan
Tugu Peringatan

Jalan, lr igasi, dan Jaringan
lalen
Ja lan
lembatan
Jembatan
Jaringan Air
Jarin8an Air
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
Penerangan lalan, Taman dan Hutan Kota
Instalasi Listr ik dan Telepon
lnstalasi Listr ik

1. 3. 2. 05. Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor 
1.3.2. 05. 001 Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor 
1. 3. 2. 06. Alat-alat Angkutan Udara 
1. 3. 2. 06. 001 Alat-alat Angkutan Udara 
1. 3.2.07. Alat-alat Bengkel 
1 3.2. 07. 001 Alat-alat Bengkel 
1. 3. 2. 08. Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 
1 3.2 08. 001 Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 
1. 3.2. 09. Peralatan Kantor 
1.3.2.09. 001 Peralatan Kantor 
1.3.2. 10. Perlengkapan Kantor 
1.3.2. 10. 001 Perlengkapan Kantor 
1. 3.2.11. Komputer 
1. 3.2. 11. 001 Komputer 
1. 3. 2.12. Mebelair 
1.3.2. 12. 001 Mebelair 
1. 3. 2.13. Peralatan Dapur 
1.3 2. 13. 001 Peralatan Dapur 
1.3. 2.14. Penghias Ruangan Rumah Tangga 
1. 3.2. 14. 001 Penghias Ruangan Rumah Tangga 
1. 3. 2. 15. Alat-alat Studio 
1.3.2. 15. 001 Alat-alat Studio 
1. 3.2. 16. Alat-alat Komunikasi 
1.3.2. 16. 001 Alat-alat Komunikasi 
1. 3.2. 17. Alat-alat Ukur 
1. 3. 2. 17. 001 Alat-alat Ukur 
1. 3.2. 18. Alat-alat Kedokteran 
1. 3. 2. 18. 001 Alat-alat Kedokteran 
1. 3.2. 19. Alat-alat Laboratorium 
1.3.2 19. 001 Alat-alat Laboratorium 
1. 3. 2. 20. Alat-alat Persenjataan/Keamanan 
1.3.2. 20. 001 Alat-alat Persenjataan/Keamanan 

1. 3. 3. Gedung dan Bangunan 
1. 3. 3. 01. Gedung Kantor 
1. 3.3. 01. 001 Gedung Kantor 
1. 3. 3. 02. Gedung Rumah Jabatan 
1. 3. 3.02. 001 Gedung Rumah Jabatan 
1. 3. 3. 03. Gedung Rumah Dinas 
1. 3. 3. 03. 001 Gedung Rumah Dinas 
1. 3. 3. 04. Gedung Gudang 
1.3 3. 04. 001 Gedung Gudang 
1. 3. 3. 05. Bangunan Monumen 
1. 3. 3. 05. 001 Bangunan Monumen 
1. 3. 3. 06. Tugu Peringatan 
1.3.3.06. 001 Tugu Peringatan 

1. 3. 4. 
1. 3. 4. 01. 

Ja1an, lrigasi, dan Jaringan 
Jalan 

1. 3. 4. 01. 001 Jalan 
1.3. 4. 02. Jembatan 
1. 3. 4. 02. 001 Jembatan 
1. 3. 4. 03. 
1.3. 4. 03. 001 
1. 3. 4. 04. 

Jaringan Air 
Jaringan Air 
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kata 

1.3.4 04. 001 Penerangan Jalan, Ta man dan Hutan Kata 
1. 3. 4. 05. Instalasi Listrik dan Telepon 
1.3.4 05. 001 nstalasi Listrik 



1. 3. 5- AsetTetap Lainnya
1. 3. 5, 01. Buku dan Kepustakaan
1 .  3 .  5 .  01 .  001  Buku
1. 3. 5. 01. 002 Terbltan Berkala
1. 3. 5. 01. 003 Barang Perpustakaan
1. 3. 5. 02. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
1. 3. 5. 02. 001 Barang Bercorak Kebudayaan
1. 3. 5. 02. 002 A at olahraga Lainnya
1. 3. 5. 03. Hewan/Ternak dan Tanaman
1. 3. 5. 03. 001 Hewan
1. 3. 5. 03. 002 Tanaman

1. 3, 6, Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 6. 01. Kons uksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 6. 01. 001 KonstruksiDa am Pengerjaan

1 .3 .7 .  Akumu las iPenyusu tan
1. 3. 7, 01. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1. 3. 7. 01. 001 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Berat
7. 3. 7. 01. OA2 Akumulasi Penyusutan A at-a at Angkutan Darat Bermotor
1 .3 .7 .01 .003  Akumuas i  Penyusu tan  A la t  a la tAngku tan  Dara t  T idak  Bermoto r
1. 3. 7. 01. 004 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Agkutan di Air Bermotor
1. 3. 7. 01. 005 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Air t idak Bermotor
1. 3. 7. 01. 006 AkumulasiPenyusutan Alat alatAngkutan Udara
7. 3. 7. 47. AO7 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bengkel
1. 3. 7. 01. 008 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
1. 3. 7. 01. 009 AkumulasiPenyusutan Peralatan Kantor
1. 3. 7. 01. 010 AkumulasiPenyusutan Perlengkapan Kantor
1. 3. 7. 01. 011 AkurnulasiPenyusutan Komputer
I. 3.1. 01. O12 Akumulasi P€nyusutan IVlebelair
1. 3. 7. 01. 013 Akumulasi Penyusutan Peralatan Daplrr
1. 3. L Ol- O14 Akurnulasi Penyusutan Penghias Ruangan RumahTangga
1. 3. 7. 01. 015 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Studio
1. 3- 7. 01. 016 Akumulasi Penyusutan A at alat Komunikasi
1. 3- L O1. O17 Akumulasi Penyusutan A at-a at Ukur
1. 3. 7. 01. 018 Akumulasi Penyusutan Alat-a at Kedokteran
1. 3. 7. 01. 019 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Laboratorium
7. 3. 7. 01. O20 Akumu asi Penyusutan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
L.3.7. 02. Akumulesi Penyusutan Gedung dan Eangunan
7. 3. 7. OZ. A01 Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor
1. 3. 7. 02. AO2 Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Jabatan
1.. 3. 7. A2. A03 Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Djnas
1. 3. 7. 42. 0O4 Akumulasi Penyusutan Gedung Gudang
1. 3. 7. 42. OOS Akumulasi Penyusutan Bangunan MonLrmen
1. 3. 7. 02- 006 Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1. 3. 7, 03. Akumulasi Penyusutan Jalan, lr igasi, dan Jaringan
1. 3. 7. 03. 001 Akumulasi Penyusutan lalan
1. 3. 7. 03. 002 Aklmulasi Penyusutan lembatan
1. 3. 7. 03. 003 Akumulasi PenyusutanJaringan Air
1, 3. 7. 03. 004 Akumulasi Penyusutan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
1. 3. 7. 03. 005 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Listr ik
1. 3.7.03. 006 Akurnulasi Penyusutan nstalasiTelepon
1. 3. 7. 04. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1. 3. 7. 04. 001 Akumulasi Penyusutan Buku dan Kepustakaan
1. 3. l .  04. 0A2 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
7. 3. 7. 04. OA3 Akumu asi Penyusutan Hewan/Ternak dan Tanaman
1.3.7.05. Akumulasi Amort;sasiAset Lainnya 

ff i i i*#'===i

1. 3.5. Aset Tetap Lainnya 
1. 3.5.01. Buku dan Kepustakaan 
1. 3 5. 01. 001 Buku 
1.3.5 01. 002 Terbitan Berkala 
1. 3. 5 01 003 Ba rang Perpustakaan 
1. 3.5. 02. 
1. 3.5.02. 001 

Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 
Ba rang Bercorak Kebudayaan 

1. 3. 5. 02. 002 Alat Olahraga Lainnya 
1. 3. 5. 03. Hewan/Ternak dan Tanaman 
1. 3. 5. 03. 001 Hewan 
1. 3. 5. 03. 002 Tanaman 

1. 3.6. 
1. 3. 6. 01. 
1.3 6. 01. 001 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Konstruksi Oalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Be rat 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Oarat Bermotor 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Agkutan di Air Bermotor 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Udara 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bengkel 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor 
Akumulasi Penyusutan Komputer 
Akumulasi Penyusutan Mebelair 
Akumulasi Penyusutan Peralatan Oapur 
Akumulasi Penyusutan Penghias Ruangan Rumah Tangga 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Studio 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Komunikasi 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Ukur 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kedokteran 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Laboratorium 
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor 
Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Jabatan 
Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Dinas 
Akumulasi Penyusutan Gedung Gudang 
Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen 
Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan 
Akumulasi Penyusutan Jalan, lrigasi, dan Jaringan 
Akumulasi Penyusutan Jalan 
Akumulasi Penyusutan Jembatan 
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air 

1. 3. 7.03. 004 Akumulasi Penyusutan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 
1.3.7. 03. 005 Akumulasi Penyusutan Instalasi Listrik 
1. 3. 7. 03. 006 Akumulasi Penyusutan Instalasi Telepon 
1. 3.7. 04. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 
1.3.7.04. 001 Akumulasi Penyusutan Buku dan Kepustakaan 
1.3.7 04. 002 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 
1.3.7. 04. 003 Akumulasi Penyusutan Hewan/Ternak dan Tana man 

1. 3. 7. 
1.3.7. 01. 
1. 3.7.01. 001 
1.3 7.01. 002 
1. 3.7 01. 003 
1.3.7 01. 004 
1. 3.7. 01. 005 
1 3. 7. 01. 006 
1.3. 7. 01. 007 
1. 3. 7. 01. 008 
1.3. 7. 01. 009 
1 3. 7. 01. 010 
1 3. 7. 01. 011 
1 3. 7. 01. 012 
1 3. 7. 01. 013 
1. 3.7. 01. 014 
1 3. 7. 01. 015 
1. 3. 7. 01. 016 
1. 3.7 01. 017 
1 3. 7. 01. 018 
1.3.7. 01. 019 
1. 3. 7. 01. 020 
1. 3. 7. 02. 
1. 3. 7. 02. 001 
1. 3. 7. 02. 002 
1. 3. 7. 02. 003 
1. 3. 7. 02. 004 
1 3. 7. 02. 005 
1. 3. 7. 02. 006 
1.3.7. 03. 
1.3 7. 03. 001 
1. 3. 7. 03. 002 
1. 3.7. 03. 003 

1. 3. 7. 05. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya 



1. 3. 7. 05. 0C2_ Akumulasi Amortisasi Tuntuta n Ganti Rugi
1. 3. 7. 05. 003 AkumulasiAmortisasi Kemitraan Pihak Ketiga
1. 3. 7. 05. 004 AkumulasiAmortisasi Bangun Kelola dan Serah
1. 3. 7. 05. 005 AkumulasiAmortisasiAset Tidak Berwuiud Lainnva
1. 3. 7. 05. 006 AkumulasiArnort isasiAset Lain-lain

7. 4. DANA CADANGAN
7 . 4 . l .  D a n a  C a d a n g a n
1 . 4 .  L . 0 7 .  D a n a  C a d a n g a n
1. 4. 1.  01. 001 Dana Cadangan

1. 5. ASET LAINNYA
1, 5. 1. Tagihan Jangka Panjang
1. 5. 1. 01. Tagihan Penjualan Angsuran
1. 5. 1. 01. 001 Tagihan Angsuran Rumah
1. 5. 1. 01. 002 Tagihan Angsuran Kendaraan
1. 5. 1.01. 003 Tagihan Angsuran Lainnya
L.5.7. 02. Tuntutan Ganti Rugi
1. 5. 1. 02. 001 Tuntutan Ganti Rugikepada PNS non Bendahara
1. 5. 1. 02. 002 Tuntutan Ganti Rugikepada Pihak Ketiga

!, 5,2, Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1. 5. 2. 01. Bangun Guna Serah
1. 5. 2. 01. 001 Bangun Guna Serah
7, 5, 2,02, Bangun Serah Guna
1. 5. 2. 02. 001 Bangun Serah Guna
1. 5. 2. 03. Kerjasama Operasi
1. 5. 2. 03. 001 Kerjasama Operasi
1. 5.2. 04. Kemitraan Lainnya
1. 5.2. 04. OAI Kemitraan Lainnya

1. 5. 3. Aset Tidak Berwujud
1, 5. 3. 01. Aset Tidak gerwujud

1. 5. 3. 01. 001 Goodwil l

1. 5. 3. 01. 003 Hak Cipta
1. 5. 3. 01. 004 Paten
1. 5. 3. 01. 005 AsetTidak Berwujud Lainnya

1. 5. 4. Aset Lainlain
1. 5. 4. 01. Aset Lain-lain
1. 5. 4. 01. 001 Perangkat Lunak/Software

2. KEWAIIBAN
2. I.  KEWAIIBAN JANGKA PENDEK
2, L. L, Utan8 Perhitungan Pihak Ketiga
2. L. L OL. Utang Taspen
2 .  1 .  1 .01 .  001  t j t angTaspen
2. I. l. 02. Utang Askes
2. 1. 7. 42. OOI lJtang Askes
2 .  l . 1 .03 .  U tang  PPh  Pusa t
2. 1. 1. 03. 001 Utan8 PPh 21
2. 1. 1. 03. OO2 Utang PPh 22
2. 1. 1. 03. 003 Utang PPh 23
2. 1. 1. 03. 004 Utang PPh 25
2.7. 7. 04. Utang PPN Pusat
2. 1. 1. 04. OA1 Utang PPN Pusat
2. 1,. 7. 05. Uteng Taperum ffii?.ffi=*rl

1.3.7. OS. 002 Akumulasi Amortisasi Tuntutan Ganti Rugi 
1.3. 7. 05. 003 Akumulasi Amortisasi Kemitraan Pihak Ketiga 
1 3. 7. 05. 004 Akumulasi Amortisasi Bangun Kelola dan Serah 
1. 3. 7. 05. 005 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya 
1. 3. 7. 05. 006 Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain 

1. 4. 
1. 4.1. 
1. 4. 1. 01. 

DANA CADANGAN 
Dana Cadangan 
Dana Cadangan 

1. 4 1.01. 001 Dana Cadangan 

1.5. 
1. 5. 1. 
1. 5. 1. 01. 
1. 5. 1.01 001 
1. s. 1.01. 002 
1. 5. 1. 01. 003 
1. 5. 1. 02. 
1.5.1 02. 001 
1. 5. 1. 02. 002 

ASETLAINNYA 
Tagihan Jangka Panjang 
Tagihan Penjualan Angsuran 
Tagihan Angsuran Rumah 
Tagihan Angsuran Kendaraan 
Tagihan Angsuran Lainnya 
Tuntutan Ganti Rugi 
Tuntutan Ganti Rugi kepada PNS non Bendahara 
Tuntutan Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga 

1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
1.5. 2. 01. Bangun Guna Serah 
1.5.2. 01. 001 Bangun Guna Se rah 
1. 5. 2. 02. Bangun Serah Guna 
1.5.2. 02. 001 Bangun Serah Guna 
1.5.2.03. Kerjasama Operasi 
1. 5. 2.03. 001 Kerjasama Operasi 
1.5. 2. 04. Kemitraan Lainnya 
1.5.2. 04. 001 Kemitraan Lainnya 

1.5.3. Aset Tidak Berwujud 
1.5.3. 01. Aset Tidak Berwujud 
1. 5. 3. 01. 001 Goodwill 
1. 5 3. 01. 002 Lisensi dan franchise 
1. 5. 3 01. 003 Hak Cipta 
1. 5. 3 01. 004 Paten 
1. 5. 3. 01. 005 Aset Tidak Berwujud Lainnya 

1.5.4. 
1. 5. 4.01. 

Aset Lain-lain 
Aset Lain-lain 

1.5.4.01. 001 Perangkat Lunak/Software 

2. 
2. 1. 
2. 1.1. 
2.1. 1. 01. 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANG KA PENDEK 
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 
Utang Taspen 

2 1. 1. 01. 001 Utang Taspen 
2. 1. 1. 02. Utang Askes 
2.1. 1. 02. 001 Utang Askes 
2.1. 1. 03. 
2. 1. 1. 03. 001 

Utang pph Pusat 
Utang PPh 21 

2. 1. 1. 03. 002 Utang PPh 22 
2.1.1.03. 003 Utang PPh 23 
2. 1. 1. 03. 004 Utang PPh 25 
2.1. 1. 04. 

2. 1. 1. 05. 

Utang PPN Pusat 

Utang Taperum {jesiiseD if,z7. 
2. 1. 1. 04. 001 Utang PPN Pusat 



Z. 1. 1, 05. Utang PFK Lainnya
Z l .  1.  06. 001 Utang PFK Lainnya

2. 1. 2, Utang Bunga
2. 1. 2. 07. utang Eunga
2. 1. 2. 01. OAt Utang Bunga kepada Pemerintah
2. 1.2.01. OA2 UtangBunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2. 1. 2. 01. 003 Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
2.  1 .2 .0 ]  AO4 U tang  Bunga  kepada  Bank /Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank
2. L 2. 01. AO5 Utang Bunga Obligasi
2. \ .2. 01. AOE Lltang Bunga Dalam NegerlLainnya
2 .  L  2 .  A t .  AO7  U tangBunga  Lua rNeger i

2, l ,  3, Bagian [ancar L,tan8 Jangka Panjang
2. L. 3. 01. Bagian Lancar ljtang lahgka Panjang
2. 1. 3. 01. 001 Bagian Lancar Utang dariSektor Perbankan
2. 1. 3. 01. 002 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
) l .  l .  01. 003 Bagian Lan.ar LJtang Obli8asi
2. 1. 3. 01. 004 Bagian Lancar Utang dariPemerintah Pusat
2. 1. 3. 01. 005 Bagian Lancar Utang dariPemerintah Daerah Lainnva
7 .  l .  l .  01 .  006  P .e l . 1  um (D iskonLo)Ob l i 8as i

2,7, 4. Pendapatan Diterima Dimuka
2.I. 4. ol.  Kelebihan Pembavaran kepada Pihak l l l
2. 1.4. 01. AOl Kelebihan Pembayaran kepada Pihak l l l
2. f .  4. 02. Uang Muka Penjuaian
2 .7 .4 .  A2 .  A0L  Uang  Muka  Pen jua lan
2. L. 4. 03. lJang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2. 1. 4. 03. 001 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2. L,4,04. Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2 .1 .4 .44 .  O01  Pendapa tan  D i te r ima  D imuka  La innya

2. L.5, utang Eeban
2. 1. 5. 01 Utang Beban Pegawai
2  1 .  5 .01  001  U tdng  Bebdn  Cd j i da r  Tun jangdn
2. 1. 5. 01 002 LJtanS Beban Tambahan Penghasilan
2. 1.5.01 003 Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
2. 1. 5. 01 004 LJtang Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah
2. 1. 5- 01 005 Utang Beban Insentif  Pemungutan Pajak Daerah
2. 1. 5. 01 006 Utang Beban Insentif  Pemungutan Retribusi Daerah
2 .  1 .  5 .01  007  U tang  Beban  Honora r ium PNS
2. 1. 5. 01 008 Utang Beban Honorarium Non PNS
2. 1. 5. 01 009 LJtang Beban l jang Lembur
2 .  1 .5 .01  010  U tang  Beban  Pegawa i  Dana  BOS
2.  1 .  5 .  01  011  U tang  Beban  Pegawa i  B tUD (da r iAPBD)
2. L 5.02 Utan8 Beban Barang dan Jasa
2. 1. 5. 02. 001 t j tang Beban Persediaan
2. 1. 5. 42. OOZ Utang Beban Jasa
2. 1. 5. 02. 003 lJtang Beban Pemeliharaan
2 .1 .5 .  A2 .  OO4 U tang  Beban  Per ja lanan  D inas
2. 1. 5. 02. 005 Utang Beban Beasiswa Pendidikan PNS
2. 1. 5. 02. 006 lJtang Beban kursus, pelatihan, sosial isasi dan bimbingan teknis PNS
2. 1. 5. 42. O0'/ Utang Beban Jamkesda
2. 1. 5. 03. utang Eeban Bunga
2. 1. 5. 03. 001 Utang Beban Bunga
2. 1. 5. 04. t, tang Eeban Subsidi
2. 1. s.04. oo1 utans Bebansubsidi |ffiffii l

2. 1. 1. 06. 
2.1.1 06. 001 

2. 1.2. 
2. 1. 2. 01. 
2. 1. 2. 01. 001 
2. 1. 2. 01. 002 
2. 1. 2. 01. 003 
2. 1. 2. 01. 004 
2. 1. 2. 01. 005 
2. 1. 2. 01. 006 
2. 1. 2. 01. 007 

Utang PFK Lainnya 
Utang PFK Lainnya 

Utang Bunga 
Utang Bunga 
Utang Bunga kepada Pemerintah 
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
Utang Bunga kepada BUMN/BUMD 
Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank 
tang Bunga Obligasi 
Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya 
Utang Bunga Luar Negeri 

2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
2.1. 3.01. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
2. 1. 3. 01. 001 Bagian Lancar Utang dari Sektor Perbankan 
2.1 3. 01. 002 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
2. 1. 3. 01. 003 Bagian Lancar Utang Obligasi 
2. 1. 3. 01. 004 Bagian Lancar Utang dari Pemerintah Pusat 
2. 1. 3. 01. 005 Bagian La near Utang dari Pemerintah Dae rah Lainnya 
2. 1. 3. 01. 006 Premium (Diskonto) Obligasi 

2. 1. 4. Pendapatan Diterima Dimuka 
2. 1.4.01. Kelebihan Pembayaran kepada Pihak [I 

2. 1. 4. 01. 001 Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ill 
2. 1. 4. 02. Uang Muka Penjualan 
2. 1. 4.02. 001 Uang Muka Penjualan 
2. 1. 4. 03. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 
2. 1. 4. 03. 001 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 
2. 1. 4. 04. Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 
2. 1. 4.04. 001 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 

2. 1. s. 
2. 1.5. 01 
2. 1. 5. 01 001 
2. 1. 5. 01 002 
2. 1. 5. 01 003 
2. 1. 5. 01 004 
2. 1. 5. 01 005 
2. 1. 5. 01 006 
2. 1. 5. 01 007 
2. 1. 5. 01 008 
2. 1.5 01 009 
2. 1. s. 01 010 
2. 1.5. OJ 011 
2.1. 5.02 
2. 1. 5. 02. 001 
2 1. s. 02. 002 
2 1. 5. 02. 003 
2. 1. s. 02. 004 
2. 1. 5. 02. 005 
2. 1. 5. 02. 006 
2. 1.5.02. 007 
2. 1. 5. 03. 
2. 1. 5. 03. 001 
2. 1. 5. 04. 
2. 1.5.04 001 

Utang Beban 
Utang Beban Pegawai 
Utang Beban Gaji dan Tunjangan 
Utang Beban Tambahan Penghasilan 
Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 
Utang Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah 
Utang Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Utang Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 
Utang Beban Honorarium PNS 
Utang Beban Honorarium Non PNS 
Utang Be ban Liang Lem bur 
Utang Beban Pegawai Dana BOS 
Utang Be ban Pegawai BLUD (dari APBD) 
Utang Beban Barang dan Jasa 
Utang Beban Persediaan 
Utang Beban Jasa 
Utang Beban Pemeliharaan 
Utang Beban Perjalanan Dinas 
Utang Beban Beasiswa Pendidikan PNS 
Utang Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 
Utang Beban Jamkesda 
Utang Beban Bunga 
Utang Beban Bunga 
Utang Beban Subsidi 
Utang Beban Subsidi 



2. 1. 5. 05. 001 Utang Beban Hibah kepada Pernerintah Pusat

2. 1. 5. 05. 002 Utang Beban Hibah kepada Pemefintah Daerah lainnya

2. 1. 5. 05. 003 utang Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN

2. 1. 5. 05. 004 Utang Beban Hlbah kepada Penerintahan Desa

2. 1. 5. 05. 005 l j tang Beban Hlbah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

2. 1. 5. 05. 005 utang Beban Hlbah kepada Badan/Lembaca/ofganisasi

2. 1. 5. 05. 007 Utang Beban Nlbah Untuk Satlan Pendidikan Dasar

2. 1, 5. 06. Utang Beban Lain-lain
2. 1. 5. 06. 001 utang Beban Lain Lain
2. L. S. 07, Uteng Beban Trans{er
2. 1. 5. 07. 001 Transfer Bagi Hasil  Pendapatan
2. l .  5.07. o02 Transfer Bantuan Keuangan

Z, 7, 6, utang Jangka Pendek Lainnya
2. 1. 6. 01. Utang Jangka Pendek Lainnya
2. 1. 6. 01. 001 lJtanglangka Pendek Lainnya

2. 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2. 2,I.  Utang Dalam Negeri
2. 2. L. 0L, Utang dari Sektor Perbankan
2. 2. 1. 01,. AOI Utang darisektor Perbankan
2. 2, L, 02, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2. 2. 1". 02. OAI Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Z,2, 7. 03. Utang Obligasi
2. 2. 1". 03. OAI Utang Obligasi
2,2, 1. 04. Utang dari Pemerintah Pusat
2. 2. ! .  A4. 0O1 Utang darl Pemerintah Pusat
2, 2. L. OS. Utang dari Pemerintah Daerah lainnya
2. 2. 1. A5. 001 lJtang dari Pemerintah Daerah lainnya
2,2, 1. 06. Premium (Diskonto) obligasi
/ .  2 .  1 .  06 .  001  P remiu r  (D iskon to )Ob l i gae i

2 .2 ,3 ,  U tang  Lua r  Neger i
2. 2. 3. 01. Utang Luar Negeri
2. 2. 3. 01 0O1 t j tang Luar Negeri

2. 2, 4, lJtang Jangka Panjang Lainnya
2. 2. 4. A7 Utang langka Panjang Lainnya
2 .2 .4 .  aL  A01  U tang langka  Pan jang  La innya

3. EKU|TAS
3.7 ,  EKUITAS
3. 1. 1. Ekuitas
3. 1. 1. 01. Ekuitas
3. 1. 1. 01. 001 Ekultas

3 . l . 2 .  Eku i tes  SAL
3, 1, 2. 01. Estimasi Pendapatan
3. 1. 2. 01. 001 Estimasi Pendapatan
3,7.2. 02. lst imasi Penerimaan Pembiayaan
3 .1 .2 .02 .  0O1  Es t imas i  Pener imaan  Pemb iayaan
3. 1. 2. 03. Apropriasi Belanja
3. 1. 2. 03. 001 ApropriasiBelanja
3. 1, 2. 04. Apropfiasi Pengeluaran Pembiayaan

3. 1. 2. 04. 001 Apropriasi Penge uaran Pembiayaan

r#==.r.:-::-4

2. 1.5 05. 001 
2. 1.5 05. 002 
2. 1. 5. 05. 003 
2 1. s. 05. 004 
2. 1. 5. 05 005 
2. 1.5 05. 006 
2. 1. 5. 05. 007 
2. 1. 5. 06. 
2. 1. 5. 06. 001 
2. 1. 5. 07. 
2. 1. 5. 07. 001 
2. 1.5.07. 002 

2.1.6. 

Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat 

Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 

Utang Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 

Utang Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa 

Utang Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 

Utang Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 

Utang Beban Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar 

Utang Beban Lain-lain 
Utang Be ban Lain-lain 
Utang Beban Transfer 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan 
Transfer Bantuan Keuangan 

Utang Jangka Pendek Lainnya 
2. 1.6. 01. Utang Jangka Pendek Lainnya 
2. 1. 6. 01. 001 Utang Jangka Pendek Lainnya 

2. 2. 
2.2. 1. 
2.2. 1. 01. 

KEWAJIBAN JANG KA PANJANG 

Utang Dalam Negeri 
Utang dari Sektor Perbankan 

2. 2. 1. 01. 001 Utang dari Sektor Perbankan 
2. 2. 1. 02. Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
2. 2. 1. 02. 001 Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
2.2. 1. 03. Utang Obligasi 
2.2.1 03. 001 Utang Obligasi 
2. 2. 1. 04. Utang dari Pemerintah Pusat 
2.2 1. 04. 001 Utang dari Pemerintah Pusat 
2.2. 1. 05. Utang dari Pemerintah Daerah lainnya 
2.2.1. 05. 001 Utang dari Pemerintah Daerah lainnya 
2.2. 1. 06. Premium (Diskonto) Obligasi 
2. 2. 1. 06. 001 Premium (Diskonto) Obligasi 

2. 2.3. Utang Luar Negeri 
2. 2.3.01 Utang Luar Negeri 
2.2 3. 01 001 Utang Luar Negeri 

2.2.4. Utang Jangka Panjang Lainnya 
2. 2. 4. 01 Utang Jangka Panjang Lainnya 
2.2.4.01 001 Utang Jangka Panjang Lainnya 

3. 
3.1. 
3.1.1. 
3. 1. 1. 01. 

EKUITAS 
EKUITAS 
Ekuitas 
Ekuitas 

3. 1. 1. 01. 001 Ekuitas 

3.1.2. 
3. 1. 2. 01. 
3.1. 2 01. 001 
3. 1. 2. 02. 
3. 1.2.02. 001 
3.1.2. 03. 
3. 1. 2. 03. 001 
3. 1. 2. 04. 
3. 1. 2. 04. 001 

Ekuitas SAL 
Estimasi Pendapatan 
Estimasi Pendapatan 
Estimasi Penerimaan Pembiayaan 
Estimasi Penerimaan Pembiayaan 
Apropriasi Belanja 
Apropriasi Belanja 
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 

r-At 



3. 1. 3. 01. 001 R/K PPKD

4.

4. l .

4 .  L , 1 .
4 .  t . 7 . 7 .

4 .  1 .  1 . 1 .

4 .  1 .  1 .  1 .

4 .  1 .  1 .  1 .

4. 1.  1.  1.

4. r. 1. 1.
4 .  1 .  1 .  1 .

4 .  1 .  1 .  1 .

4 .  1 .  1 .  1 .
4 .  1 .  1 .  1 .

4 .  1 . 1 .  1 .

4 .  1 . 1 . 7 .

4 .  7 .  1 .  1 .

4. r. 1. r.
4 .  1 .  1 .  1 .
4. t .  1. 2.
4 .7 .  1 .2 .
4 .  1 .  7 .  2 .
4 .  1 .1 .2 .
4 .1 .7 .2 .
4 .1 .1 .2 .
4 .  1 .  1 .2 .
4 .  7 .  1 .2 .
4 .  1 .  r . 2 .
4, r.  7. 3.
4 .  1 .  7 .  3 .
4 .7 .  r .  3 .
4 .  1 .  1 .  3 .
4 .1 .1 .3 .
4 .1 .1 .3 .
4 .  t .  1 . 3 .
4 .  1 .  1 .3 .
4 .  r .  1 . 3 .
4 .  1 .  1 .3 .

4. r.  t .  4.
4 .1 .  r . 4 .
4. 1. 1. 4.
4 .  1 .1 .4 .
4 .  1 .1 .4 .
4. 1. 1". 4.
4 .7 .7 .4 .
4 .1 .1 .4 .
4 .1 .  1 .4 .
4 .  7 .  1 .4 .
4.  r .  r .4 .
4 .  1 .  1 .5 .
4 .  1 .  1 .5 .
4 .1 .7 .5 .

PENDAPATAN-LRA

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Pajak Hotel  -  LRA

001 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Lima Berl ian -  LRA

002 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Lima LRA

003 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Empat -  LRA

004 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Tiga - LRA

005 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Dua - LRA

006 Pendapatan Pajak Hotel  BintangSatu-LRA

007 Pendapatan Pajak Hotel  Melat iTiga LRA

008 Pendapatan Paiak Hotel  Melat i  Dua - LRA

009 Pendapatan Pajak Hotel  Melat iSatu LRA

010 Pendapatan Pajak Motel  LRA

011 Pendapatan Pajak Cottage LRA

012 Pendapatan Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel /  Rumah Kos LRA

013 Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata -  LRA

014 Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata LRA

015 Pendapatan Pajak Gubug Pariwisata -  LRA

Pendapatan Pajak Restoran - LRA

001 Pendapatan Pajak Restoran - LRA

002 Pendapatan Pajak Rumah Makan - LRA

003 Pendapatan Pajak Caf6 -  LRA

004 Pendapatan Pajak Kant in -  LRA

005 Pendapatan Pajak Kater ing LRA

006 Pendapatan Pajak Warung - LRA

007 Pendapatan Palak Bar -  LRA

008 Pendapatan Pajaklasa Boga LRA

Pendapatan Pajak Hiburan - LRA

001 Pendapatan Pajak Tontonan Fi im - LRA

002 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik,  Tari ,  dan/atau Busana - LRA

003 Pendapatan Pajak Kontes Kecant ikan, Bina Raga dan sejenisnya LRA

004 Pendapatan Pajak Pameran '  LRA

005 Pendapatan Pajak Diskot ik,  Karaoke, Klap Malam dan sejenisnya LRA

006 Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Sulap - LRA

007 Pendapatan Pajak Permainan Bi lyar,  Golfdan Bowling LRA

008 Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan LRA

009 Pendapatan Pajak Pant iPi jat ,  Ref leksi ,  MandiUap/spa dan Pusat Kebugaran (Fi tness

center)-  LRA

010 Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga LRA

Pendapatan Pajak Reklame - LRA

001 Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Ei l lboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya - LRA

002 Pendapatan Pajak Reklame Kain -  LRA

003 Pendapatan Pajak Reklame Melekat/  St iker -  LRA

004 Pendapatan Pajak Reklame Selebaran - LRA

005 Pendapaian Pajak Rek ame Berjalan termasuk pada kendaraan - LRA

006 Pendapatan Pajak Reklame l jdara -  LRA

007 Pendapatan Pajak Reklame Apung LRA

008 Pendapatan Pajak Reklame Suara'LRA

0 0 9  P e n d a p a t a n  P a j a k  R e k l a m e  F i l m /  S l i d e ' L R A

010 Pendapatan Pajak Reklaf l re Peragaan LRA

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LRA

001 Pendapatan Pajak Penerangan lalan dari  PLN lepara _ LRA

002 Pendapatan Pajak Penerangan.Jalan dari  PLN Bangsri  -  LRA

3. 1.3. 01. 001 R/K PPKD 

4. 
4.1. 
4. 1. 1. 
4.1.1.1. 
4. 1 1 1. 
4. 1.1 1. 
4. 1. 1. 1. 
4 1. 1. 1. 
4. 1. 1. 1. 
4.1. 1. 1. 
4. 1. 1. 1. 
4. 1. 1. 1. 
4. 1. 1 1 
4. 1. 1.1 
4. 1. 1. 1 
4. 1. 1 1. 
4 1. 1. 1. 
4. 1.1. 1. 
4. 1. 1. 1. 
4. 1. 1.2. 
4. 1. 1 2 
4. 1. 1 2. 
4 1.1 2. 
4 1. 1.2 
4. 1. 1. 2. 
4. 1. 1. 2. 
4. 1. 1 2. 
4. 1. 1.2 
4. 1. 1. 3. 
4. 1.1 3. 
4. 1. 1.3. 
4. 1. 1. 3. 
4. 1. 1.3. 
4. 1. 1. 3. 
4. 1. 1.3. 
4. 1. 1. 3. 
4. 1. 1. 3. 
4. 1. 1. 3. 

4 1. 1. 3. 
4.1. 1. 4. 
4.1 1. 4. 
4. 1. 1. 4 
4. 1. 1. 4. 
4. 1. 1. 4. 
4. 1. 1. 4. 
4. 1.1. 4. 
4. 1. 1. 4. 
4. 1. 1. 4. 
4. 1. 1.4. 
4. 1. 1 4 
4. 1. 1. 5. 
4. 1. 1 5 
4. 1.1.5 

PENOAPATAN-LRA 
PENDAPATAN ASLI DAERAH {PAD}-LRA 
Pendapatan Pajak Daerah-LRA 
Pendapatan Pajak Hotel -LRA 

001 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima Berlian - LRA 
002 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima - LRA 
003 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Empat -LRA 
004 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga - LRA 
005 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua - LRA 
006 Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu - LRA 
007 Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga -LRA 
008 Pendapatan Pajak Hotel Melati Dua-LRA 
009 Pendapatan Pajak Hotel Melati Satu - LRA 
010 Pendapatan Pajak Motel -LRA 
011 Pendapatan Pajak Cottage - LRA 
012 Pendapatan Pajak Losmen/ Ru mah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Ru mah Kos - LRA 
013 Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata - LRA 
014 Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata - LRA 
015 Pendapatan Pajak Gu bug Pariwisata -LRA 

Pendapatan Pajak Restoran - LRA 
001 Pendapatan Pajak Restoran - LRA 
002 Pendapatan Pajak Rumah Makan - LRA 
003 Pendapatan Pajak Caf~ - LRA 
004 Pendapatan Pajak Kantin -LRA 
005 Pendapatan Pajak Kate ring -LRA 
006 Pendapatan Pajak Warung - LRA 
007 Pendapatan Pajak Bar - LRA 
008 Pendapatan Pajak Jasa Boga - LRA 

Pendapatan Pajak Hiburan - LRA 
001 Pendapatan Pajak Tontonan Film - LRA 
002 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana - LRA 
003 Pendapatan Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya -LRA 
004 Pendapatan Pajak Pameran - LRA 
005 Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klap Malam dan sejenisnya - LRA 
006 Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Su lap- LRA 
007 Pendapatan Pajak Permainan Bilyar, Golf dan Bowling -LRA 
008 Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan - LRA 
009 Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness 

center) -LRA 
010 Pendapatan Pajak Pertandingan Olah raga -LRA 

Pendapatan Pajak Reklame - LR 
001 Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya - LRA 
002 Pendapatan Pajak Reklame Kain - LRA 
003 Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker - LRA 
004 Pendapatan Pajak Reklame Selebaran - LRA 
ODS Pendapatan Pajak Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan - LRRA 
006 Pendapatan Pajak Reklame Udara - LRA 
007 Pendapatan Pajak Reklame Apung - LRA 
008 Pendapatan Pajak Reklame Suara - LRA 
009 Pendapatan Pajak Reklame Film/ Slide - LRA 
010 Pendapatan Pajak Reklame Peragaan -LRA 

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LRA 
001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara - LRA 
002 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri- LRA 



4 - 1 . X , 6 .

4. 1.  1.  6.  001

4 .  1 . 1 . 6 .  O O 7

4. 1. 1.  6.  003

4. 1. 1.  6.  004

4. 1. 1.  6.  00s

4. 1. 1.  6.  006

4 .  1 .  1 . 6 .  O A l

4. 1.  1.  6.  008
4. 1. 1.  6.  009

4. 1. 1.  6.  010

4 .  1 .  1 .  6 .  0 1 1

4 . 1 . 1 . 6 .  0 r 2

4 .  1 .  1 .  6 .  0 1 3

4. 1. 1.  6.  014

4. 1. 1.  6.  015
4. 1. 1.  6.  016

4. 1. 7.  6.  O17

4 .  1 .  1 .  6 .  0 1 8

4. 1. 1.  6.  019

4 . 1 . 7 . 6 .  O 2 A

4 . 1 .  1 .  6 .  A 2 r

4 .  1 .  1 . 6 .  4 2 2

4 .  1 . 7 . 6 .  O 2 3

4. 1. 1.  6.  O24

4 . 7 . 1 . 6 .  O 2 5

4 . 1 . 1 . 6 .  0 2 6

4 .  L .  1 .  6 .  0 2 7

4. 1. 1.  6.  028

4 .  1 .  1 .  6 .  0 2 9
4 .  1 .  1 . 6 .  4 3 0

4 .  1 .  1 .  6 .  0 3 1
4. 1. 1.  6.  032

4 . 7 .  L .  6 .  0 3 3
4. 1. 1.  6.  034

4. 1. 1.  5.  035

4. 1. 1.  6.  036
4 ,  t . 7 . 7 .

4 .  1 .  1 . 7 .  A O l

4. 1.  1.  8.

4. 1.  1.  8.  001

4 .  1 .  1 , L

4. 1.  1.  9.  001

4, 1, 1.  10.
4. 1.  1.  10. 001
4, 1. 1.  11.

4. 1.  1.  11. 001

4. 1. 1.  11. OA2

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Eatuan _ LRA

Pendapatan Pajak Asbes - LRA

Pendapatan Pajak Batu Tul is 'LRA

Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata L RA

Pendapatan Pajak Batu Kapur -  LRA

Pendapatan Pajak Batu Apung LRA

Pendapatan Pajak Batu Permata -  LRA

Pendapatan Pajak Bentonit  LRA

Pendapatan Pajak Doiomit '  LRA

Pendapatan Pajak Feldspar -  LRA

Pendaparrn Dajal .  Cd d11 BrrL ( l^a i te) _ lq/

Pendapatan Pajak Graf i t  -  LRA

Pendapatan Pajak Granit /Andesit  LRA

Pendapatan Pajak Gips -  LRA

Pendapatan Pajak Kalsi t  LRA

Pendapatan Pajak Kaol in -  LRA

Pendapatan Pajak Leusit  LRA

Pendapatan Pajak Magnesit  LRA

Pendapatan Pajak Mika - LRA

Pendapatan Pajak Marmer -  LRA

Pendapatan Pajak Nitrat  -  LRA

Pendapatan Pajak Opsidien -  LRA

Pendapatan Paiak oker LRA

Pendapatan Pajak Pasir  dan Kerik i l_ LRA

Pendapatan Pajak Pasir  Kuarsa - LRA

Pendapatan Pajak Perl i t  -  LRA

Pendapatan Pajak Phospat -  LRA

Pendapatan Pajak Ta k -  LRA

Pendapatan Pajak Tanah Serap (fLl l lers earth) -  LRA

Pendapatan Pajak Tanah Diatome - LRA

Pendapatan Pajak Tanah Liat LRA

Pendapatan Pajak Tawas (alum) -  LRA

Pendapatan Pal-a k Tras LRA

Pendapatan Pajak Yarosi f  -  LRA

Pendapatan Pajak Zeol i t  LRA

Pendapalan Pajak Basal LRA

Pendapatan Pajak Trakki t  -  LRA

Pendapatan Pajak Parkir  -  LRA

Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir  Di Luar Badan Jalan dan Penit ipan

Kendaraan Bermotor -  LRA

Pendapatan Pajak Air  Tanah - LRA

Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air  Tanah _ LRA

Pendapatan Pajak Sarang Burung walet -  LRA

Pendapatan Pajak Pengambi an dan/atau PenBusahaan Sarang Burung Walet LRA

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaen dan Perkotaan - LRA

Pendapatan Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA
pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak BarLr Atas Tanah dan BanBUnan - LRA

4. L.2. PendaDatan Retribusi Daerah-LRA
4. L,2. 7. Pendapatan RetribusiJasa umum - LRA
4 .1 .2 .  L  a1 l  Pendapa tan  Re t r i bus i  Pe layanan  Keseha tan -LRA

4. 1. 2. I  AO2 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA

4. 1.2. 7. O03 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipi l- LRA

4. 1.2. I  OA4 Pendapatan RetribusiPelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat LRA

4. 1. 2. 1. oO5 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir diTepilalan Umum LRA

4. 1. 2. r.  006 pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - LRA ff i- f f i f ,J

4.1.1. 6. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LKA 

4. 1. 1. 6. 001 Pendapatan Pajak Asbes - LRA 

4 1.1 6. 002 Pendapatan Pajak Batu Tulis - LRA 

4 1. 1 6. 003 Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata -LRA 

4 1. 1. 6. 004 Pendapatan Pajak Batu Kapur - LRA 

4. 1. 1 6. 005 Pendapatan Pajak Batu Apung - LRA 
4. 1. 1 6. 006 Pendapatan Pajak Batu Permata - LRA 

4. 1 1. 6. 007 Pendapatan Pajak Bentonit -LRA 

4. 1. 1.6. 008 Pendapatan Pajak Dolomit -LRA 
4. 1 1 6. 009 Pendapatan Pajak Feldspar - LRRA 

4. 1 1. 6. 010 Pendapatan Pajak Garam Batu (halite) -LRA 
4.1.1. 6. 011 Pendapatan Pajak Grafit - LRA 
4. 1 1. 6. 012 Pendapatan Pajak Granit/Andesit - LRA 

4 1. 1.6. 013 Pendapatan Pajak Gips - LRA 
4. 1. 1. 6. 014 Pendapatan Pajak Kalsit - LRA 

4. 1 1 6. 015 Pendapatan Pajak Kaolin -LRA 
4. 1. 1. 6. 016 Pendapatan Pajak Leusit - LRA 

4. 1 1. 6. 017 Pendapatan Pajak Magnesit - LRA 

4.1 1.6. 018 Pendapatan Pajak Mika - LRA 
4. 1. 1. 6. 019 Pendapatan Pajak Marmer - LRA 

4. 1. 1.6 020 Pendapatan Pajak Nitrat - LRA 
4. 1. 1 6. 021 Pendapatan Pajak Opsidien - LRA 
4. 1. 1. 6. 022 Pendapatan Pajak Oker - LRA 

4. 1 1 6. 023 Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil - LRA 

4. 1. 1. 6. 024 Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa - LRA 
4.1.1. 6. 025 Pendapatan Pajak Perlit - LRA 
4 1. 1. 6. 026 Pendapatan Pajak Phospat -LRA 
4. 1. 1. 6. 027 Pendapatan Pajak Talk - LRA 
4. 1. 1.6. 028 Pendapatan Pajak Tanah Serap (fullers earth) - LRA 

4. 1. 1.6 029 Pendapatan Pajak Tanah Diatome - LRA 
4. 1. 1.6 030 Pendapatan Pajak Tanah Liat - LRA 

4. 1 1.6 031 Pendapatan Pajak Tawas (alum) -LRA 
4. 1. 1 6 032 Pendapatan Pajak Tras -LRA 

4. 1 1. 6. 033 Pendapatan Pajak Yarosif - LRA 
4. 1 1. 6. 034 Pendapatan Pajak Zeolit -LRA 
4. 1 1. 6. 035 Pendapatan Pajak Basal - LRA 

4. 1. 1. 6. 036 Pendapatan Pajak Trakkit - LRA 
4.1.1.7. Pendapatan Pajak Parkir - LRA 
4.1.1.7. 001 Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan 

Kendaraan Bermotor - LRA 
4.1.1. 8. Pendapatan Pajak Air Tanah - LRA 
4.1.1.8 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah - LRA 

4. 1. 1. 9. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LRA 

4.1.1.9. 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sa rang Bu rung Walet - LRA 

4.1. 1. 10. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA 

4. 1. 1. 10. 001 
4. 1. 1. 11. 
4. 1. 1. 11 001 
4. 1. 1. 11. 002 

4.1.2. 
4.1. z. 1. 
4. 1.2.1 001 
4. 1. 2. 1. 002 
4 1 2.1 003 
4. 1 2. 1. 004 
4 1 2.1 005 
4. 1. 2. 1. 006 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA 
Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA 

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA 

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Baru Atas Tanah dan Bangunan - LRA 

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 
Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 

Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - LRA 

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -LRA 

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Um um -LRA 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 



4. 1. 2. 1. 008 Pendapatan RetribusiPemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4. 7. 2. 1. OO9 Pendapatan Retribusi Peng8antian Biaya Cetak Peta - LRA
4. L. 2. 1. O10 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4. 1,. 2. 1. A1,7 Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4 .  1 .  2 .  1 .  AL2  Pendapa tanRe t r i bus iPengo lahanL imbahCa i r -LRA
4. L 2. 1. 0L3 Pendapatan RetribusiPengendaLian Menara Telekomunikasi LRA
4. 1.2. 1. A14 Pendapatan RetribusiPe ayEnan Tera/Tera lJlang- LRA
4. 1. 2. 2. Pendapatan RetribusiJasa Usaha - tRA
4 .L2 .2 .  A01  Pendapa tan  Re i r i bus i  Pemaka ian  Kekayaan  Daerah  LRA
4.L2  2  AOZ oe rdapa ta .  Re t r i bJs i  Pa<ar  Gros i r  dan /a laJ  pe r tokoa ' r  -  -RA
4. 1. 2. 2. AO3 Pendapatan RetribusiTempat Pe elangan LRA
4.  1 .2 .2 .  404  Pendapa tan  Re t r i bus iTe rm ina  LRA
4. 1. 2. 2. A05 Pendapatan RetribusiTempat Khusus Parkir - LRA
4. L. 2. 2. A06 Pendapatan ReiribusiTempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vil la - LRA
4 .  1 .2 .2 .  jA i  Pendapa tan  Re t r i bus iPenyed iaan  dan /a tau  Penyedo tan  Kakus -  LRA
4 .  L .2 .2 .  OAg  Pendapa tan  Re t r i bus iRumah  Po tong  Hewan  LRA
4. 1. 2. 2. 0A9 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4. r.2. 2. 070 Pendapatan RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga - LRA
4. L. 2. 2. O11 Pendapatan Retribusi Penyeberangan diAir - LRA
4. 1. 2. 2. 012 Pendapatan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LRA
4. 1.2.2. 01,3 Pendapatan Retribusi Penjuaian Produksi l lsaha Daerah - LRA
4.1.2, 3. Pendapetan Retribusi Peri j inan Tertentu - LRA
4 .  1 .2 .3 .  0AL  Pendapa tan  Re t r i bus i l j i n  Mend i r i kan  Bangunan  -  LRA
4. 1. 2. 3. 0A2 Pendapatan Retribusi l j in Tempat Penjua an Minurnan Bera kohol - LRA
4. 1. 2. 3. 003 Pendapatan Retribusi j in Gangguan - LRA
4. L. 2. 3. OA4 Pendapatan Retribusi l j in Trayek LRA
4. 1. 2. 3. 005 Pendaoatan Retribusi i in iJsaha Perikanan - LRA
4 .  L .2 .3 .  0A6  Pendapa tan  Re t r i bus i  Pe rpan jangan  IMTA

ll j in Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)- LRA

4. 1. 3. Pendapatan Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4. 1.3.l .  Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mil ik Daerah/

BUMD - LRA
4. 1. 3. 1. 001 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank lateng - LRA
4. 1.3. t .  002 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

Aneka  Usaha 'LRA
4 .  1 .3 .  1 .  003  Pendapa tan  Bag ian  Laba  A tas  Penyer taan  Moda l  padaPDBPRBKKlepara -LRA
4. 1.3. 1. 004 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Ariha LRA
4. 1.3. 1. 005 Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan DaerahAirMinum

JePara LRA
4. L, E,2, Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mil ik Pemerintah/

BUMN - LRA
4. L 3.2. AOl Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mi i l  Pemerintah/

BUMN -  LRA
4. 1.3.3. Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Mil ik

Swasta - LRA
4. 1. 3. 3. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/

Mil ik Swasta - LRA
4. l ,3, 4, Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LRA
4. 1. 3.4. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LRA

4. 1. 4. Lainiain PAD yang Sah-LRA
4. 7. 4. 1. Pendapatan Hasil  Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA
4. 1. 4. L. 0A1 PendaDatan Pelepasan Hak Atas - LRA
4. 1.4. 1. 0A2 Pendapatan Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantort idakTerpakai LRA
4. 1. 4. 1. 003 Pendapatan Peniualan Mesin/ Alat-alat Beratt idak Terpakai - LRA
4. 1- 4- 7.  0A4 Pendapatan Peniualan Rumah labatan/ Rumah Dinas LRA

4. 1. 4.  1.  005 Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LRA I I  KFPALA S(PD I IXETALA AI '  ,1T  ' I

4.1.2.1. 008 
4. 1.2.1 009 
4. 1. 2 1. 010 
4. 1 2 1. 011 
4. 1 2 1 012 
4. 1 2 1 013 
4. 1. 2 1 014 
4. 1. 2. 2. 
4.1.2.2 001 
4. 1.2.2 002 
4. 1.2 2 003 
4. 1.2 2 004 
4. 1.2 2 005 
4. 1.2 2 006 
4. 1. 2 2 007 
4. 1.2.2 008 
4.1.2.2 009 
4.1.2.2 010 
4.1.2.2 011 
4.1.2.2. 012 
4.1.2.2 013 
4. 1.2. 3. 
4. 1.2 3 001 
4. 1.2 3. 002 
4. 1.2 3. 003 
4 1.2.3 004 
4. 1.2.3 005 
4 1.2.3 006 

4. 1. 3. 
4. 1.3. 1. 

4 1.3. 1. 001 
4. 1.3. 1. 002 

4. 1. 3. 1. 003 
4. 1. 3. 1. 004 
4. 1. 3.1 005 

4. 1. 3.2. 

4.1.3.2. 001 

4.1. 3. 3. 

4.1. 3. 3. 001 

4. 1. 3.4. 
4.1. 3. 4 001 

4.1. 4. 
4. 1. 4. 1. 
4.1. 4 1 001 
4. 1.4.1 002 
4. 1.4.1 003 
4. 1. 4 1 004 
4. 1. 4.1. 005 

Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 
Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta -LRA 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan -LRA 
Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 
Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA 
Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA 
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA 
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LRA 
Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA 
Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan - LRA 
Pendapatan Retribusi Terminal - LRA 
Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 
Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA 
Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 
Pendapatan Retribusi Ru mah Potong Hewan - LRA 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 
Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga -LRA 
Pendapatan Retribusi Penyeberangan di Air - LRA 
Pendapatan Retribusi Pengelolaan Lim bah Cair - LRA 
Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dae rah - LRA 
Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LRA 
Pendapatan Retribusi ljin Mendirikan Bangunan - LRA 
Pendapatan Retribusi ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol -LRA 
Pendapatan Retribusi ljin Gangguan - LRA 
Pendapatan Retribusi ljin Trayek -LRA 
Pendapatan Retribusi ljin Usaha Perikanan -LRA 
Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA 
(ljin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) - LRA 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ 
BUMD - LRA 

Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng - LRA 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 
Aneka Usaha - LRA 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara - LRA 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha - LRA 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Jepara - LRA 
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ 
BUMN - LRA 
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ 
BUMN - LRA 
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik 
Swasta - LRA 
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/ 
Milik Swasta - LRA 
Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LRA 
Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman LRA 

Lain-lain PAD yang Sah-LRA 
Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA 
Pendapatan Pelepasan Hak Atas - LRA 
Pendapatan Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai - LRA 
Pendapatan Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat tidak Terpakai - LRA 
Pendapatan Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas - LRA 
Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua -LRA 



4 . 1 . 4 . L  O O T  P e n d a p a t a n  P e n j u a l a n  D r u m  B e k a s - t R A

4. 1.4. 1.  008 Pendapatan Penjualan Hasi l  Penebangan Pohon - LRA

4. 1.4. 1.  009 Pendapatan Penjualan Lampu Hias Bekas - LRA

4. 1. 4.  1.  010 Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan _ LRA

4. L. 4.  1.  ALI Pendapatan Penjua an Per engkapan Lalu Lintas'LRA

4. 1.4. 1.  A12 Pendapatan Penjua an Obat-obatan dan Hasi l  Farmasi LRA

4 . 7 . 4 . 7 .  A 7 3  P e n d a p a t a n  P e n j u a  a n  H a s i  P e d a n i a n  L R A

4 .  L . 4 . 1 .  A 7 4  P e n d a p a t a n  P e n j u a  a n  H a s i l K e h u t a n a n  -  L R A

4. 1. 4.  L.  O1"5 Pendapatan Penjua an Hasi l  Perkebunan - LRA

4 .  1 . 4 . L .  0 L 6  P e n d a p a t a n  P e n j u a L a n  H a s i l  P e t e r n a k a n - L R A

4 .  1 . . 4 . 7 .  O 1 7  P e n d a p a t a n  P e n j u a l a n  H a s i l  P e r i k a n a n - L R A

4 .  1 . 4 . 1 .  O 1 8  P e n d a p a t a n  P e n l u a l a n  H a s i l S i t a a n  -  L R A

4.1.,  4.2. Pendapatan Jasa Giro -  LRA

4. 1,.  4.  2.  0O1 Pendapatan lasa Giro Kas Daerah - LRA

4. 1. 4.  2.  0O2 Pendapatan lasa Giro Bendahara LRA

4 .  L . 4 . 2 .  O 0 3  P e n d a p a t a n j a s a  G i r o  D a n a  C a d a n g a n  -  L R A

4. 1,, 4, 3, Pendapatan Bunga Deposito - tRA

4 . 1 . 4 . 3 .  0 O I  P e n d a p a t a n  B u n g a  D e p o s i t o  -  L R A

4, I .  4.  4.  pendapatan DariTuntutan Ganti  Kerugian Daerah - LRA

4 .  L . 4 . 4 .  A O I  P e n d a p a t a n  d a r i  K e r u g i a n  U a n g  D a e r a h  L R A

4. 1,.4.4. A02 Pendapatan dari  Kerugian Barang Daerah LRA

4. l ,  4.5. Pendapatan Komisi ,  Potongan dan Sel is ih Ni laiTuker Rupiah - LRA

4. 1. 4.  5.  001 Pendapatan Komisidari  Penempatan Kas Daerah - LRA

4 .  L . 4 . 5 .  A 0 2  P e n d a p a t a n  P o t o n g a n ' L R A

4. 1. 4.  5.  003 Pendapatan Keuntungan Sel is ih Ni aiTukar Rupiah - LRA

4. 1. 4.  6.  Pendapatan Denda atas (eter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

4. 1.4.6. 0A1 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA

4. 1,.  4.  6.  0A2 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA

4. 1. 4.  6.  003 Pendapatan Denda atas Keteranbatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Pekerjaan Umum - LRA

4. 1.4.6. O04 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Perumahan Rakyai LRA

4. 1. 4.  6.  005 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Penataan RLlanB LRA

4. 1. 4.  6.  006 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan

Pembangunan _ LRA

4. L 4.6. A01 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

P e r h u b u n g a n  L R A

4. 1. 4.  6.  008 Pendapatan Denda atas Keier lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan

H i d u p ' L R A

4. 1. 4.  6.  009 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pe aksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan _ LRA

4. 1,.4.6. A70 Pendapatan Denda atas Keter lambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata LRA

4 . 7 , 4 . 7 .  P e n d a p a t a n  D e n d a  P a j a k  -  L R A

4 .  1 . 4 . L  O A I  P e n d a p a t a n  D e n d a  P a j a k  H o t e L -  L R A

4. 1. 4.7. oa2 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA

4 .  1 . 4 . 7 .  O A 3  P e n d a p a t a n  D e n d a  P a j a k  H i b u r a n  L R A

4. 1..  4.7. 0O4 Pendapatan Denda PajakReklame LRA

4. 1-.  4.  L 0OS Pendapatan Denda Pajak Penerangan lalan -  LRA

4. 1. 4.  7.  006 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Gal ian Go ongan C - LRA

4. L. 4.  1.  0O7 Pendapatan Denda Pajak Parkir  -  LRA

4. 1. 4.  7.  A0A Pendapatan Denda Pajak Air  Bawah Tanah - LRA

4. 1. 4.7. AO9 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 'LRA

4 .  L .  4 . l .  O 7 O  P e n d a p a t a n  D e n d a  P a j a k  L i n g k u n g a n  L R A

4. 1. 4.7. 011 Pendapatan Denda Pajak Mineral  Bukan Logam dan Batuan - LRA

4. 1. 4.1. 012 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA

4. 1.4.7. 0I3 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

4, 7. 4.  a.  Pendapatan Denda Retr ibusi-  LRA

4. 1. 4.  8.  001 Pendapatan Denda Retr ibusiJasa Umum LRA ll q:i*.::IlD il (rFr,Lr.q.vj,4r. jr

007 Pendapatan Penjualan Drum Bekas - LRA 
008 Pendapatan Penjualan Hasil Penebangan Pohon - LRA 
009 Pendapatan Penjualan Lampu Hias Bekas - LRA 
010 Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan - LRA 
011 Pendapatan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas - LRA 
012 Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi - LRA 
013 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian -LRA 
014 Pendapatan Penjualan Hasil Kehutanan - LRA 
015 Pendapatan Penjualan Hasil Perkebunan - LRA 
016 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan - LRA 
017 Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan - LRA 
018 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan -LRA 

Pendapatan Jasa Giro - LRA 
4. 1.4. 2. 001 Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah - LRA 
4 1. 4. 2. 002 Pendapatan Jasa Giro Benda hara -LRA 
4. 1. 4. 2. 003 Pendapatanlasa Giro Dana Cadangan -LRA 
4.1,4.3. Pendapatan Bunga Deposito - LRA 
4 1. 4. 3. 001 Pendapatan Bunga Deposito -LRA 
4. 1.4.4. Pendapatan Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 
4. 1. 4. 4. 001 Pendapatan dari Kerugian Uang Dae rah -LRA 
4. 1. 4. 4. 002 Pendapatan dari Kerugian Ba rang Daerah - LRA 
4.1. 4. S. Pendapatan Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA 
4. 1. 4. S 001 Pendapatan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA 
4. 1. 4. s. 002 Pendapatan Potongan - LRA 
4. 1. 4.5. 003 Pendapatan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA 

4. 1. 4. 1. 
4 1. 4. 1. 
4. 1. 4. 1. 
4. 1. 4. 1. 
4. 1. 4.1. 
4. 1. 4. 1. 
4. 1. 4. 1. 
4. 1. 4. 1. 
4. 1. 4 1 
4. 1. 4 1. 
4. 1. 4. 1. 
4 1. 4. 1 
4. 1. 4.2. 

4. 1. 4. 6. 
4.1.4.6 
4. 1. 4 6. 

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA 
001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA 
002 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA 

4. 1. 4. 6. 003 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaan Umum -LRA 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang 
Perumahan Rakyat - LRA 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang 
Penataan Ruang -LRA 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan 
Pembangunan - LRA 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang 
Perhubungan - LRA 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan 
Hid up -LRA 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata -LRA 
Pendapatan Denda Pajak - LRA 

001 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA 
002 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA 
003 Pendapatan Denda Pajak Hi bu ran-LRA 
004 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA 
005 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA 
006 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C-LRA 
007 Pendapatan Denda Pajak Parkir -LRA 
008 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah -LRA 
009 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet -LRA 
010 Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LRA 
011 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 
012 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA 
013 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA 

Pendapatan Denda Retribusi - LRA 
001 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Um um -LRA 

4.1.4.7. 
4. 1. 4. 7. 
4. 1. 4. 7. 
4. 1. 4. 7. 
4. 1. 4. 7. 
4 1. 4. 7. 
4. 1. 4. 7. 
4. 1. 4. 7 
4. 1. 4. 7. 
4. 1. 4. 7 
4. 1. 4. 7. 
4. 1.4.7 
4. 1. 4. 7. 
4. 1. 4.7. 
4. 1. 4. 8. 
4 1.4 8. 

4. 1. 4. 6. 004 

4. 1. 4. 6. 005 

4. 1. 4. 6. 006 

4.1. 4. 6. 007 

4. 1. 4. 6. 008 

4. 1. 4.6 009 
4. 1. 4. 6. 010 



4. 1.4. 8.  003 Pendapatan Denda Retr ibusi  Periz inan Tertentu -  LRA

4. 7. 4.  9- Pendabatan Hasi l  Eksekusi atas Jaminan - LRA

4. 1. 4.  9.  001 Pendapatan Hasi l  EksekusiJaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan LRA

4. L. 4.9. O02 Pendapatan Hasi i  Eksekusi laminan atas Pembongkaran Reklame - LRA

4. 1. 4.  9.  003 Pendapatan Hasi l  Eksekusi laminan aias KTP Musiman - LRA

4. 1. 4.  10. Pendapatan dari  Pengembal ian -  LRA

4 .  1 . 4 .  1 0 . 0 0 1  P e n d a p a t a n d a r i  P e n g e m b a l i a n  P a l - a k  P e n g h a s i l a n  P a s a l  2 1 -  L R A

4 .  1 . 4 . 7 0 . 0 0 2  P e n d a p a t a n d a r i  P e n g e m b a l i a n  K e l e b l h a n  P e m b a y a r a n  A s u r a n s i  K e s e h a t a n - L R A

4 .  1 . 4 .  1 0 . 0 0 3  P e n d a p a t a n d a r i  P e n g e m b a l i a n  K e l e b i h a n  P e m b a y a r a n  G a j i  d a n  T u n j a n g a n  -  L R A

4. 1.4.10. 0O4 Pendapaian dari  Pengembal ian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas LRA

4. 1. 4.  10. 005 Pendapatan dari  Pengembal ian dari  Uang Muka - LRA

4. 1. 4.  10. 006 Pendapatan dari  Pengembal ian Lainnya - LRA

4.1. 4.  17. PendaDatan dari  Fasi l i tas Sosialdan Fasi l i tas Umum - LRA

4. 1. 4.  11. OAI Pendapatan dari  Fasi l i tas Sosial  LRA

4. 1. 4.  11. Oa2 Pendapatan dari  Fasi l i tas Urnum - LRA

4, 7. 4,  12, Pendapatan dari  Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelat ihan - LRA

4. 1,.  4.  1,2. 0AI Pendapatan daf i  Uang Pendaftaran/ Uj ian IMasuk - LRA

4. L 4. 72. 0A2 Pendapatan darl  uang Sekolah/ Pendidikan dan Pe at ihan - LRA

4. t .  4.  72. O03 - LRAPendapatan dari  Uang Uj ian Kenaikan Tingkat/  Kelas

4,7, 4.  13. Pendapatan dariAngsuran/ Cici lan Penjualan - LRA

4. 1. 4.  13. 001 Pendapatan dariAngsuran/ Cici lan Penjualan Rumah LRA

4. 1,.  4.  1,3. AO2 Pendapatan dari  Angsuran/ Cici lan Penjualan Kendaraan - LRA

4. 1. 4.  13. 003 Pendapatan dari  Angsuran/ Cici lan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los /  Meja -  LRA

4, 7. 4,  74, Pendapatan Hasi l  Pengelolaan Dana Eergul i r  dar i  Kelompok Masyarakat -  IRA

4. L. 4.  L4. O01- Pendapatan Hasi l  Pengelolaan Dana Bergul i r  dar i  Kelompok Masyarakat -  LRA

4, 7. 4.  15, Pendapatan dari  Hasi l  Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yan8 Tidak

Dipisahkan - tRA

4. 1. 4.  15. 001 Pendapatan dari  HasiL Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak

Dipisahkan - LRA
4 . L . 4 . 1 5 . O A 2  P e n d a p a t a n  d a r i  P e m a n f a a t a n  K e k a y a a n  /  l M i l i k  D a e r a h  b e r u p a  B a n g u n  G u n a  S e r a h  L R A

4.7. 4.  16. Pendapatan BLI.JD - LRA

4. 1. 4.  16. 001 Pendapatan BLUD RSU RA Kart ini  LRA

4 . 7 . 4 . 1 7 .  P e n d a p a t a n  d a r i  K o m p e n s a s i -  I R A

4. L. 4.  17. OA1" Pendapatan dari  Kornpensasi-  LRA

4, 1..  4,  La. Pendapatan Pelayanan laminan Kesehatan Nesional

4. 1.  4.  7A OA7 PendapatanJaminan Pe ayanan Nasional Kapitasi-LRA

4. L. 4.  L9 0A2 Pendapatan laminan Kesehatan Nasiona Klaim-LRA

4.2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA
4. 2. 7,  Pendapatan Trensfer Pemerintah Pusat -  LRA

4,2.7, 07, Pendapatan Bagi Hasi l  Pajak -  LRA

4. 2. 1.  OL 0A7 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Bumidan Bangunan LRA

4. 2. 1, .  0L OA2 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

4. 2. 1.  01. 003 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Penghasi lan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Waj ib Pajak

Orang Pribadi Dalarn Negeri  dan PPh Pasal 21- LRA

4. 2. 1.  01. OA4 Pendapatan Bagi Hasi l  dar iCukai-  LRA

4,2. 1.  02. Pendapatan Dana Bagi Hasi l  Eukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

4. 2. 1".  02. OAI Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  luran Hak Pengusahaan Hutan - LRA

4. 2. L.  02. 0A2 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  ProvisiSumber Daya Hutan LRA

4 . 2 . 1 . 0 2 .  O A 3  P e n d a p a t a n  B a g i  H a s i l d a r i D a n a  R e b o i s a s i  L R A

4. 2. 1.  02. OA4 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  luran tetap {Land-rent) LRA

4. 2. 7.  02. 0A5 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  luran Eksplorasidan luran Ekploi tasi  (Roya t i )  LRA

4. 2. L.  02. 0A6 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA

4. 2. 1.  02. 041 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pungutan Hasi l  Perikanan - LRA

4 . 2 .  L . 0 2 .  O A g  p e n d a p a t a n  B a g i  H a s i l d a r i P e r t a m b a n g a n  M i n y a k  B u m i  L R A

4. 2. 1.  02. OA9 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pertambangan Gas Bumi -  LRA

4. 2. L.  02. AL0 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pertambangan Panas Bumi- LRA

4.2.1.02. 0L1- Pendapatan Bagi Hasi ldar i  Hasi l  Hutan-LRA F:; : : : -- : - : : ! .3;sr: : i : r*-  r : , -  i . , i

4. 1. 4.8 003 Pendapatan Oenda Retribusi Perizinan Tertentu- LRA 
4. 1.4.9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA 
4. 1.4.9. 001 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan -LRA 
4. 1.4.9. 002 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA 
4.1.4. 9. 003 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman - LRA 
4. 1. 4. 10. Pendapatan dari Pengembalian - LRA 
4.1 4. 10. 001 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA 

· 4. 1.4. 10. 002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA 
4. 1 4. 10. 003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA 
4. 1. 4. 10. 004 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA 
4. 1.4. 10. 005 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - LRA 
4. 1. 4. 10. 006 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya - LRA 
4. 1. 4. 11. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA 
4. 1.4.11. 001 Pendapatan dari Fasilitas Sosial - LRA 
4.1. 4. 11. 002 Pendapatan dari Fasilitas Um um- LRA 
4. 1. 4. 12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LRA 
4.1. 4. 12. 001 Pendapatan dari Uang Pendaftaran/ Ujian Masuk - LRA 
4.1. 4. 12. 002 Pendapatan dari Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan - LRA 
4. 1. 4. 12. 003 -LRAPendapatan dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Kelas 
4. 1. 4 13. Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan - LRA 
4. 1. 4. 13. 001 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah - LRA 
4.1 4. 13. 002 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kendaraan -LRA 
4. 1. 4. 13. 003 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los/ Meja - LRA 
4. 1. 4. 14. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat - LRA 
4.1. 4. 14. 001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat -LRA 
4. 1. 4.15. Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak 

Dipisahkan - LRA 
4. 1.4. 15. 001 Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak 

Dipisahkan - LRA 
4. 1.4. 15. 002 Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan / Milik Daerah berupa Bangun Guna Serah - LRA 
4. 1. 4. 16. Pendapatan BLUD -LRA 
4. 1. 4. 16. 001 Pendapatan BLUD RSU RA Kartini -LRA 
4. 1. 4. 17. Pendapatan dari Kompensasi - LRA 
4.1 4 17. 001 Pendapatan dari Kompensasi - LRA 
4. 1.4. 18. Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 
4. 1.4. 18 001 Pendapatan Jaminan Pelayanan Nasional Kapitasi -LRA 
4. 1. 4.19 002 Pendapatan Jami nan Kesehatan Nasional Klaim-LRA 

4. 2. 
4. 2. 1. 
4.2.1. 01. 
4.2.1. 01. 001 
4.2.1.01. 002 
4. 2.101 003 

4. 2 1.01. 004 
4.2. 1. 02. 
4. 2.1.02. 001 
4 2.1 02. 002 
4. 2.1 02. 003 
4. 2 1 02. 004 
4. 2 1 02. 005 
4. 2 1 02. 006 
4.2 1 02. 007 
4. 2 1. 02. 008 
4. 2 1 02. 009 
4. 2 1 02. 010 
4. 2 1 02. 011 

PENDAPATAN TRANSFER-LRA 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21- LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Cukai- LRA 
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Dana Reboisasi -LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari luran tetap (Land-rent) - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Ekploitasi (Royalti) -LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi -LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Hasil Hutan - LRA 



4- 2. 1. 03. Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai - LRA
4. 2. 1. 03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasll  Cukai HasilTembakau LRA
4.2.7. 04. Pendapatan Dena Alokasi Umum - LRA
4. 2. 2. 04. OA1 Pendapatan Dana Aiokasi Umum LRA
4.2.7. OS. Pendapatan Dana Alokesi Khusus - LRA
4. 2. 1. 05. 001 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan - LRA
4. 2. 1. 05. 002 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan LRA
4. 2. 1. 05. 003 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur lalan - LRA
4. 2. 1. 05. 004 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur lr igasi- LRA
4. 2. 1. 05. 005 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum LRA
4. 2. 1. 05. 006 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi - LRA
4. 2. 1. 05. O07 Pendapatan Dana A okasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - LRA
4. 2. 1. 05. 008 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang Kelaltan dan Perikanan - LRA
4. 2. 1. 05. 009 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang Pertanian LRA
4. 2. 1. 05. O10 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4. 2. 1. 05. 077 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidan8 Ke uarga Berencana LRA
4. 2. 1. 05. O12 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan - LRA
4. 2. 1. 05. 013 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LRA
4.2. 1. 05. 0f4 Pendapatan Dana Alokasi Kh!s!s Bidang Perdagangan LRA
4. 2. 1. 05. 415 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4. 2. 1. 05. 016 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Listr ik Perdesaan - LRA
4. 2. 1. A5. 077 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman LRA
4. 2. 1. 05. 018 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perbatasan - LRA
4. 2. 1. 45. O19 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan - LRA

4. 2.2. Pendapatan Transler Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA
4,2, 2,01, Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4 .2 .2 .  A1 .  OO1 Pendapa tan  Dana  OtonomiKhLrsus  LRA
4.2, 2.02. Pendapatan Dana Penyesuaian - LRA
4. 2. 2. 02. O07 Pendapaian Dana BOS - LRA
4. 2. 2. 02. O02 Pendapatan Dana Penyesuaian nfrastrukstur- LRA
4. 2. 2. 02. OA3 Pendapatan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan - LRA
4. 2. 2. 02. OA4 PendaDatan Dana Penvesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD - LRA
4, 2, 2, 03. Pendapatan Dana Darurat - IRA
4. 2.2. 03. OA1 Pendapatan PenanggLr angan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA

4,2.3. pendapatan Transfer dar i  Provinsidan Pemerinteh Daerah Leinnya - LRA
4.2.3. Ol.  Pendapatan Dana Bagi Hasi l  Pajak dari  Provinsi  -  LRA
4. 2. 3.  01. 001 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Kendaraan Bermotor -  LRA
4. 2. 3.  01. AO2 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Kendaraan Diatas Air  LRA
4. 2. 3.  01. 003 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Bea Bal ik Nama Kendaraan Bermotor -  LRA
4. 2. 3.  01. A04 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Bea Bal ik Nama Kendaraan Diatas Air  -  LRA
4. 2. 3.  01. 005 Pendapatan Bagi Hasi ldar i  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor LRA
4. 2. 3.  01. 006 Pendapatan Bagj Hasi ldar i  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air  Bawah Tanah - LRA
4. 2. 3.  OL A07 Pendapatan Bagi Hasi dar i  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air  Permukaan - LRA
4. 2. 3.  01. 008 Pendapatan BagiHasi ldar i  Pajak Rokok LRA
4. 2. 3.  01. 009 Pendapatan Bagi Hasi ldar i  Pemberian l j in Dispensasi Kelebihan Muatan LRA
4. 2. 3.  01. 010 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Tera dan Tera Ulang - LRA
4 .  2 .  3 .  0 1 .  0 1 1  P e n d a p a t a n  B a g i  H a s i l  d a r i S u m b a n g a n  P i h a k  l l l  ( K a y u ) -  L R A
4. 2. 3.  A1. 012 Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  l j in Usaha Perikanan - LRA
4,2.3,02, pendapatan Dana Bagi Hasi l  Pajak dari  Kabupaten - LRA
4 . 2 . 3 . 4 2 . O O 1  P e n d a p a t a n  D a n a  B a g i  H a s i l  P a j a k d a r i  K a b u p a t e n  L R A
4, 2. 3. 03, Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota - l"RA
4 .  2 .  3 .  0 3 .  O O l  P e n d a p a t a n  D a n a  B a g i H a s i l  P a j a k d a r i  K o t a - L R A

4,2,3, 04, Pendapatan gagi Hasi l  Lainnya - LRA
4 . 2 . 3 . 0 4 .  O A l  P e n d a p a i a n  E a g i  H a s i l  L a i n n y a  -  L R A

4 2 4 pcdeb. t rn B.ntuan Keuansrn -  LRA ffiFffi5#i==qr

Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai - LRA 
Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan -LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur rigasi- LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur Air Minum -LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi -LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kela utan dan Perikanan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hid up -LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perbatasan - LRA 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan - LRA 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA 
Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA 
Pendapatan Dana Otonomi Khusus -LRA 
Pendapatan Dana Penyesuaian - LRA 
Pendapatan Dana BOS - LRA 
Pendapatan Dana Penyesuaian Infrastrukstur- LRA 
Pendapatan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan - LRA 
Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD -LRA 
Pendapatan Dana Darurat - LRA 
Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA 

4.2.1. 03. 
4.2.1 03. 001 
4.2. 1. 04. 
4. 2.2 04. 001 
4.2.1. 05. 
4.2. 1. 05. 001 
4. 2. 1. 05. 002 
4. 2. 1. 05. 003 
4.2. 1. 05. 004 
4. 2. 1. 05. 005 
4. 2. 1. 05. 006 
4. 2.1 05. 007 
4. 2. 1. 05. 008 
4. 2.1 05. 009 
4. 2. 1. 05. 010 
4. 2.1 05. 011 
4. 2. 1. 05. 012 
4. 2. 1. 05. 013 
4. 2. 1. 05. 014 
4. 2. 1. 05. 015 
4. 2. 1. 05. 016 
4. 2. 1. 05. 017 
4. 2. 1. 05. 018 
4. 2. 1. 05. 019 

4.2.2. 
4.2.2. 01. 
4 2. 2. 01. 001 
4. 2.2. 02. 
4 2. 2. 02. 001 
4. 2. 2. 02. 002 
4. 2.2.02. 003 
4. 2. 2. 02. 004 
4.2.2. 03. 
4. 2. 2. 03. 001 

4.2.3. 
4. 2. 3. 01. 
4. 2.3. 01. 001 
4. 2. 3. 01. 002 
4. 2. 3. 01. 003 
4. 2 3 01. 004 
4. 2.3 01. 005 
4. 2. 3 01. 006 
4. 2 3. 01. 007 
4. 2. 3. 01. 008 
4. 2. 3. 01. 009 
4. 2. 3. 01. 010 

Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor- LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok -LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pemberian ljin Dispensasi Kelebihan Muatan - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil dari Tera dan Tera Ulang - LRA 

4. 2. 3. 01. 011 Pendapatan Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ill (Kayu) - LRA 
4.2. 3.01. 012 Pendapatan Bagi Hasil dari ljin Usaha Perikanan - LRA 
4.2. 3. 02. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten - LRA 
4 2. 3. 02. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten - LRA 
4. 2. 3. 03. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota - LRA 
4. 2. 3. 03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota -LRA 
4. 2. 3. 04. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA 
4. 2. 3. 04. 001 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA 

7 4 polanatan Bantuan Keuansan - LRA 



4.2. 4. O1. 0O1, Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi LRA
4.2. 4. 02, Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LRA
4. 2. 4. A2. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten LRA
4. 2. 4. 01. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kote - LRA
4. 2. 4. A3. A01 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota _ LRA

4. 3, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA

4. 3. 1.  Pendapatan Hibah - LRA

4, 3. 1.  01. Pendapatan Hibah dari  Pemerintah Pusat -  LRA

4. 3. 1.  01. 001 Pendapatan Bantuan Dana Kont l jensi /Penyeimbang dari  Pemerintah - LRA

4. 3. 1.  01. 002 Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat -  LRA

4.3. 7.  02. Pendapatan Hibah dari  pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4. 3. 1.  02. 001 Pendapatan Hibah dariPerrer intah Daerah Lainnya - LRA

4, 3. 1.  03. Pendapatan Hibah deri  Badan/Lembaga/OrgenisasiSwasta dalam Negeri_ LRA

4. 3. 1.  03. 001 Pendapatan Sumbangan Pihak Ket iga LRA

4.3. L.04. Pendapatan Hibah dari  Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA

4. 3. 1.  04. 001 Pendapatan Hibah dari  Kelompok Masyarakat/Perorangan _ LRA

4. 3, 1,  05. Pendapatan Hibah dari  Luar Negeri-  LRA

4 . 3 .  1 . 0 5 .  0 0 1  P e n d a p a t a n  H i b a h  d a r i  B i l a t e r a l - L R A

4. 3. 1.  05. 002 Pendapatan Hibah dari  IVlul t i lateral-  LRA

4. 3. 1.  05. 003 Pendapatan Hibah dari  Donor Lainnya LRA

4.3.2, Pendalatan Lainnva - LRA

4.3.2. 0L. Pendapaten Lainnva - LRA

4. 3. 2.  01. 001 Pendapatan Lainnva LRA

5. AELANJA
5. 1. AELANJA OPERASI
5. 1. 1. Belanja Pegawai
5. 1. 1, 01. B€lanja Gajidan Tunjangan
5. 1. 1. 01. 001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5. 1. 1.01. 002 Belanja Tunjangan Keluarga
5. 1. 1. 01. 003 Belanja Tunjangan labatan
5. 1. 1. 01. 004 Belanja Tunjangan Fungsional
5. 1. 1. 01. 005 Belanja Tunjangan Fungsionai umum
5. 1. 1. 01. 006 Belanja Tunjan8an Beras
5. 1. 1. 01. 007 Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5. L L. 01 008 Be arja PembLlatdn Caj
5. 1- 1.01. 009 Belanja luran AsuransiKesehatan
5 .  1 .  1 .01 .  010  Be lan ja  Uang  Pake t
5. 1. 1.01. 011 Belanja Tunlangan Badan Musyawarah
5 .  1 .  1 .  01 .  012  Be lan jd  Tun la rgan  (o . r i s i

5. 1. 1. 01. 013 Belanja Tunlangan Badan Anggaran
S. 1. 1. 01. 014 Belanja Tunjangan Badan Kehormatan
5. 1. 1. 01. 015 Belanja Tunjangan A at Ke engkapan Lainnya
5. 1. 1.01. 016 Belanja Tunjangan Perumahan
5. 1. 1. 01. 017 Belanja uang Duka Wafat/Tewas
5. 1. 1. 01. 018 Belanja UangJasa Pengabdian
5. 1. 1. 01. 019 Tunjangan Kesehatan DPRD
5. 1. 1. 02. Belanja Tambahan Penghasilan PNs
5. 1. 1. 02. 001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5. 1. 1.02.002 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

5. 1. 1. 02. 003 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

5. 1. 1. 02. 004 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

5. 1. 1. 02. 005 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

5. 1. 1. 02. 006 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pert imbangan objekti f  lainnya
ihnv. Dimnih:n.l:n Anro^rr Dpen cad. KDH/\ *Dffisg,et:e#l

I4, 2.4.01. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi - LRA 
4.2. 4.02. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LRA 
4. 2.4.02. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LRA 
4. 2. 4.03. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota - LRA 
4.2.4.03. 001 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota - LRA 

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA 
4.3.1. Pendapatan Hibah -LRA 
4. 3.1. 01. Pendapatan Hi bah dari Pemerintah Pusat - LRA 
4. 3. 1. 01. 001 Pendapatan Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah - LRA 
4. 3. 1.01. 002 Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat - LRA 

• 

4. 3. 1. 02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 
4.3. 1.02. 001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 
4. 3. 1. 03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA 
4. 3. 1. 03. 001 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA 
4. 3. 1. 04. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA 
4. 3. 1. 04. 001 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA 
4. 3. 1. 05. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri - LRA 
4. 3. 1. 05. 001 Pendapatan Hibah dari Bilateral - LRA 
4. 3. 1. 05. 002 Pendapatan Hibah dari Multilateral - LRA 
4.3. 1. 05. 003 Pendapatan Hi bah dari Donor Lainnya -LRA 

4. 3.2. 
4. 3. 2. 01. 

Pendapatan Lainnya - LRA 
Pendapatan Lainnya - LRA 

4.3.2.01. 001 Pendapatan Lainnya - LRA 

5. 
5.1. 
5.1.1. 
5.1.1. 01. 
5.1 1. 01. 001 
5.1 1. 01. 002 
5 1. 1 01. 003 
5.1 1 01. 004 
5. 1. 1. 01. 005 
5. 1. 1.01. 006 
5. 1. 1 01. 007 
5. 1.1 01. 008 
5. 1.1 01. 009 
5. 1.1.01. 010 
5. 1. 1. 01. 011 
5. 1.1.01. 012 
5. 1. 1. 01. 013 
5. 1. 1. 01. 014 
5 1. 1.01. 015 
5. 1. 1.01. 016 
5. 1. 1. 01. 017 
5. 1. 1.01. 018 
5. 1. 1. 01. 019 
5. 1. 1. 02. 
5. 1.1.02. 001 
5. 1.1.02. 002 
5. 1.1. 02. 003 
5 1.1. 02. 004 
5. 1. 1. 02. 005 
5 1. 1 02. 006 
C ' ' n2 

BELANJA 
BELANJA OPERASI 
Belanja Pegawai 
Belanja Gaji dan Tunjangan 
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 
Belanja Tunjangan Keluarga 
Belanja Tunjangan Jabatan 
Belanja Tunjangan Fungsional 
Belanja Tunjangan Fungsional Um um 
Belanja Tunjangan Beras 
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 
Belanja Pembulatan Gaji 
Belanja luran Asuransi Kesehatan 
Belanja Uang Paket 
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah 
Belanja Tunjangan Komisi 
Belanja Tunjangan Badan Anggaran 
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan 
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 
Belanja Tunjangan Perumahan 
Belanja Uang Duka Wafat/Tewas 
Belanja Uang Jasa Pengabdian 
Tunjangan Kesehatan DPRD 
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
al-i Donorimnvan I-imu Dinninn dan Anast pp) &ort p4/\Mp4tA, 



5. 1. 1. 03, 0O2 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH f
5. 1. 1. 03. 003 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5, 1. 1. 04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah
\. L l .  04. 001 Biaya Pemunguran oBB

5. 1. 1. 05, Belanja Insentif  Pemungutan Pajak Daerah
5. 1. 1. 05. 001 Belanja lnsentif  Pemungutan Pajak Daerah
5. 1. 1. 05. Belanja Insentif  Pemungutan Retribusi Daerah
5. 1. 1.05. 001 Belanja lnsentif  Pemungutan Retribusi Daerah
5, 1. 1. 07. Eelanja Penghasilan Lainnya
5. 1. 1.07. 001 Belanja Tunjangan ProfesiGuru PNSD
5. L. 1.. 01. OA2 Be anja Tambahan Penghasilan Guru PNSD
5. 1. 1. 07. 003 Be anja Tunjangan Pengamanan Persandian
5. 1. 1. 08. Honorarium PNS
5. 1. 1.08. 001 Belanja Honorarium Pengelo a Keuangan
5. 1. 1. 08. 002 Belanja honorarium Pelaksana Kegjatan
5. 1. 1. 08. 003 Belanla Honorarium Pengadaan Barang dan lasa
5. 1. 1. 08. 004 Belanja Honorarium Tenaga ahli /narasumber/ inslruktur
5. 1. 1. 08. 005 Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis
5. 1. 1.09. Honorarium Non PNS
5. 1. 1. 09. 001 Belanja Honorarium Tenaga Ahli /  Instruktur/ Narasumber Non PNS
5.  1 .  1 .  09 .  002  Be lan jaHonora r iumPegawa iT idakTe tapNonPNs
5. 1. 1. 09. 003 Belanja uang Saku / Akomodasi/ Transport Non PNS
5. 1. 1. 10, Uang Lembur
5. 1. 1. 10. 001 Belanja Uang Lembur PNs
5. 1. 1. 10. 002 Belanja Uang Lembur Non PNS
5, 1, 1. 11. Belanja PegawaiDana BOS
5. 1. 1. 11. 001 Belanja Pegawai Dana BOSSD
5. 1. 1. 11. 002 Belanja Pegawai Dana BOS SMP
5, l .  7. 72. Belanja Pegawai BLUD (dariAPBD)
5. 1. 1. 12. 001 Belanja PegawaiBLUD RSUD RA. Kart ini

5. 7.2. Selanja Barang dan Jasa
S. 1. 2. 1. Belanja Eahan Pakai Habis
5. 1. 2. 1. 001 Belanja alat tul is kantor
5. L 2. 1,. 002 Belanja alat l istr ik dan elektronik ( lampu pi jar, battery kering)
5. 1. 2. 1. 003 Belanja perangko, maierai dan benda pos lainnya
5. 7. Z. L 004 Belanja pera atan kebersihan dan bahan pembersih
5. 1. 2. 1. 005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
5. 1. 2. 1. 006 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.7. Z. 1,. 007 Belanja Habis pakaiKomputer
5 .  L .2 ,2 ,  Be lan ja  Bahan  /  Ma te r i a
5. 1,. 2. 2. A01 Belanja tanaman / Ternak / kan
5. 7. 2. 2. o02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis
5. 1. 2. 2. 003 Belanja bahan percontohan/peraga/Pera atan/PerLengkapan/Sarana Praktek
5 .  7 .2 .2 .  AO4 Be lan ja  Bahan  Pokok /Makanan  dan  Keper luan  Dapur
5. 1. 2.2. 005 Belanja Peralatan/Perlengkapan/lnventaris Kantor
5. 1. 2. 2. 006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer {Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
5 .  7 .2 .3 .  Be lan ja  Jasa  Kan to r
5 .  1 .2 .3 .  001  Be lan ja  te lepon
5. 1. 2. 3. 002 Be anja air
5. 1. 2. 3. 003 BeLanja Listr ik
5. 1. 2. 3. 004 Belanja lasa pengumuman lelanS/ pemenang lelang
5. 1. 2. 3. 005 Belanja surat kabar/majalah
5. 1. 2. 3. 006 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)
5. 1,.2.3. O07 Belanja paket/pengir iman
5. 1. 2. 3. 008 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5. 1. 2. 3. 009 Belanja Jasa Penerangan la an Umum
5. 1. 2. 3. 010 Belanja Dokumentasi dan Pub ikasi ffiFif,E:f!:=lqr

5.1.1.03. 002 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 
5.1 1. 03. 003 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 

• 
s. 1. 1. 04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 
5. 1. 1. 04. 001 Biaya Pemungutan PBB 
5. 1. 1. 05. Belanja lnsentif Pemungutan Pajak Daerah 
5.1. 1.05. 001 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
5. 1. 1. 06. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 
s. 1. 1. 06. 001 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah 
5. 1. 1. 07. Belanja Penghasilan Lainnya 
5. 1. 107. 001 Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD 
5.1 1. 07. 002 Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD 
5.1 1. 07. 003 Belanja Tunjangan Pengamanan Persandian 
5. 1. 1.08. Honorarium PNS 
5.1 1. 08. 001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 
5. 1. 1. 08. 002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 
5.1 1. 08. 003 Belanja Honorarium Pengadaan Ba rang dan Jasa 
5. 1. 1. 08. 004 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 
5. 1. 1. 08. 005 Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis 
5.1 1. 09. Honorarium Non PNS 
5. 1. 1. 09. 001 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ lnstruktur/ Narasumber Non PNS 
5. 1. 1. 09. 002 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 
5.1. 1. 09. 003 Belanja Uang Saku /Akomodasi/ Transport Non PNS 
5. 1. 1. 10. Uang Lembur 
5 1. 1. 10. 001 Belanja Uang Lem bur PNS 
5. 1. 1. 10. 002 Belanja Uang Lem bur Non PNS 
5.1. 1. 11. Belanja Pegawai Dana BOS 
5.1.1. 11. 001 Belanja Pegawai Dana BOS SD 
s. 1. 1. 11. 002 Belanja Pegawai Dana BOS SMP 
5.1. 1. 12. Belanja Pegawai BLUD (dari APBD) 
5. 1. 1. 12. 001 Belanja Pegawai BLUD RSUD RA. Kartini 

5. 1.2. 
5. 1.2.1. 
5. 1. 2. 1. 
5. 1.2 1. 
5. 1. 2. 1. 
5. 1.2. 1. 
5. 1. 2. 1. 
5. 1. 2. 1. 
5. 1.2. 1. 
5. 1.2.2. 
5 1. 2. 2. 
5. 1. 2. 2. 
5 1. 2. 2. 
5. 1.2 2. 
5. 1.2. 2. 
5. 1.2 2. 
5. 1. 2. 3. 
5. 1. 2. 3. 
5. 1. 2. 3. 
5. 1. 2.3. 
5. 1 2.3 
5. 1. 2. 3. 
5. 1. 2.3. 
5. 1. 2. 3. 
5. 1. 2. 3. 
5. 1. 2. 3. 
5 1. 2.3 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Bahan Pakai Habis 

001 Belanja a lat tulis kantor 
002 Belanja a lat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 
003 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 
004 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 
005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 
006 Belanja pengisian ta bung pemadam kebakaran 
007 Belanja Habis pakai Komputer 

Belanja Bahan / Material 
001 Belanja tanaman / Ternak/ lkan 
002 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 
003 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 
004 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 
005 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 
006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 

Belanja Jasa Kantor 
001 Belanja telepon 
002 Belanja air 
003 Belanja listrik 
004 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 
005 Belanja surat kabar/majalah 
006 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband) 
007 Belanja paket/pengiriman 
008 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 
009 Belanja Jasa Penerangan Jalan Um urn 
010 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 



5. 1. 2.  3.  O12 Belanja lasa KlR, STNK dan SIM

5. 1.2. 4.  Eelanja PremiAsuransi

5. 1.  2.4. 001 Belanja PremiAsuransi Kesehatan

5. t .  2.  4.  a02 Belanja PremiAsuransi Barang lMi j ik Daerah

5. 1. 2.  5.  Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5. 1.  2.  5.  001 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

s. 1.2. 6.  Belanja Cetak dan Pen8gandaan

5. 1. 2.  6.  001 Belanja cetak
5. 1,.2.6. A02 Belanja Penggandaan/fotokopi

5 . L . 2 . 7 .  B e l a n j a S e w a R u m a h / G e d u n g / G u d a n g / P a r k i r

5. L.  2.  1.  a01" Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5. 1.  2.  8.  Eelanja Sarana Mobi l i tas

5. 1.  2.  8.  001 Belanja Sarana Mobi l i tas

5, 1,  2.  9.  Belanja Sewa Alat Berat

5. 1.  2.  9.  001 Belanja Sewa Alat Berat

5. 1,  2.  10. Belenja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5. 1.  2.  10. 001 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
s. L- 2.  LL. Belanja Makanan dan Minuman

5. 1. 2.  11. 001 Belanja makanan dan min!man harian pegawal

5. 1.  2.  11. 002 Belanja makanan dan mlnuman rapat

5. 1.  2.  11. 003 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelat;han/kursus/sosial isasi

5. 1 2. 11. 004 Belanja Makanan ddr rr inunan pasier

5. 1.2. L2. Eelanja Pakaian Dinas dan Atr ibutnya

5. 7. 2.  12. OOl Belanja Pakaian Djnas dan Atr ibutnya

5. 1. 2.  13. Belanja Pakaian (er ja

5. 1- 2.  13. 001 Belanja Pakaian Kerja

5. 1,2. L4, Belanja Pakaian Khusus dan hari-har i tertentu

5. 1. 2.  14. 001 Belanja Pakaian Olah Raga

5 .  1 . 2 . 1 4 .  O 0 2  B e l a n j a  P a k a i a n  l J p a c a r a

5. 7. 2.  L4. OO3 Belanja Pakaian Tradisional/Adat

5. 1.  2.  15. Belanja Perjalanan Dinas

5. 1.2. 15. 001 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5. 1. 2.  15. 002 Belanja perjalanan dinas luardaerah

5 .  i .  2 .  I  5 .  0 0 j  B e  a r j a  p e l a l a n a n  d  n : s  l J a '  r a g p r i

5.  1.  2.  16. Belanja Perjalanan PindahTugas

5 .  1 . 2 .  1 6 .  0 0 1  B e a n j a  P e r j a l a n a n  P i n d a h  T u g a s

5. 1 2 .16. 002 Beldr ja Pen-langan oegawai

5. 7.2. 17. Eelanja Pemeliharaan

5. 1. 2.  17. O01 Belanja Pemeliharaan Tanah
5. 1. 2.  77. O02 Belanja Pemeliharaan A at-aLat Besar (al :  Buldoser,  Traktor,  Excavato0
5. 1. 2.  17. O03 Belanja Pemeliharaan Alat-a at Angkutan

5. 1. 2.  11. 004 Belanja Pemeliharaan A aFalat Bengkel dan Alat Ukur

5. 1.  2.  17. 005 Beianja Pemeliharaan A at-alat pertanian

5. 1. 2.  17. 006 Belanja Pemeliharaan A at-aLat kantor dan rumah tangga

5 .  1 . 2 . 1 l . O A 7  B e l a n j a  P e m e l i h a r a a n  A l a t  a l a t s t u d i o d a n  k o m u n i k a s i

5. 1.  2.  17. 008 Belanja Pemeliharaan ALat-alat kedokteran

5. L. 2.  77. OA9 Belanja Pemeliharaan ALat-alat laborator ium
5. 1,.  2.  17. 070 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/keamanan

5. 1. 2.  77. O77 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
5 .  1 . 2 . 1 7 .  O 1 2  B e i a n j a  P e m e l i h a r a a n  B a n g u n a n  l \ l o n u m e n

5. 1. 2.  17. OI3 Belanja Pemeliharaan ialan dan Jembatan

5. 1. 2.  17. 474 Belanja Pemeliharaan BangunanAirdan lr igasi
s .  L . 2 . 1 7 .  A L s  B e l a n j a  P e m e l i h a r a a n  i n s t a l a s i p e n g o l a h a n  ( a .  .  i n s t a l a s i  P L T D )

5. 1. 2.  77. a76 Belanja Pemeliharaan Jaringan (a.1. jar ingan air  minum, l istr ik/ telpon/Bas,

l imbah/air  kotor dan mult imedia)

5 .  1 . 2 .  1 7 .  A l l  B e l a n j a  P e m e l i h d r a a r  b u k u .  p e r p L s t a k a a l  d a n  a ' s  p

5. 1, .  2.  n.  AIa Belanja Pemeliharaan barang bercorak kebudayaan (a.1. Alat kesenian, maket dan foto
-**sq*:ffi,\

5.1 2. 3. 012 
5. 1.2. 4. 
5. 1.2. 4. 001 
5.1.2. 4. 002 
5. 1.2. 5. 
5. 1.2.5 001 
5.1.2.6. 
5 1. 2.6 001 
5.1.2.6 002 
5. 1. 2. 7. 
5.1.2.7. 001 
5.1.2. 8. 
5. 1. 2. 8. 001 
5. 1.2.9. 
5. 1. 2. 9. 001 
5. 1 2. 10. 

Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 
Belanja Premi Asuransi 
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 
Belanja Premi Asuransi Ba rang Milik Daerah 
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
Belanja Cetak dan Penggandaan 
Belanja cetak 
Belanja Penggandaan/fotokopi 
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 
Belanja Sarana Mobilitas 
Belanja Sarana Mobilitas 
Belanja Sewa Alat Berat 
Belanja Sewa Alat Berat 
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

• 

5.1.2. 10. 001 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
5. 1.2. 11. 
5. 1. 2. 11. 001 
5. 1 2. 11. 002 
5.1.2 11. 003 
5. 1. 2. 11. 004 
5. 1.2. 12. 

Belanja Makanan dan Minuman 
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 
Belanja makanan dan minuman rapat 
Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 
Belanja Makanan dan minuman pasien 
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 

5.1.2 12. 001 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 
5. 1.2. 13. Belanja Pakaian Kerja 
5.1.2.13. 001 Belanja Pakaian Kerja 
5. 1.2. 14. 
5.1 2. 14. 001 
5.1.2 

Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 
Belanja Pakaian Olah Raga 

14. 002 Belanja Pakaian Upacara 
5. 1.2. 14. 003 Belanja Pakaian Tradisional/Adat 
5.1.2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 
5. 1.2. 15. 001 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 
5.1.2. 15. 002 Belanja perjalanan dinas luar daerah 
5. 1.2. 15. 003 Belanja perjalanan dinas luar negeri 
5.1. 2.16. Belanja Perjalanan Pindah Tugas 
5. 1. 2. 16. 001 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 
5. 1.2.16. 002 Belanja Pemulangan Pegawai 
5. 1. 2.17. Belanja Pemeliharaan 
5. 1 2. 17. 001 Belanja Pemeliharaan Tanah 
5.1.2.17 002 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Besar {al: Buldoser, Traktor, Excavator) 
5.1.2 17. 003 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 
Belanja Pemeliharaan Alat-alat pertanian 
Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 
Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio dan komunikasi 
Belanja Pemeliharaan Alat-alat kedokteran 
Belanja Pemeliharaan Alat-alat laboratorium 
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/keamanan 
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 
Belanja Pemeliharaan Bangunan Monumen 
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jernbatan 

5.1.2.17. 014 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi 
5.1.2 17. 015 Belanja Pemeliharaan instalasi pengolahan (a.l. instalasi PLTD) 
5.1.2. 17 016 Belanja Pemeliharaan Jaringan (a.l jaringan air rninum, listrik/telpon/gas, 

limbah/air kotor dan multimedia) 
5. 1. 2. 17. 017 Belanja Pemeliharaan buku, perpustakaan dan arsip 
5 1. 2. 17. 018 Belanja Pemeliharaan barang bercorak kebudayaan (a.I. Alat kesenian, maket dan foto .e--r,,l 

% a.esp6tt; 

5.1 2. 17. 004 
5. l. 2. 17. 005 
5. 1. 2.17 006 
5.1 2. 17. 007 
5. l. 2. 17 008 
5.1.2.17 009 
5.1 2. 17. 010 
5. l. 2.17. 011 
5.1 2.17 012 
5.1 2. 17. 013 



5 .
5 .
5 .
5 .
5 .

1.2. 77. O20
1. 2. 18.
1. 2. 18. 001
L .2 .  L9 .
1. 2. 19. 001

Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software
Belania Jasa Konsultasi
Belanja lasa Konsultansi
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masverakat/Pihak KetiSa
Belanja Barang ModalTanah Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya / Dijual
Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Belanja Barang Modal Jalan, lr igasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Belanja Barang Modal Gedung dan Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Belanja Barang Nlodal Aset Tetap Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya / Dijual
Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Beianja Barang Modal Aset Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya / Dijual
Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa BLIJD
Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD RA. Kart ini
Belanja laminan Kesehaten Daerah (lamkesda)
Belanja.lamkesda RSU Kartini
Belanja lamkesda RSI
Belanja.lamkesda Puskesmas Keling I
Belanja Jamkesda Puskesmas Keling l l
Belanja Jamkesda Puskesmas Bangsri I
Belanja lamkesda Puskesmas Bangsri l l
Belanja Jamkesda Puskesmas Kembang
Eelanja lamkesda Puskesmas Mlonggo
Belanja lamkesda Puskesmas Pakis Aji
Belanja Jamkesda Puskesmas lepara
Belanja lamkesda Puskesmas Tahunan
Belanja Jamkesda Puskesmas Bateali t
Be anja lamkesda Puskesmas Kedung I
Belanja Jamkesda Puskesmas Kedung l l
Belanja lamkesda Puskesmas Pecangaan
Belanja Jamkesda Puskesmas Kalinyamatan
Belanja lamkesda Puskesmas Welahan I
Belanja lamkesda Pusk€smas welahan l l
Belanja Jamkesda Puskesmas l\4ayong I
Belanja Jamkesda Puskesmas N4ayong Ll
Belanja.larnkesda Puskesmas Nalumsari
Belanja Jamkesda Puskesmas Karimunjawa
Belanja lamkesda Puskesmas Donorojo
Belanja lamkesda RS Kariadi
Belanja Jamkesda RS Graha Husada
Be anja lamkesda RS Kumala Siwi
Be anja lamkesda PKU Muhammadiyah Mayong
Be anja Jamkesda RsJD dr. Amino Gondo Hdtomo
Belanja lamkesda RSoP Prof. Dr. Soeharso Surakarta
dst
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanla Tugas Belajar D3
Belanja Tugas Belajar S1
Belanla Tugas Belajar 52
Belanja Tugas Belaiar 53
Belanja Kursus, Petetihan, Sosial isasi dan Bimbingan Teknis PNS
Belania KursLrs. Pelatihan. Sosial isasi dan Bimbinsan Teknis PNS

s. 1. 2. 19. AO2

5 .  1 .2 .  19 .  003

5. 1. 2. 19. 404

s. 1. 2. 19. 005

s. 1. 2. 19. 006

s. 7. 2. 19. 047

7. 2. 20.
1. 2. 20. O07
t. 2. 2t.
7. 2. 21. OOl
1. 2. 21. OO2
1. 2. 21. 003
7. 2. 27. AO4
L .  2 .21 .  AO5
1 .  2 .2 r .  A06
L .  2 .21 .  AO7
1. 2. 21. AOa
1. 2. 2r. 009
L. 2. 21. O70
1. 2. 21. 011
1 .2 .  21 .  O72
r. 2. 2r. 013
L. 2. 21. O14
1. 2. 21. OlS
1. 2. 27. 016
1. 2. 21. Oll
7. 2. Zt. O18
L. 2. 27. O19
'1. 2. 21. O20
1. 2. 21. 421
t .  2 .21 .  AZ2
L .  2 .21 .  023
1 .2 .  21 .  024
L .2 .  21 .  O25
1. 2. 21. 026
1. 2. 21. 02'1
1. 2. 21. O28
7. 2. 21. O29
1 .  2 .  27 .  . . . . .
1. 2. 22.
r. z. 22. o01
1. 2. 22. OO2
1. 2. 22. OO3
L. 2. 22. 004
L .2 .23 ,
1 )  ) 7  A O 1

Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software 
Belanja Jasa Konsultasi 
Belanja Jasa Konsultansi 
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga 
Belanja Ba rang Modal Tanah Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual 
Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 
Belanja Ba rang Modal Pera latan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/ 
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 
Belanja Ba rang Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/ 
Dijual Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 
Belanja Ba rang Modal Gedung dan Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/ 
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 
Belanja Ba rang Modal Aset Tetap Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual 
Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 
Belanja Barang Modal Aset Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual 
Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 
Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya / Dijual Kepada 
Pihak Ketiga / Masyarakat 
Belanja Barang dan Jasa BLUD 
Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD RA. Kartini 
Belanja Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 
Belanja Jamkesda RSU Kartini 
Belanja Jamkesda RSI 
Belanja Jamkesda Puskesmas Keling I 
Belanja Jamkesda Puskesmas Keling II 
Belanja Jamkesda Puskesmas Bangsri I 
Belanja Jamkesda Puskesmas Bangsri II 
Belanja Jamkesda Puskesmas Kembang 
Belanja Jamkesda Puskesmas Mlonggo 
Belanja Jamkesda Puskesmas Pakis Aji 
Belanja Jamkesda Puskesmas Jepara 
Belanja Jamkesda Puskesmas Tahunan 
Belanja Jamkesda Puskesmas Batealit 
Belanja Jamkesda Puskesmas Kedung I 
Belanja Jamkesda Puskesmas Kedung II 
Belanja Jamkesda Puskesmas Pecangaan 
Belanja Jamkesda Puskesmas Kalinyamatan 
Belanja Jamkesda Puskesmas Welahan I 
Belanja Jamkesda Puskesmas Welahan IL 
Belanja Jamkesda Puskesmas Mayong I 
Belanja Jamkesda Puskesmas Mayong II 
Belanja Jamkesda Puskesmas Nalumsari 
Belanja Jamkesda Puskesmas Karimunjawa 
Belanja Jamkesda Puskesmas Donorojo 
Belanja Jamkesda RS Kariadi 
Belanja Jamkesda RS Graha Husada 
Belanja Jamkesda RS Kumala Siwi 
Belanja Jamkesda PKU Muhammadiyah Mayong 
Belanja Jamkesda RSJD dr. Amino Gondo Htomo 
Belanja Jamkesda RSOP Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
dst 
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 
Belanja Tugas Bela jar D3 
Belanja Tugas Belajar S1 

5. 1. 2. 22. 003 Belanja Tugas Bela jar S2 
5. 1. 2. 22. 004 Belanja Tugas Belajar S3 
5. 1.2.23. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 

12 23 001 Belania Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 

s. 1. 2. 17. 020 
5. 1. 2. 18. 
5.1 2. 18. 001 
5. 1. 2. 19. 
5 1. 2. 19. 001 

5 1. 2. 19. 002 

5. 1. 2. 19. 003 

5. 1. 2 19. 004 

5. 1. 2. 19. 005 

5. 1.2 19. 006 

5. 1.2 19. 007 

5.1. 2. 20. 
5. 1.2. 20. 001 
5. 1.2. 21. 
5 1.2. 21. 001 
5 1. 2.21, 002 
5 1.2.21 003 
5 1. 2. 21. 004 
5. 1.2.21. 005 
5. 1.2.21 006 
5 1. 2.21. 007 
5.1 2 21. 008 
5.1.2 21. 009 
5.1.2 21 010 
5. 1.2. 21. 011 
5.1.2 21. 012 
5.1.2 21. 013 
5. 1. 2. 21. 014 
5. 1. 2. 21. 015 
5. 1.2 21. 016 
5. 1. 2. 21. 017 
5 1.2. 21. 018 
5. 1. 2. 21. 019 
5.1 2. 21. 020 
5.1 2. 21. 021 
5. 1. 2. 21. 022 
5.1.2.21. 023 
5. 1.2.21 024 
5. 1.2 21. 025 
5. 1. 2. 21. 026 
5. 1.2.21 027 
5. 1. 2. 21. 028 
5. 1.2 21. 029 
5. 1. 2. 21 
5.1.2. 22. 
5.1.2. 22. 001 
5. 1. 2. 22. 002 



s .  1 .2 .24 .  OOl
5. r. 2. 24. 002

5. 7. 2. 25. AO1
5. 7. 2. 25. AO2

5. 1. 2. 26. OOI
5 .  7 .  2 .  26 .  OO2

5. 1. 3.
5. 1. 3. 01.
5. 1. 3. 01. 001
5. 1. 3. 01. 002
5. 1. 3. 01. 003
5. 1. 3. 01. 004
s .  1 .3 .02 .
5. 1. 3. 02. 005

5. L. 4.
5. 1. 4. 01.
5 .  1 .  4 .  01 .  001
5. 1. 4. 02.
5. 1. 4. 02. O07
5. 1. 4. 02. OA2
5. 1. 4. 02. 003
5. 1. 4. 02. AO4
5. 1. 4. 02. 005
5. 1. 4. 02. 006
s ,  1 ,4 ,03 ,
5. 1. 4. 03. 001

5 .  1 .5 .
5. 1. 5. 01.
5 .  1 .  5 .  01 .  001
5. 1. 5. 01. 002
5 .  1 .5 .02 .
5. 1. 5. 02. 001
5 .  1 .5 .03 .
5. 1. 5. 03. 001
5. 1. 5. 04.
5. 1. 5. 04. 001

5. 1. 5. 05. 001

5. 1. 5. 06. 001
5. 1. 5. 07.
5. 1. 5. 07. 001

5. 1. 6.
5. 1. 6. 01.
5. 1. 6. 01. 001
5. 1, 6. 02.
5. 1. 6. 02. 001

5 .2 .

5 ,2 ,  1 ,01 ,

BELANJA MODAL

Belanja ModalTanah
BM Tanah Kantor

kegiatan tertentu terlGit dengen suahi prestasi

Belanja Pembayaran Honorar ium kepada Non Pegawai
Belanja Pemberian Hadiah
Eelanja Tamu Pemerintah Daerah
Belanja Penginapan Tamu Pemerintah Daerah
Belanja Makan dan Minunc Tarnu Pernerintah Daerah
Belanja Jasa Lavanan Kesehatan
Belanja lasa Layanan Kesehatan Kapitasi
Belanja Jasa Layanan Kesehatan Klairn

Belanja Bunga
Belanja Bun8a Utang Pinjaman
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pernerintah Daerah Lainnya
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
Belanja Bunga utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Belanja Bunga Utang Obl igasi
Belanja Bunga Utang Obl igasi

Belanja Subsidi
Belanja Subsidi  Ene.gi
Belanja Subsidi  Energi
Belanja Subsidi  Non BBM
Belanja Subsidi  Listr ik
BeLanja Subsidi  Pangan
B e l a n j a  S u b s i d i P u p u k
E e l a n j a  S u b s i d i B e n i h
Belanja Subsidi  Kredit  Program
Belanja Subsidi /  Bantuan Dalam Rangka Penugasan (Publ ic Services Obl igat ion)
Belanja SubsidiTari f
Belanja SubsidiTari f

Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat di  Daerah ( lnstansiVert ikal)

aelanja Hibeh kepada Pemerintah Daerah lainnya
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah
Belanja Hibah kepada Perusaheen Daerah/BUMD/BUMN
Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN
Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
Belanja Hibah kepada Pernerintahan Desa
Belenja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Belanja Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar
Belanja Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar

Belanja Eantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial  kepada Organisasi  Sosia'  Kemasyarakatan
Belanja Bantuan Sosial  kepada Organisasi  Sosial  Kemasyarakatan
Belanja Bantuan Sosial  kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial  kepada Masyarakat

kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi 
5. 1. 2. 24. 001 Belanja Pembayaran Honorarium kepada Non Pegawai 
5. 1.2. 24. 002 Belanja Pemberian Hadiah 
5. 1. 2. 25. 
5. 1. 2. 25. 001 
5 1.2.25. 002 
5. 1. 2. 26. 
5.1 2. 26. 001 

Belanja Tamu Pemerintah Daerah 
Belanja Penginapan Tamu Pemerintah Daerah 
Belanja Makan dan Minum Tamu Pemerintah Dae rah 
Belanja Jasa Layanan Kesehatan 
Belanja Jasa Layanan Kesehatan Kapitasi 

5. 1.2, 26. 002 Belanja Jasa Layanan Kesehatan Klaim 

5.1. 3 
5. 1.3. 01. 

Belanja Bunga 
Belanja Bunga Utang Pinjaman 

5. 1. 3. 01. 001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 
5. 1.3.01. 002 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
5.1. 3. 01. 003 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 
5.1 3. 01. 004 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
5. 1. 3. 02. Belanja Bunga Utang Obligasi 
5. 1. 3. 02. 005 Belanja Bunga Utang Obligasi 

Belanja Subsidi 
Belanja Subsidi Energi 
Belanja Subsidi Energi 
Belanja Subsidi Non BBM 
Belanja Subsidi Listrik 
Belanja Subsidi Pangan 
Belanja Subsidi Pupuk 
Belanja Subsidi Benih 

5.1 4. 02. 005 Belanja Subsidi Kredit Program 
5. 1.4.02. 006 Belanja Subsidi / Bantuan Dalam Rangka Penugasan (Public Services Obligation) 

5. 1. 4. 
5.1. 4. 01. 
5.1 4. 01. 001 
5. 1. 4. 02. 
5. 1 4. 02. 001 
5. 1 4. 02. 002 
5. 1. 4. 02. 003 
5 1 4. 02. 004 

5. 1. 4. 03. Belanja Subsidi Tarif 
5.1 4. 03. 001 Belanja Subsidi Tarif 

5.1.5 
5. 1.5. 01. 

Belanja Hibah 
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 

5. 1. 5. 01. 001 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 
5.1 5. 01. 002 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat di Daerah (instansi Vertikal) 
5.1.5.02. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
5. 1.5.02. 001 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah 
5. 1.5.03. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 
5. 1.5.03. 001 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 
5. 1. 5.04. Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 
5. 1.5.04. 001 Belanja Hi bah kepada Pemerintahan Desa 
5. 1. 5. 05. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 
5. 1.5.05. 001 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 
5.1.5.06. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 
5. 1. 5. 06. 001 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 
5.1.5 07. Belanja Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar 
5.1 5.07. 001 Belanja Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar 

5. 1.6. 
5. 1. 6. 01. 

Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

5. 1.6.01. 001 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 
s. 1. 6. 02. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 
5. 1.6.02. 001 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 

5. 2. 
s. 2. 1. 
5.2. 1. 01. 

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah 
BM Tanah Kantor 



5. 2. l. 02. BM Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
5. 2. 1. 02. 001 Bl\4 Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
5. 2, L, 03, 8M Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
5. 2. 1. 03. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
5. 2. 1. 04. BM Tanah Sarana Keehatan Polikl inik
5 .2 .  L .04 .  00L  8M Tanah  Sarana  Keeha tan  Po l i k l i n i k
5. 2. 1, 05. BM Tanah Sarana Kesehatan Taman Kanak-Kanak
5. 2. 1. 05. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Taman Kanak-Kanak
5. 2. I .  06. BM Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
5. 2. 1. 06. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan sekolah Dasar
5. 2. L. 07, BM Tanah Sarana pendidikan Umum dan Kejuruan
5. 2. 1. 07. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Umum dan Kejuruan
5. 2. 1. 08. BM Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lenjutan dan Kejuruan
5. 2- 1. 08. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
5. 2. 1. 09. 8M Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
5. 2. 1. 09. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
5. 2. 1. 10. BM Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus
5. 2. 1. 10. 001 BM Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus
5, 2. 1. 17. BM Tanah Sarana Sosial PantiAsuhan
5. 2. 1. 11. 001 BM Tanah Sarana Sosial PantiAsuhan
S. 2. 7. 72. BM Tanah Sarana Sosial PantiJompo
5. 2. t .  12. O01 BM Tanah Sarana Sosial Panti lompo
5. 2. 1. 13, BM Tanah Sarana Umum Terminal
5. 2. 1. 13. 001 BM Tanah Sarana Umum Terminal
5, 2, L. L4, BM Tanah Sarana Umum Dermaga
5 .  2 .  1 .  14 .  001  BMTanahSarana  Umum Dermaga
5. 2. 1. 15. BM Tanah Sarana lJmum Lapangan T€rbang Perintis
5. 2. 1. 15. 001 BM Tanah Sarana lJmum Lapangan Terban8 Perintis
5. 2.7.76. BM Tanah Sarana umum Rumah Potong Hewan
5. 2. 1. 16. 001 BM Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
5. 2. 7. 77, BM Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan lkan
5 .2 .  1 .n .401  BM Tanah  Sarana  Umum Tempa t  Pe le langan  l kan
5, 2, 1. 18, BM Tanah Sarana Umum Pasar
5 .  2 .  1 .  18 .  001  BMTanahSarana  Umum Pasar
5, 2, 1. 19. BM Tanah Sarana umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
5. 2. 1. 19. 001 BM Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
5. 2.7.20. BM Tanah Serana Umum Taman
5. 2. 1. 20. 001 BM Tanah Sarana Umum Taman
5. 2.1.21. BM Tanah Sarana [Jmum Pusat Hiburan Rakyat
5 .  Z .  1 .21 .  AOI  B l v lTanah  Sarana  Umum Pusa t  H ibu ran  Rakya t
5, 2, L,22, BM Tanah Sarana Umum lbadah
5 .2 .  1 .22 .  0O1  BM Tanah  Sarana  l Jmum lbadah
5, 2, L,23, BM Tanah Sarana Stadion olahraga
5. 2. 1. 23. 001 BNI Tanah Sarana Stadion Olahraga
5. 2. 1.24. BM Tanah Perumahan
5 .2 .  t . 24 .  OOI  B [v ]  Tanah  Perumahan
5. 2- L.25. BM Tanah Pertanian
5. 2. 1. 25. 001 BM Tanah Pertanian

5 .2 .  L  26 .  OO7 B IV  Tanah  Per i kanan
5 .2 .1 .27 .  BM Tanah  Pe te rnakan
5 .2 .7 .27 .  OOI  B 'V  Tanah  Pe te rnakan
5. 2. L.28. BM Tanah Perkampungan
5 .2 .  1 .28 .  OOI  BM Tanah  Perkampun8an
5. 2.l .29. 8M Tanah Per8udangan/Tempat Penimbunan Materiel Eahan Baku
5. 2. 7. 29. 0OI BfVl Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku

i,lil:..,:Yl:::l:ll3 Fffi:fir.F-ffil

5. 2.1.02. BM Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit 
5. 2. 1. 02. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Ru mah Sa kit 
5.2. 1. 03. BM Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 
5.2. 1. 03. 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 
5.2.1. 04. BM Tanah Sarana Keehatan Poliklinik 
5. 2. 1. 04. 001 BM Tanah Sarana Keehatan Poliklinik 
5. 2.1. 05. BM Tanah Sarana Kesehatan Taman Kanak-Kanak 
5.2 1. 05 001 BM Tanah Sarana Kesehatan Taman Kanak-Kanak 
5. 2.1. 06. BM Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 
S. 2. 1. 06. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 
5.2.1. 07. BM Tanah Sarana Pendidikan Umum dan Kejuruan 
5.2.1 07 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Um um dan Kejuruan 
5. 2.1. 08. BM Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan 
5.2.1. 08 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan 
5.2.1. 09. BM Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 
S. 2 1. 09. 001 BM Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus 
5.2.1. 10. BM Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus 
S. 2. 1. 10. 001 BM Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus 
5. 2. 1. 11. BM Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan 
S. 2.1.11 001 BM Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan 
5. 2. 1. 12. BM Tanah Sarana Sosial Panti Jompo 
5.2.1. 12 001 BM Tanah Sarana Sosial Panti Jompo 
5. 2.1. 13. BM Tanah Sarana Umum Terminal 
5. 2. 1. 13. 001 BM Tanah Sarana Um um Terminal 
5.2.1. 14. BM Tanah Sarana Umum Dermaga 
5. 2. 1. 14. 001 BM Tanah Sarana Um urn Dermaga 
5.2.1. 15. BM Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis 
5. 2. 1. 15. 001 BM Tanah Sarana Um urn Lapangan Terbang Perintis 
5.2. 1. 16. BM Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan 
5.2 1. 16. 001 BM Tanah Sarana Um um Rumah Potong Hewan 
5.2.1. 17. BM Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan lkan 
5.2 1. 17. 001 BM Tanah Sarana Um urn Tern pat Pelelangan lkan 
5.2. 1. 18. BM Tanah Sarana Umum Pasar 
5. 2. 1. 18. 001 BM Tanah Sarana Um urn Pasar 
5.2. 1. 19. BM Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah 
5. 2. 1 19. 001 BM Tanah Sarana Um um Tern pat Pembuangan Akhir Sampah 
5. 2.1. 20. BM Tanah Sarana Umum Taman 
5. 2. 1. 20. 001 BM Tanah Sarana Um um Ta man 
5.2. 1. 21. BM Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat 
5.2. 1. 21. 001 BM Tanah Sarana Um um Pusat Hiburan Rakyat 
5.2.1. 22. BM Tanah Sarana Umum Ibadah 
5. 2. 1. 22. 001 BM Tanah Sarana Um um Ibadah 
5.2. 1. 23. BM Tanah Sarana Stadion Olahraga 
5. 2. 1. 23. 001 BM Tanah Sarana Stadion Olahraga 
5.2. 1. 24. BM Tanah Perumahan 
5. 2.1.24. 001 BM Tanah Perumahan 
5.2. 1. 25. BM Tanah Pertanian 
5.2. 1. 25. 001 BM Tanah Pertanian 
5.2.1.26. BM Tanah Perikanan 
5. 2. 1. 26. 001 BM Tanah Perikanan 
5.2. 1. 27. BM Tanah Peternakan 
5. 2. 1. 27. 001 BM Tanah Peternakan 
5. 2. 1. 28. BM Tanah Perkampungan 
5.2. 1. 28. 001 BM Tanah Perkampungan 
5.2. 1. 29. 
5.2.1 29. 001 
5. 2. 1. 30. 
c 1 20 001 

BM Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku 
BM Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku 
BM Tanah BLUD 
A Tanh 4II 



5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5, 2,2. Ol.  Belanja ModalAlat Berat

5. 2.  2.  01. 001 Belanja ModalAlat Berat
5. 2.  2.  02. Belania Modal Alat-alat An8kutan Darat Bermotor
5. 2.  2.  42. OOI Belanja ModalAlat-alat Angkutan Darat Bermotor
5, 2,  2,  03, Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat t idak Bermotor
5. 2.  2.  03. 001 Belanja Modal Alat alat  Angkutan Darat t idak Bermotor
5. 2.  2.  04. Belanja ModalAlat-alat Angkutan diAir  Bermotor
5. 2.  2.  04. OOI Belanja Modal Alat-alat Angkutan di  Air  Bermotor
5, 2,2, 05. Belanja Modal Alat-alat Angkutan di  Air t idak Bermotor
5 .  2 .  2 .  0 5 .  0 0 1  B e l a n j a  M o d a l A l a t  a l a t A n g k u t a n d i A i r t i d a k B e r r n o t o r
S. 2. 2.  06. Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara
5. 2. 2.  06. 001 Be anja ModalAlat alat  Angkutan Udara
5. 2.2. 07, Belanja Modal Alat-alat Bengkel
5 . 2 . 2 . O 1 . 4 0 1  E e l a n j a  M o d a l A  a t  a l a t  B e n g k e l

5. 2.  2.  08, Belanja ModalAlat-alat Pen8olahan Pertanian dan Peternakan
5. 2. 2.  08. 001 Belanja ModalAlat alat  Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5,2.2. 09. Belenja Modal Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 .  A 9 .  0 O I  B e l a n j a  M o d a l  P e r a l a t a n  K a n t o r
5. 2.  2.  LO. Eelanja Modal Perlengkapan Kantor
5. 2.  2.  10. 001 Belanja Modal Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 2 . 1 1 .  E e l a n j a  M o d a l  K o m p u t e r
5 . 2 . 2 -  1 1 .  O A 1  B e l a n j a  M o d a l  K o m p u t e r
5. 2.2. 12. Belanja Modal Meubelair
5. 2.  2.  12. AOl Eelanja ModalMeubelair

5. 2.2.73. Belanja Modal Peralatan Dapur
5 . 2 . 2 . 7 3 .  A O I  B e l a n l a  M o d a l P e r a l a l a n  D a p u r
5. 2.  2.  74. Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga
5 . 2 . 2 .  1 4 .  A O I  B e l a n j a  M o d a l  P e n g h i a s  R u a n g a n  R u m a h T a n g g a
S, 2, 2,  15, Belanja Modal Alat-alat Studio
5. 2.  2.  15. 001 Belanja Modal Alat alat  Studio
5. 2.2. t6.  Belanja ModalAlat-alat Komunikasi
5. 2.  2.  16. 001 Belanja ModalAlat alat  Komunikasi

5, 2.  2,17, Belanja ModalAlat-alat Kedokteran
5. 2. 2.  77. O01 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran
5. 2.2. 18. Selanja Modal Alat-alat Laborator ium

5. 2. 2.  18. 001 Be anja ModalAlat-alat Laborator ium
5 . 2 . 2 . 1 9 .  B e l a n j a M o d a l A l a t - a l a t P e r s e n j a t a a n / K e a m a n a n

5. 2. 2.  19. 001 Belanja ModalA at-alat Persenjataan/Keamanan
5. 2.2.20. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5. 2. 2.  2A. AOI Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

5. 2.3. Belanja ModalGedung den Bangunan
5 .2 .3 .  O l .  Gedung  Kan to r
5. 2. 3. 01. 001 Gedung Kantor
5. 2. 3, 02. Gedung Rumah Jabatan
5. 2. 3. 02. 001 Gedung Rumah labatan
5. 2. 3. 03. Gedung Rumah Dinas
5. 2. 3. 03. 001 Gedung Rumah Dinas
5. 2.3. 04. Gedung Gudang
5. 2. 3. 04. 001 GedungGudang
5. 2. 3. 05. Eangunan Monumen
5. 2. 3. 05. 001 Bangunan Monumen
5. 2. 3. 06. Tugu Peringatan
5. 2. 3. 06. 001 Tugu Peringatan
5. 2.3. 07. Gedung dan Eangunan BLUD
5.  2 .  3 .07 .  001  Gedungdan  Bangunan  BLUD

5. 2. 2. 
5. 2.2. 01. 
5. 2.2.01 001 
5. 2. 2. 02. 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja Modal Alat Berat 
Belanja Modal Alat Berat 
Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 

5. 2. 2. 02. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 
5.2.2. 03. Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor 
5. 2. 2. 03. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor 
5. 2. 2. 04. Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 
5.2.2.04 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 
5. 2. 2. 05. Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air tidak Bermotor 
5.2.2.05. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air tidak Bermotor 
5. 2. 2. 06. Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara 
S. 2. 2. 06. 001 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara 
5.2.2.07. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 
5.2.2.07. 001 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 
5.2. 2. 08. Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 
5.2 2. 08. 001 Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 
5.2.2. 09. Belanja Modal Pera Iatan Kantor 
5. 2.2.09. 001 Belanja Modal Peralatan Kantor 
5. 2. 2. 10. Belanja Modal Perlengkapan Kantor 
5.2 2. 10. 001 Belanja Modal Perlengkapan Kantor 
5.2.2.11. Belanja Modal Komputer 
5. 2. 2. 11. 001 Belanja Modal Komputer 
5. 2. 2. 12. Belanja Modal Meubelair 
5.2.2 12. 001 Belanja Modal Meubelair 
5. 2. 2. 13. Belanja Modal Peralatan Dapur 
5. 2. 2. 13. 001 Belanja Modal Pera latan Dapur 
5. 2. 2. 14. Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga 
5.2.2. 14. 001 Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga 
5.2.2.15. Belanja Modal Alat-alat Studio 
5. 2.2. 15. 001 Belanja Modal Alat-alat Studio 
5.2. 2. 16. Belanja Modal Alat-alat Komunikasi 
5. 2. 2. 16. 001 Belanja Modal Alat-alat Komunikasi 
5.2. 2. 17. Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 
5.2.2. 17 001 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 
5. 2. 2. 18. Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 
5.2.2. 18. 001 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 
5. 2. 2. 19. Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan 
5.2 2. 19. 001 Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan 
5.2.2. 20. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 
5. 2.2. 20. 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 

5.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
5. 2. 3. 01. Gedung Kantor 
5.2.3. 01. 001 Gedung Kantor 
5.2.3. 02. Gedung Rumah Jabatan 
5. 2. 3.02. 001 Gedung Rumah Jabatan 
5. 2. 3. 03. Gedung Rumah Dinas 
5.2.3 03. 001 Gedung Rumah Dinas 
5. 2. 3. 04. 
5. 2. 3. 04. 001 
5. 2. 3. 05. 
5. 2. 3.05. 001 
5. 2. 3. 06. 
5. 2. 3. 06. 001 
5. 2. 3.07. 

Gedung Gudang 
Gedung Gudang 
Bangunan Monumen 
Bangunan Monumen 
Tugu Peringatan 
Tugu Peringatan 
Gedung dan Bangunan BLUD 

5. 2.3.07. 001 Gedung dan Bangunan BLUD 



5. 2. 4. 01
s. 2. 4. 01 001
s. 2. 4. 02
5 .2 .  4 .  02  041
s. 2. 4, 03
5. 2. 4. 03 001
5. 2. 4, 04
5 .2 .  4 .04  AO1
5. 2. 4. 05
s. 2. 4. 05 001
5. 2. 4. 06
5. 2. 4. 06 001

5.2 .5 .
s. 2. 5. 01
5. 2. 5.  01

5. 2. S. 02
s .  2 .  5 .  0 2

5. 2. 5.  03

5. 2. 5.  03

5 . 2 . 5 .  0 4

5. 2. 5.  A4

5 . 2 . 6 .
s.  2.  6.  01

5 .  2 .  6 .  0 7

Belania Modal Jalan

Belanja ModalJalan

Belanja ModalJembatan

Belanja Modal lembatan

Eelanja Modal Jar ingan Air

Belanja Modal lar ingan Air

Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

Belanja Moda Penerangan lalan, Taman dnn Huran Kota

Belanja Modal lnstalasi  Listr ik dan Telepon

Belanja Modal Lnstalasi  Listr ik dan Telepon

Belanja Modal Jalan, l r igasi ,  dan Jaringan BLUD

Belanja Modal lalan, r igasi ,  dan lar ingan BLUD

Belanja Modal Aset TetaP Lainnya

Buku dan Kepustakaan

001 Buku dan Kepustakaan

Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

001 Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

Hewan/Ternak dan Tanaman

001 Hewan/Ternak dan Tanaman

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

001 Belanja ModalAsetTetap Lainnya BLIJD

Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lain- lain

001 Belanja Modal Perangkat Lunak/software

5.3. BELANIA TIDAK TERDUGA

5, 3. 1.  Belanja Tidak Terduga

5, 3, 1.  01 Belanja Tidak Terduga

5. 3. 1.  01 001 Belanja TidakTerduga

6 .
6. 1.

6. 1.  1.

6. 1,  1,  01.

6 .  1 .  1 . 0 1 .

6 ,  1 .  1 . 0 2 .

6. 1.  7.  02.

6. 1.  1.  03.

TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasi l  Pajak

Transfer Bagi Hasi l  Pajak dan Retr ibusi  Daerah kepada pemerintah Provinsi /Pusat

OO1 Transfer Bagi Hasi l  Pajak dan Retr ibusi  Daerah kepada pemerintah Provinsi /Pusat

Transfer Bagi Hasi l  Pajak dan Retr ibusi  Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain

001 Transfer Bagi Hasi l  Pajakdan Retr ibusiDaerah kepada Kabupaten/Kota Lain

Transfer Bagi Hasi l  Pejak dan Retr ibusi  Daerah kepada Pemerintah Desa

6. 1. 1. 03. 001 Bagi Hasil  kepada Desa Bangsri
6. 1. 1. 03. 002 Bagi Hasil  kepada Desa BanjarAgung
6. 1. 1. 03. 003 BagiHasil  kepada Desa Banjaran
6. 1. 1. 03. 004 Bagi Hasi kepada Desa Bondo
6. 1. 1. 03. 005 BagiHasilkepada Desa Guyan8an
6 .  1 .  1 .03 .006  Bag i  Has i l  kepada  Desa  l e ruk  Wang i
6. 1. 1. 03. 007 Bagi Hasilkepada Desa Kedungleper
6. 1. 1. 03. 008 Bagi Hasil  kepada Desa Kepuk
6. 1. 1. 03. 009 Bagi Hasil  kepada Desa Papasan
6. 1. 1. 03. 010 Bagi Hasil  kepada Desa Srikandang
6. 1. 1. 03. 011 Bagi Hasil  kepada Desa Tengguli
6. l .  l .  03. 012 Bag hasr kepada Desd Wede a'r

6. 1. 1. 03. 013 BagiHasiLkepada Desa Bantrung
5. 1. 1. 03. 014 Bagi Hasilkepada Desa Bateali t
6. 1. 1. 03. 015 Bagi Hasil  kepada Desa Bawu
6. 1. 1. 03. 015 Bagi Hasil  kepada Desa Bringin
6 .  1 .  1 .03 .017  Bag i  Has i l  kepada  Desa  Geneng

5.2. 4. 01 Belanja Modal Jalan 
5. 2. 4. 01 001 Belanja Modal Jalan 
5.2. 4. 02 Belanja Modal Jembatan 
5.2 4.02 001 Belanja Modal Jembatan 
5. 2. 4. 03 Belanja Modal Jaringan Air 
5.2.4.03 001 Belanja Modal Jaringan Air 
5.2. 4. 04 Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kata 
5.2.4.04 001 Belanja Modal Penerangan Jalan, Ta man dan Hutan Kota 
5.2. 4. 05 Belanja Modal lnstalasi Listrik dan Telepon 
5. 2. 4.05 001 Belanja Modal lnstalasi Listrik dan Telepon 
5. 2. 4. 06 Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan BLUD 
5.2.4.06 001 Belanja Modal Jalan, rigasi, dan Jaringan BLUD 

5.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
5.2.5.01 Buku dan Kepustakaan 
5.2.5.01 001 Buku dan Kepustakaan 
5. 2. 5.02 Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 
5.2.5.02 001 Ba rang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 
s. 2. 5.03 Hewan/Ternak dan Tanaman 
5.2.5.03 001 Hewan/Ternak dan Tana man 
5. 2. 5. 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 
5. 2. 5.04 001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 

5. 2. 6. Belanja Modal Aset Lainnya 
5. 2. 6. 01 Belanja Modal Aset Lain-lain 
5.2. 6. 01 001 Belanja Modal Perangkat Lunak/Software 

5. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA 
5. 3.1. Belanja Tidak Terduga 
5.3.1. 01 Belanja Tidak Terduga 
5.3.1.01 001 Belanja Tidak Terduga 

6. 
6. 1. 
6. 1. 1. 
6. 1. 1. 01. 

TRANSFER 
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 
Transfer Bagi Hasil Pajak 
Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat 

6. 1. 1. 01. 001 Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat 
6. 1. 1. 02. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain 
6. 1. 1.02. 001 Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain 
6. 1. 1. 03. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 
6.1. 1. 03 001 Bagi Hasil kepada Desa Bangsri 
6. 1. 1. 03. 002 Bagi Hasil kepada Desa Banjar Agung 
6. 1. 1. 03. 003 Bagi Hasil kepada Desa Banjaran 
6. 1. 1. 03. 004 Bagi Hasil kepada Desa Bondo 
6. 1. 1.03. 005 Bagi Hasil kepada Desa Guyangan 
6. 1. 1. 03. 006 Bagi Hasil kepada Desa Jeruk Wangi 
6. 1 1. 03. 007 Bagi Hasil kepada Desa Kedungleper 
6. 1. 1.03. 008 Bagi Hasil kepada Desa Kepuk 
6.1. 1. 03. 009 Bagi Hasil kepada Desa Papasan 
6. 1. 1.03. 010 Bagi Hasil kepada Desa Srikandang 
6.1. 1. 03. 011 Bagi Hasil kepada Desa Tengguli 
6. 1. 1.03. 012 Bagi Hasil kepada Desa Wedelan 
6.1 1. 03. 013 Bagi Hasil kepada Desa Bantrung 
6. 1. 1. 03. 014 Bagi Hasil kepada Desa Batealit 
6.1.1 03. 015 Bagi Hasil kepada Desa Bawu 
6. 1. 1. 03. 016 Bagi Hasil kepada Desa Bringin 
6. 1. 1. 03. 017 Bagi Hasil kepada Desa Geneng 



6. 1. 1. 03. O19 Bagl Hasrl kepada L'esa Mrndanan K|oul
6. 1. 1. 03. 020 BagiHasil  kepada Desa Ngasem
6. 1. 1. 03. 021 Bagi Hasil  kepada Desa Pekalongan
6 .7 .7 .  A3 .  022  Bag i  Has i l  kepada  Desa  Raguk lamp i ian
6. 1. 1. 03. 023 Bagr Hari l  l .epada Desa Somosari
6. L 1.03. 024 BaBiHasil  kepada Desa Bandungharjo
6. L .L 03. 025 Bagi Fasil  kepada Desa BanyLrraniq
6 .  1 .  1 .03 .026  Bag iHas i l  kepada  Desa  B l i ngoh
6 .  l .  l . 03 .  0 ) i  Bag r  hds i l  kepada  Desa  C le r i ng
6. 1. 1. 03. 028 Bagi Hasil  kepada Desa JuSo
6. 1. 1. 03. 029 Bagi Hasil  kepada Desa Sumberrejo
6. 1. 1. 03. 030 Bagi Hasil  kepada Desa Tulakan
6. 1. 1. 03. 031 BagiHasil  kepada Desa ujungwatu
6 .  1 .  1 .03 .032  Bag iHas i l  kepada  Desa  Bandengan
6. 1. 1. 03. 033 Bagi Hasil  kepada Desa Kedungcino
6. 1. 1. 03. 034 Bagi Hasil  kepada Desa Kuwasen
6 .  1 .  1 .03 .035  Bag iHas i l  kepada  Desa  Mu lyohar jo
6. 1. 1. 03. 036 Bagi Hasil  kepada Desa Wonorejo
6. 1. 1. 03. 037 BagiHasil  kepada Desa Bakalan
6. 1. 1. 03. 038 Bagi Hasil  kepada Desa BandungRejo
6. 1. 1. 03. 039 BagiHasil  kepada Desa Banyuputih
6. 1. 1. 03. 040 BagiHasil  kepada Desa BatuKali
6. 1. 1. 03. 041 BagiHasilkepada Desa Damarjati
5. L l .  03. 042 Bag Hasil  kepada Desa Kriyar
6. 1. 1. 03. 043 BagiHasil  kepada Desa Manyargading
6. 1. 1. 03. 444 Bagi Hasii  kepada Desa Margoyoso
6. 1. 1. 03. 045 BagiHasil  kepada Desa Pendosawalan
6. 1. 1. 03. 046 Bagi Hasil  kepada Desa Purwo8ondo
6. 1. 1. 03. A47 BagiHasil  kepada Desa Robayan
6. 1. 1. 03. 048 BagiHasil  kepada Desa Sendang
6. 1. 1. 03. 049 BagiHasil  kepada Desa KarimunJawa
6. 1. l .  03. 050 Bagr Fasil  hepada Desa Kemujan
6 .  1 .  1 .03 .051  Bag iHas i l  kepada  Desa  Nyamuk
6. 1. 1. 03. 052 BagiHasi! kepada Desa Parang
5. 1. 1. 03. 053 Bagi Hasil  kepada Desa Bugel
6. 1. 1. 03. 054 BagiHasil  kepada Desa Bulak Baru
6. 1. 1. 03. 055 BagiHasilkepada Desa Dongos
6. 1. 1. 03. 056 Bagi Hasil  kepada Desa Jondang
6. 1. 1- 03. 057 BagiHasilkepada Desa Kalianyar
6. 1. 1. 03. 058 Bagi Hasil  kepada Desa Karangaji
6. 1. 1. 03. 059 BagiHasilkepada Desa Kedung Malang
6. 1. 1- 03. 060 Bagi Hasil  kepada Desa Kerso
6. 1. 1. 03. 061 Bagi Hasil  kepada Desa Menganti
6. 1. 1. 03. 062 Bagi Hasil  kepada Desa Panggung
6. 1. 1- 03. 063 Bagi Hasilkepada Desa Rau
6. 1. 1. 03. 064 BagiHasilkepada Desa Sowan Kidul
6. 1. 1. 03. 065 Bagi Hasil  kepada Desa Sowan Lor
6. 1. 1- 03. 066 BagiHasilkepada Desa Sukosono
6. 1. 7. 03. 067 Bagi Hasil  kepada Desa Surodadi
6. 1. 1. 03. 068 BagiHasilkepada Desa Tanggult lare
6. 1. 1. 03. 069 BagiHasilkepada Desa Tedunan
6. 1. 1. 03. 070 Bagi Hasilkepada Desa wanlsobo
6. 1. 1. 03. 071 BagiHasilkepada Desa Bumiharjo
6 .  1 .1 .  03 .  072  Bag i  Has i l kepada  Desa  Damarwu lan
6. 1. 1. 03. 073 Bagi Hasilkepada Desa Gelang
6. 1. 1. 03. 074 Bagi Hasil  kepada Desa Jlegong
6. 1. 1. 03. 075 Bagi Hasil  kepada Desa Kaligarang
6. 1.7. 03. 076 Bagi Hasil  kepada Desa Kelet
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6.1. 1.03 019 bagr Hasnl kepada Lesa inaanan Ku 
6.1.1.03. 020 Bagi Hasil kepada Desa Ngasem 
6.1. 1. 03. 021 Bagi Hasil kepada Desa Pekalongan 
6. 1. 1. 03. 022 Bagi Hasil kepada Desa Raguklampitan 
6. 1 1. 03. 023 Bagi Hasil kepada Desa Somosari 
6. 1. 1.03. 024 Bagi Hasil kepada Desa Bandungharjo 
6. 1 1. 03. 025 Bagi Hasil kepada Desa Banyumanis 
6. 1. 1. 03. 026 Bagi Hasil kepada Desa Blingoh 
6. 1. 1. 03. 027 Bagi Hasil kepada Desa Clering 
6. 1. 1. 03. 028 Bagi Hasil kepada Desa Jugo 
6. 1. 1. 03. 029 Bagi Hasil kepada Desa Sumberrejo 
6. 1.1.03. 030 Bagi Hasil kepada Desa Tulakan 
6.1.1. 03. 031 Bagi Hasil kepada Desa Ujungwatu 
6. 1. 1. 03. 032 Bagi Hasil kepada Desa Bandengan 
6. 1. 1. 03. 033 Bagi Hasil kepada Desa KedungCino 
6. 1. 1.03. 034 Bagi Hasil kepada Desa Kuwasen 
6. 1. 1. 03. 035 Bagi Hasil kepada Desa Mulyoharjo 
6. 1.1 03. 036 Bagi Hasil kepada Desa Wonorejo 
6. 1.1 03. 037 Bagi Hasil kepada Desa Baka Ian 
6. 1.1 03. 038 Bagi Hasil kepada Desa BandungRejo 
6. 1. 1 03. 039 Bagi Hasil kepada Desa Banyuputih 
6. 1 1. 03. 040 Bagi Hasil kepada Desa Batu Kali 
6. 1 1. 03. 041 Bagi Hasil kepada Desa Damarjati 
6. 1. 1.03. 042 Bagi Hasil kepada Desa Kriyan 
6. 1. 1. 03. 043 Bagi Hasil kepada Desa Manyargading 
6. 1. 1. 03. 044 Bagi Hasil kepada Desa Margoyoso 
6. 1. 1. 03. 045 Bagi Hasil kepada Desa Pendosawalan 
6. 1. 1 03. 046 Bagi Hasil kepada Desa Purwogondo 
6. 1. 1.03. 047 Bagi Hasil kepada Desa Robayan 
6. 1 1.03. 048 Bagi Hasil kepada Desa Sendang 
6. 1. 1.03. 049 Bagi Hasil kepada Desa Karimunlawa 
6. 1. 1. 03. 050 Bagi Hasil kepada Desa Kemujan 
6. 1 1. 03. 051 Bagi Hasil kepada Desa Nyamuk 
6. 1 1.03. 052 Bagi Hasil kepada Desa Parang 
6. 1. 1 03. 053 Bagi Hasil kepada Desa Bugel 
6. 1. 1.03. 054 Bagi Hasil kepada Desa Bulak Baru 
6. 1.1.03. 055 Bagi Hasil kepada Desa Dongos 
6. 1. 1.03. 056 Bagi Hasil kepada Desa Jondang 
6. 1. 1.03. 057 Bagi Hasil kepada Desa Kalianyar 
6. 1.1 03. 058 Bagi Hasil kepada Desa Karangajl 
6. 1. 1 03. 059 Bagi Hasil kepada Desa Kedung Malang 
6. 1. 1 03. 060 Bagi Hasil kepada Desa Kerso 
6. 1 1 03. 061 Bagi Hasil kepada Desa Menganti 
6. 1. 1 03. 062 Bagi Hasil kepada Desa Panggung 
6. 1 1.03 063 Bagi Hasil kepada Desa Rau 
6. 1. 1.03. 064 Bagi Hasil kepada Desa Sowan Kidul 
6. 1. 1 03. 065 Bagi Hasil kepada Desa Sowan Lor 
6. 1. 1.03. 066 Bagi Hasil kepada Desa Sukosono 
6. 1 1 03. 067 Bagi Hasil kepada Desa Surodadi 
6. 1. 1.03. 068 Bagi Hasil kepada Desa Tanggultlare 
6. 1.1.03. 069 Bagi Hasil kepada Desa Tedunan 
6.1.1 03. 070 Bagi Hasil kepada Desa Wanusobo 
6. 1.1.03 071 Bagi Hasil kepada Desa Bumiharjo 
6. 1.1.03 072 Bagi Hasil kepada Desa Damarwulan 
6. 1.1. 03. 073 Bagi Hasil kepada Desa Gelang 
6. 1 1. 03. 074 Bagi Hasil kepada Desa Jlegong 
6. 1.1.03 075 Bagi Hasil kepada Desa Kaligarang [j.rm 6.1 1. 03. 076 Bagi Hasil kepada Desa Kelet PE»SL KW. ' Zehe-ri 



6. 1. 1. 03. 078 Bagi Hasil kepada Desa Klepu
6. 1. 1. 03. 079 Bagi Hasil  kepada Desa Kunir
6. 1. 1. 03. 080 BagiHasilkepada Desa Tempur
6. 1. 1. 03. 081 Bagi Hasil  kepada Desa Tunahan
6 .  1 .  1 .03 .082  Bag i  Has i l kepada  Desa  Watua j i
6. 1. 1. 03. 083 Bagi Hasilkepada Desa Balong
6. 1. 1. 03. 084 Bagi Hasil  kepada Desa Bucu
6. 1. 1. 03. 085 Bagi Hasil  kepada Desa Cepogo
6. 1. 1. 03. 086 Bagi Hasil  kepada Desa Dermolo
6. 1. 1. 03. 087 Bagi Hasil  kepada Desa Dudakawu
6. 1. 1. 03. 088 Bagi Hasil  kepada Desa Jinggotan
6. 1. 1. 03. 089 Bagi Hasil  kepada Desa Kaliaman
6. 1. 1. 03. 090 Bagi Hasil  kepada Desa Kancilan
6. 1. 1. 03. 091 Bagi Hasil  kepada Desa Pendem
6. 1,. 1,.03. A92 BagiHasii  kepada Desa Sumanding
6. 1. 1. 03. 093 Bagi Hasi kepada Desa Tubanan
5. 1. 1. 03. 094 BagiHasilkepada Desa Bandung
6. 1. 1. 03. 095 BagiHasilkepada Desa Buaran
6. 1. 1. 03. 096 Bagi Hasilkepada Desa Bungu
6. 1. 1. 03. 097 Bagi Hasil  kepada Desa Datar
6. 1. 1. 03. 098 Bagi Hasilkepada Desa Jebol
6. 1. 1. 03. 099 Bagi Hasilkepada Desa Kuanyar
6. 1. 1. 03. 100 Bagi Hasilkepada Desa Mayong Kidul
6. 1. 1. 03- 101 Bagi Hasilkepada Desa l\4ayong Lor
6. 1-. L. 03. 7OZ Bagi Hasil  kepada Desa Ngroto
6. 1. 1. 03. 103 Bagi Hasil  kepada Desa Pancur
6. 1. 1. 03. 104 Bagi Hasil  kepada Desa Paren
6. 1. 1. 03. 105 Bagi Hasil  kepada Desa Pelan8
6. .L 1. 03. 106 Bagi Hasil  lFpada Desa Pelen\ereo
6. L. 1. A3. 7O7 BagiHasil  kepada Desa Pule
6. 1. 1. 03. 108 Bagi Hasil  kepada Desa Rajekwesi
6. .L 1. 03. 109 Bag hasi 'kepada Desa SenSor BuSej
6 .  l .  1 .03 .  110  Bag :Has i  kepada  Desa  S : rgo ro jo
6 .  1  1  03 .  l l l  Bag iHas i l kepadd  Desa  T rga ju ru
6. 1,. 1,. 03. 172 Bagi Hasil  kepada Desa Jambu
6. 1. 1. 03. 113 Bagi Hasil  kepada Desa lambu Tirnur
6. 1. 1. 03. 114 Bagi Hasilkepada Desa KaranggondanB
6. 1. 1. 03. 115 Bagi Hasil  kepada Desa Mororejo
6. 1. 1. 03. 116 Bagi Hasil  kepada Desa Sekuro
6. L. L A3. 717 Bagi Hasil  kepada Desa Sinanggul
6- 1. 1. 03. 118 Bagi Hasil  kepada Desa Srobyong
6. 1. 1. 03. 119 Bagi Hasil  kepada Desa Suwawal
6. L L 03 120 BaBi Hati l  lepada Desa Bate8ede
6. 1. 1. 03. 121 Bagi Hasil  kepada Desa BendanPete
6.7. 1. 03. !22 BagiHasil  kepada Desa Blimbingrejo
6. 1. 1. 03. 123 Bagi Hasil  kepada Desa Daren
6. L 1. 03. 124 BagiHasil  kepada Desa Dorang
6. 1. 1. 03. 125 BagiHasil  kepada Desa Gemiring Kldul
6. L. 1. 03. 126 Bagi Hasil  kepada Desa Gemiring Lor
6. 1. 1. 03. 121 Bagi Hasil  kepada Desa Jatisari
5. 1. 1. 03. 128 Bagi Hasil  kepada Desa Karangnongko
6. 1. 1. 03. 129 Bagi Hasilkepada Desa Muryolobo
6. 1. 1. 03. 130 Bagi Hasil  kepada Desa Nalumsari
6. 1. 1. 03. 131 Bagi Hasil  kepada Desa Ngetuk
6. 1. 1. 03. 132 Bagi Hasil  kepada Desa Pringtul is
6. 1. 1. 03. 133 Bagi Hasil  kepada Desa Trit is
6. 1. 1. 03. 134 Bagi Hasil  kepada Desa Tunggui Pandean
6. 1. 1. 03. 135 BagiHasil  kepada Desa Bulungan
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6. 1. 1. 03. 078 Bagi Hasil kepada Desa Klepu 
6. 1. 1. 03. 079 Bagi Hasil kepada Desa Kunir 

6. 1. 1.03. 080 Bagi Hasil kepada Desa Tempur 

6.1.1.03 081 Bagi Hasil kepada Desa Tunahan 

6. 1. 1. 03. 082 Bagi Hasil kepada Desa Watuaji 

6.1.1.03 083 Bagi Hasil kepada Desa Ba long 
6.1. 1. 03. 084 Bagi Hasil kepada Desa Bucu 
6. 1.1. 03. 085 Bagi Hasil kepada Desa Cepogo 
6. 1. 1. 03. 086 Bagi Hasil kepada Desa Dermolo 
6. 1. 1. 03 087 Bagi Hasil kepada Desa Dudakawu 
6.1. 1. 03. 088 Bagi Hasil kepada Desa Jinggotan 
6.1. 1. 03. 089 Bagi Hasil kepada Desa Kaliaman 

6. 1. 1 03. 090 Bagi Hasil kepada Desa Kancilan 

6. 1.1 03. 091 Bagi Hasil kepada Desa Pendem 

6. 1 1. 03. 092 Bagi Hasil kepada Desa Sumanding 

6. 1.1 03. 093 Bagi Hasil kepada Desa Tubanan 
6. 1. 103. 094 Bagi Hasil kepada Desa Bandung 
6.1 1. 03. 095 Bagi Hasil kepada Desa Bua ran 

6. 1.1.03 096 Bagi Hasil kepada Desa Bungu 
6. 1. 1. 03. 097 Bagi Hasil kepada Desa Datar 

6. 1.1 03. 098 Bagi Hasil kepada Oesa Jebol 

6. 1 1. 03. 099 Bagi Hasil kepada Desa Kuanyar 
6. 1. 1. 03 100 Bagi Hasil kepada Desa Mayong Kidul 
6.1.1. 03 101 Bagi Hasil kepada Desa Mayong Lor 

6 1. 1. 03. 102 Bagi Hasil kepada Desa Ngroto 
6. 1.1. 03. 103 Bagi Hasil kepada Desa Pancur 

6. 1. 1. 03. 104 Bagi Hasil kepada Desa Paren 

6. 1. 1. 03. 105 Bagi Hasil kepada Desa Pelang 

6. 1. 1. 03. 106 Bagi Hasil kepada Oesa Pelemkerep 

6. 1. 1. 03. 107 Bagi Hasil kepada Desa Pule 
6. 1. 1. 03. 108 Bagi Hasil kepada Desa Rajekwesi 

6. 1. 1.03. 109 Bagi Hasil kepada Oesa Sengon Bugel 
6. 1 1. 03. 110 Bagi Hasil kepada Desa Singorojo 

6. 1 1.03. 111 Bagi Hasil kepada Desa Tigajuru 
6. 1 1. 03. 112 Bagi Hasil kepada Desa Jam bu 
6.1. 1. 03. 113 Bagi Hasil kepada Desa Jambu Timur 

6. 1.1.03 114 Bagi Hasil kepada Desa Karanggondang 
6. 1. 1. 03. 115 Bagi Hasil kepada Desa Mororejo 
6. 1.1. 03. 116 Bagi Hasil kepada Desa Sekuro 

6. 1. 1. 03. 117 Bagi Hasil kepada Oesa Sinanggul 
6. 1. 1. 03. 118 Bagi Hasil kepada Desa Srobyong 
6.1. 1. 03. 119 Bagi Hasil kepada Desa Suwawal 

6. 1. 1 03. 120 Bagi Hasil kepada Oesa Bategede 
6. 1. 1. 03. 121 Bagi Hasil kepada Desa BendanPete 
6.1. 1. 03. 122 Bagi Hasil kepada Desa Blimbingrejo 
6. 1. 1 03. 123 Bagi Hasil kepada Desa Daren 
6. 1. 1. 03. 124 Bagi Hasil kepada Desa Dorang 
6. 1. 1. 03. 125 Bagi Hasil kepada Desa Gem iring Kidul 

6. 1. 1. 03. 126 Bagi Hasil kepada Desa Gem iring Lor 

6. 1.1 03. 127 Bagi Hasil kepada Desa Jatisari 

6. 1. 1. 03. 128 Bagi Hasil kepada Oesa Karangnongko 
6. 1 1. 03. 129 Bagi Hasil kepada Desa Muryolobo 
6. 1. 1. 03. 130 Bagi Hasil kepada Desa Nalumsari 

6. 1. 1. 03. 131 Bagi Hasil kepada Desa Ngetuk 

6. 1.1. 03. 132 Bagi Hasil kepada Desa Pringtulis 
6. 1. 1. 03. 133 Bagi Hasil kepada Desa Tritis 
6.1.1. 03. 134 Bagi Hasil kepada Desa Tunggul Pandean gee-utter.zr 

g,sesj[evils 6. 1. 1. 03. 135 Bagi Hasil kepada Oesa Bulungan fl gy~us i I es I! __r's'Siburt. re==±±Er;} ---· ,.. . 



Bagi Hasil kepada Desa tebak
Bagi Hasil  kepada Desa Mambak
Bagi Hasil  kepada Desa Plajan
BaBi Hasil  kepada Desa Slagi
Bagi Hasil  kepada Desa SuwawalTimur
Bagi Hasil  kepada Desa Tanjung
Bagi Hasil  kepada Desa Gemulung
BaglHasil  kepada Desa Gerdu
BagiHasil  kepada Desa Kaliombo
Bagi Hasil  kepada Desa KarangRandu
Bagi Hasil  kepada Desa Krasak
Bagi Hasilkepada Desa Lebuawu
Bagi Hasilkepada Desa Ngeljng
Bagi Hasilkepada Desa Pecangaan Kulon
Bagi Hasil  kepada Desa Pecangaan Wetan
BaBi Hasil  kepada Desa Pu odarat
Bagi Hasil  kepada Desa Rengging
Bagi Hasil  kepada Desa Troso
Bagi Hasil  kepada Desa Demangan
Bagi Hasil  kepada Desa Kecapi
Bagi Hasil  kepada Desa Krapyak
Bagi Hasil  kepada Desa Langon
BagiHasil  kepada Desa Mangunan
BagiHasil  kepada Desa Mantingan
BagiHasil  kepada Desa Ngabul
Bagi Hasil  kepada Desa Peteyekan
Bagi Hasil  kepada Desa Platar
Bagi Hasil  kepada Desa Semat
Bagi Hasil  kepada Desa Senenan
Bagi Hasil  kepada Desa Sukodono
Bagi Hasil  kepada Desa Tahunan
BaBi Hasil  kepada Desa Tegalsambi
Bagi Hasil  kepada Desa TelukAwur
Bagi Hasil  kepada Desa Brantak Sekarjati
BagiHasil  kepada Desa Bugo
Bagi Hasil  kepada Desa Gedangan
BagiHasil  kepada Desa Gidangelo
Bagi Hasil  kepada Desa Guwo Sobokerto
BagiHasil  kepada Desa Kalipucang Kulon
Bagi Hasil  kepada Desa Kalipucang Wetan
BagiHasil  kepada Desa Karanganyar
Bagi Hasil  kepada Desa Kedung Sarimulyo
Bagi Hasil  kepada Desa Kendeng sidiaLit
Bagi Hasil  kepada Desa Ketj leng Singolelo
Bagi Hasilkepada Desa Sidigede
Bagi Hasil  kepada Desa Teluk Wetan
Bagi Hasil  kepada Desa LJjung Pandan
Bagi Hasil  kepada Desa welahan
Bagi Hasil  kepada TPI

Transter Eagi Hasil  Pendapatan Lainnya
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnva Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa
Transfer Eagi Hasil  Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa

1. 03. 137
1. 03. 138
1. 03. 139
1. 03. 140
1. 03. 141
1. 43. 742
1. 03. 143
1 .03 .  144
1. 03. 145
1. 03. 146
7. 03. 141
1. 03. 148
1. 03. 149
1. 03. 150
1. 03. 151
1. 03. 152
1. 03. 153
1. 03. 154
1. 03. 155
1. 03. 156
1. 03. 157
1. 03. 158
1. 03. 159
1. 03. 160
1. 03. 161
1 .03 .  162
1. 03. 163
1. 03. 154
1. 03. 165

1. 03. 167
1. 03. 168
1. 03. 169
1. 03. 170
1. 43. 771
1. 03. 1t2
1. 03. 173
1. 03. 1'14
1. 03. 175
1. 03. 176
1. 03. 177
1. 03. 178
1. 03. 179
1. 03. 180
1 .  03 .  181
1 .03 .  182
1. 03. 183
1. 03. 184
1. 03. 185

6, 1. 2. 01.
6. 1. 2. 01. 001

6 .2 .

6 .2 .  1 .01 ,
6 r101  001

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transter Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Baniuan Ke!ansan KeDada Provinsi

6. 1. 1.03. 137 
6. 1. 1. 03. 138 
6. 1.1.03 139 
6. 1.1. 03. 140 
6.1.1. 03. 141 
6. 1. 1. 03. 142 
6. 1. 1. 03. 143 
6. 1. 1 03. 144 
6. 1 1 03. 145 
6. 1. 1. 03. 146 
6. 1 1.03 147 
6. 1.1.03 148 
6. 1. 1. 03. 149 
6. 1. 1. 03 150 
6.1. 1. 03 151 
6.1.1.03 152 
6. 1. 1. 03. 153 
6.1. 1. 03. 154 
6. 1.1. 03. 155 
6.1. 1. 03. 156 
6.1.1. 03. 157 
6. 1. 1. 03. 158 
6.1. 1. 03. 159 
6.1. 1.03. 160 
6.1 1. 03. 161 
6. 1 1 03. 162 
6. 1 1 03. 163 
6.1 1.03 164 
6. 1 1.03. 165 
6. 1 1. 03. 166 
6. 1. 1. 03. 167 
6.1.1. 03. 168 
6. 1. 1. 03. 169 
6. 1.1.03. 170 
6. 1. 1. 03. 171 
6. 1. 1.03. 172 
6. 1. 1. 03. 173 
6. 1. 1. 03. 174 
6. 1. 1. 03. 175 
6.1. 1. 03. 176 
6. 1. 1. 03. 177 
6. 1. 1. 03. 178 
6. 1 1. 03. 179 
6. 1.1 03. 180 
6. 1 1 03. 181 
6. 1 1. 03. 182 
6.1.1 03. 183 
6.1.1. 03. 184 
6.1. 1. 03. 185 

6. 1. 2. 
6. 1. 2. 01. 
6. 1. 2. 01. 001 

6.2. 
6. 2. 1. 
6.2.1. 01. 
6 ' 1 01 01 

Bagi Hasil kepada Desa Lebak 

Bagi Hasil kepada Desa Mambak 

Bagi Hasil kepada Desa Plajan 
Bagi Hasil kepada Desa Slagi 
Bagi Hasil kepada Desa Suwawal Timur 
Bagi Hasil kepada Desa Tanjung 
Bagi Hasil kepada Desa Gemulung 
Bagi Hasil kepada Desa Gerdu 
Bagi Hasil kepada Desa Kaliombo 
Bagi Hasil kepada Desa KarangRandu 
Bagi Hasil kepada Desa Krasak 
Bagi Hasil kepada Desa Lebuawu 
Bagi Hasil kepada Desa Ngeling 
Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Kulon 
Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Wetan 
Bagi Hasil kepada Desa Pulodarat 
Bagi Hasil kepada Desa Rengging 
Bagi Hasil kepada Desa Troso 
Bagi Hasil kepada Desa Demangan 
Bagi Hasil kepada Desa Kecapi 
Bagi Hasil kepada Desa Krapyak 
Bagi Hasil kepada Desa Langon 
Bagi Hasil kepada Desa Mangunan 
Bagi Hasil kepada Desa Mantingan 
Bagi Hasil kepada Desa Ngabul 
Bagi Hasil kepada Desa Peteyekan 
Bagi Hasil kepada Desa Platar 
Bagi Hasil kepada Desa Semat 
Bagi Hasil kepada Desa Senenan 
Bagi Hasil kepada Desa Sukodono 
Bagi Hasil kepada Desa Tahunan 
Bagi Hasil kepada Desa TegalSambi 
Bagi Hasil kepada Desa TelukAwur 
Bagi Hasil kepada Desa Brantak Sekarjati 
Bagi Hasil kepada Desa Bugo 
Bagi Hasil kepada Desa Gedangan 
Bagi Hasil kepada Desa Gidangelo 
Bagi Hasil kepada Desa Guwo Sobokerto 
Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Kulon 
Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Wetan 
Bagi Hasil kepada Desa Karanganyar 
Bagi Hasil kepada Desa Kedung Sarimulyo 
Bagi Hasil kepada Desa Kendeng Sidialit 
Bagi Hasil kepada Desa Ketileng Singolelo 
Bagi Hasil kepada Desa Sidigede 
Bagi Hasil kepada Desa Teluk Wetan 
Bagi Hasil kepada Desa Ujung Pandan 
Bagi Hasil kepada Desa Welahan 
Bagi Hasil kepada TPI 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa 

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi 
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi 



6. 2. 1. 02. 001 Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lain

6. 2. 2. Or.
6. 2. 2. 07. AOl
6. Z. 2. 01. AO2
6. 2. 2. 07. AO3
6 .  Z .2 .  01 .  AO4
6. 2. 2. 01. 005
6. 2. 2. 01. 006
6. 2. 2. Al 001
6_ 2. 2. 01. 008
6. 2. 2. 01. 009
6. 2. 2. 41. Olo
6. 2. 2. 41. O11
6. 2. 2. 41. O12
6. 2. 2. 07. O13
6. 2. 2. 01. O14
6 .  2 .  2 .  01 .  015
6 .2 .  2 .  07 .  016
6. 2. 2. 01. O11
6. 2. 2. 01. O18
6. 2. 2. 01. O19
6. 2. 2. 01. O20
6. 2. 2. 01. O27
6. 2. 2. 01. O22
6. 2. 2. 01. O23
6. 2. 2. 01. O24
6. 2. 2. 01. O25
6 .  2 .  2 .  01 .  026
6. 2. 2. O1. O27
6. 2. 2. O1. 028
6 .2 .  2 .01 .  029
6. 2. 2. 01. O30
6 .  2 .  2 .47 .  O3r
6. 2. 2. 41. O32
6. 2. 2. A1. O33
6. 2. 2. 47. O34
6. 2. 2. A\. O35
6. 2. 2. At. 036
6. 2. 2. 41. 037
6. 2. 2. 41. 034
6. 2. 2. 07. 439
6. 2. 2. 07. 440
6. 2. 2. 01. Q41
6 .  2 .  2 .0 r .  042
6. 2. 2. 01. 043
6. 2. 2. O1. 044
6. 2. 2. 01. 045
6. 2. 2. Or. 046
6. 2. 2. 01. 041
6 .  2 .2 .  01 .  048
6. 2. 2. 01. O49
6. 2. 2. 01. 050
6. 2. 2. 01. 051
6. 2. 2. O1. 052
6. 2. 2. 01. 053
6. 2. 2. 07. O54

Transfer Bantuan Keuengan kepada Desa
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa
Eantuan keuangan kepada Desa Bangsri
Bantuan keuangan kepada Desa Banjar Agung
Eantuan keuangan kepada D€sa Banjaran
Bantuan keuangan kepada Desa Bondo
Bantuan keuangan kepada Desa Guyangan
Bartuan keLdngar kepada Desa JerukwalSi
Bantuan keuangan kepada Desa K-"dungleper
Bantuan keuangan kepada Desa Kepuk
Bantuan keuangan kepada Desa Papasan
BanLuan  keJa rgan  kepada  De(a  S r landarg
Bantuan keuangan kepada Desa Tengguli
Bantuan keuangan kepada Desa Wedelan
Bantuan keuangan kepada Desa Bantrung
Bantuan keuangan kepada Desa Bateali t
Bantuan keuangan kepada Desa Bawu
Bantuan keuangan kepada Desa Bringin
Bantuan keuangan kepada Desa Geneng
Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan
Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan Kidui
Bantuan keuangan kepada Desa Ngasen
Bantuan keuangan kepada Desa Pekalongan
Bantuan keuangan kepada Desa Ragukiampitan
Bantuan keuangan kepada Desa Somosari
Bantuan keuangan kepada Desa Bandungharjo
Ban tLd r  keua lga l  l epada  Desa  BanyJnar ' s
Bantuan keuangan kepada Desa Blingoh
Bantuan keuangan kepada Desa Clering
Bantuan keuangan kepada Desa Jugo
Bantuan keuanBan kepada Desa Sumberrejo
Bantuan keuangan kepada Desa Tulakan
Bantuan keuangan kepada Desa Ujungwatu
Bantuan ke rangaa lepada Desa Bande'rgar
Bantuan keuangan kepada Desa Kedungcino
Bantuan keuangan kepada Desa Kuwasen
Bantuan keuangan kepada Desa Mulyoharjo
Bantuan keuangan kepada Desa Wonorejo
Bantuan keuangan kepada Desa Bakalan
Baltuan keLan8ar kepada Des, BandJngrejo
Bantuan keuangan kepada Desa Banyuputih
Bantuan keuangan kepada Desa Batukali
Bantuan keuangan kepada Desa Darrarjat i
Bantuan keuangan kepada Desa Kriyan
Bantuan keuangan kepada Desa lvlanyafgading
Bantuan keuangan kepada Desa Margoyoso
Eantuan keuangan kepada Desa Pendosawalan
Bantuan keuangan kepada Desa Purwogondo
Bantuan keuangan kepada Desa Robayan
Bantuan keuangan kepada Desa Sendang
Bantuan keuangan kepada Desa KarimunJawa
Bantuan keuan8an kepada Desa Kemujan
Bantuan keuangan kepada Desa Nyamuk
Bantuan keuangan kepada Desa Parang
Bantuan keuangan kepada Desa Bugel
Bantuan keuangan kepada Desa Bulak Baru

6. 2. 1.02. 001 Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lain 

6.2.2. 
6.2.2. 01. 
6.2. 2. 01. 001 
6. 2. 2 01. 002 
6. 2. 2. 01. 003 
6. 2. 2 01. 004 
6.2. 2 01. 005 
6. 2. 2.01. 006 
6. 2. 2. 01. 007 
6. 2. 2. 01. 008 
6 2. 2. 01. 009 
6 2 2 01. 010 
6.2. 2. 01. 011 
6. 2. 2 01. 012 
6.2. 2. 01. 013 
6. 2. 2. 01. 014 
6.2.2. 01. 015 
6. 2 2 01. 016 
6. 2. 2. 01. 017 
6. 2.2. 01. 018 
6. 2. 2. 01. 019 
6. 2 2. 01. 020 
6.2. 2. 01. 021 
6. 2. 2. 01. 022 
6. 2.2. 01. 023 
6.2. 2.01. 024 
6.2.2.01. 025 
6. 2.2. 01. 026 
6. 2. 2. 01. 027 
6.2.2.01. 028 
6.2.2.01. 029 
6.2.2. 01 030 
6.2.2 01. 031 
6. 2. 2. 01. 032 
6.2. 2. 01. 033 
6. 2. 2. 01. 034 
6. 2. 2. 01. 035 
6. 2.2. 01. 036 
6. 2. 2. 01. 037 
6. 2. 2. 01. 038 
6. 2. 2.01. 039 
6.2.2 01. 040 
6.2. 2. 01. 041 
6. 2.2.01 042 
6. 2. 2. 01. 043 
6. 2. 2. 01. 044 
6.2. 2.01. 045 
6.2. 2. 01. 046 
6.2. 2 01. 047 
6. 2 2 01. 048 
6.2 2 01. 049 
6. 2. 2 01. 050 
6.2. 2. 01. 051 
6. 2. 2. 01. 052 
6.2. 2. 01. 053 
6. 2.2. 01 054 

Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa 
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa 
Bantuan keuangan kepada Desa Bangsri 
Bantuan keuangan kepada Desa Banjar Agung 
Bantuan keuangan kepada Desa Banjaran 
Bantuan keuangan kepada Desa Bondo 
Bantuan keuangan kepada Desa Guyangan 
Bantuan keuangan kepada Desa Jerukwangi 
Bantuan keuangan kepada Desa Kedungleper 
Bantuan keuangan kepada Desa Kepuk 
Bantuan keuangan kepada Desa Papasan 
Bantuan keuangan kepada Desa Srikandang 
Bantuan keuangan kepada Desa Tengguli 
Bantuan keuangan kepada Desa Wedelan 
Bantuan keuangan kepada Desa Bantrung 
Bantuan keuangan kepada Desa Batealit 
Bantuan keuangan kepada Desa Bawu 
Bantuan keuangan kepada Desa Bringin 
Bantuan keuangan kepada Desa Geneng 
Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan 
Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan Kidul 
Bantuan keuangan kepada Desa Ngasem 
Bantuan keuangan kepada Desa Pekalongan 
Bantuan keuangan kepada Desa Raguklampitan 
Bantuan keuangan kepada Desa Somosari 
Bantuan keuangan kepada Desa Bandungharjo 
Bantuan keuangan kepada Desa Banyumanis 
Bantuan keuangan kepada Desa Blingoh 
Bantuan keuangan kepada Desa Clering 
Bantuan keuangan kepada Desa Jugo 
Bantuan keuangan kepada Desa Sumberrejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Tulakan 
Bantuan keuangan kepada Desa Ujungwatu 
Bantuan keuangan kepada Desa Bandengan 
Bantuan keuangan kepada Desa KedungCino 
Bantuan keuangan kepada Desa Kuwasen 
Bantuan keuangan kepada Desa Mulyoharjo 
Bantuan keuangan kepada Desa Wonorejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Baka Ian 
Bantuan keuangan kepada Desa Bandungrejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Banyuputih 
Bantuan keuangan kepada Desa Batukali 
Bantuan keuangan kepada Desa Damarjati 
Bantuan keuangan kepada Desa Kriyan 
Bantuan keuangan kepada Desa Manyargading 
Bantuan keuangan kepada Desa Margoyoso 
Bantuan keuangan kepada Desa Pendosawalan 
Bantuan keuangan kepada Desa Purwogondo 
Bantuan keuangan kepada Desa Robayan 
Bantuan keuangan kepada Desa Sendang 
Bantuan keuangan kepada Desa KarimunJawa 
Bantuan keuangan kepada Desa Kemujan 
Bantuan keuangan kepada Desa Nyamuk 
Bantuan keuangan kepada Desa Parang 
Bantuan keuangan kepada Desa Bugel 
Bantuan keuangan kepada Desa Bulak Baru 



6. 2. 2. 01. 056 Bantuan keuangan kepada Desa londang
6. 2.2. 01. O57 Bantuan keuangan kepada Desa Kalianyar
6. 2. 2. 0L. OSa Bantuan keuangan kepada Desa Karangaji
6. 2. 2. 01. 059 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungmalang
6. 2. 2. 01. 060 Bantuan keuangan kepada Desa Kerso
6. 2. 2.01. 061 Bantuan keuan8an kepada Desa Menganti
6. 2. 2. 01. 062 Bantuan keuangan kepada Desa Panggung
6. 2.2. 01. 063 Bantuan keuangan kepada Desa Rau
6. 2.2. O1. 064 Banluan keuangan kepada Desa Sowan Kidul
6. 2. 2. O1. 065 Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Lor
6. 2. 2. 01. 066 Bantuan keuangan kepada Desa Sukosono
6. 2. 2. 01. 067 Bantuan keuangan kepada Desa Surodadi
6. 2. 2. 01. 068 Bantuan keuangan kepada Desa Tanggult lare
6. 2. 2. 01. 069 Bantuan keuangan kepada Desa Tedunan
6. 2. 2. O1. 01O Bantlan keuangan kepada Desa Wanusobo
6. 2. 2. 01. 071 Bantuan keuangan kepada Desa Bumiharjo
6.2.2. 0L. Ol2 Eantuan keuangan kepada Desa Damarwulan
6. ). ).  Ol. A73 BantJan keuangan kepada Desa GelanB
6. 2. 2. OL A74 Bantuan keuan8an hepadd Desa l le8on8
6.2.2. OL. A75 Bantuan keuangan kepada Desa Kaligarang
6. 2. 2. OL Al6 Bantuan keLangan l.epada Desa Kelet
6 .2 .2 .01 .  A l l  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Ke l i ng
6 .2 .2 .0L  078  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  K lepu
6 .2 .2 .47 .  O79  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Kun i r
6. 2. 2. 01. 080 Bantuan keuangan kepada Desa Tempur
6. Z. 2. 07. O81 Bantuan keuangan kepada Desa Tunahan
6. 2. 2. 07. O82 Bantuan keuangan kepada Desa Watuaji
6. Z.2.01. 083 Bantuan keuangan kepada Desa Balong
6 .2 .2 .07 .  O84  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Bucu
6. 2. 2. 01. 085 Bantuan keuangan kepada Desa Cepogo
6. 2. 2. 41. 086 Bantuan keuangan kepada Desa Dermolo
6. Z.2.41. 087 Bantuan keuangan kepada Desa Dudakawu
6. 2. 2. 01. 088 Bantuan keuangan kepada Desa l inggotan
6 .2 .2 .47 .  O89  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Ka l i a rnan
6. 2. 2. 01. 090 Bantuan keuangan kepada Desa Kancilan
6. 2. 2. 0\. O9I Bantuan keuangan kepada Desa Pendem
6. 2. 2. 07. 092 Bantuan keuangan kepada Desa Sumanding
6. 2. Z. 01. O93 Bantuan keuangan kepada Desa Tubanan
6. 2. 2. 07. O94 Bantuan keuangan kepada Desa Bandung
6 .2 .2 .01 . .  095  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Buaran
6. 2. 2. 01. 096 Bantuan keuangan kepada Desa BungLr
6. 2. 2. 07. O97 Bantuan keuangan kepada Desa Datar
5 .2  2 .01  0q8  Ban lLan  keua lga ' r  kepada  DesaJebo l
b. 2. 7. 0l 099 BantLar keuangal lepada Desa KLaryar
6.2. 2. 01. 10O Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Kidul
6.2. 2. 01. LoI Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Lor
6. 2- 2. 01. lOZ Bantuan keuangan kepada Desa Ngroto
6. 2. 2. 01. 103 Bantuan keuangan kepada Desa Pancur
6. 2. 2. 07. 104 Bantuan keuangan kepada Desa Paren
6.2. 2. 01. \O5 Bantuan keuangan kepada Desa Pelang
6. 2. 2. 07. 7OG Bantuan keuangan kepada Desa Pelemkerep
b .  2 .  7 .  01 .  l 0 /  Ban luan  keuangan  lepada  Desa  Pu le
6. 2. 2. 01. 108 Bantuan keuangan kepada Desa Rajekwesi
6. 2. 2.01. 1O9 Bantuan keuangan kepada Desa Sengonbugel
6. 2. 2. 01. 11O Bantuan keuangan kepada Desa Singorojo
6. 2. 2. O1. 1I1 Bantuan keuangan kepada Desa Tigajuru
6. 2. 2. 01. 172 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu
6. 2. 2. 01". 1"13 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu Timur

6. 2.2. 01. 056 
6. 2.2.01. 057 
6. 2 2 01. 058 
6. 2 2 01. 059 
6. 2 2 01. 060 
6. 2. 2. 01. 061 
6. 2. 2. 01. 062 
6. 2 2.01. 063 
6. 2 2. 01. 064 
6. 2 2.01. 065 
6. 2 2.01. 066 
6. 2 2. 01. 067 
6. 2 2. 01. 068 
6. 2.2.01 069 
6.2. 2. 01. 070 
6.2.2. 01. 071 
6. 2. 2. 01. 072 
6.2. 2. 01. 073 
6.2. 2. 01. 074 
6.2. 2. 01. 075 
6.2. 2. 01. 076 
6. 2. 2. 01. 077 
6. 2.2.01. 078 
6. 2. 2. 01. 079 
6. 2. 2. 01. 080 
6.2.2.01. 081 
6. 2.2.01 082 
6. 2. 2. 01. 083 
6. 2.2. 01. 084 
6. 2.2. 01. 085 
6. 2. 2. 01. 086 
6.2.2 01. 087 
6. 2. 2. 01. 088 
6.2.2. 01. 089 
6.2. 2.01 090 
6.2. 2. 01. 091 
6.2. 2. 01. 092 
6. 2. 2. 01 093 
6. 2.2. 01. 094 
6. 2 2. 01. 095 
6. 2. 2. 01 096 
6. 2 2.01 097 
6. 2 2. 01 098 
6. 2.2 01 099 
6. 2.2 01. 100 
6. 2.2 01 101 
6. 2. 2. 01. 102 
6. 2. 2 01. 103 
6. 2. 2 01 104 
6. 2. 2. 01 105 
6 2 2.01. 106 
6. 2. 2. 01. 107 
6. 2. 2. 01. 108 
6. 2 2. 01. 109 
6. 2 2 01. 110 
6.2.2 01. 111 
6. 2.2 01. 112 
6. 2. 2. 01. 113 

Bantuan keuangan kepada Desa Jondang 
Bantuan keuangan kepada Desa Kalianyar 
Bantuan keuangan kepada Desa Karangaji 
Bantuan keuangan kepada Desa Kedungmalang 
Bantuan keuangan kepada Desa Kerso 
Bantuan keuangan kepada Desa Menganti 
Bantuan keuangan kepada Desa Panggung 
Bantuan keuangan kepada Desa Rau 
Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Kidul 
Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Lor 
Bantuan keuangan kepada Desa Sukosono 
Bantuan keuangan kepada Oesa Surodadi 
Bantuan keuangan kepada Desa Tanggultlare 
Bantuan keuangan kepada Desa Tedunan 
Bantuan keuangan kepada Desa Wanusobo 
Bantuan keuangan kepada Desa Bumiharjo 
Bantuan keuangan kepada Desa Damarwulan 
Bantuan keuangan kepada Desa Gelang 
Bantuan keuangan kepada Desa Jlegong 
Bantuan keuangan kepada Desa Kaligarang 
Bantuan keuangan kepada Desa Kelet 
Bantuan keuangan kepada Desa Keling 
Bantuan keuangan kepada Desa Klepu 
Bantuan keuangan kepada Oesa Kunir 
Bantuan keuangan kepada Desa Tempur 
Bantuan keuangan kepada Oesa Tunahan 
Bantuan keuangan kepada Desa Watuaji 
Bantuan keuangan kepada Desa Ba long 
Bantuan keuangan kepada Desa Bucu 
Bantuan keuangan kepada Oesa Cepogo 
Bantuan keuangan kepada Desa Dermolo 
Bantuan keuangan kepada Desa Dudakawu 
Bantuan keuangan kepada Desa Jinggotan 
Bantuan keuangan kepada Desa Kaliaman 
Bantuan keuangan kepada Desa Kancilan 
Bantuan keuangan kepada Desa Pendem 
Bantuan keuangan kepada Oesa Sumanding 
Bantuan keuangan kepada Desa Tubanan 
Bantuan keuangan kepada Oesa Bandung 
Bantuan keuangan kepada Desa Buaran 
Bantuan keuangan kepada Desa Bungu 
Bantuan keuangan kepada Oesa Oatar 
Bantuan keuangan kepada Oesa Jebol 
Bantuan keuangan kepada Desa Kuanyar 
Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Kidul 
Bantuan keuangan kepada Oesa Mayong Lor 
Bantuan keuangan kepada Desa Ngroto 
Bantuan keuangan kepada Desa Pancur 
Bantuan keuangan kepada Oesa Paren 
Bantuan keuangan kepada Desa Pelang 
Bantuan keuangan kepada Desa Pelemkerep 
Bantuan keuangan kepada Oesa Pule 
Bantuan keuangan kepada Oesa Rajekwesi 
Bantuan keuangan kepada Oesa Sengonbugel 
Bantuan keuangan kepada Desa Singorojo 
Bantuan keuangan kepada Desa Tigajuru 
Bantuan keuangan kepada Desa Jambu 
Bantuan keuangan kepada Desa Jambu Timur 



6.2.2. Oa. I75 Bantuan keuangan kepada Desa Mororejo
6.2. 2. 01. 716 Bantuan keuangan kepada Desa Sekuro
6. 2. 2.01. 111 Bantuan keuangan kepada Desa Sinanggul
6. 2. 2. 07. 71a Bantuan keuangan kepada Desa Srobyong
6.2. 2. 01. 719 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal
6. 2. 2. 01. 120 Bantuan keuangan kepada Desa Bategede
6. 2. 2. 01. 727 Bantuan keuangan kepada Desa BendanPete
6. 2.2. O1. 122 Bantlan keuan8an kepada Desa Blimbingrejo
6. 2. 2. O1. 123 Bantuan keuangan kepada Desa Daren
6. 2. 2. 01. 124 Bantuan keuangan kepada Desa Dorang
6. 2. 2. 01. 125 Eantuan keuangan kepada Desa Gemiring Kidul
6. 2. 2. 01. 126 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Lor
6. 2. 2. 01. 727 Bantuan keuangan kepada Desa lat isari
6. 2. 2. 41. 128 Bantuan keuangan kepada Desa Karangnongko
6.2.2. A7. 729 Bantuan keuangan kepada Desa Muryoiobo
6 .2 .2 .  A1 .  BA  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Na lumsar i
6. 2. 2. 07. 737 Bantuan keuangan kepada Desa Ngetuk
6. 2. 2. 07. 732 Bantuan keuangan kepada Desa Pringtu is
6. 2. 2. 01. 133 Bantuan keuangan kepada Desa Trit is
6. 2. 2. 07. 734 Bantuan keuangan kepada Desa Tunggulpandean
6.2. 2. 01. 135 Bantuan keuangan kepada Desa Bu ungan
6. 2. 2. 01. 736 Bantuan keuangan kepada Desa Kawak
6.2. 2. 07. 737 Bantuan keuangan kepada Desa Lebak
6. 2. 2. 01. 138 Bantuan keuangan kepada Desa Mambak
6. 2. 2. 01. 739 Bantuan keuangan k-Apada Desa Plajan
6. 2. 2. 01. 140 Bantuan keuangan kepada Desa Slagi
6. 2. 2. OL 141 Bantuan keuangan kepada Desa SuwawalTimur
6. 2. 2. 01. 142 Bantuan keuangan kepada Desa Tanjung
6. 2. 2. O1. 143 Bantuan keuangan kepada Desa Gernulung
6. 2. 2. 01. 144 Bantuan keuangan kepada Desa Gerdu
6. 2. 2. 01. 145 Bantuan keuangan kepada Desa Kaliombo
6.2.2. 01. 146 Eantuan keuangan kepada Desa Karangrandu
6.2.2. 07. 147 Bantuan keuangan kepada Desa Krasak
6. 2. 2. 01. 148 Bantuan keuangan kepada Desa Lebuawu
6 .2 .2 .07 .  749  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Nge l i ng
6. 2. 2. 01. lSO Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Kulon
6. 2. 2. 47. 751 Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Wetan
6. 2. 2. 01. 152 Bantuan keuangan kepada Desa Pulodarat
6 .  7 .  7 .  01 .  153  Ban tuan  \euangar  kepada  Desa  Ren8g  rg
6. 2. 2. 47. $4 Bantuan keuangan kepada Desa Troso
6. 2. 2. 01. 155 Bantuan keuangan kepada Desa Demangan
6.2.2. A1". 156 Bantuan keuangan kepada Desa Kecapi
6 .2 .2 .41 .  157  BarLuan  \eLangar  kepada  Desa  ( rapya \

6. 2. 2. 01. I58 Ba'rtuan keuangar kepada Desa Langor
6 .2 .2 .  A1 .  [ 9  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Mangunan
6 .2 .2 .41 .  764  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Man t ingan
6 .2 .2 .  A7 .  761  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Ngabu l
6. 2. 2. 41. 162 Bantuan keuangan kepada Desa Petekeyan
6. 2. 2. 0L. 163 Bantuan keuangan kepada Desa Platar
6. 2. 2. 01. 164 Bantuan keuangan kepada Desa Semat
6. 2. 2. 01. 165 Bantuan keuangan kepada Desa Senenan
6. 2. 2. 07. 766 Bantuan keuangan kepada Desa Sukodono
t , .  2 .7 .  O1 .  16 /  Ban luankeuarga ' r  kepada  DesaTahunar
6.2. 2. 01. 76a Bantuan keuangan kepada Desa Tegalsambi
6. 2. 2. 01. 169 Bantuan keuangan kepada Desa TelukAwur
6.2.2.01. 770 Bantuan keuangan kepada Desa Brantaksekarjati
6. 2. 2. 01. LTL Bantuan keuangan kepada Desa Bugo
6. 2. 2. 01. 772 Bantuan keuangan kepada Desa Gedangan

6.2.2.01. 115 
6.2.2. 01. 116 
6.2. 2. 01. 117 
6.2.2.01. 118 
6.2.2.01. 119 
6. 2. 2. 01. 120 
6.2.2. 01. 121 
6.2.2.01. 122 
6.2 2 01. 123 
6.2.2 01. 124 
6. 2. 2. 01. 125 
6. 2. 2. 01. 126 
6. 2. 2. 01. 127 
6. 2. 2. 01. 128 
6. 2. 2. 01. 129 
6. 2. 2. 01. 130 
6.2.2 01. 131 
6. 2. 2. 01. 132 
6.2. 2. 01. 133 
6. 2. 2. 01. 134 
6. 2. 2. 01. 135 
6. 2.2. 01. 136 
6. 2. 2. 01. 137 
6. 2. 2.01 138 
6. 2. 2. 01. 139 
6. 2. 2. 01. 140 
6. 2.2.01 141 
6. 2. 2. 01. 142 
6. 2. 2. 01. 143 
6. 2. 2. 01. 144 
6. 2. 2.01 145 
6. 2. 2. 01. 146 
6.2.2.01. 147 
6. 2. 2. 01. 148 
6.2.2 01. 149 
6. 2. 2. 01. 150 
6. 2. 2 01. 151 
6. 2. 2. 01. 152 
6. 2. 2. 01. 153 
6. 2.2.01. 154 
6. 2. 2. 01. 155 
6. 2. 2. 01. 156 
6.2.2. 01. 157 
6. 2. 2. 01. 158 
6.2. 2. 01. 159 
6. 2.2.01. 160 
6. 2. 2. 01. 161 
6. 2. 2. 01. 162 
6.2.2 01. 163 
6. 2. 2. 01. 164 
6.2 2. 01. 165 
6. 2. 2. 01. 166 
6.2. 2. 01. 167 
6.2.2 01. 168 
6.2.2 01. 169 
6. 2. 2. 01. 170 
6. 2.2. 01. 171 
6. 2.2 01. 172 

Bantuan keuangan kepada Desa Mororejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Sekuro 
Bantuan keuangan kepada Desa Sinanggul 
Bantuan keuangan kepada Desa Srobyong 
Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal 
Bantuan keuangan kepada Desa Bategede 
Bantuan keuangan kepada Desa BendanPete 
Bantuan keuangan kepada Desa Blimbingrejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Daren 
Bantuan keuangan kepada Desa Dorang 
Bantuan keuangan kepada Desa Gem iring Kidul 
Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Lor 
Bantuan keuangan kepada Desa Jatisari 
Bantuan keuangan kepada Desa Karangnongko 
Bantuan keuangan kepada Desa Muryolobo 
Bantuan keuangan kepada Desa Nalumsari 
Bantuan keuangan kepada Desa Ngetuk 
Bantuan keuangan kepada Desa Pringtulis 
Bantuan keuangan kepada Desa Tritis 
Bantuan keuangan kepada Desa Tunggulpandean 
Bantuan keuangan kepada Desa Bulungan 
Bantuan keuangan kepada Desa Kawak 
Bantuan keuangan kepada Desa Lebak 
Bantuan keuangan kepada Desa Mambak 
Bantuan keuangan kepada Desa Plajan 
Bantuan keuangan kepada Desa Slagi 
Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal Timur 
Bantuan keuangan kepada Desa Tanjung 
Bantuan keuangan kepada Desa Gemulung 
Bantuan keuangan kepada Desa Gerdu 
Bantuan keuangan kepada Desa Kaliombo 
Bantuan keuangan kepada Desa Karangrandu 
Bantuan keuangan kepada Desa Krasak 
Bantuan keuangan kepada Desa Lebuawu 
Bantuan keuangan kepada Desa Ngeling 
Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Kulon 
Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Wetan 
Bantuan keuangan kepada Desa Pulodarat 
Bantuan keuangan kepada Desa Rengging 
Bantuan keuangan kepada Desa Troso 
Bantuan keuangan kepada Desa Demangan 
Bantuan keuangan kepada Desa Kecapi 
Bantuan keuangan kepada Desa Krapyak 
Bantuan keuangan kepada Desa Langon 
Bantuan keuangan kepada Desa Mangunan 
Bantuan keuangan kepada Desa Mantingan 
Bantuan keuangan kepada Desa Ngabul 
Bantuan keuangan kepada Desa Petekeyan 
Bantuan keuangan kepada Desa Platar 
Bantuan keuangan kepada Desa Semat 
Bantuan keuangan kepada Desa Senenan 
Bantuan keuangan kepada Desa Sukodono 
Bantuan keuangan kepada Desa Tahunan 
Bantuan keuangan kepada Desa Tegalsambi 
Bantuan keuangan kepada Desa TelukAwur 
Bantuan keuangan kepada Desa Brantaksekarjati 
Bantuan keuangan kepada Desa Bugo 
Bantuan keuangan kepada Desa Gedangan 
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6. 2. 2. 01. 114 Bantuan keuangan kepada Desa Guwosobokerto
6. 2.2. 07. 775 Bantuan keuan8an kepada Desa Kalipucangkulon
6. 2. 2.01. 176 Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangwetan
6. 2. 2. Ot. I71 Bantuan keuangan kepada Desa Karanganyar
6.2.2. 07. 178 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungsarimulyo
6.2.2. O1. 179 Bantuan keuangan kepada Desa Kendengsidial i t
6 .2 .2 .47 .  n0  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Ke t i l engs ingo le lo
6. 2. 2. 41. 181 Bantuan keuangan kepada Desa Sidigede
6. 2. Z. 41. BZ Bantuan keuangan kepada Desa Teluk Wetan
6. 2. 2. 07. 7A3 Bantuan keuangan kepada Desa Lj jungpandan
6. 2. 2.01. 184 Bantuan keuangan kepada Desa Welahan

6.2.3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6. 2. 3. 01. Bantuan Keuangan kepada Partai Poli t ik
6 .2 .3 .01 . . . . . .  Ban tuan  Keuangan  kepada  Par ta i  Po l i t i k . . . .  (R inc iansesua i j um lahPar ta idan

Kurs id i  DPRD )

7. PEMBIAYAAN

7.7. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7 . 7 . 1 .  P e n g g u n a e n  S i L P A
7, 1. 1.01. Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya
7. 1. 1.  01. 001 Penggunaan SILPATahun Sebelumnya

7 , 7 , 2 ,  P e n c a i r a n  D a n a  C a d a n 8 a n
7 , 1 . 2 .  O L  P e n c a i r a n  D a n a  C a d a n g a n

7. L 2.01. AOI Pencairan Dana Cadangan

7 .  t . 3 .
7. 1. 3, 01.
7 .  1 .  3 .  01 .  001
7 .  t .  3 ,02 .

7. 1. 3. 02_ 001

7 .  L .4 .
7 .  t .  4 .0 t .
1. 1. 4. 41. OO7
7. t- 4. 02.
7. L 4. 42. OO\
7 .  L .  4 ,03 .
7. 1. 4. 03. 001
7. 1. 4. 04.
7. 7. 4. 04. O07
7 .7 .  4 .  05 .
7. 1. 4. 05. 001

7 .  r . 5 .
7 ,  1 .5 .01 .
7. 1. 5. 01. 001
7 .7 .5 .  02 .
7. 1. 5. 02. 001
7 .7 .  5 .  03 .
7. 1. 5. 03. 001

Hasil  Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil  penjualan perusahaan mil ik daerah/BUMD
Hasil penjualan perusahaan mil lk daerah/BUMD
Hasil penjualan aset mil ik peme ntah daerah yang dikeiasamakan dengan
pihak Ketiga
Hasll  penjua an aset miik pemerintah daerah yang dlkerjasamakan dengan pihak ketiga

Pinjaman Dalam Negeri
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
Penerimaan Pinlaman Daerah dari Pemerintah
Penerimaan Pinjaman Daerah daripemerintah daerah lain
Pener maan Plnlaman Daerah dari Pernerlntah daerah lain
Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
Pener maan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah dad lembaga keuangan bukan bank
Penerlmaan Pinjaman Daerah dari Lembaga ke!angan bukan bank
Penerimaan hasil  penerbitan Obligasi Daerah
Penerimaan hasi penerb lan Oblgasi Daerah

Penerimaan Kembali PiutanB
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembeli Piutang kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah [ainnya
Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

7. 7. 6,  Penerimaan Kembal i  Investasi  Dana Bergul i r

7.  7.  6.  07. Penerimaan Kembal i  Investasi  Dana Bergul i r

7.  1.  6.  01. 001 Penerimaan (embal i lnvestasiDana Bersu ir

6. 2.2. 01. 174 
6.2.2 01. 175 
6. 2 2. 01. 176 
6. 2 2. 01 177 
6. 2. 2. 01. 178 
6. 2. 2 01. 179 
6. 2. 2. 01. 180 
6. 2. 2. 01. 181 
6.2.2. 01 182 
6. 2 2. 01 183 
6.2.2. 01. 184 

6. 2. 3. 
6. 2. 3. 01. 
6.2.3 01. 

7. 
7. 1. 
7. 1. 1. 
7. 1. 1. 01. 

Bantuan keuangan kepada Desa Guwosobokerto 
Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangkulon 
Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangwetan 
Bantuan keuangan kepada Desa Karanganyar 
Bantuan keuangan kepada Desa Kedungsarimulyo 
Bantuan keuangan kepada Desa Kendengsidialit 
Bantuan keuangan kepada Desa Ketilengsingolelo 
Bantuan keuangan kepada Desa Sidigede 
Bantuan keuangan kepada Desa Teluk Wetan 
Bantuan keuangan kepada Desa Ujungpandan 
Bantuan keuangan kepada Desa Welahan 

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.. ( Rincian sesuai jumlah Partai dan 
Kursi di DPRD) 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
Penggunaan SiLPA 
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya 

7. 1. 1. 01. 001 Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya 

7. 1.2. Pencairan Dana Cadangan 
7. 1. 2. 01. Pencairan Dana Cadangan 
7. 1. 2.01. 001 Pencairan Dana Cadangan 

7.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
7.1. 3. 01. Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 
7.1. 3. 01. 001 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 

Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan 
pihak Ketiga 

7.1.3.02 001 Hasl penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

7. 1. 4. Pinjaman Dalam Negeri 
7. 1. 4. 01. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 
7. 1.4.01. 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 
7. 1. 4. 02. Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain 
7 1.4.02. 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain 
7. 1. 4. 03. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 
7.1.4.03. 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank 

7. 1. 3. 02. 

7. 1. 4. 04. 
7.1. 4. 04. 001 
7. 1. 4. 05. 
7. 1. 4. 05. 001 

7. 1. 5. 
7. 1.5. 01. 
7. 1. S. 01. 001 
7. 1. 5. 02. 
7. 1. 5. 02. 001 
7. 1. 5. 03. 

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembag keuangan bukan bank 
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan bukan bank 
Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah 
Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah 

Penerimaan Kembati Piutang 
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara 
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara 
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah 
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah 
Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

7. 1. 5 03. 001 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

7. 1. 6. 
7. 1. 6. 01. 

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir f @risks~] '_ PENGUSUL r • 

KEP~Li ·Gm][ 
Hutu [i role'f 7. 1. 6. 01. 001 Penerimaan Kembali lnvestasi Dana Bergulir 



7.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7. 2. L Pembentukan Dana Cadangan
7.2,7, 01. Pembentukan Dana Cadangan
7 .2 .  1 .01 .  AO l  Pemben tukan  Dana  Cadanqan

7,2,2. Penvertaan Modal/ lnvestasi Pemerintah Daerah
7. 2. 2. 07. Penyertaan Model pada BIJMN
7. 2. 2. OL O0l Penvertaan Modal pada BUMN
7. 2. 2, 02, Penyertaan Modal pada BUMD
7. 2.2. 02. oa7 Penyertaan Modalpada BIJMD
7,2,2. 03. Penvertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1. 2. 2. 03. 0O1 Penvertaan Modal pada Perusahaan Swasta

7.2. 3, Pembavaran pokok Pinjaman Dalam Negeri
7. 2. 3. OL. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

7. Z. 3. AT AOl Pembayaran Pokok Pinjarnan Daerah kepada Pemerintah Pusat

7.2. Z. 02, Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
j .  2. 3. 02. OOI Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Pemefintah daerah lain

7, Z,3. 03. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank

7. 2. 3. 03. OO1 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah darl Lembaga Keuangan Bank

7, 2, 3. 04. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
j.2.3.04. OO1" Pembayaran Pokok Plnlaman Daerah darl Lembaga keuangan bukan bank
"1.2.3. OS. Petunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah

7. 2. 3. 05. 001 Pelunasan/pembelan kemball Oblgas Daerah

7.2, 4, Pemberian Pinjaman Daerah
7.2.4. 07. Pemberian Pinjaman Daerah kepeda Perusahaan Negara

7.2.4. O1. 001, Pemberian Piniaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7.2. 4, 02. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daereh
1.2.4. A2. O01 Pernberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7. 2,4.03. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
L 2. 4. A3. AOI Pemberian Piniarnan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

7 .
1 .  1 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 . .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1. 1. 01.
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
1 .  1 .01 .
7. 7. 02,

PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Hotel  -  LO

001 Pendapatan Pajak Hotel  BintanB Lima Berl ian -  LO

002 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Lima Lo

003 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Empat -  LO

004 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Tiga - LO

005 Pendapatan Pajak Hotel  Bintang Dua LO

006 Pendapatan Pajak Hote Bintang Satu -  LO

007 Pendapatan Pajak HoieL Melat iTiga LO

008 Pendapatan Pajak Hotel  Melat i  Dua - LO

009 Pendapatan Pajak Hotel  Me at iSatu -  LO

010 Pendapatan Pajak Motel  LO

011 Pendapatan Pajak Cottage - LO

012 Pendapatan Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel /  Rumah Kos - Lo

013 Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata -  LO

014 Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata LO

015 Pendapatan PajakGubug Pariwisata Lo

1. 1. 02. 001
1. 1. 02. OA2
1. 1. 02. 003
1. 1. 02. OO4

Pendapatan Pajak Restoran - LO

Pendapatan Pajak Restoran - LO

Pendapatan Pajak Rumah lMakan - LO

Pendapatan Pajak cafe -  LO

Pendaoatan Paiak Kant in LO

7. 2. 
7.2.1. 
7.2.1. 01. 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Cadangan 
Pembentukan Dana Cadangan 

7.2.1 01. 001 Pembentukan Dana Cadangan 

7. 2. 2. 
7. 2. 2. 01. 
7.2.2. 01. 001 
7.2. 2. 02. 
7. 2. 2. 02. 001 

Penyertaan Modal/ lnvestasi Pemerintah Daerah 
Penyertaan Modal pada BUMN 
Penyertaan Modal pada BUMN 
Penyertaan Modal pada BUMD 
Penyertaan Modal pada BUMD 

7. 2.2. 03. Penyertaan Modal pad a Perusahaan Swasta 
7.2.2 03. 001 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 

7.2.3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 
7.2.3. 01. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 
7.2. 3.01. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 
7.2. 3. 02. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain 
7.2. 3.02. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain 
7.2. 3. 03. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 
7.2.3.03. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank 
7. 2. 3. 04. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank 
7.2. 3.04. 001 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan bukan bank 
7. 2. 3. 05. Pelunasan/pembelian kembali Obligasi Dae rah 
7.2.3.05. 001 Pelunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah 

7.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 
7. 2.4. 01. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara 
7.2 4. 01. 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara 
7. 2.4,02. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah 
7. 2. 4. 02. 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah 
7.2.4. 03. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
7. 2. 4.03. 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

PENDAPATAN - LO 
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 
Pendapatan Pajak Daerah -LO 
Pendapatan Pajak Hotel -LO 
Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima Berlian -LO 
Pendapatan Pajak Hotel Bintang Lima - LO 
Pendapatan Pajak Hotel Bintang Em pat -LO 
Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga -LO 
Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua -LO 
Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu - LO 
Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga - LO 
Pendapatan Pajak Hotel Melati Dua - LO 
Pendapatan Pajak Hotel Melati Satu -LO 
Pendapatan Pajak Motel - LO 
Pendapatan Pajak Cottage -LO 
Pendapatan Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos -LO 

8. 1. 1. 01. 013 Pendapatan Pajak Wisma Pariwisata - LO 
8. 1. 1. 01. 014 Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata -LO 
8.1 1. 01. 015 Pendapatan Pajak Gubug Pariwisata -LO 
8. 1. 1.02. Pendapatan Pajak Restoran -LO 
8. 1.1.02. 001 Pendapatan Pajak Restoran -LO 
8.1.1 02. 002 Pendapatan Pajak Ru mah Makan -LO 
8. 1.1.02. 003 Pendapatan Pajak Cafe -LO 
8.1 1 02 004 Pendaoatan Paiak Kantin -LO 

8. 1. 1. 01. 007 
8. 1. 1.01. 008 
8.1 1. 01. 009 
8. 1. 1.01. 010 
8. 1. 1. 01. 011 
8.1. 1. 01. 012 

8. 
8. 1. 
8. 1. 1. 
8.1. 1. 01. 
8 1. 1. 01. 001 
8. 1. 1. 01. 002 
8.1. 1. 01. 003 
8.1. 1 01. 004 
8.1. 1 01. 005 
8.1 1. 01. 006 



8. 1. 1.02. 006 Pendapatan PajakWarung LO
a. 1. 1. 42. OO7 Pendapatan Pajak Bar - LO
8. 1. 1. 02. 008 Pendapatan Pajaklasa Boga - LO
8. 1, 1, 03. Pendapatan Pajak Hiburan - LO
8. 1. 1. 03. 001 Pendapatan PajakTontonan Film - LO
8. 1. 1. 03. 002 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, lvlusik, Tari,  dan/aiau Busana LO
8. 1. 1. 03. 003 Pendapatan Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya - LO
8. 1. 1. 03. 004 Pendapatan Pajak Pameran LO
8. 1. 1. 03. 005 Pendapaian Pajak Diskotik, Karaoke, Klap Malam dan sejenisnya LO
8. 1. 1. 03. 006 Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Sulap - LO
8. 1. 1. 03. 007 Pendapatan Pajak Perrnainan Bilyar, Golfdan Bowling- LO
8. 1. 1. 03. 008 Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Eermotordan Permainan Ketangkasan Lo
8. 1. 1. 03. 009 Pendapatan Pajak Panti Pi jat, Refleksi, Mandi Uap/spa dan Pusat Kebugaran

(Fitness cente4 - LO
8. 1. 1. 03. 010 Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga - LO
8. 1. 1. 04. Pendapatan Pajak Reklame - LO
8. 1. 1. 04. 001 Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Bil lboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya - LO
8. 1. 1. 04. 002 Pendapatan Pajak Reklame Kain - LO
8. 1. 1. 04. 003 Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker - LO
8. 1. 1. 04. 004 Pendapatan Pajak Rek ame Selebaran - LO
8. 1. 1. 04. 005 Pendapatan Pajak Rek ame Berjalan termasuk pada kendaraan - LO
8. 1. 1. 04. 006 Pendapatan Pajak Rek ame Udara - LO
8. 1. 1. 04. 007 Pendapatan Pajak Rek ame Apung - LO
8. 1. 1. 04. 008 Pendapatan Pajak Reklame Suara LO
8. 1. 1. 04. 009 Pendapatan Pajak Reklame Film/ Slide - LO
8. 1. 1.04. 010 Pendapatan Pajak Reklame Peragaan - LO
8. 1. 1. 05. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO
8. 1. 1. 05. 001 Pendapatan Pajak Penerangan lalan dari PLN lepara - LO
8. 1. 1. 05. 002 Pendapatan Pajak Penerangan lalan dari PLN Bangsri- LO
8. 1. 1. 05. 003 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus - LO
8. 1. 1. 05- 004 Pendapatan Pajak Penerangan la an dari PLN lr iwana LO
8. 1. 1. 06. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8. 1. 1. 06. 001 Pendapatan Pajak Asbes - LO
8. 1. 1. 06. 002 Pendapatan Pajak Batu Tulis Lo
8. 1. 1. 05. 003 Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata - LO
8. 1. 1.06. 004 Pendapatan Pajak Batu Kapur - LO
8. 1. 1. 06. 005 Pendapatan Pajak Batu Apung - LO
8. 1. 1. 06. 006 Pendapatan Pajak Batu Permata - LO
8. 1. 1. 06. 007 Pendapatan Pajak Bentonit Lo
8. 1. 1. 06. 008 Pendapatan Pajak Dolomit - LO
8. 1. 1. 06. 009 Pendapatan Pajak Feldspar- LO
8. 1. 1. 06. 010 Pendapatan Pajak Garam Batu (hali te)- Lo
8. 1. 1. 06. 011 Pendapatan Pajak Grafit  - LO
8. 1. 1. 06. 012 Pendapatan Pajak Granit/Andesit - LO
8. 1. 1. 06. 013 Pendapatan Pajak Gips LO
8 .  1 .  1 .06 .  014  Pendapa tan  Pa jakKa ls i t -LO
8. 1. 1- 06. 015 Pendapatan PajakKaolin-LO
8. 1. 1- 06. 016 Pendapatan Pajak Leusit - LO
8. 1. 1. 06. 017 Pendapatan Pajak Magnesit Lo
8. 1. 1. 06. 018 Pendapatan Pajak Mika - LO
8. 1. 1. 06. 019 Pendapatan Pajak Marmer - LO
8- 1. 1. 05. 020 Pendapatan Pajak Nitrat- LO
8. 1. 1. 06. 021 Pendapatan Pajak Opsidien - LO
8. 1. 1. A6. 022 Pendapatan Pajak Oker LO
8. 1. 1. 06. 023 Pendapatan Pajak Pasir dan Keriki l  -  LO
a. 1. 1. A6. 024 Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa LO

liilllil :::::::;;:::i:l;;::';i:," FKFe{ffi"ffi1

8.1. 1.03. 003 
8. 1. 1. 03. 004 
8. 1. 1.03. 005 
8. 1. 1. 03. 006 
8.1. 1. 03. 007 
8.1. 1. 03. 008 

8. 1. 1. 02. 006 Pendapatan Pajak Warung -LO 
8. 1. 1. 02. 007 Pendapatan Pajak Bar- LO 
8. 1. 1. 02. 008 Pendapatan Pajak Jasa Boga - LO 
8.1.1.03. Pendapatan Pajak Hiburan -LO 
8.1. 1.03. 001 Pendapatan Pajak Tontonan Film - LO 
8. 1. 1. 03. 002 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana - LO 

Pendapatan Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya - LO 
Pendapatan Pajak Pameran -LO 
Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klap Malam dan sejenisnya - LO 
Pendapatan Pajak Sirkus, Akrobat dan Su lap -LO 
Pendapatan Pajak Permainan Bilyar, Golf dan Bowling -LO 
Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan -LO 

8. 1. 1. 03. 009 Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran 
(Fitness center) -LO 

8.1 1. 03. 010 Pendapatan Pajak Pertandingan Olah raga-LO 
8. 1. 1. 04. Pendapatan Pajak Reklame -LO 

[7%En di tau soil 

8.1 1. 06. 019 
8.1. 1. 06. 020 
8. 1. 1. 06. 021 
8.1. 1. 06. 022 
8. 1. 1 06. 023 

8. 1. 1. 06. 013 
8. 1. 1. 06. 014 
8. 1. 1. 06. 015 
8. 1.1. 06. 016 
8. 1. 1. 06. 017 
8. 1. 1. 06. 018 

8. 1. 1. 04. 001 Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya -LO 
8. 1. 1. 04. 002 Pendapatan Pajak Reklame Kain - LO 
8. 1. 1. 04. 003 Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker -LO 
8.1 1. 04. 004 Pendapatan Pajak Reklame Selebaran -LO 
8. 1. 1. 04. 005 Pendapatan Pajak Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan -LO 
8. 1. 1. 04. 006 Pendapatan Pajak Reklame Udara -LO 
8. 1.1 04. 007 Pendapatan Pajak Reklame Apung - LO 
8. 1. 1 04. 008 Pendapatan Pajak Reklame Suara -LO 
8. 1 1. 04. 009 Pendapatan Pajak Reklame Film/ Slide -LO 
8. 1. 104. 010 Pendapatan Pajak Reklame Peragaan -LO 
8.1. 1. 05. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan -LO 
8. 1. 1.05. 001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara -LO 
8. 1. 1. 05. 002 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri -LO 
8. 1. 1. 05. 003 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus- LO 
8. 1.1.05. 004 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Juwana -LO 
8. 1. 1. 06. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -LO 
8. 1. 1. 06. 001 Pendapatan Pajak Asbes -LO 
8. 1. 1. 06. 002 Pendapatan Pajak Batu Tulis -LO 
8. 1. 1. 06. 003 Pendapatan Pajak Batu Setengah Permata -LO 
8. 1. 1. 06. 004 Pendapatan Pajak Batu Kapur -LO 
8. 1. 1. 06. 005 Pendapatan Pajak Batu Apung -LO 
8. 1. 1. 06. 006 Pendapatan Pajak Batu Permata - LO 
8. 1. 1. 06. 007 Pendapatan Pajak Bentonit -LO 
8. 1. 1. 06. 008 Pendapatan Pajak Dolomit -LO 
8.1. 1. 06. 009 Pendapatan Pajak Feldspar -LO 
8. 1. 1. 06. 010 Pendapatan Pajak Garam Batu (halite) -LO 
8. 1. 1. 06. 011 Pendapatan Pajak Grafit -LO 
8. 1. 1.06. 012 Pendapatan Pajak Granit/Andesit - LO 

Pendapatan Pajak Gips -LO 
Pendapatan Pajak Kalsit - LO 
Pendapatan Pajak Kaolin -LO 
Pendapatan Pajak Leusit -LO 
Pendapatan Pajak Magnesit -LO 
Pendapatan Pajak Mika - LO 
Pendapatan Pajak Marmer - LO 
Pendapatan Pajak Nitrat -LO 
Pendapatan Pajak Opsidien -LO 
Pendapatan Pajak Oker -LO 
Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil -LO 

8. 1. 1. 06. 024 Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa -LO 
8. 1. 1. 06. 025 Pendapatan Pajak Perlit -LO 
g 1 1 06 06 Pondanatan Panak Phosoat - LO 



8. 1. 1.  06. 028 Pendapatan Pajak Tanah Serap (ful lers earth) LO

8 .  1 .  1 . 0 6 .  0 2 9  P e n d a p a t a n  P a j a k T a n a h  D i a t o m e - L O

8. 1. 1.06. 030 Pendapatan Pajak Tanah Liat -  LO

8. 1. 1.  06. 031 Pendapatan Pajak Tawas (alum) L0

8. 1. 1.06. 032 Pendapatan PajakTras LO

8. 1. 1.06. 033 Pendapatan Pajak Yarosi f  LO

8. 1. 1.  06. 034 Pendapatan Pajak Zeol i t  -  LO

8 .  1 .  1 .  0 6 .  0 3 5  P e n d a p a t a n  P a j a k  B a s a l ' L O

8 .  1 .  1 . 0 6 .  0 3 6  P e n d a p a t a n  P a j a k T r a k k i t  L O

8. 1. 1.  07. Pendapatan Pajak Parkir  -  LO

8. 1. 1.  07. 001 Pendapatan Palak Penyelenggaraan Tempat Parkir  Di Luar Badan laLan dan Penit ipan

Kendaraan Berrnotor Lo
Pendapatan Pajak Air - LO
Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah - LO
Pendapatan Pajak Sa.an8 Burung walet - LO
Pendapatan Palak Pen8ambilan dan/atau Pengusahaan sarang Burung Walet Lo
Pendapatan Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
Pendapatan Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LO
Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Baru Atas Tanah dan Bangunan - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Pendapatan RetribusiJasa lJmum - LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Lo
Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipi l  LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi.Jalan Umum - LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LO
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO
Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
Pendapatan RetribusiPenggantian Biaya Cetak Peta Lo
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah cair - Lo
Pendapatan Retribusi Pengendalian N4enaraTelekomunikasi- LO
Penoapardn qeLnoLsr Del:ya1a1 -era/Te.a Uldng - LO
Pendapatan RetribusiJasa Usaha - LO
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan LO
Pendapatan RetribusiTernpat Pelelangan - LO
Pendapatan RetribusiTerminal Lo
Pendapatan RetribusiTempat Khusus Parkir LO
Pendapatan Retribusi Tempai Penginapan/ Pesanggrahan/ vi l la '  LO
Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Lo
Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan LO
Pendapatan RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga LO
Pendapatan Retribusi Penyeberangan diair LO
Pendapatan Retribusi PengeloLaan Limbah Cair LO
Pendapatan Retribusi Penjuaian Produksi Usaha Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LO
Pendapatan Retribusi l j in Mendlrikan Bangunan - LO
Pendapatan Retribusi l j in Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
Pendapatan Retribusi l j in Gangguan Lo
Pendapatan Retribusi l j in Trayek - LO
Dan. l : ^ r r rn  Rat r ih " . i  l i i n  l r< :h :  p . r i k :n :n  -  O

1 .  1 .08 .
1. 1. 08. 001
1 .  1 .09 .
1. 1. 09. 001
1. 1. 10.
1. 1. 10. 001
1 .  1 .  11 .
1. 1. 11. 001
1. 1. 11. 002

8 ,  ! . 2 .
8. 1. 2. 01.
8. 1. 2. 01. 001
a. 7. 2. 07. O02
8. 1. 2. 01. 003
8. 1. 2. 01. 004
8. 1. 2. 01. 005
8. 1. 2. 01. 006
8. 1. 2. 01. 007
8. 1. 2. 01. 008
8. 1. 2. 01. 009
8. 1. 2. 01. 010
8. 1. 2. 01. 011
8. 1. 2. 01. 012
8. 1. 2. 01. 013
8. 1. 2. 01. 014
a. 7. 2. 02.
8. 1. 2. 02. 001
8. 7. 2. 02. O02
8. 1. 2. 02. 003
a. 1. 2. 02. OO4
8. 1. 2. 02. 005
8. 1. 2. 02. 006
8. 1. 2. 02. AO7
8. 1. 2. 02. 008
8 .  1 .2 .  02 .  009
8. 1. 2. 02. 010
8. 1. 2. 02. 011
a. 1. 2. 02. O12
8. 1. 2. 02. O13
8. 1. 2. 03.
8. 1. 2. 03. 001
8. 1. 2. 03. 002
8. 1. 2. 03. 003
8. 1. 2. 03. 004

8.1.1 06. 028 Pendapatan Pajak Tanah Serap (fullers earth) -LO 
8. 1. 1. 06. 029 Pendapatan Pajak Tanah Diatome -LO 
8. 1. 1. 06. 030 Pendapatan Pajak Tanah Liat -LO 
8. 1. 1. 06. 031 Pendapatan Pajak Tawas (alum) -LO 
8. 1.1. 06. 032 Pendapatan Pajak Tras -LO 
8. 1. 1. 06. 033 Pendapatan Pajak Yarosif -LO 
8 1.1 06. 034 Pendapatan Pajak Zeolit -LO 
8. 1. 1. 06. 035 Pendapatan Pajak Basal -LO 
8. 1.1. 06. 036 Pendapatan Pajak Trakkit -LO 
8.1.1.07. Pendapatan Pajak Parkir-LO 
8.1.1.07. 001 Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan 

Kendaraan Bermotor -LO 
8. 1. 1. 08. Pendapatan Pajak Air -LO 
8. 1. 1. 08. 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah -LO 
8. 1. 1. 09. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LO 
8. 1. 1. 09. 001 Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet -LO 
8.1.1. 10. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 
8.1. 1. 10. 001 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan -LO 
8.1.1. 11. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -LO 
8.1. 1. 11. 001 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO 
8. 1. 1. 11. 002 Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Baru Atas Tanah dan Bangunan - LO 

8. 1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO 

�!::?ALA Sl'.PD KEPALA 
BAGIAt�? 

r Pendapatan Retribusi ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 
Pendapatan Retribusi ljin Gangguan -LO 

8.1. 2. 03. 004 Pendapatan Retribusi ljin Trayek -LO 
g 1) 02 00 Dondanatan otrihei liin lleaha Dorikanan .[ 

8. 1. 2. 03. 
8. 1. 2. 03. 001 
8. 1.2. 03. 002 
8. 1. 2. 03. 003 

8. 1. 2. 02. 010 
8. 1.2.02. 011 
8. 1. 2. 02. 012 
8. 1 2. 02. 013 

8. 1. 2. 01. 011 
8. 1.2.01. 012 
8. 1.2 01. 013 
8. 1.2.01. 014 
8. 1.2. 02. 

8. 1. 2. 01. 002 
8 1. 2. 01. 003 
8 1. 2. 01. 004 
8. 1. 2 01. 005 
8. 1. 2. 01. 006 
8.1 2 01. 007 
8. 1. 2 01. 008 
8. 1. 2 01. 009 
8. 1 2.01. 010 

8.1.2.01. Pendapatan Retribusi Jasa Umum -LO 
8. 1.2.01. 001 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO 

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan -LO 
Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - LO 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -LO 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar -LO 
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 
Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO 
Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta -LO 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan -LO 
Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus -LO 
Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair -LO 
Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO 
Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang -LO 
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha -LO 

8. 1. 2.02. 001 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 
8. 1.2. 02. 002 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan -LO 
8. 1. 2. 02. 003 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan -LO 
8.1. 2. 02. 004 Pendapatan Retribusi Terminal -LO 
8. 1. 2. 02. 005 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir -LO 
8. 1. 2. 02. 006 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa -LO 
8.1.2.02. 007 Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus -LO 
8. 1.2.02. 008 Pendapatan Retribusi Ru mah Potong Hewan - LO 
8. 1.2. 02. 009 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO 

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO 
Pendapatan Retribusi Penyeberangan di Air -LO 
Pendapatan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair -LO 
Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -LO 
Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LO 
Pendapatan Retribusi ljin Mendirikan Bangunan - LO 



8. 1. 3.
8. 1. 3. 01.

8. 1. 3. 01. 001
8. 1. 3. 01. 002

8. 1. 3. 01. 003
8. 1. 3. 01. 004
8. 1. 3. 01. 005

8, 1. 3. 02.

8. 1. 3. 02. 001

8. 1. 3. 03.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Eagian Laba Atas Penyetaan Modal pada Perusahaan Mil ik Daerah/

BUMD - LO

Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng - LO

Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan lModal pada Perusahaan Daerah

Aneka Usaha - LO

Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK lepara _ LO

Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha - LO

Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan IUodal pada Perusahaan Daerah Air  Minum

lepara -  LO
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mil ik Pem€rintah/

BUMN - LO

Ppndapalan BaBian I  aba atas Penver!dd1 Modal pada PerJsdhdan Mil ik Pemerinlal /

B U M N  -  L O
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Mil ik

Swasta - LO

8. 1. 3. 03. OO1 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan ModaLpada Perusahaan Patungan/
Mil ik Swasta - LO

8. 1. 3. 04, Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LO

8. 1. 3. 04. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Pemberjan Pinjaman - LO

8. 1. 9.
8. 1. 9. 01.
8. 1. 9. 01. 001
8. 1. 9. 01. 002
8. 1. 9. 01. 003
8. 1. 9. 01. 004
8. 1. 9. 01. 005
8. 1. 9. 01. 006
8. 1. 9. 01. 007
8. 1. 9. 01. 008
8. 1. 9. 01. 009
8. 1. 9. 01. 010
8 .  1 .  9 .  01 .  011
8. 1. 9. 01. 012
8. 1. 9. 01. 013
8. 1. 9. 01. 014
8. 1. 9. 01. 015
8 .  1 .9 .01 .  016
8 .  1 .  9 .  01 .  017
8. 1. 9. 01. 018
8 .  1 ,9 ,  02 .
8. 1. 9. 02. 001
8. 1. 9. 02. 002
8. 1. 9. 02. 003
8. 1. 9, 03.
8. 1. 9. 03. 001
8. 1. 9. 04.
8. 1. 9. 04. 001
8. 1. 9. 04. 002
8. 1, 9, 05.
8. 1. 9. 05. 001
8. 1. 9. 05. 002
8. 1. 9. 05. 003
8. 1, 9, 06,
8. 1. 9. 05. 001
8. 1. 9. 06. 002

Lain-lain PAD yang Sah - l"O
Pendapatan Hasil  Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan _ LO

Pendapatan Pelepasan Hak Atas Tanah - LO
Pendapatan Penjualan Perlatan/ PerlenBkapan Kantor t idak Terpakai - LO
Pendapatan Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat t idak Terpakai - LO
Pendapatan Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas Lo
Pendapa tan  Pen jua  an  Kendaraan  D inas  Roda  Dua 'LO
Pendapatan Penjua an Kendaraan Dinas Roda Empat Lo
Pendapatan Penjualan Drum Bekas Lo
Pendapatan Penjualan Hasil  Penebangan Pohon LO
Pendapatan Penjualan Lampu Hias Eekas'Lo
Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan - LO
Pendapatan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas - LO
Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil  Farmasi- LO
Pendapatan Penjua an Hasil  Pertanian - LO
Pendapatan Penjua an Hasil  Kehutanan LO
Pendapatan Penjualan Hasil  Perkebunan Lo
Pendapatan Penjualan Hasil  Peternakan - LO
Pendapatan Pen udlan Ha!l Perikalal - LO
Pendapatan Penjualan Hasil  Sitaan Lo
Pendapatan Jasa Giro - LO
Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah - LO
Pendapatan Jasa Giro Bendahara LO
Pendapatanlasa Giro Dana Cadangan - LO
Pendapatan Bunga Deposito - LO
Pendapatan Bunga Deposito - LO
Pendapatan DariTuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
Pendapatan dari Kerugian uang Daerah - LO
Pendapatan dari Kerugian Barang Daerah LO
Pendapatan Komisi, Potongan dan Selisih NilaiTukar Rupiah - LO
Pendapatan Komisidari Penempatan Kas Daerah - LO
Pendapatan Potongan - LO
Pendapatan Keunlungan Selisih Ni aiTukar Rumah - LO
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan - LO
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kff?ff i f i f f i l

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ 
BUMD- LO 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng -LO 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 
Aneka Usaha -LO 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara - LO 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha - LO 
Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Jepara -LO 
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ 
BUMN -LO 
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ 
BUMN -LO 
Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik 
Swasta -LO 

8.1. 3.03. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/ 

8. 1. 3. 03. 

8. 1.3. 
8. 1. 3. 01. 

8.1. 3. 01. 001 
8. 1. 3. 01. 002 

8. 1. 3. 01. 003 
8. 1.3 01. 004 
8. 1.3 01. 005 

8. 1. 3. 02. 

8. 1. 3. 02. 001 

8. 1. 3. 04. 
Milik Swasta -LO 
Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LO 

8. 1. 3. 04. 001 Pendapatan Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman - LO 

Lain-lain PAD yang Sah -LO 
Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan -LO 
Pendapatan Pelepasan Hak Atas Tanah- LO 
Pendapatan Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai -LO 
Pendapatan Penjualan Mesin/ Alat-alat Berat tidak Terpakai -LO 
Pendapatan Penjualan Ru mah Jabatan/ Rumah Dinas -LO 
Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua -LO 
Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat -LO 
Pendapatan Penjualan Drum Bekas -LO 
Pendapatan Penjualan Hasil Penebangan Pohon - LO 
Pendapatan Penjualan Lampu Hias Bekas -LO 
Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan - LO 
Pendapatan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas - LO 
Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi - LO 
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian -LO 

8.1 9. 01. 014 Pendapatan Penjualan Hasll Kehutanan - LO 
8. 1.9.01. 015 Pendapatan Penjualan Hasil Perkebunan -LO 
8. 1.9 01. 016 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan -LO 
8. 1.9. 01. 017 Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan - LO 
8.1.9.01. 018 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan -LO 

8. 1. 9. 
8. 1. 9. 01. 
8. 1. 9. 01. 001 
8. 1.9. 01. 002 
8. 1.9. 01. 003 
8. 1. 9. 01. 004 
8. 1. 9 01. 005 
8. 1. 9. 01. 006 
8. 1. 9.01. 007 
8. 1. 9.01. 008 
8. 1. 9. 01. 009 
8.1. 9.01. 010 
8. 1. 9. 01. 011 
8. 1. 9. 01. 012 
8. 1.9.01. 013 

8. 1.9. 02. Pendapatan Jasa Giro -LO 
8.1. 9. 02. 001 Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah -LO 
8. 1.9.02. 002 Pendapatan Jasa Giro Bendahara -LO 
8. 1. 9. 02. 003 PendapatanJasa Giro Dana Cadangan -LO 
8. 1.9. 03. Pendapatan Bunga Deposito -LO 
8 1. 9. 03. 001 Pendapatan Bunga Deposito - LO 
8.1. 9. 04. Pendapatan Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO 
8.1 9. 04. 001 Pendapatan dari Kerugian Uang Dae rah -LO 
8. 1.9. 04. 002 Pendapatan dari Kerugian Ba rang Daerah -LO 
8. 1. 9. 05. Pendapatan Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO 
8.1. 9. 05. 001 Pendapatan Komisi dan Penempatan Kas Daerah - LO 
8. 1.9.05. 002 Pendapatan Potongan -LO 
8.1. 9. 05. 003 Pendapatan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rumah -LO 
8. 1. 9. 06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO 
8. 1.9.06. 001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan -LO 
8. 1. 9.06. 002 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatap-la7; ; - . -. - KEALAsKD KEALA AGIAN!: 



Pekerjaan Umum tO
8. 1. 9. 06. 004 Pendapatan Denda atas Keierlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Perumahan Rakyat LO
8. 1. 9. 06. 005 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan

Ruang - LO
8. 1. 9. 06. 006 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pe aksanaan Pekerjaan Bidang PeTencanaan

Pembangunan  -  LO

t M{ &?7 ?endagalan Oenda alas feledamdalan Pelalsanaat Pele4ban Bri/ang?erlobtnszn 1o

8. 1. 9. 06. 008 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkun8an
Hidup - LO

8. 1. 9. 06. 009 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan Lo

8. 1. 9. 06. 010 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Eidang Pariwisata'Lo

8. 1. 9. 07. Pendapatan Denda Pajak - LO
8. 1. 9. 07. 001 Pendapatan Denda Pajak Hotel- Lo
8. 1. 9. 07. 002 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8. 1. 9. 07. 003 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8. 1. 9. 07. 004 Pendaoatan Denda Paiak Reklame LO
8. 1. 9. 07. 005 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan _ LO
8. 1. 9. 07- 005 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C - LO
8. 1. 9. 07. 007 Pendaoatan Denda Paiak Parkir LO
8. 1. 9. 07. 008 Pendaoatan Denda Paiak Air Bawah Tanah - LO
8. 1. 9. 07. 009 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8. 1. 9. 07. 010 Pendapatan Denda Pajak Lingkungan Lo
8 .  L  q .  O / .  0 l I  oe ' rdapa td l  Deno :  oa  a l  M  ce ra l  BLkan .oSa ' rdanBa luan_LO
g. | 9. A7. AI2 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO

8. 1. 9. 07. 013 Pendapatan Denda 8ea PeroLehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8. 1. 9. 08. Pendapatan Denda Retribusi- LO
8. 1. 9. 08. 001 Pendapatan Denda Retribusi lasa Umum - LO
8. 1. 9. 08. 002 Pendapatan Denda RetribusiJasa Usaha LO
8. 1. 9. 08. 003 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LO
8. 1. 9. 09. Pendapatan Hasil  Eksekus; atas Jaminan - LO
8. 1. 9. 09. 001 Pendapatan Hasi Eks€kusilaminan atas Pe aksanaan Pekerjaan LO
8. 1. 9. 09. 002 Pendapatan Hasi Eksekusilaminan atas Perrbongkaran Reklame - LO
8. 1. 9. 09. 003 Pendapatan Hasil  EksekusiJaminan atas KTP IVlusirnan Lo
8. 1. 9. 10. Pendapatan dari Pengembalian - LO
8. 1. 9. 10. 001 Pendapatan dariPengemba ian Pajak Penghasilan Pasal2l - LO
8. 1.9. 10.002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO

8. 1. 9. 10. 003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan LO

8. 1. 9. 10. 004 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
8. 1. 9. 10. 005 Pendapatan dari Pengembalian dari uang Muka - LO
8. 1. 9. 10. 006 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya LO
8. 1. 9. 11. Pendapatan dir i  Fasil i tas Sosialdan Fasil i tas umum - LO
8. 1. 9. 11. 001 Pendapatan dari Fasi i tas Sosial LO
8. 1. 9. 11. 002 Pendapatan dari Fasi i tas LJmum - LO
8, l .  9. 12. Pendapatan dari PenyelenSSaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8. 1. 9. 12. 001 Pendapatan dari Uang P€ndaftaran/ t j j ian Masuk - LO
8. 1. 9. 12. 002 Pendapatan dari t jang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan - LO

8. 1.9. 12. 003 Pendapatan dari uang uj ian Kenaikan Tingkat/ Kelas - LO
8. 1. 9, 13. Pendapatan dari Angsuran/ cici lan Penjualan - Lo

8. 1. 9. 13. 001 Pendapatan dariAngsuran/ Cici an Penjualan Rumah - LO
8. 1. 9. 13. 002 Pendapatan dariAngsuran/cici lan Penjualan Kendaraan - Lo
8. 1. 9. 13. 003 Pendapatan dari Angsuran/ Cici lan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los / Meia _ LO

8. 1. 9. 14. Pendapatan Hasil  Pengelolaan Dana Bergutir dari Kelompok Masyarakat - LO

8. 1.9. 14.001 Pendapatan Hasil  PengeLolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat LO

8. 1. 9. 15. Pendapatan dar; Hasil  Pemantaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak

Dipisahkan - LO
8. 1. 9. 15. oo1 Pendapatan dari Hasil  Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak

Pekerjaan Umum -LO 
8. 1. 9. 06. 004 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang 

Perumahan Rakyat- LO 
8. 1.9.06. 005 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan 

Ruang -LO 
8. 1.9.06. 006 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan 

Pembangunan - LO 

8 196 7 Puna'oadan encl adas K'dermdatan Pellsanaan Pekerjan ilag Peradangan-• 
8. 1. 9. 06. 008 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan 

Hidup -LO 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO 
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pariwisata -LO 
Pendapatan Denda Pajak -LO 
Pendapatan Denda Pajak Hotel -LO 
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO 
Pendapatan Denda Pajak Hi bu ran -LO 
Pendapatan Denda Pajak Reklame -LO 
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan -LO 
Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C - LO 

Pendapatan Denda Pajak Parkir -LO 
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah -LO 
Pendapatan Denda Pajak Sa rang Burung Walet -LO 
Pendapatan Denda Pajak Lingkungan -LO 
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO 

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan -LO 
8. 1.9.07. 013 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -LO 

8. 1. 9. 06. 009 
8. 1 9. 06. 010 
8. 1. 9. 07. 
8.1 9.07. 001 
8.1. 9.07. 002 
8.1. 9. 07. 003 
8. 1 9. 07. 004 
8. 1. 9. 07. 005 
8. 1 9. 07 006 
8. 1. 9. 07. 007 
8. 1 9. 07. 008 
8. 1.9. 07. 009 
8. 1. 9. 07. 010 
8. 1. 9. 07. 011 
8. 1. 9. 07. 012 

8. 1. 9. 08. Pendapatan Denda Retribusi -LO 
8.1 9. 08. 001 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO 
8. 1.9.08. 002 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha -LO 
8. 1.9.08. 003 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu -LO 
8. 1. 9.09, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan -LO 
8. 1.9.09. 001 Pendapatan Hasil Eksekusi Jami nan atas Pelaksanaan Pekerjaan - LO 
8.1.9. 09. 002 Pendapatan Hasil Eksekusi Jami nan atas Pembongkaran Reklame -LO 
8. 1.9.09. 003 Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman -LO 
8. 1. 9. 10. Pendapatan dari Pengembalian - LO 
8. 1 9. 10. 001 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO 
8. 1.9. 10. 002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan -LO 
8. 1. 9. 10. 003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -LO 
8 1.9. 10 004 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas -LO 
8. 1.9. 10. 005 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - LO 
8. 1. 9. 10. 006 Pendapatan dari Pengembalian Lainnya -LO 
8. 1. 9. 11. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum -LO 
8. 1.9.11. 001 Pendapatan dari Fasilitas Sosial -LO 
8. 1. 9. 11. 002 Pendapatan dari Fasilitas Umum - LO 
8. 1. 9.12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO 
8. 1.9. 12. 001 Pendapatan dari Uang Pendaftaran/ Ujian Masuk -LO 
8. 1.9.12. 002 Pendapatan dari Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan -LO 
8. 1. 9. 12. 003 Pendapatan dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Kelas - LO 
8. 1. 9. 13. Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan - LO 
8.1. 9. 13. 001 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Rumah -LO 
8. 1.9. 13. 002 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kendaraan - LO 
8. 1. 9. 13. 003 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los/ Meja -LO 
8. 1.9. 14. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat -LO 
8. 1.9. 14. 001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat -LO 

Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak 
Dipisahkan -LO 

8. 1.9. 15. 001 Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak 
Dipisahkan -LO 

8. 1.9. 15. 



8. 1. 9. 16. Pendaoatan BLUD - tO
8. 1. 9. 16- 001 Pendapatan BLUD RSU RA Kartini- LO
8. 1. 9. 17. Pendapatan dari Kompensasi " [O
8. 1. 9. 17. 001 PendaDatan dari Komoensasi- LO
8. 1. 9. 18. Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
8. 1. 9. 18. 001 Pendapatan laminan Pelayanan Nasional Kapitasi-LO
8 .  1 .9 .  18 .002  Pendapa tan  Jaminan  Keseha tan  Nas iona l  K la im-LO

A.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO
8, 2. l .  Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - LO
8. 2. 1. 01. Pendapatan Bagi Hasil  Pajak - LO
8 .  2 .  1 .  01 .  001  Pendapa tan  Bag i  Has i l da r i  Pa jak  Bumidan  Bangunan  -  LO
8. 2. 1. 01. 002 Pendapatan Bagi Hasil  dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8. 2. 1. 01. 003 Pendapaian Bagi Hasil  dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak LO
8. 2. 1. 01- 004 Orang Pribadi Da am Negeridan PPh Pasal 21 LO
8. 2. 1. 01. 005 Pendapaian Bagi Hasil  dari Cukai- LO
8.2. 7. 02. Pendapatan Dana Begi Hasil  Eukan Pajak/Sumber Daya Alam - [O
8. 2. 1. 02. 001 Pendapatan Bagi Hasildari luran Hak Pengusahaan Hutan LO
a. 2. 1. 02. OA2 Pendapatan gagi Hasil  dari ProvisiSurnber Daya Hutan - LO
8. 2. 1. 02. 003 Pendapatan Bagi Hasil  dari Dana Reboisasi- LO
8. 2. 1. 02. 004 Pendapatan Bagi Hasil  dari luran tetap (Land-rent)- LO
8. 2. 1. 02. 005 Pendapatan Bagi Hasil  dari luran Eksplorasidan luran Ekploitasi (Royalt i)- LO
8. 2. 1. 02. 006 Pendapatan BagiHasildariPungutan Pengusahaan Perikanan LO
8. 2. 1. 02. 1Oi Pendapatan Bagi Hasil  dari Pungutan Hasi Perikanan - LO
8. 2. 1. 02. 008 Pendapatan Bagi Hasil  dari Pertamban8an Minyak Bumi- LO
8 .2 .  1 .02 .009  Pendapa tan  Bag i  Has i l  da r i  Pe r tambangan  Gas  Bumi -  LO
8. 2. 1. 02. 01O Pendapatan Bagi Hasil  dari Pertambangan Panas Bumi- LO
a. 2. 1. 02. O77 Pendapatan Bagi Hasil  dari Hasil  Hutan - LO
8. 2. 1. 02. O12 Pendapatan Bagi Hasil  dari Pertambangan Umum - LO
8. 2. 1. 03. Pendapatan Dana Bagi Hasil  Cukai- LO
8. 2. 1. 03. 001 Pendapatan Dana Bagi HasilCukai HasilTembakau LO
8. 2. 1. 04. PENDAPATAN DANAALOKASI UMUM - LO
8 .  2 .  1 .  04 .  001  Pendapa tan  Dana  A lokas iumum'LO
8. 2. 1. 05. PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS - LO
8. 2. 1. 05. 001 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan - LO
8. 2. 1. 05. 002 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang Kesehatan LO
8. 2. 1- 05. 003 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang lnfrastrukturJalan - LO
8. 2. 1. 05. 004 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur lr igasi LO
8. 2. 1. 05. 005 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang nfrastrukturAir Minum - LO
8. 2. 1. 05. 006 Pendapatan Dana alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur Sanitasi - LO
8. 2. 1. 05. 007 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah LO
8. 2. 1. 05. 008 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8. 2. 1. 05. 009 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian - LO
8. 2. 1. 05. 010 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang Lingkungan Hidup LO
8. 2. 1- 05. 011 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang Keluarga Berencana - LO
8. 2. 1. 05. 012 Pendapatan Dana AlokasiKhusus Bidang Kehutanan - LO
8. 2. 1. 05. 013 Pendapatan Dana A okasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LO
8. 2. 1. 05. 014 Pendapatan Dana A okasi Khusus Bidang Perdagangan Lo
8. 2. 1. 05. 015 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8. 2. 1. 05. 016 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Eidang Listr ik Perdesaan - LO
8. 2. 1. 05. 017 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman LO
8. 2. 1. 05. 018 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perbatasan - LO
8. 2. 1. 05. 019 Pendapatan Dana Alokasi Khusus BidangTransportasiPerdesaan - LO

8.2. 2.  pendapatan Transler Pemerintah Pusat -  Lainnya - [O

a. 2. 2,  0L, Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO

8- 2. 2.  01. 001 Pendaoatan Dana OtonomiKhusus Lo

8,2,2.02. Pendapatan Dana Penyesuaian - LO

8. 1. 9. 16. Pendapatan BLUD -LO 
8.1 9. 16. 001 Pendapatan BLUD RSU RA Kartini -LO 
8. 1. 9. 17. Pendapatan dari Kompensasi -LO 
8 1.9. 17. 001 Pendapatan dari Kompensasi -LO 

Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 
Pendapatan Jaminan Pelayanan Nasional Kapitasi -LO 

8. 1.9.18. 
8. 1.9. 18. 001 
8. 1.9. 18. 002 Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional Klaim-LO 

8. 2. 1.05. 003 
8. 2. 1. OS. 004 
8. 2. 1. 05. DOS 
8. 2 1. OS. 006 
8. 2.1.05 007 
8. 2. 1. 05. 008 
8. 2. 1. OS. 009 

8. 2. 1.02. 005 
8. 2. 1.02. 006 
8. 2.1 02. 007 
8. 2.1 02. 008 
8. 2. 1 02. 009 
8. 2.1 02. 010 
8. 2.1 02. 011 
8. 2. 1. 02. 012 

8.2. PENDAPATAN TRANSFER -LO 
8.2.1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat -LO 
8. 2.1.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO 
8. 2.1.01. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan -LO 
8. 2 1.01. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -LO 
8. 2. 1. 01 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak -LO 
8.2.1.01. 004 Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 -LO 
8.2.1.01. 005 Pendapatan Bagi Hasil dari Cukai - LO 
8.2.1.02. Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam -LO 
8.2.1.02. 001 Pendapatan Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan -LO 
8. 2. 1 02. 002 Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan -LO 
8.2 1 02. 003 Pendapatan Bagi Hasil dari Dana Reboisasi -LO 
8. 2. 1.02. 004 Pendapatan Bagi Hasil dari luran tetap (Land-rent) -LO 

Pendapatan Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Ekploitasi (Royalti) -LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi -LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi- LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi -LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Hasil Hutan -LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Umum -LO 

8.2. 1.03. Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai - LO 
8.2.1.03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau -LO 
8.2.1. 04. PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM- LO 
8. 2. 1.04. 001 Pendapatan Dana Alokasi Umum -LO 
8.2.1. 05. PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS -LO 
8. 2. 1. 05. 001 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan -LO 
8. 2. 1. OS. 002 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan -LO 

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur Jalan - LO 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur lrigasi - LO 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur Air Minum - LO 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur Sanitasi -LO 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah -LO 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kela utan dan Perikanan - LO 
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian -LO 

8.2 1 05. 010 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hid up -LO 
8.2. 1. OS. 011 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana -LO 
8. 2.1.05. 012 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan -LO 
8. 2.1.05. 013 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LO 
8.2 1. 05. 014 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan -LO 
8.2.1. 05. 015 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat-LO 
8.2.1. 05. 016 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan -LO 
8.2.1. OS. 017 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman - LO 
8.2. 1. 05. 018 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perbatasan -LO 
8. 2. 1.05. 019 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan - LO 

8 2. 2. 01. 001 Pendapatan Dana Otonomi Khusus -LO 

8. 2. 2. 
8.2.2. 01. 

8.2.2. 02. 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO 
Pendapatan Dana Otonomi Khusus -LO 

Pendapatan Dana Penyesuaian - LO 



Pendapatan Dana Penyesuaian Infrastrukstur - LO
Pendapatan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan LO
Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAIJ untuk Guru PNSD - LO
Pendapatan Dana Darurat -  LO

Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO

Pendapatan Transfer dar i  Provinsi  dan Pemerinteh Daerah Lainnya - LO
Pendapatan Dana EagiHasi l  Pajak dariProvinsi-  Lo
Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Kendaraan Bermotor -  LO
Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Kendaraan Dlatas Air  -  LO
Pendapatan Bagi Hasi ldar iBea Bal ik Nama Kendaraan Bermotor LO
Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Bea Bal ik Nama Kendaraan Diatas Air  LO

Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -  LO
Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air  Bawah Tanah - LO
Pendapatan Bagi Hasi l  dar i  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air  Permukaan LO
Pendapatan Bagi Hasi ldar i  Pajak Rokok LO
Pendapatan Bagi Hasi ldar i  Pemberian l j in DispensasiKelebihan Muatan LO
Pendapatan Bagi Hasi l  dar iTera dan Tera lJ lang LO
Pendapatan Bagi Hasi l  dar iSumbangan Pihak |  |  (Kayu) -  LO
Pendapatan Bagi Hasi ldar i  l j in lJsaha Perikanan LO
Pendapatan Dana Bagi Hasi l  Pajak dari  Kabupaten - LO

Pendapatan Dana Bagi Hasi l  Pajak dari  Kabupaten - LO
Pendapatan Dana BagiHasi l  Pajak dariKota -  LO
Pendapatan Dana Eagi Hasi l  Pajak dari  Kota LO

Pendapatan Bagi Hasi l  Lainnya - LO
Pendapatan Bagi Hasi l  Lainnya - LO

Bantuan Keuangan - LO
Pedapaten Bentuan Keuangan - LO

Pendapatan Bantuan Keuangan dari  Provinsi-  LO

Pendapatan Bantuan Keuangan darlKabupaten - LO
Pendapatan Bantuan Keuangan dari  Kola

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Pendapatan Hibah - LO
Pendapatan Hibah dari  Pemerintah Pusat -  LO

Pendapatan Bantuan Dana Kont i jensi /Penyeimbang dari  Pernerintah - LO
Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat LO
Pendapatan Hibah dariPemerintah Daerah Lainnya - LO
Pendapatan Hibah dari  Pemerintah Daerah Lainnya - LO
Pendapatan Hibah dari  Badan/Lembaga/Organisasi  Swasta dalam Negeri  -  LO
P e n d a p a i a n  S u m b r n g a n  o i h a l  ( e l i B a  l O
Pendapatan Hibah dari  Kelompok Masyarakat/Perorangan - [O
Pendapatan Hibah dari  Kelompok l \y 'asyarakat/Perorangan - LO
Pendapatan Hibah dari  Luar Negeri-  Lo
Pendapatan Hibah dari  Bi lateral  LO

Pendapatan Hibah dari  Mult i lateraL- LO
Pendapatan Hibah dari  Donor Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya - LO
Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya - LO

8. 2. 2. 02. OO2
8. 2. 2. 02. OO3
8. 2. 2. 02. OO4
8 ,2 .2 .  03 .
8. 2. 2. 03. 001

8. 2. 3. 01.
8. 2. 3. 01. 001
8. 2. 3. 01. 002
8. 2. 3. 01. 003
8. 2. 3. 01. 004
8. 2. 3. 01. 005
8. 2. 3. 01. 006
8. 2. 3. 41. AO7
8 .  2 .  3 .  01 .  008
8 .  2 .  3 .  01 .  009
8 .  2 .  3 .  01 .  010
8 .  2 .  3 .  01 .  011
8. 2. 3. 01. O12
a. 2. 3. 02.
8. 2. 3. 02. 001
8. 2. 3. 03.
8. 2. 3. 03. 001
8 .2 .3 .  04 .
8. 2. 3. 04. 001

8 .2 .  4 .  01 .
a. 2. 4. 01. O01
8. 2. 4. 01. AO2
8. 2. 4. 01. 003

8 .3 .
8. 3. 1.
8. 3. 1, 01.
8 .  3 .  1 .  01 .  001
8. 3. 1. 01. 002
8. 3. 1. 02.
8 .  3 .  1 .  02 .  001
8. 3. 1, 03.
8. 3. 1. 03. 001
8. 3. 1. 04.
8. 3. 1. 04. 001
8. 3. 1. 05.
8. 3. 1. 05. 001
8. 3. 1. 05. 002
8. 3. 1. 05. 003

8. 3. 2.
8. 3. 2. 01.
8. 3. 2. 01. 001

8 .4 .
8 .4 .  1 .
8, 4, 1. 01,
8. 4. 1. 01. 001
8. 4. 1. 01. 002

PENDAPATAN NON OPERASIONAL. LO
Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO
Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO
Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
Surplus Peniualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

8.2. 2. 02. 002 Pendapatan Dana Penyesuaian Infrastrukstur - LO 
8. 2.2.02. 003 Pendapatan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan -LO 
8. 2. 2. 02. 004 Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD-LO 
8.2.2.03. Pendapatan Dana Darurat -LO 
8.2.2 03. 001 Pendapatan Penanggulangan Korban/ Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO 

8. 2. 3. 01. 001 

8. 2.3. 
8. 2. 3. 01. 

8. 2. 3.01. 002 
8.2.3 01. 003 
8. 2. 3. 01. 004 
8. 2. 3. 01. 005 
8. 2. 3. 01. 006 
8 2. 3. 01. 007 

Pendapatan Transfer dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya -LO 
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi -LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air -LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor- LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air- LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah -LO 
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO 

8. 2. 3. 01. 008 Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok -LO 
8 2. 3.01. 009 Pendapatan Bagi Hasil dari Pemberian ljin Dispensasi Kelebihan Muatan -LO 
8.2.3. 01. 010 Pendapatan Bagi Hasil dari Tera dan Tera Ulang -LO 
8. 2. 3.01. 011 Pendapatan Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak II (Kayu) - LO 
8. 2.3. 01. 012 Pendapatan Bagi Hasil dari ljin Usaha Perikanan -LO 
8.2.3. 02. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten -LO 
8. 2. 3. 02. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Ka bu paten -LO 
8. 2. 3. 03. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota -LO 
8. 2. 3.03. 001 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota -LO 
8. 2.3. 04. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO 
8. 2. 3. 04. 001 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya -LO 

8. 2. 4. 
8.2. 4. 01. 
8. 2. 4. 01. 001 
8. 2 4. 01. 002 
8. 2. 4. 01. 003 

Bantuan Keuangan -LO 
Pedapatan Bantuan Keuangan -LO 
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi -LO 
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Ka bu paten -LO 
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kota 

8. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO 
8. 3.1. Pendapatan Hibah-LO 
8. 3. 1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat -LO 
8. 3. 1. 01. 001 Pendapatan Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah -LO 
8.3. 1. 01. 002 Pendapatan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat -LO 
8. 3.1.02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO 
8. 3.1. 02. 001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dae rah Lainnya - LO 
8. 3. 1. 03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri -LO 
8. 3. 1. 03. 001 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LO 
8. 3. 1. 04. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO 
8. 3. 1. 04 001 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO 
8. 3. 1. OS. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri -LO 
8. 3. 1. 05. 001 Pendapatan Hibah dari Bilateral -LO 
8. 3.1. 05. 002 Pendapatan Hibah dari Multilateral - LO 
8. 3. 1. 05. 003 Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya - LO 

8.3.2. Pendapatan Lainnya -LO 
8. 3.2. 01. Pendapatan Lainnya - LO 
8.3. 2. 01. 001 Pendapatan Lainnya -LO 

8. 4. PENDAPATAN NON OPERASIONAL -LO 
8. 4. 1. Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO 
8. 4. 1. 01. Surplus Penjualan Aset Nonlancar -LO 
8. 4. 1. 01. 001 Surplus Penjualan Aset Tanah -LO 
8. 4. 1. 01. 002 Surplus Penjualan Aset Pera latan dan Mesin - LO 



8. 4. 1. 01. 004 Surplus Penjualan Aset Non Lancar/ asetTetap Lainnya - LO
8. 4. 1. 01. 005 Surplus Penjualan Asei Lain-lain - LO

a. 4,2, Sufplus Penvelesaian (ewajiban Jangka Panjang - LO
8. 4, 2. 01. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Paniang - LO
8. 4. 2. 01. 001 Surplus Penyelesaian Utang dariSektor Perbankan - LO
A. 4. 2. 01. A02 Surplus Penyelesaian l.Jtang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank LO
8. 4. 2. 01. 003 Surplus Penyelesaian Utang Obligasi- LO
8. 4. 2. aL. A04 Surplus Penyelesaian Utang dari Pemerintah Pusat - LO
8. 4. 2. 01. 005 Surplus Penyelesaian Utang dari Pemerintah Daerah ainnya LO
8. 4. 2. 01. 006 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi- LO

8. 4, 3, Surptus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8. 4. 3. 01. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8. 4. 3. 01. 001 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

8 .5 ,
8 .5 .  1 .
8 ,5 ,  1 .01 .
8. 5. 1. 01. 001

POS LUAR BIASA. LO
Pos Luar Biasa - LO
Pos Luar Biasa - tO
Pos Luar Biasa LO

Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
Beban Penunlang OperasionaL Pimpinan DPRD - LO
Beban Pemungutan Paiak Daefah - LO

1 .
1 .01 .
1. 01. 001
1. 01. 002
1. 01. 003
1. 01. 004
1. 01. 005
1. 01. 006
1. 01. 007
1. 01. 008
1. 01. 009
1. 01. 010
1 .  01 .  011
1 .  01 .  012
1. 01. 013
1. 01. 014
1. 01. 015
1. 01. 016
1. 01. 017
1. 01. 018
1 .  01 .  019
1 .02 .
1. 02. 001
1. 02. 002
1. 02. 003
1. 42. OO4
1. 02. 005
1. 02. 006
1 ,03 .
1. 03. 001
1. 03. 002
1. 03. 003
1 .04 .

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai - LO
Beban Gajidan Tunjangan - LO
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO
Tunjangan Keluarga - LO
Tunjangan labatan - LO
Tunjangan Fungsional - LO
Tunjangan Fungsional Urrum LO
Tunjangan Beras - LO
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Lo
Pembu la tan  Ga j i -  LO
luran Asuransi Kesehatan - LO
uang Paket - LO
Tunjangan Badan Musyawarah - Lo
Tunjangan Kornisi LO
Tunjangan Badan Anggaran - LO
Tunjangan Badan Kehormatan '  LO
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
Tunjangan Perumahan LO
Uang Duka Wafat/Tewas - LO
Uang Jasa Pengabdian LO
Tunjangan Kesehatan DPRD Lo
Beben Tambahan penghasilan PNs - Lo
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja LO
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja LO
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi- Lo
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO
Tambahan Penghasilan berdasarkan pert imbangan oblekti f  lainnya - LO
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRO serta KDH/WKDH - LO
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - Lo

mmmFql

8. 4. 1. 01. 004 Surplus Penjualan Aset Non Lancar / Aset Tetap Lainnya - LO 
8. 4. 1. 01. 005 Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO 

8. 4.2. 
8. 4.2. 01. 
8. 4. 2. 01. 001 
8. 4. 2. 01. 002 
8. 4. 2. 01. 003 
8. 4. 2. 01. 004 
8 4.2. 01. 005 
8. 4. 2. 01. 006 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -LO 
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -LO 
Surplus Penyelesaian Utang dari Sektor Perbankan - LO 
Surplus Penyelesaian Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO 
Surplus Penyelesaian Utang Obligasi - LO 
Surplus Penyelesaian Utang dari Pemerintah Pusat -LO 
Surplus Penyelesaian Utang dari Pemerintah Daerah lainnya - LO 
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi- LO 

8. 4.3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO 
8. 4. 3. 01. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 
8. 4. 3. 01. 001 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 

8.5. POS LUAR BIASA- LO 
8. 5. 1. Pos Luar Biasa -LO 
8.5.1. 01. Pos Luar Biasa -LO 
8. 5. l. 01. 001 Pos Luar Biasa -LO 

BEBAN 
BEBAN OPERASI 
Beban Pegawai -LO 
Beban Gaji dan Tunjangan -LO 
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO 
Tunjangan Keluarga - LO 
Tunjangan Jabatan -LO 
Tunjangan Fungsional - LO 
Tunjangan Fungsional Umum -LO 

Tunjangan Beras - LO 
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 
Pembulatan Gaji -LO 
luran Asuransi Kesehatan -LO 
Uang Paket - LO 
Tunjangan Badan Musyawarah - LO 
Tunjangan Komisi -LO 
Tunjangan Badan Anggaran -LO 
Tunjangan Badan Kehormatan -LO 
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya -LO 
Tunjangan Perumahan - LO 
Uang Duka Wafat/Tewas - LO 

9. 1. 1.01. 018 Uang Jasa Pengabdian -LO 
9.1. 1. 01. 019 Tunjangan Kesehatan DPRD - LO 
9. 1. 1. 02. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 
9. 1. 1. 02. 001 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO 
9.1 1. 02. 002 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas -LO 
9. 1. 1. 02. 003 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO 
9.1. 1. 02. 004 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi-LO 
9. 1. 1. 02. 005 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO 

9. 
9.1. 
9. 1. 1. 
9. 1. 1. 01. 
9. 1.1.01. 001 
9. 1. 1. 01. 002 
9. 1. 1. 01. 003 
9. 1. 1. 01. 004 
9.1. 1. 01. DOS 
9. 1. 1. 01. 006 
9.1 1. 01. 007 
9. 1.1 01. 008 
9. 1. 1. 01. 009 
9. 1. 1. 01. 010 
9. 1. 1. 01. 011 
9 1. 1. 01. 012 
9. 1. 1. 01. 013 
9. 1. 1. 01. 014 
9. 1. l. 01. 015 
9. 1. 1. 01. 016 
9. 1.1 01. 017 

9. 1. 1. 02. 006 
9. 1. 1. 03. 
9.1 1. 03. 001 
9.1. 1. 03. 002 

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya -LO 
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO 
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD- LO 
Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH-LO 

9. 1. 1. 04. Beban Pemungutan Pajak Daerah - LO 
r KEPA!.A SKPD7 Ki:PALA sAG1A-;;;il 
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9.1. 1.03. 003 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD -LO 



9. 1. 1. 05.
9. 1. 1. 05. 001
9. 1. 1. 06.
9. 1. 1. 06. 001
9. 1. 1. 07.
9. 1. 1. 07. 001
9. 1. 1. 07. 002
9. 1. 1. 07. 003
9. 1. 1. 07. 004
9. 1. 1. 07. 005
9. 1. 1. 08.
9. 1. 1. 08. 001
9. 1. 1. 08. 002
9. 1. 1. 08. 003
9. 1. 1. 09.
9. 1. 1. 09. 001
9. 1. 1. 09. 002
9. 1. 1. 10.
9. 1. 1. 10. 001
9. 1. 1. 10. 002
9. 1. 1. 11.
9 .  1 .  1 .  11 .  001

9 .1 .2 .
9 .  1 .  2 .01 .
9. 1. 2. 01. 001
9. 1. 2. 01. 002
9 .  1 .  2 .  01 .  003
9. 1. 2. 01. 004
9 .  1 .  2 .  01 .  005
9. 1. 2. 01. 006
9. 7. Z. 0r. O07
9. L. 2. 02.
9. 7. 2. 42. OOr
9 .  1 .2 .42 .  002
9. 1. 2. 02. 003
9 .  7 .  2 .02 .  AO4
9. 1. 2. 02. AO5
9. L 2. 02. QO6

9 .  1 .2 .03 .
9. 1. 2. 03. 001
9. 1. 2. 03. 002
9. 1. 2. 03. 003
9. 1. 2. 03. 004
9. 1. 2. 03. 005
9. 1. 2. 03. 006
9. 1. 2. 03. 007
9. 1. 2. 03. 008
9. 1. 2. 03. 009
9. 1. 2. 03. 010
9. 1. 2. 03. 011
9. 1. 2. 03. 012
9 .  l .  2 ,04 .
9. 1. 2. 04. 001
9 .  1 .2 .44 .  OO2
9 ,  1 ,2 .05 .
9. 1. 2. 05. 001

Beban lnsentif Pemungutan Paiak Daerah - lO
Beban Insentif  Pemungutan Pajak Daerah LO
Beban Insentif  Pemungutan Retribusi Daerah - LO
Beban Insentif  Pemungutan Retribusi Daerah - LO
Beban Honorarium PNS - LO
Beban Honorarium Penge ola Keuangan - LO
Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO
Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - LO
Beban Honorarium Tenaga ahli /narasumber / instruktur - LO
Beban Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis LO
Eeban Honorarium Non PNS - LO
Beban Honorarium Tenaga Ahli /  Instruktur/ Narasumber Non PNS LO
Beban Honorarium PegawaiTidak Tetap Non PNS - LO
Beban Uang Saku / Akomodasi /  Transport Non PNS - LO
Beban Lembur - LO
Beban Uang Lembur PNS - LO
Beban Uang Lembur Non PNS LO
Beban PegawaiDana BOS - Lo
Beban Pegawai Dana BOS SD - LO
Beban Pegawai Dana BOS 5MP LO
Beban Pegawai BLUD (dariAPBD) - LO
Beban Pegawai BLIJD RSUD RA. Kart ini- LO

Beban Earang dan lasa
Beban Bahan PakaiHabis
Beban Persediaan alat tui is kantor
Beban Persediaan alat istr ik dan elektronik ( lampu pi jar, battery kering)
Beban Persediaan perangko, materaidan benda pos lainnya
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
Beban Persediaan Habis pakai Komputer
Beban Persediaan Bahan / Material
Beban Persediaan tanaman / Ternak / lkan
Beban Persediaan bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis
Beban Persediaan bahan perconiohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
Beban Persediaan Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur
Beban Persediaan Peralatan/Per enBkapan/lnventaris Kantor
Beban Persediaan Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse)
dan Software
Beban Jasa Kantor
Beban telepon
Beban air
Beban l istr ik
Beban lasa pengumurnan lelang/ pemenang lelang
Beban surat kabar/majalah
Beban jasa internet (sewa hosting dan broadband)
Beban paket/pengir iman
Beban Jasa Transaksi Keuangan
Beban lasa Penerangan Jalan Umum
Beban Dokumentasi dan Publikasi
Beban lasa Pemeriksaan Kesehatan
Beban Jasa KlR, STNK dan slM
Beban PremiAsuransi
Beban Premi Asuransi Kesehatan
Beban PremiAsuransi Barang lvl i l ik Daerah
Beban Perawatan Kendaraan Eermotor
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor I I  I ' .EPALASKPD I IKEFAII i  B^1I l . i  ]

9. 1. 1. 05. Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah -LO 
9. 1. 1. 05. 001 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah -LO 
9.1. 1. 06. Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO 
9.1 1. 06. 001 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -LO 
9. 1. 1. 07. Beban Honorarium PNS - LO 
9. 1. 1. 07. 001 Beban Honorarium Pengelola Keuangan -LO 
9. 1. 1. 07. 002 Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO 
9. 1.1. 07. 003 Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa -LO 
9. 1 1. 07. 004 Beban Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur- LO 
9.1 1. 07. 005 Beban Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis -LO 
9. 1. 1. 08. Beban Honorarium Non PNS -LO 
9.1. 1. 08. 001 Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS -LO 
9. 1. 1. 08. 002 Beban Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS -LO 
9. 1. 1. 08. 003 Beban Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS - LO 
9. 1. 1. 09. Beban Lembur -LO 
9. 1. 1. 09. 001 Beban Uang Lembur PNS -LO 
9. 1. 1. 09. 002 Beban Uang Lembur Non PNS -LO 
9. 1. 1. 10. 
9. 1. 1. 10. 001 
9. 1. 1. 10. 002 
9. 1. 1. 11. 
9.1.1.11. 001 

9. 1. 2. 

Beban Pegawai Dana BOS-LO 
Beban Pegawai Dana BOS SD-LO 
Beban Pegawai Dana BOS SMP -LO 
Beban Pegawai BLUD (dari APBD) -LO 
Beban Pegawai BLUD RSUD RA. Kartini -LO 

Beban Barang dan Jasa 
9. 1. 2. 01. Beban Bahan Pakai Habis 
9.1.2 01. 001 Beban Persediaan a lat tulis kantor 
9. 1. 2. 01. 002 Beban Persediaan a lat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 
9.1.2. 01. 003 Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya 
9. 1.2. 01. 004 Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 
9. 1. 2. 01. 005 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 
9.1.2. 01. 006 Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran 
9. 1.2. 01. 007 Beban Persediaan Ha bis pakai Komputer 
9. 1.2.02. Beban Persediaan Bahan / Material 
9.1.2. 02. 001 Beban Persediaan tanaman / Ternak / lkan 
9. 1.2.02. 002 Beban Persediaan bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 
9.1. 2. 02. 003 Beban Persediaan bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 
9. 1. 2.02. 004 Beban Persediaan Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 
9.1 2. 02. 005 Beban Persediaan Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 
9.1.2 02. 006 Beban Persediaan Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) 

dan Software 
Beban Jasa Kantor 
Beban telepon 
Beban air 
Beban listrik 
Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 
Beban surat kabar/majalah 
Beban jasa internet (sewa hosting dan broadband) 
Beban paket/pengiriman 
Be ban Jasa Transaksi Keuangan 
Be ban Jasa Penerangan Jalan Umum 
Beban Dokumentasi dan Publikasi 
Beban Jasa Pemeriksaan Kesehatan 

9.1. 2. 03. 012 Beban Jasa KIR, STNK dan SIM 
9. 1.2.04. Beban Premi Asuransi 
9.1.2. 04. 001 Beban Premi Asuransi Kesehatan 
9.1. 2. 04. 002 Beban Premi Asuransi Ba rang Milik Daerah 

9. 1. 2. 03. 
9. 1. 2. 03. 001 
9. 1 2.03 002 
9. 1. 2. 03. 003 
9. 1. 2. 03. 004 
9. 1. 2.03. 005 
9. 1. 2. 03. 006 
9. 1. 2. 03. 007 
9. 1. 2. 03. 008 
9.1 2. 03. 009 
9. 1. 2. 03. 010 
9. 1. 2. 03. 011 

9.1. 2. OS. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 
9. 1.2 05. 001 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 



9. 1. 2. 06. 001 Beban cetak
9. 1. 2.06. 002 Beban Penggandaan/fotokopi
9. L.2. 07. Beban sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9. 7. 2. 07. aol Beban sewa Rumah/GedLrng/Gudang/Parkir
9, 1,2. Oa, Beban Sewa Sarane Mobil i tas
9. 1. 2. 08. 001 Beban Sewa Sarana Mobiltas
9, 1, 2. 09. Beben Sewa Alat Berat
9. 1. 2. 09. 001 Beban Sewa Alat Berat
9. l .2. 70. Beban Sewa Perlengkapan dan Perelatan Kantor
9. 1. 2. 10. 001 Beban Sewa Per engkapan dan Peralatan Kantor
9. 1.2, 17. Beban Makanan dan Minuman
9. I.2. 1,1. 0AI Beban makanan dan minuman harian pegawai

9 .  1 .2 .  11 .  002  Beban  makanan  dan  m inuman  rapa t
9. 1- 2. 11. 003 Beban Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosial isasi
9. .L 2. 11. 004 Bebar Malalar dan rr inuman pdtien
9. 7.2. L2, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9. 1. 2. 12. 0O1 Beban Pakalan Dinas dan Atributnya
9, 7,2. L3. Beben Pakaian Kerja
9. 1. 2. 13. 001 Beban Pakaian Kerja
9, 7, 2. L4, Beban Pakaian Khusus dan hari-haritertentu
9. 1. 2. 74. 0O7 Beban Pakaian Olah Raga
9. 1. 2. 14. OO2 Beban Pakaian Upacara
9. 7.2. !4. O03 Beban Pakaian Tradisional/Adat
9. 1. 2. 15. Beban Perjalanen Dinas
9. 1. 2. 15. 001 Beban perjalanan dinas dalam daerah
9. 1. 2. 15. 002 Beban perjalanan dinas luar daerah
9 .  l .  7 .  15 .  003  Beban  pe r ja  dndn  d rnas  l ua r  neger i
9, l ,  2, 16, Beban Perjalanan Pindah Tugas
9. 1. 2. 16. 001 Beban Perjalanan PindahTugas
9 .  l .  2 .  15 .  002  Beban  PenL lanean  Pegawa i
9. 1,2, 17, Beban Pemeliharaan
9. 1,. 2. 1,7. 0A7 Beban Pemeliharaan Tanah
9. 1.2. 0. 0A2 Beban Peme iharaan Alat alat Eesar (al: Buldoser, Traktor, Excavator)
9. L.2.77. OA3 Beban Peme iharaan Alat-alat Angkutan
9. 1.2. 17. 0A4 Beban Pemeliharaan Alat-alat Bengkeldan Alat lJkur
9. 1. 2. 77. 0O5 Beban Perneliharaan Alat-alat pertanian

9. 1. 2. 11. 006 Beban Pemeliharaan Alat alat kantor dan rumah tangga
9. 7. 2. 17. 0O7 Beban Pemeliharaan Alat-alat studio dan komunikasi
9. L. 2. 17. 00a Beban Pemeliharaan Alat alat kedokteran
9. 1-. 2. 11. 0Og Beban Pemeliharaan Alat-alat l€boratorium
9. 7. 2. !7. Orc Beban Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/keamanan
9. 1.2. 11. O11 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung
9 .1 .2 .  I L  O12  Beban  Peme l iha raan  Bangunan  Monumen
9. 7. 2. 17. 0I3 Beban Pemeliharaan lalan dan lembatan
9. 1,. 2. f i .  A74 Beban Pemeliharaan Bangunan Air dan lr igasi
9. 1. 2. L A75 Beban Pemeliharaan instalasi pengolahan (a.1. instalasi PLTD)
9. 1. 2. 17. 016 Beban Pemeliharaan laringan (a.1. jaringan air minum, l istr ik/telpon/8as,

Limbah/air kotor dan mult imedia)
9. L.2. 1-7. O17 Beban Peme iharaan buku, perpustakaan dan arsip
9. 1. 2. 17. O18 Beban Pemeliharaan barang bercorak kebudayaan (a.1. Alat kesenian, maket dan foto
9 .7 .2 .77 .  O19  doku rnen ,  benda  benda  be rse ja rah )
9. 1. 2. 1l .  O2A Beban Pemeliharaan Hewan dan ternak serta tanaman
9. 7. Z. I7. 021 Beban Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software
9, 1.2. La. Beban Jasa Konsultasi
9. 1. 2. 18. 001 BebanJasa Konsu tansi
9. 1, 2. 19. Beban Barang untuk d;serahkan kepada masyarakat/Pihak Keti8a
9. 1. 2. 19. 001 Beban Barang Modal Tanah Yang Akan Diserahkan Kepemil lkannya / Diiual Kepada Pihak

Ketiea / Masvarakat

9.1. 2. 06. 001 Beban cetak 
9. 1. 2. 06. 002 Beban Penggandaan/fotokopi 
9. 1.2.07. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 
9. 1. 2. 07. 001 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 
9. 1.2. 08. Beban Sewa Sarana Mobilitas 
9 1. 2. 08. 001 Beban Sewa Sarana Mobilitas 
9. 1. 2. 09. Beban Sewa Alat Berat 
9.1 2. 09. 001 Beban Sewa Alat Be rat 
9. 1. 2. 10. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
9. 1. 2. 10. 001 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
9. 1. 2. 11. Beban Makanan dan Minuman 
9. 1. 2. 11. 001 Beban makanan dan minuman harian pegawai 
9. 1.2.11. 002 Be ban makanan dan minuman rapat 
9.1 2. 11. 003 Beban Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 
9. 1. 2. 11. 004 Beban Maka nan dan minuman pasien 
9. 1. 2. 12. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 
9.1.2.12. 001 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 
9. 1. 2. 13. Beban Pakaian Kerja 
9. 1. 2. 13. 001 Beban Pakaian Kerja 
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9. 1. 2. 14. 001 Beban Pakaian Olah Raga 
9.1. 2. 14. 002 Beban Pakaian Upacara 
9. 1. 2. 14. 003 Beban Pakaian Tradisional/Adat 
9. 1. 2. 15. 
9. 1.2. 15. 001 

Beban Perjalanan Dinas 
Beban perjalanan dinas dalam daerah 

9. 1. 2. 15. 002 Beban perjalanan dinas luar daerah 
9.1. 2. 15. 003 Beban perjalanan dinas luar negeri 
9. 1.2. 16. Beban Perjalanan Pindah Tugas 
9.1 2. 16. 001 Beban Perjalanan Pindah Tugas 
9. 1.2. 16. 002 Beban Pemulangan Pegawai 
9. 1.2. 17. Beban Pemeliharaan 
9.1. 2. 17. 001 Be ban Pemeliharaan Tanah 
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Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Beban Barang Modallalan, lr igasi dan Jaringan Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya /
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Beban Barang ModalGedunB dan Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Beban Barang Moda AsetTetap LainnyaYangAkan Diserahkan Kepemil ikannya / Dijual
Kepada Pihak Ketiga / Masya|akat
Beban Barang Modal Aset Lainnya Yang Akan Diserahkan Kepemil ikannya / Dijual Kepada
Pihak Ketiga / Masyarakat
Beban Barang Bukan ModalYang Akan Diserahkan Kepemil ikannya / Dijual Kepada Pihak
Ketiga / Masyarakat
Beban Barang dan lasa BLUD
Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD RA. Kart ini
Eeban Jaminan Kesehatan Daereh (Jamkesda)
Beban lamkesda RSU Kartini
Beban Jamkesda RSI
Beban lamkesda Puskesmas Ke ing I
Beban lamkesda Puskesmas Ke ing l l
Beban Jamkesda Puskesmas Bangsri I
Beban lamkesda Puskesmas Bangsri l l
Beban Jamkesda Puskesmas Kembang
Beban Jamkesda Puskesmas Mlonggo
Beban.Jamkesda Puskesmas Pakis Aji
Beban Jamkesda Puskesmas Jepara
Beban Jamkesda Puskesmas Ta huna n
Beban Jamkesda Puskesmas Bateali t
Beban Jarnkesda Puskesmas Ked!rng I
Beban Jamkesda Puskesmas Kedung l l
Beban Jamkesda Puskesmas Pecangaan
Beban Jamkesda Puskesmas Kalinyamatan
Beban lamkesda Puskesmas Welahan I
Beban lamkesda Puskesmas Welahan l l
Beban iamkesda Puskesmas Mayong I
Beban lamkesda Puskesmas Mayong l l
Beban lamkesda Puskesrnas Nalumsari
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Beban lamkesda Puskesrnas Donorojo
Beban lamkesda RS Kariadi
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Beban lamkesda Rs Kumala Siwi
Beban iamkesda PKU Muhammadiyah Mayong
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Beban Tugas Be ajar 51
Beban Tugas Be ajar 52
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Beban Kursus, Pelatihan, sosial isasidan Bimbingan Teknis PNs
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9. 1. 2. 24. Beban honorarium kepada non pegawai dan pemberian hadiah uang atas 
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9. 1. 2. 26. 001 Bebanlasa Layanan Kesehatan Kapitasi
9. 1-.2.26. 002 BebanJasa Layanan Kesehatan Klaim

9. 1. 3, Beban Bunga
9. 1. 3. 01. Beban Bunga Utang Pinjaman
9. 1. 3. 01. 001 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerjntah
9. 1. 3. 01. 002 Beban Bunga utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9. 1. 3. 01. 003 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9. 1. 3. 01. 004 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9. 1. 3, 02. Eeban Bunga utang Obligasi
9. 1. 3. 02. 005 Beban Bunga Utang obligasi

9. 1. 4. Beban Subsidi
9. 1. 4. 01. Eeban Subsidi Energi
9 .  1 .4 .01 .  001  BebanSubs id i  Ene rg i
9. 7, 4.02, Beban Subsidi Non BBM
9.  1 .4 .02 .  001  BebanSubs id i  L i s t r i k
L L 4. 02. 0O2 Beban Subsidi Pangan
9. 1. 4. 02. 003 Beban Subsidi Pupuk
9. 1. 4. a2. 0O4 Beban Subsidi Benih
9. 1. 4. 02. 005 Beban Subsidi Kredit Program
9. L 4. A2. 006 Beban Subsidi/ Bantuan Dalam Rangka Penugasan (Public Services Obligation)
9, 1. 4. 03. Beban SubsidiTarif
9 .  1 .4 .  03 .  001  Beban  Subs id iTa r i f

9, 1, 5, Beban Hibah
9. 1. 5. 01, Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
9. 1. 5. 01. 001 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
9. 1. 5. 01. 002 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat di Daerah (lnstansiVert ikal)
9. 1. 5. 02. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9. 1. 5. 02. 001 Beban Hibah kepada Pemeriniah Daerah
9. 1. 5. 03, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
9. 1. 5. 03. 001 Beban Hibah kepada Perusahaan Daefah/ BUMD/ BUMN
9. 1. 5. 04. Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa
9. 1. 5. 04. 001 Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa
9. 1. 5. 05. Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
9. 1. 5. 05. 001 Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
9. 1. 5. 06. Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
9. 1. 5. 06- 001 Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
9. 1. 5. 07. Beban Hibah Untuk Satuan Pendidikan Dasar
9 .  1 .5 .07 .001  Beban  H ibah  Un tuk  Sa tuan  Pend id i kan  Dasar

9. 1, 6, Beban Bantuan Sosial
9. 1. 5. 01. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9. 1. 6.01. 001 Beban Bantuan Sosial kepada OrganisasiSosial Kemasyarakatan
9. l ,6, 02, Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9. 1. 5. 02. 001 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

9. L,7, Beban Penyusutan
9, l .7. OL. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9. 1. 7.01. 001 Beban Penyusutan AiaFalat Berat
9. L. 1 . O1". O02 Beban Penyusutan Aiat alatAngkutan Darat Bermotor
9. 1. 7. 01. 003 Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
9. 1. 7. 01. 004 Beban Penyusutan Alat 'alai Agkutan di Air Bermotor
9. 1. 7. 01. 005 Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Air t idak Bermotor
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Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor
Beban Penyusutan Komputer
Beban Penyusutan Mebelair
Beban Penyusutan Peralatan Dapur
Beban Penyusutan Penghias Ruangan Rumah Tan8ga
Beban Penyusutan Alat-alat Studio
Beban Penyusutan Alat alat Komunikasi
Beban Penyusutan Alat-alat UkLrr
Beban PenyusutanAlat-alat Kedokteran
Beban Penyusutan Alat-alat Laboratoriurn
Beban PenyusLrtan Alat alat Persenjataan/Keamanan
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Gedung Kantor
Beban Penyusutan Gedung Rumah Jabatan
Eeban Penyusutan Gedung Rumah Dinas
Beban Penyusutan Gedung Gudang
Beban Penyusutan Bangunan Monumen
Beban Penyusutan Tugu Peringatan
Beban Penyusutan Jalan, lr igasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Jala n
Beban Penyusutan Jembatan
Beban Penyusutan Jaringan Air
Beban Penyusutan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
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Beban P-onyusutan Instalasi Telepon
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Buku dan Kepustakaan
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Beban Penyusutan Hewan/Ternak dan Tanaman
Beban Amortisasi Aset Lainnya
Beban Amortisasi Tagihan Penjualan Angsuran
Beban Amortisasi Tunt!tan Ganti Rugi
Beban Amortisasi Kemitraan Pihak Ketiga
Beban Amortisasi Bangun Kelola dan Serah
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
Beban Amortisasi Aset Lain-lain

Eeban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
Beban Penyisihan Piutang Pajak
Beban Penyisihan Piutang Retribusi
Beban Penyisihan Piutang Hasil  Penge olaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Beban Penyisihan Piutang Lain lain PAD yang Sah
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
Beban Penyisihan Piutang Hibah
Beban Penyisihan Pir.rtang Pendapatan Lainnya
Beban Penyisihan PiutanS lainnya
Beban P€nyisihan Piutang Lainnya
Eeban Penyisihan lnvestasi Non Permanen Lainnya
Beban Penyisihan Investasi Non Perman-on Lainnya

9.

9.
9 .

1. 9,  Beban Lainlain

1. 9.  01. Beban Lain- lain

1. 9.  01. 001 Beban Lain- lain

9.1.7. 01. 010 
9. 1.7.01. 011 
9. 1 7. 01. 012 
9. 1 7 01. 013 
9. 1. 7 01. 014 
9.1 7 01. 015 
9.1 7 01. 016 
9. 1.7 01. 017 
9.1 7. 01. 018 
9.1.7.01. 019 
9. 1.7. 01. 020 
9. 1. 7. 02. 
9. 1. 7.02. 001 
9 1 7 02. 002 
9. 1. 7. 02. 003 
9 1 7 02. 004 
9. 1 7. 02. 005 
9. 1. 7. 02. 006 
9. 1. 7. 03. 
9.1 7 03. 001 
9.1. 7 03. 002 
9.1. 7. 03. 003 
9.1. 7. 03. 004 
9.1. 7 03. 005 
9 1. 7. 03. 006 
9. 1. 7. 04. 
9. 1.7. 04. 001 
9. 1.7. 04. 002 
9. 1.7. 04. 003 
9. 1. 7. 05. 
9.1.7 05. 001 
9.1.7 05. 002 
9. 1.7. 05. 003 
9. 1.7. 05. 004 
9. 1 7. 05. 005 
9. 1.7 05. 006 

9. 1. 8. 

Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor 
Beban Penyusutan Komputer 
Beban Penyusutan Mebelair 
Beban Penyusutan Peralatan Dapur 
Be ban Penyusutan Penghias Ruangan Rumah Tangga 
Beban Penyusutan Alat-alat Studio 
Beban Penyusutan Alat-alat Komunikasi 
Beban Penyusutan Alat-alat Ukur 
Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran 
Beban Penyusutan Alat-alat Laboratorium 
Beban Penyusutan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Beban Penyusutan Gedung Kantor 
Beban Penyusutan Gedung Rumah Jabatan 
Beban Penyusutan Gedung Rumah Dinas 
Beban Penyusutan Gedung Gudang 
Beban Penyusutan Bangunan Monumen 
Beban Penyusutan Tugu Peringatan 
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Beban Penyusutan Jalan 
Beban Penyusutan Jembatan 
Beban Penyusutan Jaringan Air 
Beban Penyusutan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 
Beban Penyusutan Instalasi Listrik 
Beban Penyusutan lnstalasi Telepon 
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 
Beban Penyusutan Buku dan Kepustakaan 
Beban Penyusutan Ba rang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 
Beban Penyusutan Hewan/Ternak dan Tana man 
Beban Amortisasi Aset Lainnya 
Beban Amortisasi Tagihan Penjualan Angsuran 
Beban Amortisasi Tuntutan Ganti Rugi 
Beban Amortisasi Kemitraan Pihak Ketiga 
Beban Amortisasi Bangun Kelola dan Se rah 
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya 
Beban Amortisasi Aset Lain-lain 

Beban Penyisihan Piutang 
9. 1.8. 01. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 
9. 1. 8.01. 001 Beban Penyisihan Piutang Pajak 
9. 1.8. 01. 002 Be ban Penyisihan Piutang Retribusi 
9.1.8.01. 003 Be ban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae rah yang Dipisahkan 
9.1.8.01. 004 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
9.1.8.01. 005 Be ban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
9.1.8.01. 006 Be ban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 
9. 1.8.01. 007 Be ban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 
9.1.8. 01. 008 Be ban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan 
9.1.8.01. 009 Beban Penyisihan Piutang Hibah 
9. 1. 8.01. 010 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 
9. 1. 8.02. Beban Penyisihan Piutang Lainnya 
9. 1.8.02. 001 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 
9. 1. 8. 03. Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya 
9. 1. 8. 03. 001 Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya 

9. 1.9. 
9. 1.9. 01. 

Beban Lain-lain 
Beban Lain-lain - I KEPALA !iKPo 

_PEN'USlL_ 
KE+~A BG!l 

uRa ' 
9. 1.9.01. 001 Beban Lain-lain 



9.2. o. 0L. Beban BarangJasa Dana BOS
9. 2. 0. 01. 001 Beban BarangJasa Dana BOS

9 ,  2 .  1 .

9 .  2 .  1 . 0 1 .

9.2. 1.01.001 Bagi Hasil  Pajak dan RetribusiDaerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat

BEEAN TRANSFER

B a g i H a s i l P a j a k
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat

aagi Hasi!  Pajak dan Retr ibusi  Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain

Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

9. 2. 1. 02.
g. 2.  1.  02. OA2 Bagi Hasi l  Pajak dan Retr ibusi  Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain

9. 2.  1.  03.

9. 2. 1. 03. 001 Bagi Hasil  kepada Desa Bangsri
9. 2. 1. 03. 002 Bagi Hasil  kepada Desa BanjarAgung
9. 7. l .  0J. 003 Bagi hati l  lepada Desa Banjaran
9. 2. 1. 03. 004 BaBiHasil  kepada Desa Bondo
9. 2. 1. 03. 005 BagiHasil  kepada Desa Guyangan
9. 2. 1. 03. 006 Eagi Hasil  kepada Desa Jeruk Wangi
9. 2. 1. 03. 007 BagiHasil  kepada Desa KedungLeper
9 .  2 .  1 .  03 .  008  Bag iHas i l kepada  Desa  Kepuk
9. 2. 1. 03. 009 BagiHasilkepada Desa Papasan
9. 2. 1. 03. 010 BagiHasilkepada Desa Srikandang
9. 2. 1. 03. 011 Bagi Hasilkepada Desa Tengguli
9. 2. 1. 03. O12 Bagi Hasil  kepada Desa Wedelan
9. 2. 1. 03. 013 Bagi Hasilkepada Desa Bantrung
9 .2 .7 .03 .  O14  Bag i  Has i l kepada  Desa  Ba tea l i t
9. 2. 1. 03. 015 Bagi Hasil  kepada Desa Bawu
9. 2. 1. 03- 016 Bagi Hasil  kepada Desa Bringin
9. 2. 1. A3. 077 Bagi Hasil  kepada Desa Geneng
9. 2. 1. 03. 018 BagiHasil  kepada Desa Mindahan
9. 2. 1. 03. 019 BagiHasil  kepada Desa Mindahan Kidul
9. 2. 1. 03. 020 BagiHasilkepada Desa Ngasem
9. Z. 1. 03. O21 Bagi Hasil  kepada Desa Pekalongan
9 .2 .7 .03 .  027  Bag i  Has i l kepada  Desa  Raguk lamp i tan
9 . ) .  l . 0 l  023  BaB i  Has i l  . epada  De5aSomosar i
9 .2 .  L .03 .  024  Bag i  Has i l  kepada  Desa  Bandunghar jo
9 .  , .  l . 0 { .  025  BaB i  Has r l  (epada  Desa  BdnVLmar i s
9.2. L A3. 026 Bagi Hasil  kepada Desa Blingoh
9 .2 .1 .  A3 .  027  Bag i  Has i l  kepada  Desa  C le r i ng
9. 2. L A3. 02A Bagi Hasil  kepada Desa luSo
9. 2. 1. 03. 029 BagiHasil  kepada Desa Sumberrejo
9. 2. 1. 03. 030 BagiHasil  kepada Desa Tulakan
9. 2. 1. 03. 031 BagiHasilkepada Desa Ujungwatu
9 .2 .7 .03 .  O32  Bag i  Has i l kepada  Desa  Bandengan
9. 2. 1. 03. 033 Bagi Hasilkepada Desa Kedungcino
9. 2. 1. 03. 034 Bagi Hasil  kepada Desa Kuwasen
9. 2. 1. 03. 035 Bagi Hasil  kepada Desa MuJyoharjo
9. 2. 1. 03. 036 BagiHasil  kepada Desa wonorejo
9. 2. 1. 03. 037 BagiHasil  kepada Desa Bakalan
9 .  2 .  1 .03 .038  Bag iHas i l  kepada  Desa  BandungRe jo
9. 2. 1. 03. 039 BagiHasilkepada Desa Banyuputih
9 .2 .1 . .03 .  O40  Bag i  Has i l kepada  Desa  Ba tuKa l i
9. 2. 1. 03. 041 Bagi Hasilkepada Desa Damarjati
9 .2 .  L  03 .  042  Bag i  Has i l  kepada  Desa  k ' : van
9. 2. 1. 03. 043 Bagi Hasil  kepada Desa Manyargading
9.2.1. A3. 044 Bagi Hasil  kepada Desa Margoyoso
9. 2. 1. 03. 045 Bagi Hasil  kepada Desa Pendosawalan
9 .  2 .  1 .03 .046  Bag iHas i l  kepada  Desa  Purwogondo
9 .2 .  L  U .  A4 /  Bag  Ha5 i l  kepada  Desa  Robayan
9. 2. 1. 03. 048 BagiHasiLkepada Desa Sendang i; "ll ',ll[:,ll;,lf

9. 2. 0. 01. Beban Barang Jasa Dana BOS 
9. 2.0.01. 001 Beban Barang Jasa Dana BOS 

9.2. 
9.2.1. 
9.2.1. 01. 

BEBAN TRANSFER 
Bagi Hasil Pajak 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat 

9.2 1. 01. 001 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Provinsi/Pusat 
9.2.1. 02. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain 
9.2.1 02. 002 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota Lain 
9.2.1. 03. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 
9.2. 1.03. 001 Bagi Hasil kepada Desa Bangsri 
9.2. 1. 03. 002 Bagi Hasil kepada Desa Banjar Agung 
9.2. 1. 03. 003 Bagi Hasil kepada Desa Banjaran 
9. 2. 1. 03. 004 Bagi Hasil kepada Desa Bondo 
9.2.1 03. 005 Bagi Hasil kepada Desa Guyangan 
9.2.1 03. 006 Bagi Hasil kepada Desa Jeruk Wangi 
9.2. 1. 03. 007 Bagi Hasil kepada Desa Kedungleper 
9.2.1 03. 008 Bagi Hasil kepada Desa Kepuk 
9. 2. 1. 03. 009 Bagi Hasil kepada Desa Papasan 
9.2. 1.03. 010 Bagi Hasil kepada Desa Srikandang 
9.2.1 03. 011 Bagi Hasil kepada Desa Tengguli 
9.2. 1. 03. 012 Bagi Hasil kepada Desa Wedelan 

Bagi Hasil kepada Desa Bantrung 
Bagi Hasil kepada Desa Batealit 
Bagi Hasil kepada Desa Bawu 
Bagi Hasil kepada Desa Bringin 

9. 2. 1.03. 017 Bagi Hasil kepada Desa Geneng 
9.2.1.03. 018 Bagi Hasil kepada Desa Mindahan 
9. 2. 1. 03. 019 Bagi Hasil kepada Desa Mindahan Kidul 
9.2.1 03. 020 Bagi Hasil kepada Desa Ngasem 
9.2.1 03. 021 Bagi Hasil kepada Desa Pekalongan 
9.2. 1.03 022 Bagi Hasil kepada Desa Raguklampitan 
9. 2. 1. 03. 023 Bagi Hasil kepada Desa Somosari 
9.2. 1. 03. 024 Bagi Hasil kepada Desa Bandungharjo 
9.2. 1. 03. 025 Bagi Hasil kepada Desa Banyumanis 
9.2.1. 03. 026 Bagi Hasil kepada Desa Blingoh 
9.2. 1. 03. 027 Bagi Hasil kepada Desa Clering 
9.2.1 03. 028 Bagi Hasil kepada Desa Jugo 
9.2.1 03. 029 Bagi Hasil kepada Desa Sumberrejo 
9.2. 1. 03. 030 Bagi Hasil kepada Desa Tulakan 
9. 2. 1. 03. 031 Bagi Hasil kepada Desa Ujungwatu 
9.2. 1.03. 032 Bagi Hasil kepada Desa Bandengan 
9. 2. 1. 03. 033 Bagi Hasil kepada Desa KedungCino 
9.2. 1. 03. 034 Bagi Hasil kepada Desa Kuwasen 
9.2.1.03. 035 Bagi Hasil kepada Desa Mulyoharjo 

Bagi Hasil kepada Desa Wonorejo 
Bagi Hasil kepada Desa Bakalan 
Bagi Hasil kepada Desa BandungRejo 
Bagi Hasil kepada Desa Banyuputih 
Bagi Hasil kepada Desa Batu Kali 
Bagi Hasil kepada Desa Damarjati 

9.2. 1. 03. 042 Bagi Hasil kepada Desa Kriyan 
9. 2. 1. 03. 043 Bagi Hasil kepada Desa Manyargading 
9.2. 1. 03. 044 Bagi Hasil kepada Desa Margoyoso 
9.2.1. 03. 045 Bagi Hasil kepada Desa Pendosawalan 
9.2 1. 03. 046 Bagi Hasil kepada Desa Purwogondo 
9.2.1 03. 047 Bagi Hasil kepada Desa Robayan 
9.2. 1. 03. 048 Bagi Hasil kepada Desa Sendang 

9.2.1 03. 013 
9.2.1. 03. 014 
9. 2. 1. 03. 015 
9.2.1. 03. 016 

9. 2. 1. 03. 036 
9. 2. 1. 03. 037 
9. 2. 1. 03. 038 
9. 2. 1.03. 039 
9.2.1 03. 040 
9. 2. 1. 03. 041 



9. 2. 1. 03. 050 Bagi Hasil kepada Desa Kemujan
9. 2. 1. 03. 051 BagiHasi!kepada Desa Nyamuk
9. 2. 1. 03. 052 BagiHasilkepada Desa Parang
9. 2. 1. 03. 053 BagiHasilkepada Desa Bugel
9. 2. 1. 03. 054 Bagi Hasilkepada Desa Bulak Baru
9. 2. 1. 03. 055 Bagi Hasil  kepada Desa Dongos
9. 2. 1. 03. 056 Bagi Hasil  kepada Desa londang
9.2.1. 03. O57 Bagi Hasil  kepada Desa Kalianyar
9 .  2 .  1 .  01 .  058  Bag i  Has i l  kepada  Desa  Kard rga . i
9. 2. 1. 03. 059 Bagi Hasil  kepada Desa Kedung Ma ang
9. 2. 1. 03. 060 Bagi Hasil  kepada Desa Kerso
9. 2. 1. 03. 061 Bagi Hasil  kepada Desa Menganti
9 .2 .7 .03 .  062  Bag i  Has i l  kepada  Desa  Panggung
9. 2. 1. 03. 063 Bagi Hasil  kepada Desa Rau
9. 2. 1. 03. 064 Bagi Hasil  kepada Desa Sowan Kidul
9. 2. 1. 03. 065 Bagi Hasil  kepada Desa Sowan Lor
9. 2. 1. 03. 066 Bagi Hasil  kepada Desa Sukosono
9. 2. 7. 03. 067 Bagi Hasil  kepada Desa Surodadi
9. 2. 1. 03. 068 Bagi Hasil  kepada Desa Tanggu t lare
9. 2. 1. 03. 069 Bagi Hasil  kepada Desa Tedunan
9. 2. 1. 03. 070 Bagi Hasil  kepada Desa Wanusobo
9. 2. 1. 03. 071 Bagi Hasil  kepada Desa Bumiharjo
9.2. 1. A3. O72 BagiHasil  kepada Desa Damarwulan
9. 2. 1. 03. 073 BagiHasil  kepada Desa Gelang
9. 2. L 03. AA Bagi Hasil  kepada Desa Jlegong
9 .  2 .  1 .03 .  075  Bag iHas iLkepada  Desa  Ka l i ga rang
9 .2 .  1 .03 .  076  Bag iHas i l kepada  Desa  Ke le t
9. 2. t .  03. O71 Bagi Hasil  kepada Desa Keling
9 .2 .  L .03 .  O78  Bag iHas i l kepada  Desa  K lepu
9 .  2 .  l .  03 .  0 /9  Bag i  l as  l kepddd  De ta  (un i '

9. 2. 1. 03. 080 BaSi Hasilkepada D-"sa Tempur
9 .  2 .  1 .  03 .  081  Bag i  Has i l kepada  Desa  Tunahan
9. 2. 1. 03. 082 Bagi Hasilkepada Desa Watuaji
9. 2. 1. 03. 083 Bagi Hasilkepada Desa Balong
9. 2. 1. 03. 084 Bagi Hasllkepada Desa Bucu
9. 2. 1. 03. 085 Bagi Hasilkepada Desa Cepogo
9. 2. 1. 03. 086 Bagi Hasil  kepada Desa Dermolo
9. 2. 1. 03. 087 Bagi Hasil  kepada Desa Dudakawu
9. 2. 1. 03. 088 Bagi Hasil  kepada Desa Jinggotan
9. 2. 1. 03. 089 Bagi Hasil  kepada Desa Kaliaman
9. 2. 1. 03. 090 BagiHasil  kepada Desa Kancilan
9 .  2 .  1 .03 .091  Bag iHas i i  kepada  Desa  Pendem
9. 2. 1.03. 092 Bagi Hasi kepada Desa Sumanding
9. 2. 1. 03. 093 BagiHasilkepada Desa Tubanan
9 .  2 .  1 .  03 .  094  Bag iHas i l kepada  Desa  Bandung
9. 2. 1. 03. 095 Bagi Hasilkepada Desa Buaran
9. 2. 1. 03. 095 Bagi Hasil  kepada Desa Bungu
9.2. L 03. O9l Bagi Hasilkepada Desa Datar
9. 2. 1. 03. 098 Bagi Hasil  kepada Desa lebo
9. 2. 1. 03. 099 BaBi Hasil  kepada Desa Kuanyar
9. 2. 1. 03. 100 Bagi Hasil  kepada Desa Mayong Kidul
9. 2. 1. 03. 101 Bagi Hasil  kepada Desa Mayong Lor
9.2. ! .  A3. 7O2 Bagi Hasil  kepada Desa Ngroto
9. 2. 1. 03. 103 Bagi Hasil  kepada Desa Pancur
9. 2. 1. 03. 104 Bagi Hasil  kepada Desa Paren
9. 2. 1. 03. 105 Bagi Hasil  kepada Desa Pelang
9. 2. 1. 03. 106 BagiHasil  kepada Desa Pelemkerep
9 .2 .  1 , .  03 .  LO1  Bag iHas i l  kepada  Desa  Pu le

9. 2.1 03. 096 
9. 2. 1.03 097 
9. 2. 1. 03. 098 
9.2.1 03. 099 
9. 2. 1. 03. 100 
9.2. 1. 03. 101 
9.2. 1. 03. 102 
9.2. 1. 03. 103 
9. 2. 1. 03. 104 
9.2. 1. 03. 105 
9.2. 1. 03. 106 
9.2 1. 03. 107 

9. 2. 1. 03. 076 
9. 2.1.03. 077 
9. 2. 1. 03. 078 
9. 2. 1. 03. 079 
9. 2.1.03 080 
9. 2. 1. 03 081 
9. 2. 1.03 082 
9. 2. 1.03. 083 

9. 2. 1. 03. 057 
9. 2. 1. 03. 058 
9. 2.1 03. 059 
9. 2.1 03. 060 
9. 2. 1. 03. 061 
9.2. 1.03. 062 
9.2 1. 03. 063 
9. 2.1. 03. 064 
9.2 1. 03. 065 
9.2.1. 03. 066 
9. 2. 1. 03. 067 
9. 2. 1. 03. 068 
9. 2. 1. 03. 069 
9. 2. 1. 03. 070 
9. 2. 1. 03. 071 

9.2. 1. 03. 050 Bagi Hasil kepada Desa Kemujan 
9.2. 1. 03. 051 Bagi Hasil kepada Desa Nyamuk 
9.2 1.03. 052 Bagi Hasil kepada Desa Parang 

9.2.1.03. 053 Bagi Hasil kepada Desa Bugel 
9.2. 1. 03. 054 Bagi Hasil kepada Desa Bulak Baru 
9. 2. 1. 03. 055 Bagi Hasil kepada Desa Dongos 
9.2. 1.03. 056 Bagi Hasil kepada Desa Jondang 

Bagi Hasil kepada Desa Kalianyar 
Bagi Hasil kepada Desa Karangaji 
Bagi Hasil kepada Desa Kedung Malang 
Bagi Hasil kepada Desa Kerso 
Bagi Hasil kepada Desa Menganti 
Bagi Hasil kepada Desa Panggung 
Bagi Hasil kepada Desa Rau 

Bagi Hasil kepada Desa Sowan Kidul 
Bagi Hasil kepada Desa Sowan Lor 

Bagi Hasil kepada Desa Sukosono 
Bagi Hasil kepada Desa Surodadi 
Bagi Hasil kepada Desa Tanggultlare 
Bagi Hasil kepada Desa Tedunan 
Bagi Hasil kepada Desa Wanusobo 
Bagi Hasil kepada Desa Bumiharjo 

9. 2. 1. 03. 072 Bagi Hasil kepada Desa Damarwulan 
9.2. 1. 03. 073 Bagi Hasil kepada Desa Gelang 
9.2.1 03. 074 Bagi Hasil kepada Desa Jlegong 
9. 2. 1. 03. 075 Bagi Hasil kepada Desa Kaligarang 

Bagi Hasil kepada Desa Kelet 

Bagi Hasil kepada Desa Keling 
Bagi Hasil kepada Desa Klepu 
Bagi Hasil kepada Desa Kunir 

Bagi Hasil kepada Desa Tempur 
Bagi Hasil kepada Desa Tunahan 
Bagi Hasil kepada Desa Watuaji 

Bagi Hasil kepada Desa Ba long 
9.2.1. 03. 084 Bagi Hasil kepada Desa Bucu 
9.2.1 03. 085 Bagi Hasil kepada Desa Cepogo 
9. 2.1.03. 086 Bagi Hasil kepada Desa Dermolo 
9. 2. 1. 03. 087 Bagi Hasil kepada Desa Dudakawu 
9.2. 1. 03. 088 Bagi Hasil kepada Desa Jinggotan 
9.2. 1. 03. 089 Bagi Hasil kepada Desa Kaliaman 
9.2. 1. 03. 090 Bagi Hasil kepada Desa Kancilan 
9.2.1 03. 091 Bagi Hasil kepada Desa Pendem 
9.2. 1. 03. 092 Bagi Hasil kepada Desa Sumanding 
9. 2. 1. 03. 093 Bagi Hasil kepada Desa Tubanan 
9.2.1 03. 094 Bagi Hasil kepada Desa Bandung 
9.2 1. 03. 095 Bagi Hasil kepada Desa Bua ran 

Bagi Hasil kepada Desa Bungu 
Bagi Hasil kepada Desa Datar 
Bagi Hasil kepada Desa Jebol 
Bagi Hasil kepada Desa Kuanyar 
Bagi Hasil kepada Desa Mayong Kidul 
Bagi Hasil kepada Desa Mayong Lor 

Bagi Hasil kepada Desa Ngroto 
Bagi Hasil kepada Desa Pancur 

Bagi Hasil kepada Desa Paren 
Bagi Hasil kepada Desa Pelang 
Bagi Hasil kepada Desa Pelemkerep 

Bagi Hasil kepada Desa Pule 



9. 2. 1. 03. 109 Bagi Hasilkepada Desa Sengon Bugel
9 .2 .  1 .03 .  110  Bag iHas i l kepada  Desa  S inSoro jo
9 .  2  1 .01 .  l l l  Bag i  Has l kepadaDesa l i ga ju ru
9 .2 .  1 , .03 .  112  Bag i  Has i l kepada  Desa lambu
9. 2. 1. 03. 113 Bagi Hasil  kepada Desa lambu Timur
9 .2 .1 - .03 .  114  Bag i  Has i l  kepada  Desa  Karanggondang
9. 2. 1. 03. 115 Bagi Hasil  kepada Desa Mororejo
9. 2. 1. 03. 115 Bagi Hasil  kepada Desa Sekuro
9.2. 1,. 03. 117 Bagi Hasil  kepada Desa Sinanggul
9. 2. 1. 03. 118 Bagi Hasil  kepada Desa Srobyong
9. 2. 1. 03. 119 Bagi Hasil  kepada Desa Suwawal
9. 2. 7. A3. D0 Bagi Hasil  kepada Desa Bategede
9. 7. 1. A3. 721 Bagi Hasil  kepada Desa BendanPete
9. 2. 1. 03. L22 Bagi Hasil  kepada Desa Blimbingrejo
9. 2. L. 03. 123 Bagi Hasil  kepada Desa Daren
9 .2 .  1 .  03 .  124  Bag iHas i l kepada  Desa  Dorang
9. 2. l .  03. 125 Bagi Hasil  kepada Desa Gemiring Kidul
9. 2. 1. 03. 126 Bagi Hasil  kepada Desa Gemiring Lor
9. 2. 1. 03. 127 Bagi Hasil  kepada Desa lat isari
9. 2. 1. 03. 72a Bagi Hasil  kepada Desa Karangnongko
9.2.1. 03. 129 Bagi Hasil  kepada Desa Muryolobo
9. 2. 1. 03. 130 Bagi Hasil  kepada Desa Nalumsari
9. 2. 1. 03. 131 BagiHasil  kepada Desa Ngetuk
9. 2. 1. 03. 132 BagiHasil  kepada Desa Pringtul is
9. 2. 1. 03. 133 Bagi Hasil  kepada Desa Trit is
9. 2. 1. 03. 134 BagiHasilkepada Desa TunSsulPandean
9 .  2 .  1 .  03 .  135  Bag iHas i l kepada  Desa  Bu lungan
9. 2. 1. 03. 136 BagiHasilkepada Desa Kawak
9.2. 7. 03. 137 Bagi Hasil  kepada Desa Lebak
9. 2. 1. 03. 138 Bagi Hasilkepada Desa Mambak
9 .  2 .  l .  01 .  139  BaB i  Has i l  . epaoa  Desa  P  d jan
c. 2. 1. 03. 140 Bagi Hasil  kepada Desa Slagi
9. z. 1. A3. 741 Bagi Hasil  kepada Desa SuwawalTimur
.\ 2. L a3. 142 Bagi hasil  kepada Desa TanjJng
9 .2 .  1 , .03 .  743  Bag iHas i l  kepada  Desa  Gemu lung
9. 2. 1.03. 144 Bagi Hasil  kepada Desa Gerdu
9. 2. 1. 03. 145 Bagi Hasil  kepada Desa Kaliombo
9. 2. 1. 03. 146 Bagi Hasilkepada Desa KarangRandu
9 .2 .1 .03 .  141  Bag i  Has i l kepada  Desa  K fasak
9. 2. 1. 03. 148 Bagi Hasil  kepada Desa Lebuawu
9 .2 .1 .  A3 .  ! 49  Bag i  Has i l  kepada  Desa  Nge l i ng
9. 2. 1. 03. 150 BagiHasil  kepada Desa Pecangaan Kulon
9. 2. 1. 03. 151 BagiHasilkepada Desa Pecangaan wetan

9 .2 .  1 .03 .  152  Bag iHas i  kepada  Desa  Pu loda ra t
9. 2. 1. 03. 153 BagiHasilkepada Desa Rengging
9. 2. 1. 03. 154 Bagi Hasil  kepada Desa Troso
9. 2. 1. 03. 155 Bagi Hasilkepada Desa Demangan
9 .  2 .  L  0 l  156  BaB i  Has i l  ( epada  De 'a  ke (ap i
9. 2. L A3. [1 Bagi Hasil  kepada Desa Krapyak
9. 2. 1. 03. 158 Bagi Hasil  kepada Desa Langon
9. 2. 1. 03. 159 Bagi Hasil  kepada Desa Mangunan
9. 2. 1. 03. 160 BagiHasil  kepada Desa Mantingan
9 .2 .  1 , .03 .  161  Bag iHas iLkepada  Desa  Ngabu l
9.2. 1. 03. 162 Bagi Hasil  kepada Desa Peteyekan
9. 2. 1. 03. 163 Bagi Hasil  kepada Desa Platar
9 .2 .  1 .03 .764  Bag i  Has i l  kepada  DesaSemat
9. 2. 1. 03. 165 Bagi Hasil  kepada Desa Senenan
9. 2. 1. 03. 165 Basi Hasil  kepada Desa Sukodono

!
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9.2.1.03. 109 Bagi Hasil kepada Desa Sengon Bugel 
9. 2. 1.03. 110 Bagi Hasil kepada Desa Singorojo 
9.2.1.03 111 Bagi Hasil kepada Desa Tigajuru 
9.2 1. 03. 112 Bagi Hasil kepada Desa Jambu 
9. 2. 1. 03. 113 Bagi Hasil kepada Desa Jambu Timur 
9.2.1. 03. 114 Bagi Hasil kepada Desa Karanggondang 
9.2 1. 03. 115 Bagi Hasil kepada Desa Mororejo 
9.2.1. 03. 116 Bagi Hasil kepada Desa Sekuro 
9.2. 1. 03. 117 Bagi Hasil kepada Desa Sinanggul 
9.2. 1. 03. 118 Bagi Hasil kepada Desa Srobyong 
9. 2. 1. 03. 119 Bagi Hasil kepada Desa Suwawal 
9.2 1. 03. 120 Bagi Hasil kepada Desa Bategede 
9.2. 1 03. 121 Bagi Hasil kepada Desa BendanPete 
9. 2. 1.03. 122 Bagi Hasil kepada Desa Blimbingrejo 
9.2 1. 03. 123 Bagi Hasil kepada Desa Daren 
9. 2.1.03. 124 Bagi Hasil kepada Desa Dorang 
9.2 1. 03. 125 Bagi Hasil kepada Desa Gem iring Kidul 
9.2. 1. 03. 126 Bagi Hasil kepada Desa Gemiring Lor 
9.2.1. 03. 127 Bagi Hasil kepada Desa Jatisari 
9. 2. 1. 03. 128 Bagi Hasil kepada Desa Karangnongko 
9. 2. 1. 03. 129 Bagi Hasil kepada Desa Muryolobo 
9. 2.1.03. 130 Bagi Hasil kepada Desa Nalumsari 

9 2. 1. 03. 131 Bagi Hasil kepada Desa Ngetuk 
9 2. 1.03. 132 Bagi Hasil kepada Desa Pringtulis 
9. 2. 1. 03. 133 Bagi Hasil kepada Desa Tritis 

9. 2. 1.03. 134 Bagi Hasil kepada Desa Tunggul Pandean 
9. 2 1.03. 135 Bagi Hasil kepada Desa Bulungan 
9. 2. 1. 03. 136 Bagi Hasil kepada Desa Kawak 
9. 2.1.03 137 Bagi Hasil kepada Desa Lebak 
9. 2. 1.03. 138 Bagi Hasil kepada Desa Mambak 

9. 2. 1.03. 139 Bagi Hasil kepada Desa Plajan 
9. 2. 1. 03. 140 Bagi Hasil kepada Desa Slagi 
9. 2. 1. 03. 141 Bagi Hasil kepada Desa Suwawal Timur 

9. 2. 1. 03. 142 Bagi Hasil kepada Desa Tanjung 
9.2. 1. 03. 143 Bagi Hasil kepada Desa Gemulung 
9. 2. 1. 03. 144 Bagi Hasil kepada Desa Gerdu 
9. 2.1.03. 145 Bagi Hasil kepada Desa Kaliombo 
9. 2. 1. 03. 146 Bagi Hasil kepada Desa KarangRandu 
9. 2.1 03. 147 Bagi Hasil kepada Desa Krasak 
9. 2. 1. 03. 148 Bagi Hasil epada Desa Lebuawu 
9. 2. 1. 03. 149 Bagi Hasil kepada Desa Ngeling 
9. 2. 1. 03. 150 Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Kulon 

9. 2 1. 03. 151 Bagi Hasil kepada Desa Pecangaan Wetan 
9. 2. 1. 03. 152 Bagi Hasil kepada Desa Pulodarat 
9.2 1. 03. 153 Bagi Hasil kepada Desa Rengging 
9.2. 1.03. 154 Bagi Hasil kepada Desa Troso 
9. 2. 1. 03. 155 Bagi Hasil kepada Desa Demangan 
9. 2. 1. 03. 156 Bagi Hasil kepada Desa Kecapi 
9. 2.1 03. 157 Bagi Hasil kepada Desa Krapyak 
9. 2. 1. 03. 158 Bagi Hasil kepada Desa Langon 
9.2. 1. 03. 159 Bagi Hasil kepada Desa Mangunan 
9. 2. 1. 03. 160 Bagi Hasil kepada Desa Mantingan 
9.2 1. 03. 161 Bagi Hasil kepada Desa Nga bu I 
9.2 1. 03. 162 Bagi Hasil kepada Desa Peteyekan 

9.2. 1.03 163 Bagi Hasil kepada Desa Platar 
9.2 1. 03. 164 Bagi Hasil kepada Desa Se mat 
9. 2. 1. 03. 165 Bagi Hasil kepada Desa Senenan p �- - 
9. 2. 1 03. 166 Bagi Hasil kepada Desa Sukodono ; gFs@51es,7, tl p$NG [] +.00» 



9

9
9

9

9
9

9
9
9

9
9
9

9
9

9
9
9

9

2. 1. 03. 168
2. 1. 03. 169
2. 7. 03. 3.70
2 .  1 .03 .  177
2. 1. 03. 172
2. 1. 03. 173
2 .1 .03 .  174
2. 1. 43. 1t5
2. 1. 43. 176
2. 1. 43. 777
2 .  1 .43 .  114
2. r. 03. 179
2. 1. 03. 180
2. 1. 03. 181
2. 1. 03. 182
2 .  1 .03 .  183
2. 1. 03. 184
2 .  1 .  03 .  185

9. 2. 2.

9 .  2 .2 ,0 r .
9 .  2 .  2 .  A t .  OOr

9 ,2 .3 .
9 .2 .3 .01 ,
9. 2. 3. 01. 001
9 .  2 .3 .  02 ,
9. 2. 3. 02. OA1

9. 2. 4.
9. 2. 4. Ot.
9. 2. 4. 41. OOl
9. 2. 4. 47. AO2
9. 2. 4. 01. 003
9 .2 .4 .  O1 .  044
9. 2. 4. 01. 005
9. 2. 4. 01. 006
9. 2. 4. 01- OOI
9 .  2 .  4 .  01 .  008
9. 2. 4. 01. 009
9. 2. 4. A1. 010
9. 2. 4. At. Arl
9. 2. 4. 47. 412
9. 2. 4. 0r. 413
9. 2. 4. 01. 074
9. 2. 4_ 01. 015
9. 2. 4. 01. 016
9. 2. 4. 01. Or7
9 .  2 .  4 .  01 .  018
9. 2. 4. 01. 019
9. 2. 4. 07. AZO
9. 2. 4. 01. O27
9. 2. 4. O1. O22
9. 2. 4. 01. O23
9. 2. 4. 07. O24
9 .2 .4 .  A1 .  O25
9. 2. 4. 47. 026
9. 2. 4. 07. 427

Bagi Hasil kepada Desa Tegalsambi
Bagi Hasil  kepada Desa TelukAwur
Bagi Hasil  kepada Desa Brantak Sekarjai i
Bagi Hasil  kepada Desa Bu8o
Bagi Hasil  kepada Desa Gedangan
Bagi Hasil  kepada Desa Gidangelo
Bagi Hasil  kepada Desa Guwo Sobokerto
Bagi Hasil  kepada Desa Kalipucang Kulon
Bagi Hasil  kepada Desa Kalipucang Wetan
BagiHasil  kepada Desa Karanganyar
Bagi Hasil  kepada Desa Kedung Sarimulyo
Bagi Hasil  kepada Desa Kendeng Sidial i t
Bagi Hasil  kepada Desa Keti leng Singolelo
Bagi Hasil  kepada Desa Sidigede
Bagi Hasil  kepada Desa Teluk Wetan
Bagi Hasil  kepada Desa LJjung Pandan
Bagi Hasil  kepada Desa Welahan
Bagi Hasil  kepada TPI

Transfer Bagi Hasil  p€ndapatan Lainnya
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa
Transfer Bagi Hasil  Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lain

Transfer Eantuan Keuangan kepada Desa
Transfea Bantuan Keuangan kepada Desa
Bantuan keuangan kepada Desa Bangsri
Bantuan keuangan kepada Desa Banjar Agung
Eantuan keuangan kepada Desa Banlaran
Bantuan keuangan kepada Desa Bondo
Bantuan keuangan kepada Desa Guyangan
Bdntuar kpua'rga|. kepada Desa JerLkwalgi
Bantuan keuangan kepada Desa Kedungleper
Bantuan keuangan kepada Desa Kepuk
Bantuan keuangan kepada Desa Papasan
Bantuan keuangan kepada Desa srikandang
Bantuan keuangan kepada Desa Tengguli
Bantuan keuangan kepada Desa wedelan
Eantuan keuangan kepada Desa Bantrung
Bantuan keuangan kepada Desa Bateali t
Bantuan keuangan kepada Desa Bawu
Bantuan keuangan kepada Desa Bringin
Bantuan keuangan kepada Desa Geneng
Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan
Bantuan keuangan kepada Desa IVlindahan Kidul
Bantuan keuangan kepada Desa Ngasem
Bantuan keuangan kepada Desa Pekalongan
Bantuan keuangan kepada Desa Raguklampitan
Bantuan keuangan kepada Desa somosari
Bantuan keJd.gar kepada Desa BdldJnBharjo
Bartuan "eJangan kepada Dpsr Eanyunani5
Bantuan keuangan kepada Desa BlinSoh
Bantuan keuangan kepada Desa Clering

9.2. 1. 03. 168 
9.2. 1.03. 169 
9.2.1 03. 170 
9. 2. 1. 03. 171 
9. 2. 1. 03. 172 
9. 2.1 03. 173 
9. 2 1. 03. 174 
9 2. 1. 03. 175 
9. 2. 1. 03. 176 
9. 2. 1. 03. 177 
9. 2. 1. 03. 178 
9.2.1. 03. 179 
9.2. 1. 03. 180 
9.2. 1. 03. 181 
9. 2. 1. 03. 182 
9.2.1 03. 183 
9. 2 1 03. 184 
9. 2. 1. 03. 185 

9.2.2. 
9.2.2. 01. 
9. 2. 2. 01. 001 

Bagi Hasil kepada Desa TegalSambi 
Bagi Hasil kepada Desa TelukAwur 
Bagi Hasil kepada Desa Brantak Sekarjati 
Bagi Hasil kepada Desa Bugo 
Bagi Hasil kepada Desa Gedangan 
Bagi Hasil kepada Desa Gidangelo 
Bagi Hasil kepada Desa Guwo Sobokerto 
Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Kulon 
Bagi Hasil kepada Desa Kalipucang Wetan 
Bagi Hasil kepada Desa Karanganyar 
Bagi Hasil kepada Desa Kedung Sarimulyo 
Bagi Hasil kepada Desa Kendeng Sidialit 
Bagi Hasil kepada Desa Ketileng Singolelo 
Bagi Hasil kepada Desa Sidigede 
Bagi Hasil kepada Desa Teluk Wetan 
Bagi Hasil kepada Desa Ujung Pandan 
Bagi Hasil kepada Desa Welahan 
Bagi Hasil kepada TPI 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten /Kata/ Desa 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Desa 

9.2.3. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 
9.2.3. 01. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi 
9.2.3 01. 001 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi 
9. 2. 3.02. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 
9.2 3. 02. 001 Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lain 

9.2. 4. 
9.2. 4. 01. 

Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa 
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa 

9.2.4. 01. 001 Bantuan keuangan kepada Desa Bangsri 
9. 2. 4. 01. 002 Bantuan keuangan kepada Desa Banjar Agung 
9.2.4. 01. 003 Bantuan keuangan kepada Desa Banjaran 
9.2.4 01. 004 Bantuan keuangan kepada Desa Bondo 
9.2.4 01. 005 Bantuan keuangan kepada Desa Guyangan 
9.2.4 01. 006 Bantuan keuangan kepada Desa Jerukwangi 
9.2. 4. 01. 007 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungleper 
9. 2. 4. 01. 008 Bantuan keuangan kepada Desa Kepuk 
9.2. 4. 01. 009 Bantuan keuangan kepada Desa Papasan 
9.2.4 01. 010 Bantuan keuangan kepada Desa Srikandang 
9.2.4 01. 011 Bantuan keuangan kepada Desa Tengguli 
9 2. 4. 01. 012 Bantuan keuangan kepada Desa Wedelan 
9.2.4.01. 013 Bantuan keuangan kepada Desa Bantrung 
9. 2. 4.01. 014 Bantuan keuangan kepada Desa Batealit 
9.2.4 01. 015 Bantuan keuangan kepada Desa Bawu 
9.2.4.01. 016 Bantuan keuangan kepada Desa Bringin 
9. 2. 4. 01. 017 Bantuan keuangan kepada Desa Geneng 
9.2. 4. 01. 018 Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan 
9.2. 4. 01. 019 Bantuan keuangan kepada Desa Mindahan Kidul 
9.2 4. 01. 020 Bantuan keuangan kepada Desa Ngasem 
9.2.4 01. 021 Bantuan keuangan kepada Desa Pekalongan 
9.2. 4.01. 022 Bantuan keuangan kepada Desa Raguklampitan 
9.2.4 01. 023 Bantuan keuangan kepada Desa Somosari 
9.2. 4. 01. 024 Bantuan keuangan kepada Desa Bandungharjo 
9.2. 4.01. 025 Bantuan keuangan kepada Desa Banyumanis 
9.2. 4. 01. 026 Bantuan keuangan kepada Desa Blingoh 
9.2. 4. 01. 027 Bantuan keuangan kepada Desa Clering 
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9. 2. 4. Ol. O29 Bantuan keuangan kepada Desa Sumberrejo
9. 2. 4. 01. 030 Bantuan keirangan kepada Desa Tulakan
9 .2 .4 .01 .  037  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  U jungwa tu
9 .2 .4 .01 .  O32  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Bandengan
9. 2. 4. 01. 033 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungcino
9. 2. 4. 01. 034 Bantuan keuangan kepada Desa Kuwasen
9. 2. 4. 01. 035 Bantuan keuangan kepada Desa Mulyoharjo
9. 2. 4. 01. 036 Bantuan keuangan kepada Desa Wonorejo
9. 2. 4. 01. O37 Bantuan keuangan kepada Desa Bakalan
9. 2. 4. 01. 038 Bantuan keuangan kepada Desa Bandungrejo
9. 2. 4. 01. 039 Bantuan keuangan kepada Desa Banyuputih
9 .2 .4 .  A7 .  04A  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Ba tuka l i
9 .2 .4 .41 .  O41  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Damar ja t i
9 .2 .4 .07 .  042  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  K r i yan
9.2.4. O1-. 043 Bantuan keuangan kepada Desa Manyargading
9 .2 .4 .07 .  O44  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Margoyoso
9 .2 .4 .01 .  O45  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Pendosawa lan
9 .2 .4 .01 .  046  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Purwogondo
9 .2 .4 .01 .  O47  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Robayan
9 .2 .4 .0L .  04a  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Sendang
9 .2 .4 .01 .  O49  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Kar imun lawa
9. 2. 4. 01. 050 Bantuan keuangan kepada Desa Kemujan
9. 2. 4. 01. 051 Bantuan keuangan kepada Desa Nyamuk
9. 2. 4. 01. OSZ Bantuan keuangan kepada Desa Parang
9. 2- 4. 01. 053 Bantuan keuangan kepada Desa Bugel
9 .2 .4 .  01 .  054  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  BuLak  Baru
c. 2. 4. 01. 055 Bantuan keJdrgar kepada Des, Dol8os
9. 2. 4. 01. 056 Bantuan keuangan kepada DesaJondang
9 .2 .4 .07 .  057  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Ka l i anya r
9. 2. 4. 01. 058 Bantuan keuangan kepada Desa Karangaji
9. 2. 4. 01. 059 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungmalang
9. 2. 4. 01. 060 Bantuan keuangan kepada Desa Kerso
9 .2 .4 .  AL .  061  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Mengan t i
9 .2 .4 .  A1 .  062  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Panggung
9 .2 .4 .  a | .  063  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Rau
9. 2. 4. A1. 064 Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Kidul
9. 2. 4. A1. 065 Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Lor
9. 2. 4. A1. 066 Bantuan keuangan kepada Desa Sukosono
S. 2. 4. AL 067 Bantuan keuangan kepada Desa Surodadi
9. 2. 4. 41. 064 Bantuan keuangan kepada Desa Tanggult lare
9. 2. 4. 01. 069 Bantuan keuangan kepada Desa Tedunan
9.2.4. Al,.  A7O Bantuan keuangan kepada Desa Wanusobo
9. 2. 4. 07. A71 Bantuan keuangan kepada Desa Bumiharlo
9 .2 .4 .  0L .  O72  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Damarwu lan
9. 2. 4. 01. A73 Bantuan keuanSan kepada Desa Gelang
9. 2. 4 OL 074 Bantuar keudnedn kepada Desa l legong
9.2. 4. 01. O7S Bantuan keuangan kepada Desa Kaligarang
9. 2. 4.01. 0'16 Bantuan keuangan kepada Desa Kelet
9 .2 .4 .01 .  077  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Ke l i ng
9. 2. 4. 0L. 07A Bantuan keuangan kepada Desa Klepu
9. 2. 4. 01. 079 Bantuan keuangan kepada Desa Kunir
9. 2. 4. 01. 080 Banruar keuan8al kepada Desa Te-npLr
9. 2. 4. 01. 081 Bantuan keuangan kepada Desa Tunahan
9. 2. 4. 01. OA2 Bantuan keuangan kepada Desa Watuaji
9. 2. 4. 01. 083 Bantuan keuangan kepada Desa Balong
9 .2 .4 .01 .  O84  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Bucu
c .2  4 .01  085  Bdn tuan  keua lga ' r  kepada  Des"Cepogo
9. 2. 4. 01. 086 Bantuan keuanqan keDada Desa Dermolo

9. 2. 4 01. 029 
9. 2. 4. 01. 030 
9. 2 4. 01. 031 
9.2 4 01. 032 
9. 2 4.01. 033 
9. 2. 4. 01. 034 
9.2. 4. 01. 035 
9.2. 4. 01. 036 
9. 2 4. 01. 037 
9. 2. 4. 01. 038 
9.2. 4. 01. 039 
9.2. 4. 01. 040 
9. 2. 4. 01. 041 
9. 2. 4. 01. 042 
9. 2. 4. 01. 043 
9. 2.4 01. 044 
9. 2 4. 01. 045 
9. 2 4. 01. 046 
9. 2 4. 01. 047 
9. 2. 4. 01. 048 
9. 2 4. 01. 049 
9. 2. 4. 01. 050 
9. 2. 4. 01. 051 
9.2.4.01. 052 
9.2 4. 01. 053 
9.2.4. 01. 054 
9. 2. 4. 01. 055 
9.2.4. 01. 056 
9. 2. 4. 01. 057 
9. 2. 4. 01. 058 
9.2. 4. 01. 059 
9.2.4. 01. 060 
9. 2. 4. 01. 061 
9. 2. 4. 01. 062 
9. 2. 4. 01. 063 
9. 2. 4. 01. 064 
9. 2. 4. 01. 065 
9. 2. 4. 01. 066 
9. 2. 4. 01. 067 
9. 2. 4. 01. 068 
9.2 4. 01. 069 
9.2. 4. 01. 070 
9. 2. 4. 01. 071 
9.2.4. 01. 072 
9. 2. 4. 01. 073 
9. 2 4. 01. 074 
9. 2. 4.01. 075 
9. 2. 4. 01. 076 
9. 2. 4.01. 077 
9. 2 4. 01. 078 
9. 2. 4. 01. 079 
9. 2.4. 01. 080 
9. 2. 4 01. 081 
9. 2.4 01. 082 
9. 2 4. 01. 083 
9. 2 4. 01. 084 
9. 2 4. 01. 085 
9. 2. 4. 01. 086 

Bantuan keuangan kepada Desa Sumberrejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Tulakan 
Bantuan keuangan kepada Desa Ujungwatu 
Bantuan keuangan kepada Desa Bandengan 
Bantuan keuangan kepada Desa KedungCino 
Bantuan keuangan kepada Desa Kuwasen 
Bantuan keuangan kepada Desa Mulyoharjo 
Bantuan keuangan kepada Desa Wonorejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Bakalan 
Bantuan keuangan kepada Desa Bandungrejo 
Bantuan keuangan kepada Desa Banyuputih 
Bantuan keuangan kepada Desa Batukali 
Bantuan keuangan kepada Desa Damarjati 
Bantuan keuangan kepada Desa Kriyan 
Bantuan keuangan kepada Desa Manyargading 
Bantuan keuangan kepada Desa Margoy0so 
Bantuan keuangan kepada Desa Pendosawalan 
Bantuan keuangan kepada Desa Purwogondo 
Bantuan keuangan kepada Desa Robayan 
Bantuan keuangan kepada Desa Sendang 
Bantuan keuangan kepada Desa Karimunlawa 
Bantuan keuangan kepada Desa Kemujan 
Bantuan keuangan kepada Desa Nyamuk 
Bantuan keuangan kepada Desa Parang 
Bantuan keuangan kepada Desa Bugel 
Bantuan keuangan kepada Desa Bulak Baru 
Bantuan keuangan kepada Desa Dongos 
Bantuan keuangan kepada Desa Jondang 
Bantuan keuangan kepada Desa Kalianyar 
Bantuan keuangan kepada Desa Karangaji 
Bantuan keuangan kepada Desa Kedungmalang 
Bantuan keuangan kepada Desa Kerso 
Bantuan keuangan kepada Desa Menganti 
Bantuan keuangan kepada Desa Panggung 
Bantuan keuangan kepada Desa Rau 
Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Kidul 
Bantuan keuangan kepada Desa Sowan Lor 
Bantuan keuangan kepada Desa Sukosono 
Bantuan keuangan kepada Desa Surodadi 
Bantuan keuangan kepada Desa Tanggultlare 
Bantuan keuangan kepada Desa Tedunan 
Bantuan keuangan kepada Desa Wanusobo 
Bantuan keuangan kepada Desa Bumiharjo 
Bantuan keuangan kepada Desa Damarwulan 
Bantuan keuangan kepada Desa Gelang 
Bantuan keuangan kepada Desa Jlegong 
Bantuan keuangan kepada Desa Kaligarang 
Bantuan keuangan kepada Desa Kelet 
Bantuan keuangan kepada Desa Keling 
Bantuan keuangan kepada Desa Klepu 
Bantuan keuangan kepada Desa Kunir 
Bantuan keuangan kepada Desa Tempur 
Bantuan keuangan kepada Desa Tunahan 
Bantuan keuangan kepada Desa Watuaji 
Bantuan keuangan kepada Desa Balong 
Bantuan keuangan kepada Desa Bucu 
Bantuan keuangan kepada Desa Ce pogo 
Bantuan keuangan kepada Desa Dermolo 



9. 2. 4. 01. 088 Bantuan keuangan kepada Desalinggotan
9. 2. 4. 01. 089 Bantuan keuangan kepada Desa Kaliaman
9. 2. 4. A1. O9A Bantuan keuangan kepada Desa Kancilan
9. 2. 4. 01. 091 Bantuan keuangan kepada Desa Pendem
9.2 .4 .  AL .  A92  Ban tuan  keuan8an  kepada  Desa  Sumand ing
9. 2. 4. 01. 093 Bantuan keuangan kepada Desa Tubanan
9. 2. 4. 01. O94 Bantuan keuangan kepada Desa Bandung
9. 2.4. 01. 095 Bantuan keuangan kepada Desa Buaran
9. 2.4. 01. 096 Bantuan keuangan kepada Desa Bungu
9 .2 .4 .01 .  097  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Da ta r
9. 2. 4. 01. 098 Bantuan keuangan kepada Desa Jebol
9.2.4. 0L. O99 Bantuan keuangan kepada Desa Kuanyar
9. 2. 4. 01. 100 Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Kidul
9. 2. 4. 01. 10L Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Lor
9 .  2 .  4 .0L  1O2  Ban tudn  kpJa rga r  kepada  Desa  \8 'o to
9 .2 .4 .01 .  103  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Pancur
9 .2 .4 .0L  1O4  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Paren
9. 2. 4. 01. 105 Bantuan keuangan kepada Desa Pelang
9 .2 .4 .01 .  106  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Pe lemkerep
9 .2 .4 .07 .  707  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Pu le
9. 2. 4. 01. 108 Bantuan keuan8an kepada Desa Rajekwesi
9 .2 .4 .0L  109  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Sengonbuge l
9. 2. 4. 01. 110 Bantuan keuangan kepada Desa Singorojo
9.2. 4. 01,. 1,17 Bantuan keuangan kepada Desa TiEajuru
9. 2. 4. 01. 112 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu
9. 2. 4. 01. 113 Bantuan keuangan kepada Desa Jambu Timur
9. 2. 4. 01. 1,14 Bantuan keuangan kepada Desa Karanggondang
9.2.4. A7. 715 Bantuan keuangan kepada Desa Mororejo
9. 2. 4. A1. [6 Bantuan keuangan kepada Desa Sekuro
9. 2. 4. A1. I71 Bantuan keuangan kepada Desa Sinanggul
9. 2. 4. A7. 77A Bantuan keuangan kepada Desa Srobyong
9. 2. 4. 01. 119 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal
9. 2. 4 01. 120 BarlJal leuangan \epada Desa Ba_egede
9.2. 4. 01. 1,2L Baniuan keuangan kepada Desa BendanPete
9.2.4.01. 122 Bantuan keuangan kepada Desa Blimbingrejo
9.2. 4. 01. 123 Bantuan keuangan kepada Desa Daren

9. 2. 4. 07. 124 Bantuan keuangan kepada Desa Dorang
9.2. 4. 01. 725 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Kidui
9. 2. 4. a1. D6 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Lor
9. 2. 4. A7. 127 Bantuan keuangan kepada Desa lat isari
9 .2 .4 .07 .  128  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Karangnongko
9.2. 4. O1". L29 Bantuan keuangan kepada Desa Muryolobo
9 .2 .4 .01 .  130  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Na lumsar i
9. 2. 4. 01. 13I Bantuan keuangan kepada Desa Ngetuk
9 .  ) . 4 .  01 .  1 ,32  Ban tuan  keua lgan  kepada  Desa  P r ing tJ  i s
9.2.4. 01. L33 Bantuan keuangan kepada Desa Trit is
9. 2. 4. 07. 134 Bantuan keuangan kepada Desa TunSSulpandean
9. 2. 4. 01. 135 Bantuan keuangan kepada Desa Eulungan
9. Z.4. A1. B6 Bantuan keuangan kepada Desa Kawak
9 .2 .4 .01 .  I 37  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Lebak
9 .2 .4 .  0L .  138  Ban tuan  keuangan  kepada  Desa  Mambak
9. 2. 4. 0L 139 Bantuan keuangan kepada Desa P ajan
9. 2. 4. 01. 140 Bantuan keuangan kepada Desa Slagi

9. 2. 4. 01. 14L Bantuan keuangan kepada Desa SuwawalTjmur
9.2. 4. O1. 142 Bantuan keuangan kepada Desa Tanjung

9. 2. 4. 01. 143 Bantuan keuangan kepada Desa Gemulung
9.2.4. A1. 744 Bantuan keuangan kepada Desa Gerdu
q )  L a1 1a\  A:nt r r rn keLranpan kenada Desa Kal iombo iffiTffiI

9.2. 4 01. 088 Bantuan keuangan kepada Desa Jinggotan 
9. 2. 4. 01. 089 Bantuan keuangan kepada Desa Kaliaman 
9. 2.4 01. 090 Bantuan keuangan kepada Desa Kancilan 
9. 2. 4. 01. 091 Bantuan keuangan kepada Desa Pendem 
9 2. 4. 01. 092 Bantuan keuangan kepada Desa Sumanding 
9 2. 4 01. 093 Bantuan keuangan kepada Desa Tuba nan 
9. 2. 4. 01. 094 Bantuan keuangan kepada Desa Bandung 
9.2 4. 01. 095 Bantuan keuangan kepada Oesa Buaran 
9. 2 4. 01. 096 Bantuan keuangan kepada Desa Bungu 
9. 2. 4. 01. 097 Bantuan keuangan kepada Desa Datar 
9. 2.4 01. 098 Bantuan keuangan kepada Desa Jebol 
9. 2. 4. 01. 099 Bantuan keuangan kepada Desa Kuanyar 
9. 2. 4. 01. 100 Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Kidul 
9. 2. 4. 01. 101 Bantuan keuangan kepada Desa Mayong Lor 
9.2. 4. 01. 102 Bantuan keuangan kepada Desa Ngroto 
9.2. 4. 01. 103 Bantuan keuangan kepada Desa Pancur 
9. 2. 4. 01. 104 Bantuan keuangan kepada Desa Paren 
9.2. 4. 01. 105 Bantuan keuangan kepada Desa Pelang 
9.2. 4. 01. 106 Bantuan keuangan kepada Desa Pelemkerep 
9. 2. 4. 01. 107 Bantuan keuangan kepada Desa Pule 
9. 2. 4. 01. 108 Bantuan keuangan kepada Desa Rajekwesi 
9. 2. 4 01. 109 Bantuan keuangan kepada Desa Sengonbugel 
9. 2. 4 01. 110 Bantuan keuangan kepada Desa Singorojo 
9. 2. 4. 01. 111 Bantuan keuangan kepada Desa Tigajuru 
9. 2.4 01. 112 Bantuan keuangan kepada Desa Jam bu 
9. 2. 4.01 113 Bantuan keuangan kepada Desa Jam bu Timur 
9.2.4. 01. 114 Bantuan keuangan kepada Desa Karanggondang 
9. 2. 4. 01. 115 Bantuan keuangan kepada Desa Mororejo 
9. 2. 4. 01. 116 Bantuan keuangan kepada Desa Sekuro 
9. 2. 4. 01. 117 Bantuan keuangan kepada Desa Sinanggul 
9 2. 4. 01. 118 Bantuan keuangan kepada Desa Srobyong 
9.2 4.01. 119 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal 
9. 2. 4.01. 120 Bantuan keuangan kepada Desa Bategede 
9.2 4.01. 121 Bantuan keuangan kepada Desa BendanPete 
9.2 4.01 122 Bantuan keuangan kepada Desa Blimbingrejo 
9.2 4.01. 123 Bantuan keuangan kepada Oesa Daren 
9.2. 4 01. 124 Bantuan keuangan kepada Desa Dorang 
9.2. 4. 01. 125 Bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Kidul 
9. 2. 4. 01. 126 Bantuan keuangan kepada Desa Gem iring Lor 
9 2. 4. 01. 127 Bantuan keuangan kepada Desa Jatisari 
9. 2. 4. 01 128 Bantuan keuangan kepada Desa Karangnongko 
9.2. 4.01. 129 Bantuan keuangan kepada Desa Muryolobo 
9.2. 4.01. 130 Bantuan keuangan kepada Desa Nalumsari 
9.2 4.01. 131 Bantuan keuangan kepada Desa Ngetuk 
9.2 4. 01. 132 Bantuan keuangan kepada Desa Pringtulis 
9. 2.4. 01. 133 Bantuan keuangan kepada Desa Tritis 
9.2.4. 01. 134 Bantuan keuangan kepada Desa Tunggulpandean 
9.2. 4. 01. 135 Bantuan keuangan kepada Desa Bulungan 
9.2 4. 01. 136 Bantuan keuangan kepada Desa Kawak 
9 2. 4. 01. 137 Bantuan keuangan kepada Desa Lebak 
9 2. 4. 01. 138 Bantuan keuangan kepada Desa Mambak 
9. 2. 4.01. 139 Bantuan keuangan kepada Desa Plajan 
9. 2. 4.01. 140 Bantuan keuangan kepada Desa Slagi 
9. 2. 4. 01. 141 Bantuan keuangan kepada Desa Suwawal Timur 
9. 2. 4.01. 142 Bantuan keuangan kepada Desa Tanjung 
9.2. 4.01. 143 Bantuan keuangan kepada Desa Gemulung 
9. 2. 4. 01. 144 Bantuan keuangan kepada Desa Gerdu 
0 A 145 Rantmian keuansan kenada Desa Kaliombo fr,Ta irpu + mAcil 



2. 4. Oa. L47
2. 4.01. t48
2. 4. 01. 149
2. 4. 01. 150
2 .  4 .01 .  157
2. 4. 01. 752
2 .4 .  01 .  153
2. 4. 01. 154
2. 4. 01. 755
2. 4. 01. 156
2. 4. Or. 157
2. 4. 01. r58
2. 4. Or. 159
2. 4. 01. 160
2. 4. 01. 161
2. 4. 07. 762
2. 4. 41. rc3
2. 4. 41. 164

2. 4. A\. 166
2. 4. 47. 167
2. 4. 07. 764
2. 4. 01. 169
z. 4. 01. r70
2 .4 .41 .  r 71
2. 4. 01. r72
2 .4 .01 .  173
2. 4. 0r. 1'14
2. 4. 07. 175
2 .4 .  01 .  176
2 .  4 .01 .  177
2. 4. 01. 178
2. 4. 01. 119
2. 4. 01. 180
2. 4. O1. 181
2. 4. 01. 182
2. 4. 01. 143
2. 4. 07. 184

Bantuan keuangan kepada Desa Krasak
Bantuan keuangan kepada Desa Lebuaw!
Bantuan keuangan kepada Desa Ngeling
Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Kulon
Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Wetan
Bantuan keuangan kepada Desa Pulodarat
Bantuan keuangan kepada Desa Rengging
Bantuan keuangan kepada Desa Troso
Bantuan keuangan kepada Desa Demangan
Bantuan keuangan kepada Desa Kecapi
Bantuan keuangan kepada Desa Krapyak
Bantuan keuangan kepada Desa Langon
Bantuan keuangan kepada Desa Mangunan
Bantuan keuangan kepada Desa Mantingan
Bantuan keuangan kepada Desa Ngabu
Bantuan keuangan kepada Desa Petek-Ayan
Bantuan keuangan kepada Desa Platar
Bantuan keuangan kepada Desa Semat
Bantuan keuangan kepada Desa Senenan
Bantuan keuangan kepada Desa Sukodono
Bantuan keuangan kepada Desa Tahunan
Bantuan keuangan kepada Desa Tegalsamb
Bantuan keuangan kepada Desa TelukAwur
Bantuan keuangan kepada Desa Brantaksekarjati
Bantuan keuangan kepada Desa Bugo
Bantuan keuangan kepada Desa Gedangan
Bantuan keuangan kepada Desa Gidangelo
Bantuan keuangan kepada Desa Guwosobokerto
Bantuan keuangan kepada Desa Ka ipucangkulon
Eantuan keuangan kepada Desa Ka ipucangwetan
Bantuan keuangan kepada Desa Karanganyar
Bantuan keuan8an kepada Desa Kedungsarimulyo
Bantuan keuangan kepada Desa Kendengsidial i t
Bantuan keuangan kepada Desa Keti lengsingolelo
Bantuan keuangan kepada Desa Sidigede
Bantuan keuangan kepada Desa Teluk Wetan
Bantuan keuangan kepada Desa ujungpandan
Bantuan keuangan kepada Desa welahan

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Bantuan (euangan kepada Partai Poli t ik
Ban tuan  Keuangan  kepada  Par ta i  Po l i t i k . . . -  (R inc iansesua i j um lahPar ta idanKurs i

d i  DPRD )

BEBAN NON OPERASIONA!
Defisit  Penjualan Aset Nonlancar " LO
Defisit  Penjualan Aset Nonlancer - LO
Defisit  Penjualan Aset Tanah - LO
Defisit  Penjualan aset Peralatan dan Mesin - LO
Defisi l  Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
Defisit  Penjualan Aset Non Lancar / Aset Tetap Lainnya LO
Defisit  Penjualan Aset Lain lain LO

9 . 2 . 5 .
9 , 2 . 5 . 0 1 .
9. 2.  5.  01. 001

9 .3 .
9 .  3 .  1 .
9 .  3 .  1 .01 .
9. 3. 1. 01. 001
9. 3. 1. 01. 002
9. 3. 1. 01. 003
9. 3. 1. 01. 004
9. 3. 1. 01. 005

9 ,3 .2 ,
9 .3 .2 .01 .
9 .  3 .  2 .  01 .  001
9 .  3 .  2 .07 .  AO2
9. 3. 2. 01. 003

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
Defisit Penyelesaian Kewaiiban Jangka Panjang - LO
Defisit  Penyelesaian Utang dariSektor Perbankan Lo
Defisit  Penyelesaian Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank _ LO
Defisit  Penvelesaian Utang Obligasi LO tr ' :b:

9. 2. 4. 01. 147 Bantuan keuangan kepada Desa Krasak 
9. 2. 4 01. 148 Bantuan keuangan kepada Desa Lebuawu 
9. 2. 4 01. 149 Bantuan keuangan kepada Desa Ngeling 
9. 2. 4.01. 150 Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Kulon 
9. 2. 4.01. 151 Bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Wetan 
9. 2. 4. 01. 152 Bantuan keuangan kepada Desa Pulodarat 
9. 2. 4. 01. 153 Bantuan keuangan kepada Desa Rengging 
9. 2. 4. 01. 154 Bantuan keuangan kepada Desa Troso 
9. 2 4.01. 155 Bantuan keuangan kepada Desa Oemangan 
9.2 4. 01. 156 Bantuan keuangan kepada Desa Kecapi 
9.2.4.01. 157 Bantuan keuangan kepada Desa Krapyak 
9.2. 4.01. 158 Bantuan keuangan kepada Desa Langon 
9. 2. 4.01. 159 Bantuan keuangan kepada Desa Mangunan 
9. 2. 4. 01. 160 Bantuan keuangan kepada Desa Mantingan 
9. 2. 4. 01. 161 Bantuan keuangan kepada Desa Nga bu I 
9. 2. 4. 01. 162 Bantuan keuangan kepada Desa Petekeyan 
9. 2. 4. 01. 163 Bantuan keuangan kepada Desa Platar 
9. 2. 4. 01. 164 Bantuan keuangan kepada Desa Semat 
9. 2. 4.01. 165 Bantuan keuangan kepada Desa Senenan 
9.2. 4. 01. 166 Bantuan keuangan kepada Desa Sukodono 
9.2.4. 01. 167 Bantuan keuangan kepada Desa Tahu nan 
9. 2. 4. 01. 168 Bantuan keuangan kepada Desa Tegalsambi 
9. 2. 4. 01. 169 Bantuan keuangan kepada Desa TelukAwur 
9.2.4.01. 170 Bantuan keuangan kepada Desa Brantaksekarjati 
9.2. 4. 01. 171 Bantuan keuangan kepada Desa Bugo 
9.2.4.01. 172 Bantuan keuangan kepada Desa Gedangan 
9. 2. 4. 01. 173 Bantuan keuangan kepada Desa Gidangelo 
9. 2. 4. 01. 174 Bantuan keuangan kepada Desa Guwosobokerto 
9. 2. 4 01. 175 Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangkulon 
9.2. 4. 01. 176 Bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangwetan 
9.2.4. 01. 177 Bantuan keuangan kepada Desa Karanganyar 
9. 2. 4.01. 178 Bantuan keuangan kepada Desa Kedungsarimulyo 
9. 2. 4. 01. 179 Bantuan keuangan kepada Desa Kendengsidialit 
9. 2. 4.01. 180 Bantuan keuangan kepada Oesa Ketilengsingolelo 
9. 2.4.01. 181 Bantuan keuangan kepada Desa Sidigede 
9. 2. 4. 01. 182 Bantuan keuangan kepada Desa Teluk Wetan 

9. 2. 4. 01. 183 Bantuan keuangan kepada Desa Ujungpandan 
9. 2. 4. 01. 184 Bantuan keuangan kepada Desa Welahan 

9.2.5. 
9. 2.5. 01. 
9. 2. 5. 01. 001 

9. 3. 
9. 3. 1. 
9. 3. 1. 01. 
9.3. 1.01. 001 

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ... 
di DPRD) 

BEBAN NON OPERASIONAL 
Defisit Penjualan Aset Nonlancar -LO 
Defisit Penjualan Aset Nonlancar -LO 
Defisit Penjualan Aset Tanah - LO 

( Rincian sesuai jumlah Partai dan Kursi 

9.3.1. 01. 002 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin -LO 
9.3.1. 01. 003 Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan -LO 
9.3 1. 01. 004 Defisit Penjualan Aset Non La near/ Aset Tetap Lainnya -LO 
9. 3. 1.01. 005 Defisit Penjualan Aset Lain-lain -LO 

9.3.2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 
9. 3. 2. 01. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -LO 
9. 3.2. 01. 001 Defisit Penyelesaian Utang dari Sektor Perbankan -LO 
9. 3. 2. 01. 002 Defisit Penyelesaian Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank -LO 
9. 3. 2. 01. 003 Defisit Penyvelesaian Utang Obligasi -LO 



9. 3. 2. 01. 005
9. 3. 2. 01. 006

9. 3. 3.
9. 3. 3. 01.
9 .  3 .  3 .01 .  001

9- 4-
9. 4. L,
9. 4. 1. 01.
9. 4. 1. 01. 001

Defisit  Penyelesaian L,tang dari Pemerintah Daerah lainnya LO
Defisit  Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi- LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Detisit dari Xegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Defisit  dari Kegiatan Non Operasional tainnya - LO

BEBAN LUAR BIASA - I"O

Beban Luar Siasa - LO
Eeban Luar Biasa - LO
Beban Luar Biasa LO

JEPARA,

FEGLiEqNiloDlKH#
J ,  

_  T A N

- ,_ 
9. 3.2. 01. 005 Defisit Penyelesaian Utang dari Pemerintah Daerah lainnya -LO 
9.3.2.01. 006 Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO 

9. 3. 3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 
9. 3. 3. 01. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO 
9. 3. 3. 01. 001 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 

9. 4. BEBAN LUAR BIASA-LO 
9. 4.1. Beban Luar Biasa -LO 
9. 4. 1. 01. Beban Luar Biasa -LO 
9. 4 1. 01. 001 Beban Luar Biasa - LO 

UPATI JEPARA, 

AD MARZUQI 

FE~EtiTiiN POD~K HUKuM 
PARAF 

•· 1TAN 
, - Sekretari Le. 

Asift" - _,_ 
Ke; -tf � 4 Kas --- � is gusu 

BAG\AN HUKUM ' 


